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Judul :Problematika Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada  
Penyediaan Obat – Obatan Halal Dalam Persfektif Hukum Islam  
ABSTRAKSI  
Jaminan produk halal di Indonesia mengatur terhadap produk yang masuk maupun 
beredar di Indonesia, pada awalnya sertifikasi halal di Indonesia diambil alih oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan gerakan civil society yang mendapat dukungan dari 
negara. Namun setelah dikeluarkannya Undang – Undang  Jaminan Produk Halal(UUJPH) 
ini, wewenang sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH). Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (voluntary) dan belum memiliki 
legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban (mandatory).Sayangnya 
kajian akademik di bidang obat-obatan halal sebagai konsekuensi dari lahirnya UU No. 33 
Tahun 2014 belum banyak ditemukan, Meskipun riset mengenai halal di dunia farmasi mulai 
mendapatkan perhatian, namun keberadaannya belum cukup maksimal. Penelitian ini 
menjadi penting untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu Pertama, bagaimana 
Prosedur Penerbitan Sertifikasi Halal menurut Undang – Undang No.33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal, Kedua, Dinamika apa saja yang muncul sebelum dan setelah lahirnya 
UU No. 33 Tahun 2014 serta  regulasi yang berlaku di Indonesia terkait penyediaan obat-
obatan halal, dan Ketiga, Bagaimana upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan 
mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 di bidang obat-obatan serta Hambatannya. 
 Penerapan sertifikasi halal pada produk obat – obatan mengalami berbagai macam 
dinamika dan problem serta hambatan dari berbagai hal, ketidak siapan dalam menerima 
konsekwensi bahwa seluruh produk harus tersertifikasi halal menjadi momok bagi industri 
farmasi, tidak berjalannya sistem secara keseluruhan untuk dapat memastikan bahwa obat 
yang diproduksi adalah obat yang halal menjadi penyebab tidak dapat diberlakukannya UU 
Nomor 33 Tahun 2014 secara menyeluruh, dan belum dapat terimplementasi terhadap 
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ABSTRACT 
 
The Insurance of halal product in Indonesia organize to incoming product or revolve 
in Indonesia, at the first the halal certification in Indonesia is taken over by Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) which is the movement of civil society which have the support of the state. 
However after its release UU JPH, however the authority of halal certification is switched to 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). The halal certification which was 
beginning voluntary and nowadays do not have the legal law legitimacy has become a 
mandatory. Unfortunately the academic studies in the field of halal medicine as a 
consequence from existence UU No.33 of 2014 not many to found. Although the research of 
halal pharmaceutical start to get attention, but its existence is not maximal enough. This 
research is become necessary to answer some problems such as, the first is How is the 
procedure of halal certification publishing depend on law No.33 of 2014 about the insurance 
of halal product, the second is what are the dynamics which appear before and after existence 
UU No. 33 of 2014 and the applicable regulation in Indonesia related to provide halal 
medicines, and the third is How the effort which is conducted stakeholders to implement 
UUNo.33 of 2014 in the pharmacy and its obstacles. 
The research method which is used of the Normative Law research is a research which 
is related to cause of action law, law systematics, law synchronization, comparative law and 
law history. This Normative Law Studies also the part of research which is conducted of 
secondary data source whose emphasize to theory and also qualitative analysis. This research 
applied qualitative method by using Islamic Law Approach. The application of halal 
certification to medicine product face various kinds of dynamics, problem and also obstacles 
of various things, unpreparedness in accepting consequences that all of products must be 
halal certified be a scourge for pharmacy industry, the system non-operate well as a whole to 
make sure that the medicine being produced is the halal medicine to be caused cannot be 
enforced UU.No.3 of 2014 overall, and cannot be implemented yet to all products especially 







السم: فيتري رافينتيا  
 
٧٠٠٠٠٤١٠٠٤لرقم الدفرتي :   
بشأن توفير األدوية الحالل في منظور  ٤٠٠٧لسنة  ١١املوضوع: مشاكل في تنفيذ القانون رقم 




ينظم ضمان المنتجات الحالل في إندونيسيا المنتجات التي تدخل أو يتم تداولها في 
إندونيسيا ، وقد تم االستيالء على شهادة الحالل في إندونيسيا من قبل مجلس العلماء 
اإلندونيسي وهو حركة مجتمع مدني تحظى بدعم الدولة. ومع ذلك ، بعد إصدار القانون ، تم 
ات الحالل إلى وكالة ضمان المنتجات الحالل. أصبحت شهادة الحالل ، نقل سلطة إصدار شهاد
التي كانت في البداية طوعية وال تتمتع حتى اآلن بشرعية قانونية قوية ، إلزامية. لسوء الحظ 
، الدراسات األكاديمية في مجال الطب الحالل هي نتيجة لوالدة القانون رقم. لم يتم العثور على 
كثيًرا.على الرغم من أن األبحاث حول الحالل في عالم األدوية بدأت تحظى  ٤٠٠٧لعام  ١١رقم 
هذا البحث مهم لإلجابة على عدة مشاكل ، أولها ،  باالهتمام ، إال أن وجودها لم يتم تعظيمه.
بشأن ضمان المنتجات  ٤٠٠٧لسنة  ١١كيف هو إجراء إصدار شهادة الحالل وفقا للقانون رقم 
 ٤٠٠٧لعام  ١١هي الديناميات التي ظهرت قبل وبعد صدور القانون رقم.  الحالل ، وثانيا ، ما
واللوائح المعمول بها في إندونيسيا فيما يتعلق بتوفير األدوية الحالل ، وثالثًا ، كيف يتم بذل 
في مجال الطب  ٤٠٠٧لسنة  ١١الجهود من قبل أصحاب المصلحة لتنفيذ القانون رقم. رقم 
 ومعوقاته.
المستخدمة هي البحث في القانون المعياري ، وهو بحث يتعلق بالمبادئ / طريقة البحث 
األساسيات القانونية ، والنظاميات القانونية ، والتزامن القانوني ، والقانون المقارن والتاريخ 
القانوني. تعد دراسة القانون المعياري هذه أيًضا جزًءا من البحث الذي يستخدم مصادر البيانات 
لتي تركز على النظرية والتحليل النوعيين. تطبق هذه الدراسة منهجاً نوعياً مع منهج الثانوية ا
الشريعة اإلسالمية. يواجه تطبيق شهادة الحالل على المنتجات الطبية ديناميكيات ومشاكل 
مختلفة باإلضافة إلى عقبات من أشياء مختلفة ، وعدم االستعداد لقبول عواقب أن جميع 
تكون حالاًل هو كارثة لصناعة المستحضرات الصيدالنية ، والنظام بأكمله ال المنتجات يجب أن 
يعمل لضمان أن األدوية المنتجة هي األدوية الحالل هي سبب عدم القدرة على تطبيق القانون 
ككل ، وال يمكن تطبيقه على جميع المنتجات ، وخاصة األدوية من خالل  ٤٠٠٧لعام  ١١رقم 
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A. Latar Belakang Masalah 
Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal (JPH) merupakan sebuah langkah maju bagi Indonesia yang didominasi oleh 
penduduk beragama Islam. Berdasarkan data statistik tahun 2010, penganut agama Islam 
mencapai 87,18 % dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237,64 juta jiwa.
1
 
Dengan keadaan demikian, Indonesia bahkan telah didaulat sebagai negara berpenganut 
agama Islam terbesar dunia; 25 % dari sekira 1,5 milyar total penganutnya di dunia.
2
 
Karenanya dapat dimaklumi jika persoalan halal dan haram menjadi variabel yang terus 
diperbincangkan dalam dinamika publik. Lebih dari sekedar menyangkut jumlah 
penganutnya yang cukup besar, mengonsumsi makanan halal merupakan bagian dari 
ajaran Islam yang harus dijalankan penganutnya. Makanan yang dikonsumsi secara 
biologis akan diproses di antaranya menjadi saripati kehidupan berupa sel sperma atau 
sel telur, yang berikutnya tumbuh dan menjelma menjadi janin anak manusia sebagai 
generasi pelanjut orang tua dan umat manusia pada umumnya. Maka bicara tentang 
makanan, halal-haram sebuah produk berarti bicara tetang keturunan dan generasi 
                                                 
1
Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah 
237.641.325 jiwa. Terdiri dari 207,17 juta jiwa penduduk yang menganut agama Islam; 16,53 juta jiwa 
penduduk beragama Kristen; 6,90 juta jiwa penduduk beragama Katolik; 4,01 juta jiwa penduduk beragama 
Hindu; 1,70 juta jiwa penduduk beragama Buddha; 117 ribu jiwa penduduk beragama Konghucu; 1 juta 
jiwa yang tidak teridentifikasi agama anutannya. BPS, Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut 
(Online), https://sp2010.bps.go.id/index.php/ site/tabel?tid=321&wid=0, diakses pada tanggal 5 Januari 
2020. 
2
Selain di Indonesia, sekira 1.1 milyar umat Islam tinggal di 45 negara berpenduduk mayoritas 
muslim dan sekira 400 juta lainnya tinggal di 149 negara  sebagai minoritas. Lihat Riaz Hassan, 










Berdasarkan laporan tahun 2014-2015 dari Dinar Standard, pengeluaran umat 
Islam untuk makanan dan gaya hidup secara global mencapai USD 2 triliun pada 2013 
dan diharapkan mencapaI USD 3.7 triliun pada 2019. Total pengeluaran untuk makanan 
umat muslim secara global pada tahun 2013 mencapai USD 1292 miliar dan Indonesia 
merupakan Negara yang paling banak mengkonsumsi makanan yaitu senilai USD 190 
miliar. Pengeluaran untuk makanan ini diperkirakan akan meningkat senilai USD 2537 
pada 2019 atau setara 21.2% dari total kebutuhan pangan global.
4
 Hal ini tentunya bukan 
hanya berimplikasi pada persoalan makanan saja, melainkan konsumsi sediaan farmasi, 
khususnya konsumsi obat-obatan. Penggunaan obat dalam upaya peningkatan kualitas 
kesehatan tidak cukup sekedar menjamin keamanan, mutu, dan khasiat, akan tetapi juga 
harus tersedia jaminan halal.
5
 
Halal dari sisi keagamaan, dilihat dari sisi kelayakan dan standar kesehatan. 
Konsep kesehatan dalam Islam tidak hanya mengutamakan kesehatan fisik tetapi juga 
psikis. Dalam hal menjaga kesehatan, Islam juga menekankan konsep lebih baik 
mencegah daripada mengobati karena dengan demikian akan menutup peluang 
terjadinya akibat buruk atau tindakan preventif atas dampak yang ditimbulkan. Dengan 
demikian, pencegahan penyakit hukumnya wajib untuk merealisasikan tujuan yang lebih 
besar, yakni kemaslahatan dan kesehatan yang paripurna. Pencegahan secara dini 
terhadap kemungkinan terjadinya serangan penyakit salah satu yang dilakukan adalah 
mengkonsumsi obat-obatan baik untuk pencegahan maupun untuk proses penyembuhan.  
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Dasar hukum mengkonsumsi makanan yang halal bersumber dari Al-Quran. Begitu 
pula makanan, minuman, serta obat-obatan yang halal sesuai syariat Islam adalah hak 
bagi setiap muslim di manapun. Hukum mengkonsumsi obat dan vaksin sama dengan 
hukum mengkonsumsi produk pangan lainnya yakni harus halal. yang mendasarinya 
adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda 
yang berbunyi: “Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan obat bagi 
setiap penyakit; maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram”. 
Untuk obat bagi  penyakit yang dapat mematikan dapatlah diperlakukan demikian dengan 
alasan darurat, tetapi untuk penyakit lain yang sebenarnya bisa diobati dengan obat yang 
berbahan tidak halal dan proses yang diragukan masih bisa diatasai dengan komposisi 
bahan dan proses obat yang halal. 
Landasan akademik mengenai kebolehan menggunakan benda najis atau yang 
diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya, 
sebagaimana termaktub dalam Kitab Mughni al-Muhtaj karya al-Syarbaini sebagai berikut:  
 
  َمقَاَمهُ  َوالتَّدَاِوي بِالنَِّجِس َجائٌِز ِعْندَ فَْقِد الطَّاِهِر الَِّذي يَقُومُ  




Demikian juga ditegaskan oleh Imam Izz Abd al-Salam dalam kitab “Qawa’id al 
Ahkam fi Mashalih al-Anam” yang artinya sebagai berikut: “Boleh berobat dengan benda-
benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena 
maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada 
maslahat menjauhi benda najis” 
7
. Senada dengan itu, Nabi Muhammad SAW bersabda:  
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أ َْْ يه وسلم بِِلقَاحٍ، وَ َعْن أَنٍَس قَاَل: قَِدَم أُنَاٌس ِمْن عُْكٍل أَْو ُعَرْينَةَ فَاْجتََوْوا اْلَمِدْينَةَ، فَأََمَرُهْم النَّبِيُّ صلى الله عل
ْوا قَتَلُْوا َراِعيَ  ا َصحُّ ِل  يَْشَربُْوا ِمْن أَْبَواِلَها َوأَْلبَانَِها، فَاْنَطلَقُْوا فَلَمَّ ِ، َواْستَاقُْوا النَّعََم، فََجاَء اْلَخبَُر فِْي أَوَّ النَّبِي 
ا اْرتَفََع النََّهاُر ِجْيَئ بِِهْم، فَأََمَر فَقََطَع أَْيِديَُهْم َوأَْرُجلَهُ  ْ أَْعيُنُُهْم َوأُْلقُوْ النََّهاِر، فَبَعََث فِْي آثَاِرِهْم، فَلَمَّ ا فِْي ْم َوُسِمَر
ةِ يَْستَ   )رواه البخاري( .ْسقُْو َْ فَََل يُْسقَْو َْ، الحديثاْلَحرَّ
Artinya: “Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan mereka tidak 
cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi memerintahkan 
agar mereka diberi unta perah dan meminum air kencing dan susu unta tersebut..." (HR. 
Al-Bukhari).  
Di samping penegasan nabi Saw tersebut, ada beberapa kaidah hukum yang 
menjelaskan  
 ِْ ُْ تُبِْيُح اْلَمْحُظْوَرا ُرْوَرا  الضَّ
 "Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)" 
ُرْوَرةِ يُقَدَُّربِقَدَِرَها  ماَأُبِْيَح ِللضَّ
 “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)nya.”  
 الضرر يزال
“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”  
 الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة
“Kondisi hajah menempati kondisi darurat.”   
 
Selain hal-hal di atas Imam syafi’i mengemukakam pemaparan mengenai berobat, 
Menurut madzhab Syafi’i, sebagaimana dijelaskan oleh an-Nawawi dalam al-Majmu’ 
berobat dengan benda najis selain khamr hukumnya boleh, dengan syarat:  
1. Tidak ada obat yang berasal dari bahan yang suci yang bisa menggantikannya, 






2. Jika memang benda najis itu diketahui –secara ilmu kedokteran- berkhasiat obat 
dan tidak ada obat lain dari bahan yang suci yang bisa menggantikannya. 
Pemahaman ini diambil dari hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim tentang orang-
orang dari ‘Urainah yang berobat dengan air kencing unta, dan kencing unta menurut 
madzhab Syafi’i hukumnya najis. Dan mereka memahami hadits ‘Sesungguhnya Allah 
tidak menjadikan kesembuhan kalian dari apa-apa yang diharamkan atas 
kalian’
8
‘Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan setiap 
penyakit ada obatnya, maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan yang haram.’
9
  
Tentang pengecualian khamr dari kebolehan berobat dengan benda najis dalam 
keadaan darurat, hal ini merupakan pendapat yang shahih menurut jumhur ‘ulama 
Syafi’iyah, sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi dan ar-Rafi’i. Mereka berdalil 
dengan hadits riwayat Muslim, dari Wail ibn Hujr radhiyallahu ‘anhu, bahwa Thariq ibn 
Suwaid al-Ju’fi bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang khamr, dan 
Rasulullah melarangnya serta membenci pembuatannya, Thariq kemudian berkata, ‘Aku 
membuatnya sebagai obat’ Rasulullah kemudian menjawab ‘Ia bukan obat, tapi penyakit. 
Untuk memberikan kepastian bagi masyarakat muslim di Indonesia, Majelis Ulama 
Indonesia secara khusus pada 20 Juli 2013 menetapkan fatwa tentang Obat dan 
Pengobatan. Fatwa tersebut memuat enam diktum ketetapan hukum dan empat 
rekomendasi. Secara lengkap fatwa itu adalah sebagai berikut:  
1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan 
kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Khams. 
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang 
tidak melanggar syariat. 
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3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang 
suci dan halal. 
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram. 
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya 
haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:  
a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan 
yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi 
keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allatitanzilu manzilah al-
dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan 
dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;  
b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan 
c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat 
yang halal.  
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya 
boleh dengan syarat dilakukan pensucian.  
 Dalam fatwa tersebut, secara umum digambarkan ada dua kondisi yang masing-
masing melahirkan hukum yang berbeda.Kondisi pertama, kondisi umum dan normal (fi 
halat al-ikhtiyar).Empat diktum pertama dalam fatwa di atas adalah mengatur dalam 
kondisi umum dan normal. Kondisi kedua adalah kondisi khusus dan abnormal (fi halat 
al-idhtirar). Ketentuan hukum dalam diktum kelima memberikan penjelasan  ini. 
Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan pada dasarnya 
haram.  
Akan tetapi, larangan tersebut dikecualikan dalam dua kondisi, pertama pada 
kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan 





berobat dengan obat yang kotor (khabits)
10
adalah jika didapatkan obat dari bahan yang 
suci, dan jika tidak ada obat tersebut, maka berobat dengan benda najis, selain khamr, 
hukumnya boleh. Al-Baihaqi, sebagaimana dikutip oleh an-Nawawi, menegaskan bahwa 
dua hadits yang disebutkan terakhir, jika shahih, ia adalah larangan berobat dengan 
sesuatu yang memabukkan dan berobat dengan yang haram tanpa ada kondisi darurat, 
sebagai bentuk jama’ antara dua hadits tersebut dengan hadits tentang orang-orang 
‘Urainah. Kedua, kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat 
allatitanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan 
maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari.  Kedua kondisi 
ini pun belum cukup untuk membolehkan konsumsi obat yang berbahan haram atau najis.  
Sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, sertifikasi halal tentu dapat menjadi 
sebuah kebutuhan demi terjaminnya keamanan umat Muslim dalam mengonsumsi suatu 
makanan atau obat-obatan, pemerintah telah mencanangkan sertifikasi halal sejak 2014 
dengan Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan keharusan produk yang beredar harus  
tersertifikasi halal. Yang dimaksud dengan produk adalah  “barang dan/atau jasa yang 
terkait dengan makanan,  minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, 
produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat”.sedangkan Sertifikat halal adalah surat keterangan yang 
dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan,bahan 
pangan, minuman serta  obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan 
setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh suatu lembaga yang berwenang barulah 
diterbitkan sertifikasi produk halalnya
11
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 Dalam Pasal 4 Undang - Undang tersebut menegaskan bahwa “Produk yang 
masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib  bersertifikat halal”. 
Secara normatif, dari kedua pasal tersebut secara jelas diatur bahwa obat yang masuk, 
beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib terjamin kehalalannya. 
 Hanya saja, ketentuan soal pengecualian terkait dengan penggunaan obat non 
halal dalam kondisi tertentu tidak cukup diatur dalam Undang – Undang  ini. Untuk itu, di 
tingkat operasional, Pemerintah perlu menetapkan aturan yang lebih rinci dan operasional 
mengenai ketentuan mengenai obat dan pengobatan agar tetap berkesesuaian dengan 
ketentuan hukum Islam, dan tidak menyulitkan masyarakat, hal ini tentu tak terlepas dari 
wewenang pemerintah dalam tersebarluasnya produk ini kemasyarakat bagi masyarakat 
muslim khususnya secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal menyebabkan 
beberapa hal yang sangat mengganggu baik fisik maupun mental. 
Untuk memastikan ketersediaan obat halal di masyarakat, LPPOM diminta untuk 
tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis. Di samping itu MUI 
juga menghimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa 
menggunakan obat yang suci dan halal. Fatwa inilah yang kemudian menjadi batu pijakan 
yang sangat kuat dalam menentukan arah dinamika pembahasan Undang-Undang 
tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait dengan ketentuan persyaratan halal 
pada masalah obat.  
 Karena faktanya dilapangan beberapa kali ditemukan obat-obatan yang 
mengandung DNA Babi yang cukup meresahkan masyarakat. Khusus produk farmasi, 
sebagai contoh periode 31 Desember 2013 tercatat ada 3 (tiga) obat yang mengandung 
babi yaitu obat yang mengandung heparin molekul rendah, berdasarkan database nomor 
izin edar yang telah dikeluarkan BPOM. Ketiga obat itu adalah Lovenox Injeksi 
mengandung Enoxaparin Sodium, didaftarkan oleh PT. Aventis Indonesia, NIE DKI 





PT. Glaxo Welcome Indonesia, NIE DKI 0585100343A1; dan Fuluxum Injeksi, 
mengandung Parnaparin Sodium, didaftarkan oleh PT. Pratapa Nirmala. Kasus-kasus lain 
yang lebih dahulu mengemuka yaitu yaitu  Vaksin Polio (Vaksin Polio Khusus dan Vaksin 
Polio Oral) tahun 2005 dan Vaksin meningitis  pada tahun 2009. Awal tahun 2018 beredar 
produk obat-obatan yang mengandung Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) babi yaitu Viostin 
DS dan Enzyplex oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Cara yang paling mudah adalah dengan teliti membaca label yang melekat pada 
kemasan produk yang menarik. Beberapa hal yang perlu diteliti oleh konsumen sebelum 
memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk adalah memahami bahasa/tulisan, 
nomor pendaftaran, nama produk, produsen dan alamat produksi, label halal, daftar 
bahan yang digunakan. Salah satu contoh produk obatan yang tidak jelas adalah pada 
kasus suplemen makanan yang telah terbukti mengandung bahan babi yakni Viostin DS 
yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia dan Enzyplex oleh PT. Medifarma 
Laboratories akan tetapi tidak mencantumkan peringatan ‘mengandung babi” dalam 
kemasan produk tersebut. Bahaya keamanan pangan yang termasuk kategori berbahaya 
”yang haram dan atau yang meragukan” efek yang ditimbulkannya memang tidak tampak 
sebagimana efek dari cemaran kimia, fisik dan mikrobiologi yang langsung berimplikasi 
pada masalah kesehatan. Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa 
dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakan efek kerugiannya cukup besar baik financial 
maupun kepercayaan terhadap produk tersebut.  
Awal mula terjadinya kasus tersebut adalah surat dari balai badan POM di Mataram 
kepada balai POM di palangka Raya tentang dua merek suplemen makanan pada sosial 
media, yang tertera dalam surat tersebut adalah Viostin DS dari PT. Pharos Indonesia 
dengan Nomor ijin edar (NIE) POM SD. 051523771 nomor bets BN C6K994H dan 
Enzyplex tablek prosukdi PT Mediafarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 





terhadap parameter DNA babi pada dua merek itu. Bagi masyarakat muslim, makanan 
yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, 
tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang 
diharamkan dan diragukan.
12
 Banyak hal yang terjadi akibat ketidak pedulian sebagian 
pelaku usaha sehingga menimbulkan gangguan kesehatan atau kerugian materil akibat 
mengkonsumsi suatu produk makanan. Gangguan maupun kerugian tersebut terjadinya 
karena produk yang ditawarkan tidak memenuhi standar kesehatan, kualitas produk yang 
layak untuk dijual, atau karena tidak adanya informasi yang benar mengenai suatu 
produk. Disisi lain Babi adalah sejenis hewan unggul yang mancung, panjang dan 
berhidung leper dan dikatakan hewan yang berasal dari Eurasia. Kadang juga dikenali 
sebagai khinzir 
13
Konsumen babi sering memilih daging babi yg lemak punggungnya tipis, 
karena semakin tipis lemak punggungnya, dianggap semakin baik kualitasnya. Sifat lemak 
punggung babi adalah mudah mengalami oxidative rancidity,
14
 sehingga secara struktur 
kimia sudah tidak layak dikonsumsi. Penyakit-penyakit yang dapat di timbulkan apabila 
memakan babi sebagai berikut: Anthrax, Ascaris Suum, Botulism, Brucella Suis, 
Cryptosporidiosis, Entamoeba Polecki, Erysipelothrix Shusiopathiae, Influenza, 
Leptospirosis, Pasteurella Aerogenes, Pasteurella Multocida, Pigbel, Rabies, Salmonella 
Cholerae-suis, Salmonellosis, Sarcosporidiosis, Scabies, Streptococcus Dysgalactiae 
(group L), Streptococcus Milleri, Streptococcus Suis Type 2 (group R), Swine Vesicular 
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 oxidative rancidity bermakna kerusakan lemak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik 
yang  disebut proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh otooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam 
lemak. Otooksidasi dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor 
yang dapat mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, peroksida lemak atau hidroperoksida, logam-logam 
berat seperti Cu, Fe, Co, dan Mn, logam porfirin seperti hematin, hemoglobin, mioglobin, klorofil, dan 





Disease, Taenia Solium, Trichinella Spiralis, Yersinia Enterocolitica, Yersinia 
Pseudotuberculosis. Ilmu kedokteran mengetahui bahwa babi sebagai rumah dari banyak 
macam parasit dan penyakit berbahaya, sistem biochemistry babi mengeluarkan hanya 
2% dari seluruh kandungan uric acid
15
, sedangkan 98% sisanya tersimpan dalam 
tubuhnya. Apabila masyarakat benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak masyarakat 
harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak 
masyarakat tersebut akan melindungi kerugian masyarakat  dari berbagai aspek. Bertolak 
dari hak-hak masyarakat di atas, hal yang perlu dipertanyakan dari mana hak-hak tersebut 
diperoleh. Bagaimana hak-hak tersebut dapat dinikmati, dipertahankan dan kapan 
adanya jaminan perlindungan.  
 Penelitian ini memfokuskan pada obat-obatan yang beredar di Indonesia dengan 
tanpa penggunaan label halal, fakta soal jaminan produk halal pada obat memang masih 
sangat memprihatinkan. Bahkan, untuk produk vaksin, sesuai dengan data di MUI (Fatwa 
MUI No. 06 Tahun 2010) baru ada tiga vaksin yang memperoleh sertifikasi halal yaitu tiga 
produk vaksin untuk vaksinasi meningitis. Pemberian syarat obat harus halal justru akan 
menyebabkan terhambatnya penanganan pasien yang sakit atau kritis. Dalam kondisi 
tersebut, akan sangat sulit jika harus memikirkan halal atau tidak suatu obat untuk 
diberikan kepada seorang pasien. "Mohon dipertimbangkan supaya obat dan vaksin 
jangan dimasukkan sama seperti makanan dan minuman. 
 Munculnya pendapat tersebut bisa jadi dipicu karena ketidak pahaman terkait 
dengan terminologi halal-haram. Namun, ketidak pahaman itu melahirkan masalah serius, 
berdampak pada kesalahan dalam penetapan kebijakan publik karena posisinya sebagai 
pemegang kebijakan. Salah satunya adalah keengganan Pemerintah untuk memastikan 
kehalalan produk obat yang beredardan diperuntukkan bagi umat Islam. Secara eksplisit, 
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Islam mengajarkan untuk ikhtiar dalam menghadapi suatu kesulitan. Ketika ditimpa 
penyakit maka kita didorong untuk berobat. Tidak cukup dengan dorongan berobat, tetapi 
berobat dengan barang (serta sarana) yang halal. Hadis Nabi Saw. dalam hal ini jelas 
“Berobatlah, tetapi jangan berobat dengan barang yang haram” (HR. Abu Daud). Ini 
ketentuan normatifnya. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pendahuluan, Islam 
memandang kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 
karena itu Rasulullah mengajarkan mengenai tata cara hidup sehat, dan menganjurkan 
senantiasa berdoa untuk kesehatan. Pada aspek fisik, nabi menjelaskan secara eksplisit 
mengenai keutamaan mukmin yang secara fisik lebih kuat. Dalam hadisnya disebutkan: 
المؤمن  من لله إلي وأحب ريخ القوي المؤمن : وسلمهيعل لله صلى لله رسول قال : قال رةيره أبي عن
 مسلم( تعجز )رواه وال هللبا واستعن نفعكي ما على احرص ريخ كل وفي فيالضع
Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Orang 
mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah daripada orang mukmin yang 
lemah. Pada masing-masing terdapat kebaikan. Berupayalah untuk mewujudkan hal yang 
bermanfaat. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan menjadi lemah”. (HR. Muslim)  
Labelisasi pada produk khususnya obat diharapkan dapat menurunkan peredaran 
obat palsu, obat tak halal dan makanan yang tidak laik dikonsumsi. Karena beberapa 
kerugian yang dapat diakibatkan oleh kebebasan dalam peredaran produk seperti yang 
dikemukakan diatas dapat merugikan baik secara fisik maupun nilai moral yang dianut. 
Khususnya bagi umat muslim, dengan adanya labelisasi produk obat ini sanggup 
memberikan kepastian hukum yang jelas dan keamanan dan mengkonsumsi obat yang 
beredar dimasyarakat. Dengan adanya pengawasan dari pihak yang mempunyai delegasi 
dalam labelisasi ini, para produsen tidak akan berperilaku sewenang-wenang, karena 
setiap hasil produknya harus mendapat label dari pihak berwenang. Dalam Undang – 
Undang Kesehatan yaitu Undang – Undang No.36 Tahun 2009 dijelaskan mengenai 





Pasal 14  
1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, 
membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 
terjangkau oleh masyarakat. 
2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan 
pada pelayanan publik.    
Pasal 15 
 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas 
kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan 
yang setinggi tingginya.  
Pasal 16 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang 
kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya.   
Pasal 17 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap 
informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan 
memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.    
Pasal 18 Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran 
aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.    
Pasal 19 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya 
kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.    
Proses sertifikasi halal pada obat – obatan tak perlu menunggu waktu lama asalkan 
pemerintah komitmen menjalankan apa yang menjadi rule nya obat – obatan halal dan 
mencari methode yang sederhana untuk implementasi kajian obat – obatan bersertifikasi 
halal. Kita harus dapat berkaca dari negara lainnya juga yang sudah lebih maju 
dibandingkan dengan Indonesia mengenai sertifikasi halal, Vietnam, Korea Selatan, dan 





mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, serta para akademisi dan memiliki 
dampak yang besar, berupa  nilai tambah produk. untuk meningkatkan sertifikasi halal di 
Indonesia, pemerintah harus turut berperan dalam hal ini sebagai contoh pemerintah 
Malaysia memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan industri halal. Negara 
serumpun tersebut mendukung sepenuhnya produk halal, baik dari pengembangannya, 
sosialisasi, dan produksi. Hal ini berdampak positif pada posisi Malaysia sebagai jawara 
tiga sektor produk halal yakni makanan halal, keuangan syariah dan travel halal. 
Sementara, farmasi dan kosmetik halal,  Malaysia menduduki peringkat kedua di dunia. 
Saat ini pemerintah Malaysia berfokus pada pendekatan yang lebih holistik atau disebut 
'Halal Eco System'. Pendekatan itu diadopsi Malaysia untuk membuat aktivitas halal yang 
semakin banyak termasuk perbankan, logistik, pariwisata, takaful, dan lainnya yang 
mendukung gaya hidup halal.
16
 
Sayangnya kajian akademik di bidang obat-obatan halal sebagai konsekuensi dari 
lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 belum banyak ditemukan. Kemenag misalnya, 
menyebutkan pada 2008-2009, World Halal Forum melakukan survey terhadap 
kesadaran umat Islam Indonesia terkait kehalalan suatu produk. Hasil survey 
menggambarkan bahwa kesadaran halal terhadap daging dan produk olahannya sebesar 
94-98 persen, makanan olahan sebesar 40-64 persen, obat-obatan sebesar 24-30 persen, 
serta kosmetik dan produk perawatan diri sebesar 18-22 persen. Berdasarkan kondisi itu, 
Pusat Penelitian dan Pengembabangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan kemudian 
menyelenggarakan survey terkait Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam 
Mengonsumsi Produk Halal pada 2013. Survey dilakukan di 7 provinsi di Indonesia yaitu: 
DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur dan Sulawesi 
Utara. Pemilihan ketujuh provinsi ini berdasarkan faktor dominan budaya dan dominasi 
industri. Hasil survey menyatakan bahwa perilaku responden yang bekaitan dengan 
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kesadaran untuk mengonsumsi produk halal berada pada level tinggi dengan nilai indeks 
perilaku sebesar 3,84 (dalam skala 5). Dijelaskan bahwa 73 persen responden yang 
memeriksa label halal sebelum melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. 
Kondisi tersebut didukung oleh laporan State of the Global Islamic Economy (GIE) Report 
2018/19 yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah menghabiskan uang 
sebesar US $ 218,8 miliar pada 2017 untuk mengkonsumsi produk halal. Hal ini berarti 
terjadi peningkatan konsumsi produk halal sebesar sebesar 19,2 persen jika dibandingkan 
dengan dari tahun sebelumnya.
17
 
Memang, riset tentang topik halal mengalami banyak perkembangan. Penelitian 
review literatur yang pernah dilakukan antara lain menyoroti tentang perkembangan riset 
halal terkait dengan teori planned behaviour (TPB) di Malaysia. Riset dilakukan selama 
tahun 2007-2014 dan menganalisis 17 artikel. Hasilnya diperoleh topik halal terbanyak 
adalah halal food (8 artikel) dan halal product, halal labelling, halal cosmetics masing-
masing dua artikel. Secara umum, artikel ini menyimpulkan bahwa ‘halal food’ masih 
mendominasi topik dalam penelitian tentang halal dalam kaitannya dengan TPB.
18
 
Riset yang lain terkait dengan review topik halal dikaitkan dengan supply chain 
dilakukan oleh Wahyuni dkk. dan Qurtubi dan Kusrini. Wahyuni dkk. membincangkan 
keamanan pangan dan makanan halal dalam supply chain. Jangka waktu artikel yang 
dipilih adalah tahun 1998 sampai 2018 dan mendapatkan 120 artikel dalam keamanan 
pangan dan 33 artikel tentang halal supply chain untuk dianalisis. Penelitian ini 
mengelompokkan berbagai permasalahan, model, pendekatan pemecahan masalah dan 
saran riset di masa yang akan datang mengenai tema ini.
19
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Riset ketiga tentang review literatur terkait ‘halal’ merupakan riset Qurtubi dan 
Kusrini (2018), yang membahas halal logistics dan halal supply chain. Riset ini 
mengelompokkan 34 artikel yang diperoleh kedalam enam cluster penelitian yaitu (1) 
prinsip, model dan kerangka konseptual, (2) inovasi, pengembangan dan tantangan, (3) 
titik kontrol kritis, faktor keberhasilan kritis dan kegiatan kontrol halal, (4) kesediaan 




Merujuk pada riset yang dilakukan oleh Ira Setyaningsih (2019), merupakan riset 
konseptual dengan metode kuantitatif. Metode tinjauan literatur yang dilakukan 
berdasarkan pada penelitian Reyes dilakukan pada tanggal 18 Juli 2019. Sumber data 
adalah Scopus, dengan kurun waktu penyaringan data selama 20 tahun, dari tahun 2000 
sampai dengan Juli 2019, ditemukan pemetaan riset sepanjang 20 tahun terakhir 
sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut ini. 
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Meskipun riset mengenai halal di dunia farmasi mulai mendapatkan perhatian, 
namun keberadaannya belum cukup maksimal sebagaimana bisa difahami berdasarkan 
bagan di atas. Kondisi itulah yang melatar belakangi penulis mengajukan sebuah riset 
disertasi dengan judul: “Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 pada Penyediaan Obat-Obatan Halal dalam Perspektif Hukum 
Islam.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Masalah pada penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan: “Bagaimana 
implementasi UU No. 33 Tahun 2014 terhadap penyediaan obat-obatan halal?” 
dimasalah umum ini meliputi pertanyaan: 
1. Bagaimana implementasi Penerbitan Sertifikasi Halal menurut Undang – Undang 
No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ?  
2. Dinamika apa saja yang muncul sebelum dan setelah lahirnya UU No. 33 Tahun 
2014 yang berlaku di Indonesia terkait penyediaan obat-obatan halal dalam 
persfektif  Hukum Islam ?  
3. Bagaimana upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan 
mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 di bidang obat-obatan serta 
Hambatannya ?  
C. Batasan Masalah  
Penulis dalam hal ini melakukan pembatasan masalah yang bertujuan agar topik yang 
dibahas pada disertasi ini tidak melebar atau menyimpang sehingga penelitian ini 
nantinya lebih mudah dan lebih terarah dan tujuan penelitian dapat tercapai, adapun 
batasan masalah dalam penelitian ini peneliti membaginya dalam beberapa hal yaitu: 
1) Ruang Lingkup hanya pada penyediaan  Obat-obatan halal sesuai amanat UU 





2) Informasi yang akan dituangkan seputar kajian Hukum Islam, peranan 
pemerintah dalam proses implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal serta hambatan dalam penerapan UU Nomor 33 Tahun 
2014 hanya terhadap obat-obatan saja. 
3) Regulasi yang menyangkut tentang Jaminan produk halal dan Obat-obatan di 
Indonesia. 
D. Penjelasan Istilah 
1. Problematika  
Kata “Problematika” dalam Kamus Bahasa Indonesia merujuk pada tiga defininsi 
dasar, yaitu: Problem, Problematik, dan Problematis. Ketiganya merupakan istilah yang 
bersumber dari akar kata yang sama. Kata “Problem” didefinisikan sebagai masalah atau 
persoalan; sedangkan “Problematik” dan “Problematis” diartikan sama sebagai “Belum 
dapat dipecahkan.”
21
 Mengacu pada dua pengertian ini, maka kata problematika dapat 
dipahami sebagai berbagai persoalan yang belum terpecahkan.  
2. Implementasi  
Sementara itu, kata “Implementasi” diartikan sebagai “Pelaksanaan.”
22
 Karenanya 
penggabungan kata “Problematika Implementasi” dapat dipahami sebagai persolan-
persoalan yang muncul dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Problematika 
implementasi dapat juga dimaknai sebagai kesenjangan di antara harapan dan kenyataan, 
baik sebagai sebab, maupun sebagai akibat, pelaksanaan suatu pekerjaan.  
3. Obatan Halal  
Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang 
haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku 
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pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk 
bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan 
yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.
23
 
Obat halal adalah suatu bahan yang dipergunakan untuk, mencegah, 
mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, yang 
mengandung bahan halal tidak berbahaya untuk dikonsumsi. 
4. Hukum Islam  
Yang dimaksudkan dengan Hukum Islam dalam penelitian ini adalah teori Syatibi 
tentang Maqasidu syari’ah  
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada 
rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui problematika implementasi UU No. 33 Tahun 
2014 terhadap penyediaan obat-obatan halal yang meliputi: 
1. Mengevaluasi secara Jelas Implementasi Prosedur Penerbitan Sertifikasi Halal 
menurut Undang – Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
2. Menggambarkan konsep yang melandasi dinamika yang muncul sebelum dan 
setelah lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 terkait penyediaan obat-obatan halal serta 
Regulasi yang berlaku di Indonesia; 
3. Menganalisis dan memformulasikan kegiatan yang dilakukan para pemangku 
kepentingan dalam upaya mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 di 
bidang obat-obatan dalam persfektif Hukum Islam serta Hambatan yang 
ditemukan dalam implementasi UU No. 33 Tahun 2014 terhadap penyediaan 
obat-obatan halal. 
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F. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan melahirkan hasil yang positif sebagai sumbangan penulis 
bagi dunia ilmu pengetahuan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu hukum yang saling terintegrasi di antara hukum Islam dan hukum 
konvensional. Sementara itu, dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan 
bermanfaat bagi: 
1. Pemerintah sebagai regulator, sebagai acuan dalam upaya merumuskan kebijakan 
yang berkaitan dengan jaminan produk halal di bidang obat-obatan; 
2. Institusi dan para pemangku kepentingan lainnya, sebagai pertimbangan untuk 
melakukan monitoring dan evaluasi di bidang penyediaan obat-obatan halal; 
3. Akademisi dan para peneliti berikutnya dalam upaya melahirkan sintesa di bidang 
hukum Islam. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Adapun jenis penelitian pada penelitian ini disebut dengan Penelitian Hukum 
Normatif ataupun istilah lainnya disebut dengan Penelitian Hukum Doktrinal. Menurut 
Sutandyo Wigyosubroto
24
 Penelitian Hukum Normatif ialah penelitian hukum yang 
meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan/konstruksi sistem norma. Sistem norma 
yang dimaksudkan ialah tentang dasar-dasar, norma, kaidah atas aturan perundang-
undangan, keputusan peradilan, perjanjian/kesepatan serta doktrin (ajaran).
25
Berbeda 
halnya dengan Soekanto dan Mamudji
26
 yang berpendapat tentang studi hukum normatif 
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yaitu suatu kajian tentang hukum yang dilaksanan melelui penelitian bahan pusata (data 
sekunder), melingkupi :  
a) Berkaitan dengan dasar-dasar hukum, yaitu penelitian atas elemen-elemen 
hukum, yakni unsur ideal (norm-wissenschaft/sollen-wissenschaft) yang 
memperoleh hasil patokan-patokan hukum melalui filsafat hukum serta unsur 
nyata (tatsachen-wissenschaft/sein-wissenschaft) yang menghasilkan tata 
hukum tertentu.  
b) Berkaitan dengan penataan hukum, yakni membuat pengenalan menyangkut 
pemberian arti pokok/utama pada hukum, sebagaiman subjek hukum, hak, dan 
kewajiban, fenomenan hukum pada aturan perundang-undangan. 
c) Berkaitan dengan taraf sinkronisasi vertical serta horizontal, yakni menelaah 
kesesuaian hukum positif (peraturan perundangan) demi tiada berlawanan 
berlandaskan hierarki stufenbau theory (perundang-undangan). 
d) Berkaitan dengan perbandingan hukum, yakni berupaya meningkatkan 
wawasan umum terhadap hukum positif lalu membandingkannya antara 
metode hukum di satu Negara dengan sistem hukum di Negara yang lain atau 
antara sistem hukum satu dengan lainnya dalam satu Negara. 
e) Berkaitan dengan sejarah hukum, yakni mengamati proses perkembangan 
hukum positif atas rentang waktu yang telah ditentukan 
Jadi Penelitian Hukum Normatif itu merupakan penelitian yang berkaitan dengan 
asas-asas/dasar-dasar hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan 
hukum serta sejarah hukum. Kajian Hukum Normatif ini juga bagian penelitian yang 
menggunakan sumber data sekunder yang titik beratnya kepada teori serta analisis 
kualitatif dapat pula dikenal dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.
27
 
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan Hukum Islam. Penelitian 
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kualitatif diartikan sebagai upaya menghasilkan data deskriptif malalui ucapan maupun 
tulisan serta perilaku objek-objek yang sedang diamati.
28
 Penelitian kualitatif disebut juga 
sebagai Grounded Research, Glaser dan Strauss memperkenalkan istilah Grounded 
Research sebagai usaha yang menekankan penemuan teori yang dianggap mereka 
merupakan tugas utama ilmu sosiologi.
29
 Mengingat Hukum Islam merupakan pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini, metode grounded research dalam arti menawarkan 
konsep—kalau bukan menemukan teori baru—akan digunakan sebagai metode dalam 
penelitian. Penelitian dengan metode hukum Islam diartikan sebagai upaya melihat 
hukum dalam artian nyata dan bagaimana hukum bekerja dimasyarakat (nondoktrinal 
research) dalam konteks hukum Islam tingkat keempirisan dapat dilihat dari praktek yang 
dilakukan masyarakat dalam suatu daerah dan waktu tertentu dan sangat variatif serta 
agak berbeda dari hukum yang tertulis secara teoritis 
30
 
Berangkat dari penjelasan diatas, penelitian ini akan melihat  bagaimana cara 
pemerintah mewujudkan implementasi terhadap UU No.33 Tahun 2014 mengenai 
Jaminan Produk Halal melalui produsen –produsen penghasil obat-obatan maupun 
pengusaha eksport, import untuk mematuhi regulasi yang berlaku diIindonesia.Oleh 
karenanya penelitian ini fokus hanya pada produk obat – obatan saja karena dari seluruh 
produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal hanya produk obatlah yang sangat sulit 
sekali untuk diterapkan sertifikasi halal dengan berbagai macam dalil dan pertimbangan 
yang menurut penulis perlu diteliti sebenarnya mengapa sulit sekali penerapan pada 
produk Obat. 
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Sebagaimana telah ditegaskan dalam rumusan masalah, penelitian ini berpijak dari 
pertanyaan: Bagaimana implementasi UU No. 33 Tahun 2014 terhadap penyediaan obat-
obatan halal?” Aspek-aspek lebih rinci yang akan dilihat dari pertanyaan besar tersebut 
adalah dinamika yang muncul sebelum dan setelah lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 
terkait penyediaan obat-obatan halal; kegiatan yang dilakukan para pemangku 
kepentingan dalam upaya mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 di bidang obat-
obatan; dan hambatan yang ditemukan dalam implementasi UU No. 33 Tahun 2014 
terhadap penyediaan obat-obatan halal. Berdasarkan asumsi dan permasalahan diatas, 




Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, langkah pertama yang akan dilakukan 
dalam pengumpulan data adalah menjawab permasalahan mengenai prosedur yang jelas 
dan sesuai ketentuan, kemudian menjawab mengenai dinamika yang muncul sebelum 
dan setelah lahirnya UU No. 33 Tahun 2014. Data akan digali melalui review literatur dan 





pula dengan data-data mengenai penyediaan obat-obatan, juga akan digali melalui 
berbagai dokumen pendukung dan wawancara kepada ahli di bidangnya. Guna 
melakukan pengayaan data, penulis juga akan menggunakan data-data dari sumber 
lainnya yang dikategorikan sebagai sumber sekunder. Data-data tersebut meliputi hasil 
kajian terdahulu; pemberitaan media cetak dan elektronik; maupun data-data tertulis dari 
berbagai literatur. Terhadap data-data tidak tertulis, akan dilakukan penggalian informasi 
melalui wawancara terhadap sejumlah informan; baik informan primer maupun informan 
sekunder. 
Penelitian ini juga akan menerapkan Focus Group Discussion (FGD) sebagai 
instrumen pengumpulan data dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap penting. 
Pihak-pihak yang diharapkan dapat terlibat sebagai partisipan dalam kegiatan ini antara 
lain: partisipan yang mewakili regulator; partisipan yang mewakili dunia kesehatan 
(farmasi); partisipan yang mewakili para ahli atau pengamat; partisipan yang mewakili 
akademisi; partisipan yang mewakili mahasiswa; serta partisipan dari berbagai lembaga 
dan aktivis yang konsen pada isu-isu produk halal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 
proses penggalian data pada penelitian ini akan bertumpu pada tiga metode, yaitu:  
(1) pengamatan dokumen dan literatur;  
(2) wawancara; dan 
 (3) Focus Group Disscussion (FGD).  
Guna menjamin keabsahan terhadap data-data yang dikumpulkan, akan 
diterapkan teknik triangulasi. Meminjam pandangan Miles dan Huberman, triangulasi 
diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 
yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan dan perbandingan data.
31
 Dalam 
penelitian ini triangulasi diterapkan dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang 
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berbeda untuk dikonfirmasikan satu sama lain termasuk pada masing-masing teknik 
pengumpulan data. 
Triangulasi yang diterapkan pada data-data yang bersifat dokumen dari sumber-
sumber primer akan dikonfirmasikan dengan data-data dari sumber sekunder; sedangkan 
data-data berupa informasi yang diperoleh dari informan penelitian melalui wawancara 
akan dikonfirmasikan satu sama lain untuk menekankan derajat keyakinan terhadap 
informasi yang disampaikan tersebut. Dalam aspek metode, triangulasi diterapkan untuk 
membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya yang diperoleh 
berdasarkan metode yang berbeda; dengan kata lain, informasi yang diperoleh dari hasil 
pengamatan dokumen akan dikonfirmasi ulang melalui metode wawancara dan FGD; 
demikian seterusnya. Setelah data-data yang terkumpul dianggap jenuh dalam arti tidak 
lagi diperoleh informasi baru dalam seluruh proses dan rangkaian penggalian data, 
langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data pada penelitian ini 
dilakukan meminjam pandangan Miles dan Huberman tentang tiga elemen yang harus 




Reduksi data merupakan langkah pertama dari tiga elemen analisis data kualitatif 
yang diperkenalkan Miles dan Huberman. Reduksi data pada penelitian ini dipahami 
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian dan 
transformasi data kasar yang muncul dari hasil temuan data di lapangan, baik yang 
dilakukan melalui proses wawancara maupun pengamatan terhadap dokumen.
33
 Dalam 
hal ini akan terjadi pengkategorian dan perbandingan data. Setelah data dikategorikan, 
peneliti akan melakukan perbandingan data untuk dapat menentukan kelayakan data 
yang perlu disajikan pada penelitian. 
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Setelah reduksi data dilakukan, tahap analisis selanjutnya adalah melakukan 
deskripsi atau penyajian data. Miles dan Huberman menyebutkan kecenderungan 
penyajian data yang bersifat naratif dalam analisis data kualitatif, meskipun dapat pula 
berbentuk grafik dan matriks.
34
 Dalam penelitian ini, data-data yang telah mengalami 
proses seleksi akan disajikan secara tematik dalam bentuk penjelasan tekstual (narasi) 
untuk data-data yang bersifat deskriptif; sedangkan data-data yang bersifat angka dan 
statistik akan disajikan ke dalam bentuk tabel dan grafik. 
Dalam penelitian ini penekanannya pada problematika apa saja yang dihadapi 
produsen dan konsumen terkait pelabelan/sertifikasi halal pada produk obat-obatan dan 
apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait atas proses sertifikasi halal pada obat, 
lalu mengkaitkannya dengan dasar-dasar hukum serta penyelarasan hukum pada wujud 
aturan undang-undangan melalui cara „vertikal‟ dan juga „horizontal”.35 
Hasil dari penelitian ini nantinya merupakan bentuk Preskriptif/sudut pandang 
yakni hasil studi yang dilakukan bertujuan demi memperoleh sejumlah saran tentang 
tindakan apa saja yang mesti dilakukan untuk menyelesaikan permasalan yang berkaitan 
dengan problematika implementasi pada sertifikasi halal pada obat-obatan. Sehingga 
penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada (problem 
solving/problem solution).Sedangkan sifat penelitian adalah eksplanatoris yaitu 
memberikan penjelasan terhadap variabel, dimana variabel yang diteliti sudah cukup jelas, 
hanya asumsi- asumsi atau hipotesa-hipotesa tertentu saja yang perlu diuji. 
Penelitian ini disesuaikan dengan peraturan baik pengaturan undang-undang 
ataupun yang terdapat pada Al-Qur’an dan Al-Hadis dalam kaitannya dengan hukum 
yang yang „ius constitutif‟ (berlaku sekarang) dengan „ius constituendum‟ (hukum yang 
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berlaku akan datang), sedangkan pengertian penelitian hukum normatif disini ialah kajian 
yang berdasarkan pada naturanaturan hukum yang tertera pada aturan sistem undang-
undang, dan boleh juga dikatakan penelitian hukum normatif ini merupakan kajian 
perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder
36
 Ronald Dworkin 
mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif dimaknai pula selaku kajian juga 
sebagai „doctrinal research‟ (penelitian doktrinal), yakni satu kajian yang perose analisis 
hukum selaku law as it writen in the book, ataupun law as it writen as it dicided by the 
judge through judicial process.
37
Sehingga pendekatan yang dimanfaatkan pada 
penelitian/kajian ini ialah pendekatan doktrinal riset yakni untuk menginventarisir 
peraturan perundang-undangan berhubungan dengan sertifikasi halal pada obat-obatan 
dan peredarannya dan tidak menutup kemungkinan juga melibatkan pejabat 
pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Penelitian ini juga dapat dikategorikan 
sebagai penelitian kualitatif
38
 yang bersifat preskriptif analisis, sehingga diperlukan adanya 
suatu pembatasan terhadap penelitian ini, yaitu memberikan penjelasan adanya 
kesenjangan dan perbedaan antara hukum „das sollen‟ (yang seharusnya)dengan hukum 
„das sein‟ (yang berlaku), dimana secara das sollen bagi pihak- pihak yang terkait, 
terutama pejabat yang berwenang atas peredaran obat-obatan halal dan alasan tidak 
terpenuhinya proses sertifikasi Halal  sedangkan secara das sein dengan tidak 
tersertifikasinya obat-obatan halal tersebut mengakibatkan kesenjangan dengan peraturan 
yang berlaku karena menyebabkan keragu-raguan bagi konsumen, sehingga hal-hal 
demikian harus di analisis terhadap perlindungan bagi masyarakat terhadap banyaknya 
beredar obat-obat yang tidak tersertifikasi oleh lembaga pensertifikasi.  
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Secara teoritis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk 
mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak 
dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Sehingga nama lain dari 
penelitian seperti ini disebut sebagai basic research
39
 Tata cara yang diaplikasikan di dalam 
penelitian merupakan hal yang terpenting untuk memperhitungkan kualitas. Objektivitas 
digunakan untuk menentukan skema kegiatan, mulai dari pengumpulan data, informasi, 
hingga dapat disimpulkan hasil penelitian tersebut. 
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif  Yuridis atau 
Penelitian Hukum Doktrinal. Menurut Sutandyo Wignyosubroto Penelitian Hukum 
Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah 
bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, 
norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta 
doktrin (ajaran). 
40
Berbeda halnya dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji
41
 
yang memberikan pendapat tentang penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian 
tentang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data 
sekunder), yang mencakup :
42
. Penelitian doktrinal adalah penelitian terhadap hukum 
yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep 
atau sang pengembangnya, hal mana menurut pendapat beliau bahwa penelitian 
hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :  
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a) Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai asas hukum 
alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam  
b) Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah 
perundang-undangan menurut doktrin positivism 
c) Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai keputusan 
hakim in concreto menurut doktrin realisme. 
43
 
Penelitian Hukum Normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan 
sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat 
juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini 
penekanannya pada masalah-masalah yang terjadi pada proses sertifikasi halal pada 
obatan halal. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang 
meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu 
penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan 
selanjutnya diolah dan dianalisis
44
. 
Hasil dari penelitian ini nantinya merupakan bentuk Preskriptif yaitu hasil 
penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang 
harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sehingga penelitian ini 
nantinya bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada (problem solving/problem 
solution). Sedangkan sifat penelitian adalah eksplanatoris yaitu memberikan penjelasan 
terhadap variabel, dimana variabel yang diteliti sudah cukup jelas, hanya asumsi-asumsi 
atau hipotesa-hipotesa tertentu saja yang perlu diuji. Penelitian ini disesuaikan dengan 
peraturan baik hukum positif perundang – undangan maupun aturan hukum dalam 
Alquran dan Hadis dalam kaitannya dengan hukum yang yang berlaku sekarang (ius 
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constitutum) dengan hukum yang berlaku akan datang (ius constituendum), sedangkan 
pengertian penelitian hukum normatif disini adalah penelitian yang mengacu kepada 
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan, atau boleh 
juga dikatakan penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian perpustakaan (library 
research) berdasarkan data sekunder. Menurut Ronald Dworkin, bahwa penelitian hukum 
normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal(doctrinal research), yaitu suatu 
penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it writen in the book, maupun 
law as it writen as it dicided by the judge through judicial process. Sehingga pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yaitu untuk 
menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum 
Islam yang bersifat preskriptif analisis, sehingga diperlukan adanya suatu pembatasan 
terhadap penelitian ini, yaitu memberikan penjelasan adanya kesenjangan dan perbedaan 
antara hukum yang seharusnya (das sollen) dengan hukum yang berlaku (das sein).  
Melalui penelitian ini tentunya akan dapat diperoleh gambaran yang lebih terperinci 
mengenai Problematika Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada 
Penyediaan Obat – Obatan Halal  Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah itu dalam 
penelitian pustaka (Library Research) informasi yang didapat dengan mempelajari 
literatur- literatur yang berhubungan dengan penyediaan obat dari data penelitian dan 
observasi yang dilakukan, serta sumber- sumber pustaka lain yang dicermati sebagai dasar 
memperoleh landasan teori. 
1. 45 
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2. Badan POM sebagai sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi 
peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.  
Adapun berkaitan dengan waktu penelitian ini telah direncanakan pada bulan 
Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 dengan jadwal sebagai berikut : 
  Bulan pada Tahun 2019-2020 





































2. Sumber Data.  
Kemudian sumber data utama pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 
yang didapatkan melalui kajian pustaka ataupun kajian menyangkut sejumlah teks 
ataupun sumber pustaka yang bertalian terhadap permasalahan ataupun bahan 
kajian/penelitian (bahan hukum), serta terhadap bahan hukum ini dipergunakan bahan 
hukum primer berupa dokumen peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang 
berkaitan dengan sertifikasi halal pada obat sebagai objek penelitian. Kemudian ditambah 
lagi dengan bahan hukum sekunder yang bisa menghasilkan pemahaman menyangkut 
bahan hukum primer yaitu berbentuk hasil-hasil kajian orang lain, buku bacaan,, jurnal 
ilmiah, koran, selebaran, bila perlu berita-berita di internet. Selain daripada itu, untuk 
menjelaskan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, dipergunakan bahan 
hukum tersier berasal dari kamus, ensiklopedi, leksikon, dll. 
Kemudian cara pendekatan dilakukan dalam penelitian ini  dipergunakan metode 
pendekatan perundang-undangan (statute approach)dan hukum Islam, yaitu pendekatan 
yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang, Al-Qur‟an dan 
Hadis yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada obat secara vertikal maupun horizontal 
dan peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
46
 Dalam hal ini, 
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meliputi asas-asas, norma hukum yang di sinkronisasikan kepada nilai-nilai philosofis yang 
terdapat pada butir-butir nilai Al-Qur‟an dan Pancasila. Menurut Peter Mahmud Marzuki 
bahwa manfaat penggunaan pendekatan perundang undangan adalah untuk mencari 
ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundangan.
47
 Adapun pendekatan 
kasus ini digunakan untuk melengkapi analisis berkaitan dengan pendekatan perundang-
undangan. Penelitian dengan beberapa pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat 
problematika implementasi sertifikasi halal pada obat. 
3. Teknik Pengumpulan Data. 
 Agar kesahihan atau keabsahan data dapat diperoleh, maka diperlukan standar 
kredibilitas berupa wawancara(wawancara dilakukan sebagai alat bantu untuk 
menguatkan hasil penelitian) yang erat kaitannya dengan kajian yang bisa diyakini orang 
yang membaca serta diakui benar adanya, teknik/metode penelitian yang dilaksanakan, 
Perihal tersebut bermaksud digunakan untuk  keabsahan atas data yang dikumpulkan, 
selanjutnya dengan demikian fokusnya kajian yang dilakukan, Penulis mampu melakukan 
pengujian data (informasi) atas data yang diperoleh. 
a. Mewawancarai dengan cara terus-terusan dan ketekunan secara intensif serta 
mendetail menyangkut dengan pembahasan kajian, perihal itu difokuskan pada 
dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat non halal khususnya bagi 
masyarakat muslim. 
b. Melaksanakan Triangulasi, yakni metode kajian untuk menguji kebenaran data 
melalui menggunakan suatu yang lain selain data guna kebutuhan mengecek 
kepada data yang didapat. Mengemukakan bahwa kajian yang memanfaatkan 
teknik/metode triangulasi pada pengukuran terhadap sumber, maknanya 
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satu informasi/data yang didapat dengan waktu serta alat 
yang berbeda, yakni melalui:  
1) Memperbandingkan data/informasi hasil pengamatan terhadap 
data/informasi hasil wawancara 
2) Memperbandingkan kondisi serta sudut pandang satu orang terhadap 
sejumlah opini dan perspektif lainnya. 
3)  Memperbandingkan apakah yang diungkapkan oleh satu orang di depan 




c. Melaksanakan analisis kasus negatif, yakni menganalisis serta berusaha 
mendapatkan perkara ataupun kondisi yang menentang hasil yang ditemukan 
kajian sebelumnya, maka tiada lagi keterangan-keterangan yang mampu dibuat 
untuk menentang hasil yang dikemukakan dari penelitian ini. 
d. Keteralihan yaitu agar pembaca dapat memahami terkait pentingnya  dilakukan 
penelitian ini agar  mampu diterapkan dalam kondisi/situasi yang sama. Parameter 
tersebut disebut juga sebagai validitas eksternal, yakni seberapa jauh hasil 
penelitian ini mampu diaplikasikan pada kondisi/situasi yang sama. 
e. Dependabilitas/keandalan adalah satu diantara parameter keabsahan pada 
kajaian/penelitian kuantitatif, yakni menelusuri mengenai ketetapan dan 
kemantapan hasil kajian. Dalam pengertian selaku parameter guna melakukan 
pengujian mampukah penelitian/kajian ini bisa dilakukan kembali pada tempat lain 
dengan hasil penemuan yang sama. 
f. Kepastian yang  berhubungan dengan objektivitas/netralitas produk kajian. Dalam 
esensinya satu situasi sosial memiliki sifat unik serta tidak bisa dibangun 
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sesempurna selayaknya sediakala. Demi hal tersebut untuk menjamin keabsahan 
serta kebenaran atas hasil penelitian dibutuhkan kegiatan „Audit Trial‟, yakni 
melaksanakan pengecekan lagi untuk mendapatkan keyakinan atas hasil-hasil yang 
diberikan bisa diyakini dan selaras dengan situasi/kondisi yang ada (nyata). 
Ketekunan pengamatan, ketekunan pengamat yang dianggap guana mendapatkan 
karakter-karakter dan elemen-elemen pada situasi dan kondisi yang tidak mutlak 
(relatif) atas permasalahan yang akan diselidiki, selanjutnya diilhami pribadi 
terhadap perihal itu dengan cara teliti, sehingga dapat dikatakan ketekunan 
pengamanan menyuguhkan pendalaman. Mengikutsertakan teman sejawat, seperti 
rekan seprofesi, ataupun teman sejawat satu organisasi  yang sama-sama sebagai 
masyarakat untuk mendiskusikan sampai menerima kritikan seluruh runtutan dari 
hasil/produk kajian, sampai Peneliti mampu mendapatkan tujuan untuk  
menemukan kekurangan/kelemahan yang bisa saja dilakukan oleh Peneliti dalam 
proses penelitian.  
4. Teknik Analisis Data.  
Selanjutnya data/informasi yang didapatkan dari penelitian/kajian ini pada 
dasarnya akan dilakukan dalam proses analisis dengan metode kualitatif normatif, 
yakni data-data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan, 
lalu dipilih secara kualitatif, kemudian data yang kualitatif ini disusun dan 
ditentukan secara abstraksi lalu diderivasi sesuai urutannya yang erat kaitannya 
dengan judul penelitian dan permasalahan, sehingga akan dapat diketahui 
konsistensi antara judul, permasalahan dan kesimpulan dari penelitian. Data 
sekunder yang dimaksud ialah, mencakup :  
1) Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum sebagai sumber menentukan yakni Al-
Qur'an serta Al-Hadits, kemudian didukung oleh UU No. 33 Tahun 2014  tentang 





2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal, UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, PMK-RI 
Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Undang – Undang 
Nomor 30 Tahun 2019. Tentang. Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 
2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang menyuguhkan penguraian tentang 
bahan hukum primer, semacam Jurnal Nasional dan International, hasil-hasil 
seminar, artikel - artikel, hasil-hasil dari suatu penelitian ataupun hasil pertemuan 
ilmiah, karya ilmiah bersumber dari berbagai sumber.  
3)  Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum pendukung yang dapat menunjukkan 
dan menjelaskan perihal bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, 
semacam Ensiklopedia, kamus umum/khusus, tabloid, majalah, surat kabar dan 
jurnal ilmiah, koran, dan sebagainya selama erat kaitannya terhadap kajian ini. 
Kemudian data yang diperoleh dikelola dengan analisis kualitatif, yaitu memberikan 
penafsiran terhadap berbagai materi yang terkait sebagaimana yang ditemukan baik 
dalam sinkronisasi horizontal dan vertikal terhadap peraturan perundang-undangan 
tentang sertif. 
  Sejumlah data yang didapatkan sebagai data/informasi yang dimanfaatkan 
ialah data/informasi dokumentasi (study documen) atau bahan pustaka yang 
diinventarisir serta aturan perundang-undangan yang berhubungan erat 
menyangkut permasalahan yang sedang dikaji  di inventarisir juga beberapa hal yang 
berhubungan dengan objek kajian yang dijadikan bukti otentik bahwa masalah yang 
dikaji kemudian data-data ini dipilah-pilah, semua data/informasi yang didapat 
melalui hasil wawancara di inventarisir dengan memperhatikan secara seksama lalu 
mengaitkannya terhadap berbagai peraturan tentang objek kajian. Kemudian dari 
data primer ini akan dipilih secara kualitatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 





  Dari sini akan jelas kelihatan apakah masyarakat yang merasa tidak nyaman 
atas keberadaan obat tidak bersertifikasi halal,sehingga permasalahan yang 
menjadi variabel dalam penelitian lebih mudah untuk ditelaah dan akhirnya akan 
terjawab setelah diteliti. Dengan kajian ini tentunya akan bisa didapatkan 
gambaran yang lebih terperinci tentang objek kajian sehingga dimasa yang akan 
datang bagi pejabat yang berwenang dapat lebih menekankan lagi untuk kewajiban  
melakukan sertifikasi halal terhadap obat-obatan agar  tidak  merugikan masyarakat 
luas. Melalui Library Research (studi kepustakaan) data/informasi yang didapatkan 
melalui menyelidiki dan mengamati literatur yang ada berkaitan dengan objek 
kajian melalui sejumlah wawancara serta penelusuran langsung, karya ilmiah, serta 
sumber bacaan/teks yang lainnya dari permasalahan yang diselidiki guna 
memperoleh acuan/landasan teori. Pada kajian ini Peneliti memanfaatkan 
sejumlah teori, beberapa antara lain: Teori ilmu hukum Islam melalui pendapat-
pendapat ulama seperti Wahbah az-Zuhaili, Sayyid Sabiq, T.M. Hasbie Ash-Shidqy 
dan Yusuf Al-Qardhawi, wawancara dengan perwakilan dari pemerintah yaitu 
anggota DPD RI, dokter, apoteker dan ahli farmasi. Metode dokumentasi menurut 
Arikunto adalah berusaha mendapat data/informasi tentang sejumlah perihal 
ataupun vatiabel yang berbentuk catatan, rangkuman, buku, hasil rapat, koran, 
tabloid, dll.  
H. Landasan Teori 
Dalam penelitian hukum ini akan terdapat 2 (dua) landasan teori yaitu kerangka 
teori dan kerangka konsep, sementara kerangka konsep akan diungkapkan beberapa 
konsep atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, 
sedangkan dalam kerangka teori diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori 





thinking) yang sistematis berintikan suatu proses berfikir ilmiah (logico-hipotetico 
verifikatif) yang merupakan 
50
Kerangka teori sangat dibutuhkan karena berfungsi sebagai 
1) Pertama, kerangka teori menguraikan variable-variabel yang diperhitungkan atau 
yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian 
2) Kedua, kerangka teori memberikan batasan-batasan kepada suatu penyelidikan 
yang diajukan dengan menyarankan variabel-variabel mana yang harus dipandang 
sebagai sesuatu yang tidak relevan dank arena itu harus diabaikan.  
3) Ketiga, kerangka teori merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil-hasil 
penelitian.  
4) Keempat, kerangka teori memberikan premis-premis dari mana peneliti dapat 
mendeduksikan 16 kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,mengenai 
suatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, 
pegangan teoretis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui. 
51
  
Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-
konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan 
yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk saja.
52
 Selain dari fungsinya, 
manfaat teori itu ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis, 
bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-
penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, sedangkan manfaat praktis, suatu teori 
adalah sebagai alat atau instrument dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-
                                                 
50
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 
(Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986), h. 8. 
51
 Ibid, h. 28 
52
 Kontjoroninggrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat(Jakarta: PenerbitPT Gramedia Pustaka 





fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan Negara.
53
 dari arti 
ini sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang terkandung, yaitu : 
1) Adanya penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori. 
2) Teori menganut sistemdeduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari yang umum dan 
abstrak menuju suatu yang khusus atau nyata.  
3) Teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya. Selain dari pada 
itumenurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu teori juga memiliki kegunaan dan 
kegunaan teori bagi ilmu pengetahuan ada 5 (lima), yaitu :  
a) Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtiar hal-hal yang telah diketahui 
serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi.  
b) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada 
seseorang yang memperdalam pengetahuannya dibidang sosiologi. 
c) Teori berguna untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang 
dipelajari oleh sosiologi. obyektifitas penelitian.Sistematis merupakan suatu 
pemikiran dalam bidang ilmu tertentu yang tidak berdiri sendiri dan sangat 
terkait dengan disiplin ilmu lainnya.
54
 
d) Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi 
fakta, membina struktur konsep-konsep, serta mengembangkan definisi-definisi 
yang penting untuk penelitian.  
e) Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk 
mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana 
masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang 
lampau dan masa sekarang ini. 
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Kemudian teori menurut Paul Edward adalah Something assumed as a starting 
point for scientific investigation (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah). Jadi 
kerangka teori selain sebagai pisau analisis juga memberikan estimasi dimasa yang akan 
datang untuk dijadikan dasar, sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat dijadikan 
acuan dalam membahas “Problematika Implementasi Undang – Undang Nomor 33 
Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat – Obatan Halal  Dalam Persfektif Hukum Islam.  
 Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk menentukan konsep 
yang sesuai fungsinya pembentukan hipotesis/dugaan, sehingga teori tidaklah 
pengetahuan yang telah pasti, melainkan mesti dikira selaku petunjuk/arahan saja.
55
Selain 
dari fungsinya, manfaat teori itu ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
Manfaat teoretis, bahwa suatu teori ialah selaku alat pada proses analisis serta mengkaji 
penelitian-penelitian yang hendak dikembangkan/diperluas oleh ahli-ahli, sedangkan 
manfaat praktis, suatu teori adalah sebagai alat atau instrument dalam mengkaji dan 
menganalisis sebuah peristiwa-peristiwa yang timbul serta berkembang/meluas dalam 
masyarakat, bangsa dan Negara.
56
dari arti ini sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang 
terkandung, yakni:  
a. Adanya penjelasan/uraian mengenai kaitan antara  berbagai unsur pada satu teori. 
b. Teori menganut/mempunyai sistem deduktif, yakni satu hal yang bertolak/berbeda 
dengan yang umum/biasa dan abstrak mencapai satu yang khusus/nyata. 
c. Teori yang menjelaskan gejala-gejala yang diutarakan/dikemukakannya. 
Sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam membahas 
problematika terhadap implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap 
penyediaan Obat-obatan halal  dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori 
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“Keadilan” sebagai Grand Theory yang didukung teori “Mashlahah” sebagai Middle 











Teori keadilan (Teori Utama) 
Penelitian ini secara khusus pada Grand Theory menganut teori keadilan John 
Rawls sebagai pisau analisis. Keadilan menurut John Rawls adalah
57
 adalah “Justice is the 
first virtue of social institution, as truth is of systems of though. A theory however elegant 
and economical must be rejected or rivised if it is untrue, likewise laws and institutions no 
matter how efficient and well-aranged must be reformed or abolished if they are 
enjust”.(Keadilan ialah kebajikan pokok pada Lembaga kemasyarakatan, sebagaimana 
kebenaran pada cara pemikiran/adicita. Sebuah hukum, walaupun elegan serta ekonomis, 
mesti ditolak/direvisi bila dia tiada benar, begitu pula hukum/teori serta institusi lembaga, 
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tiada menghiraukan betapapun tepat guna/efisien serta rapi, mesti dirubah ataupun 
dihapus bila tiada keadilan) pemilihan teori ini dikarenakan teori john Rawls lebih unggul 




Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang 
mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh 
dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus manusia. Keputusan moral yang 
dimaksud adalah sederet evaluasi moral yang telah dibuat dan sekiranya menyebabkan 
tindakan sosial manusia. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk 
pada evaluasi moral yang dibuat secara refleksif. 
Kedua, Rawls mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori 
utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya 
adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalisasi 
keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa 
institusi sosial dikatakan adil jika hanya dijadikan untuk memaksimilasi keuntungan rata-
rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan 
sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls 
mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul 
dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan 
lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.  
Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, 
politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh 
yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai 
masalah pokok di mana katagori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang 
hukum dan sosio – politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. 
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Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri 
pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat.
59
 
Sususnan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana 
produksi, pasar kompotitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut 
tanpak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang 
membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan 
beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, 
perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban 




Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlain-lainan mempunyai prospek 
hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial, politik dan 
ekonomi. Dalam hal inilah institusi-institusi sosial berupaya mempengaruhi dan mengubah 
situasi awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Dalam ketidaksamaan awal itu 
prinsip-prisip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur 
pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur-unsur utama dari sitem sosial dan ekonomi. 
Anak-anak dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan biasanya mempunyai prospek 
yang lebih rendah pula dalam mengembangkan pendidikannya. Struktur dasar 
masyarakat punya pengaruh yang sangat kuat atas berlangsungnya fenomena tersebut. 
Itulah sebabnya bagi Rawls bidang utama keadilan adalah struktur dasar msyarakat.
61
 
Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama 
keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang 
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harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan 
sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan 
prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan 
pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, 
pendapatan, dan kesejahteraan.
62
 Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, 
kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana 
mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana 
seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan 
harus mengerjakan dua hal: prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil 
tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional; prinsip-prinsip keadilan harus 
membimbing dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk 
mengoreksi ketidak adilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.
63
 
Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama 
keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of 
greatest equal liberty). Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip 
perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan 
(the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan 
sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka 
yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan 
menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok 
kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung 
(paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai 
peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. 
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Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat 
adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama 
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang 
yang paling kurang diutungkan. Andaikan bahwa penanaman modal (investasi) yang 
besar dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang dan 
jasa. Andaikan bahwa dengan menambah lapangan kerja dan memproduksi barang dan 
jasa demikian, penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan yang besar 
kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Dengan demikian penanaman modal itu 
sangat menaikkan prospek pendapatan mereka melalui kenaikan upah dan lapangan kerja 
yang baru. Meskipun demikian, orang tak akan bersedia menanggung resiko investasi 
besar-besaran jika tidak punya peluang untuk memperoleh untung besar dari usahanya. 
Dalam keadaan demikian itu pajak keuntungan yang rendah dapat menciptakan insentif 
penanaman modal. Prinsip perbedaan akan menuntut peraturan pajak seperti itu jika para 
investor dituntut untuk menciptakan maksimalisasi prospek hidup golongan yang paling 
kurang diuntungkan. Oleh karena itu para investor harus menikmati bagian kekayaan dan 
kekuasaan yang lebih besar daripada orang lain dalam masyarakat. Menurut prinsip 
perbedaan, ketidaksamaan dalam prospek kebutuhan-kebutuhan utama harus dibenarkan 
jika investasi dimaksudkan untuk maksimalisasi prospek hidup mereka yang paling kurang 
diuntungkan. Dalam teori Rawls terdapat tiga prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut Rawls 
mengajukan dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut. Prioritas itu harus 
muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan 
prinsip yang lain:  Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama 
sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip 
perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika – dan hanya – jika 
– pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi 





besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula 
mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.  
Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. 
Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih 
dahulu dari pada prinsip perbedaan. Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebsan 
dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung matrial lebih besar bagi semua orang atau 
bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan 
pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih 
besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya 
boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang. 
Rawls mengemukakan tiga macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia 
bangun, dua diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan 
yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya. 
Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “Jika sebuah prinsip mampu 
menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang 
apa itu adil dan tidak adil, maka prinsip tersebut dapat diterima”. Menurut dasar 
kebenaran kedua : “Jika menurut keputusan moral kita sebuah prinsip dipilih dibawah 
kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan dapat diterima”. Prinsip 
tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. 
Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu 
pada apa yang disebut adil dan tidak adil serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip 
keadilan. Antara pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil dan tidak adil dengan 
kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik. Rawls menyebutnya 
sebagai keseimbangan refleksi (reflective equilibrium). Seperti ditunjuk Lois I. Katzner, 
keseimbangan refliksif tercapai jika ada kecocokan antara syarat-syarat pemilihan dan 





akan dipilih dengan peertimbangan-pertimbangan moral kita tentang masalah khusus, kita 
harus mengambil prinsip sebagai berikut : Refleksi atas prinsip-prinsip dan kondisi dimana 
prinsip-prinsip akan dipilih harus membawa kita untuk memperbarui pertimbangan moral 
kita. Kondisi-kondisi awal bagi pemilihan prinsip keadilan ini oleh Rawls disebut sebagai 
“posisi asli” (original position). 
Dalam dasar kebenaran ketiga Rawls (1980 : 526 – 528) mengembangkan gagasan 
Kant tentang pelaku otonom. Bagi kant, pelaku yang otonom adalah seseorang yang 
ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan smentara. Tanda 
rasionalitas sebuah prinsip adalah dapat menjadi prinsip bagi setiap orang. Posisi asli 
merupakan sudut pandang kita dalam melihat dunia. Kita menampilkan kebebasan kita 
dari kungkungan alam dan masyarakat dengan cara-cara yang kita kenal dalam posisi asli. 
Dengan kata lain, jika manusia menerima prinsip-prinsip yang diakuinya harus dipilih 
dalam posisi asli, ia mengeksperesikan kodratnya sebagai manusia, yaitu bertindak secara 
otonom. Immanuel Kant sendiri mengidentikkan “otonomi” dengan rasionalitas. 
Pertanyaan “mengapa manusia harus bertindak otonomi” tampak ketika menyatakan 
bahwa kita bertindak secara otonom jika kita menerima prinsip-prinsip yang dipilih dalam 
posisi asli. Otonomi dan rasionalitas merupakan dua unsur penting dalamnya. 
Atas dasar ketiga pertimbangan tersebut, Rawls menyatakan bahwa teorinya lebih 
unggul dari pada utilitarianisme karena memberi penjelasan yang lebih seksama terhadap 
pertimbangan kita tentang apa yang disebut “keadilan”. Dengan sistem prioritas diantara 
tiga prinsip yang telah kita lihat, Rawls melihat keunggulan prinsip-prinsip keadilan sosial 
yang ia bangun. Jika diterapkan dalam fakta prinsip-prinsip tersebut menurut Rawls 
menghasilkan penilaian moral kita tentang apa itu adil dan tidak adil serta penilaian 
tentang keadilan institusi sosial. 
Dalam mengembangkan model struktur masyarakat yang adil, Rawls memusatkan 





prinsip perbedaan. Dalam masyrakat kita terdapat pemilikan pribadi atas modal dan 
sebagian suber-sumber alam. Cabang aliokasi semacam itu dipakai untuk 
mempertahankan sistem pasar bebas. Dengan itu cabang pencipta stabilitas yang 
fungsinya mengedepankan lapangan kerja yang layak juga ada, sedangcabang transfer 
menjamin pendapatan minimum masyarakat entah dengan jaminan keluarga atau 
jaminan khusus bagi si sakit atau penganggur. Atau lebih sistimatis lagi dengan tambahan 
pendapatan bertahap. Cabang distribusi bertugas menjaga keadilan dalam peembagian 
dengan sarana pajak dan penyesuaian hak milik. Cabang ini meliputi penentuan sejumlah 
pajak warisan dan penentuan pajak untuk menaikkan pendapatan yang dituntut prinsip 
keadilan. Keadilan menurut tata bahasa Indonesia terdiri dari kata “Adil” yang diserap dari 
bahasa Arab disebut dengan al-Adlu („Adl) yang memiliki arti “tiada berat pada satu 
sisi/sebelah, tiada berada pada salah satu pihak ataupun menyama ratakan satu terhadap 
yang lainnya, hal tersebut berlaku dalam hal nilai dan ukuran”. 
64
 Kata “adil” bias juga 
diartikan “berpihak/berpegang terhadap kebenaran”.
65
Pada bahasa Inggris disebut 
dengan “Justice”. “Adl” itu sendiri mengandung arti untuk menetapkan sesuatu yang 
berkaitan dengan hukum secara benar.
66
 Jadi, adil itu identik juga bila seseorang berjalan 
dengan tegak lurus dengan sikap yang selalu menjadi ukuran yang “sama”, bukan ukuran 
lain apalagi ukuran yang ganda. Sehinggga adanya persamaan itulah yang mendasari kata 
“adl”, dimana dinyatakan bahwa pelaksana „tidak berpihak‟ terhadap satu diantara yang 
lainnya yang sedang berselisih/bermasalah, meskipun orang yang berselisih tersebut 
mempunyai hubungan kepadanya. Jadi, seseorang baru dapat dikatakan adil jika orang 
tersebut berpihak pada kebenaran, bukankah yang baik dan benar itu milik dari semua 
                                                 
64
 Raghib al-Isfahani, Mufradaat alfadzil Qur’an (Beirut: Daar al-Ma‟rifah, 2005), h. 168. 
65
 Al-Thahanawi, Mu’jam al-Isthilahaat al-Ulum wa al-Funun (Beirut: Daar al-Ma‟rifaah, 2005), 
h.479 
66





orang. Sehingga, dia melaksanan hal yang patut/semestinya serta tiada suka-
suka/sewenang-wenang
67
.   
Selain dari kata „adl adalah “sama”, adil itu disebut juga dengan “seimbang” 
sebagaimana ditentukan menurut Qur‟an Surah Al-Infitar ayat 7 yang artinya “yang telah 
menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu 
seimbang”, sehingga keadilan pada makna “seimbang” ini memunculkan suatu keyakinan 
bahwa Allahlah yang maha bijaksana dan maha mengetahui menciptakan dan mengurus 
seluruh sesuatu dengan ukurannya, kadarnya, dan waktu tertentu guna mencapai suatu 
tujuan
68
. Digunakannya teori keadilan dalam menganalisis dari judul penelitian ini 
didasarkan kepada adanya Problematika bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses 
prosedur sertifikasi halal obat-obatan, sedangkan problematika merupakan satu masalah 
yang dalam hal ini bukan sebagai tujuan, akan tetapi merupakan bukti tidak berjalannya 
suatu hukum sebagaimana mestinya, yang dalam paham atau ajaran sejarah (historis) 
maupun paham utilitarian (kemanfaatan) menyebutkan perlindungan hukum bermuara 
kepada keadilan individu sebagai tujuan. 
John Rawls berpendapat skala keadilan tiada dapat ditawar serta mesti 
diwujudkan/dibawa pada rakyat tidak/tanpa mesti mengorbankan kepentingan/kebuthan 
rakyat yang lain, Teori keadilan dari John Rawls ini sebenarnya sejalan dengan teori 
Aristoteles, yaitu ajarannya tentang teori keadilan distributif dan keadilan kumutatif. Selain 
dari itu menurut Aristoteles
69
 bahwa ukuran dari keadilan, adalah :  
1. Satu orang tiada menentang hukum/aturan yang ada, maka keadilan bermakna 
“lawful”, yakni hukum tiada dapat dilawan/dilanggar serta aturan/hukum mesti 
dituruti, serta  
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2. Satu orang tiada dapat memperoleh lebih daripada hak-nya, akibatnya keadilan 
bermakna equal (persamaan hak). Aristoteles memebrikan arti keadilan selaku 
memberikan orang sesua dengan bagiannya atau dengan istilah “sum quique 
tribuere”. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan hukum mesti dimakni pada 
arti kesamaan. Dia mengelompokkan kesamaan dalam 2 bagian, yakni: kesamaan 
numerik yang menciptakan asas „setiap orang sama di depan hukum‟ dan 
kesamaan prosporsional menciptakan asas “memberikan setiap orang apa yang 
menjadi haknya”.Aristoteles juga mengelompokkan keadilan selaku keadilan 
distributive (identik dengan keadalian proposional) dan keadilan korektif 
(pembetulan yang salah).
70
 Menurut Madjid Khadduri, kata „adl‟ ialah suatu kata 
benda bersifat umum, „adlitu bersumber dari kata “adala”, sementara kata adala 
itu sendiri mengandung arti, Pertama, meluruskan. Kedua, melarikan diri, dan yang 
Ketiga adalah sama atau sepadan. Keempat adil itu sebanding atau seimbang. 
Akhirnya kata „adl atau idl mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan 
dengan keadilan
71
 Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan dalam aplikasi 
kehidupan dari masyarakat, seperti keadilan: politik, teologis, filosofis, etis, legal, 
diantara bangsa-bangsa, dan sosial. Tampaknya, atas beberapa teori keadilan 
beliau ini, yang sesuai dengan penelitian ini adalah keadilan legal dan keadilan 
sosial.
72
 Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki 
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sumber hukum diantaranya adalah Alqur‟an 73dan Hadis74, dimana sumber hukum 
ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja 
bagi umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Alqur‟an 
dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan peringatan kepada 
manusia alam semesta tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna keadilan, dan 
dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi 
umat Islam yang mematuhinya akan selamat di dunia dan di akhirat. Keadilan itu 
sendiri dalam Islam bukan ditujukan terhadap masyarakat muslim saja, akan tetapi 
ditujukan kepada sesama manusia, Karena antara keadilan dengan keimanan tidak 
dapat dipisahkan sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang 
menyebutkan “hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran). Karena Allah,menjadi saksi yang adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. Berlaku adil dalam menetapkan sesuatu hukum jelas muaranya kepada 
kemashlahatan manusia, artinya hukum itu baru dapat dikatakan telah 
memberikan manfaat kepada setiap orang bilamana didalamnya terkandung nilai-
nilai keadilan, benarlah yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah berkaitan dengan 
Surah Al-Maidah ayat 8 tersebut, beliau mengatakan :
75
“Wahai para pemimpin 
Muslim, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku amanat dalam 
kepemimpinan kalian, tempatkanlah sesuatu pada tempat dan tuannya, jangan 
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pernah mengambil sesuatu kecuali Allah mengizinkannya, jangan berbuat zalim, 
berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum diantara 
manusia. Semua ini adalah perintah Allah yang ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan 
Sunnah. Jangan pernah melanggarnya, Karena itu perbuatan dosa Menurut Ibnu 
Taimiyyah agar para pemimpin yang didalamnya termasuk pembentuk undang-
undang atau bagi para hakim di pengadilan tetap berlaku adil, secara teori amir 
(seseorang pemimpin) yang adil semestinya dapat mempertahankan/menegakkan 
negara walau dia kafir/tidak muslim sekalipun, justru menurut beliau bagi amir yang 
sewenang-wenang (zalim) justru hendak meruntuhkan negara meskipun ianya 
seorang yang beragam Islam (muslim). Artinya suatu negara/kerajaan hendaknya 
senantiasa ada (berdiri) dengan keadilan dengan pemimpin kahir (kekufuran), 
tetapi negara/kerajaan akan tiada (hancur) bila didapati kezaliman dengan 
pemimpin muslim (Islam).
76
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis 
menggunakan teori keadilan sebagai grand theory (teori utama) yaitu dalam suatu 
negara, para pemimpin harus bersikap adil dalam melahirkan produk hukum, 
terutama keadilan ditujukan terhadap mereka yang merasa dirugikan disebabkan 
karena adanya obat-obatan non halal yang beredar dimasyarakat, aturan hukum 
yang terdapat pada UU (undang-undang) harus dibuat tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip yang ada sebagaimana yang termaktub pada Al-Qur‟an serta Al-
Hadis, karena hukum merupakan suatu sistem yang tidak dibenarkan tidak selaras 
dengan nilai-nilai filosofi yang dianut/berlaku di Indonesia. Jadi apabila peraturan 
dilanggar atau tidak dipatuhi seperti adanya obat yang tidak halal , maka terhadap 
mereka-mereka yang melanggar peraturan tersebut agar pihak yang merasa 
dirugikan merasa terlindungi disebabkan nilai keadilan telah diperoleh. 
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Jadi alasan menggunakan teori keadilan dalam penelitian ini adalah karena 
sertifikasi halal merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip- prinsip keadilan 
karena berhubungan dengan  perbuatan hukum yang apabila dilanggar 
merupakan perbuatan kejahatan yang akan merugikan orang lain. Keadilan 
merupakan muara dari setiap aturan dan putusan, dalam konsep Islam antara 
keadilan dengan keimanan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan 
sehingga tujuan hukum yang berkeadilan bagi umat manusia yang mematuhinya 
agar selamat dunia dan akhirat, berlaku adil dalam menetapkan aturan tentu 
muaranya kepada kemashlahatan manusia, karena adil itu lebih dekat kepada 
ketakwaan sebagai puncak dari suatu kebenaran. 
a. Teori Maslahah (Teori Menengah) 
Sementara itu dari konstruksi teoritis keislaman, memungkinkan digunakannya 
teori maslahah dan syaddu zari’ah sebagai kerangka teoritik terhadap urgensi sebuah 
kebijakan jaminan produk halal dan thayib di Indonesia. Dari aspek kemaslahatan sudah 
barang tentu bahwa jaminan produk halal akan sangat berperan memberikan kepastian 
dan keyakinan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang telah berlabel halal. Dan 
pertimbangan teoritik syaddu zari’ah meniscayakan masyarakat akan terhindar dari hal-
hal yang bersifat syubhat- “remang-remang” - yang belum jelas kehalalannya. Disinilah 
kedudukan sertifikasi halal sebagai salah satu wujud jaminan produk halal dibutuhkan. 
Selanjutnya akan diuraikan mengenai teori maslahah dari ilmu bahasa bahwa Mashlahah 
adalah bentuk kata tunggal yang identik dengan kata al-masalih, atau disebut juga dengan 
kata Salih, yaitu "mendatangkan kebaikan”. Kadangan-kadang kata Mashlahah ini sama 
dengan istilah al-islislah yang bermakna, mencari kebaikan 
‟. Namun kerap pula kata maslahah ataupin istislah ini diikuti dengan kata al-
munasib yang bermakna „hal yang harmonis/cocok, sesuai/selaras dan efisien (tepat 





kemanfaatan dari suatu itu akan diperoleh kebaikan, oleh karena itu semua yang 
diistilahkan melalui kata Mashlahah. Pada kerangka studi berhubungan dengan bidang 
ushul al-fiqh, kata ini selaku satu sebutan teknis, yang mempunya arti „berbagai manfaat 
yang dimaksudkan Syari' untuk mencapai satu tujuan guna terjaga agama, jiwa, akal, 
keturunan, serta harta (kekayaan)‟, dan menghindari berbagai hal yang bisa 
menyebabkan terhindar/luputnya satu orang dari ke-lima kebutuhan itu. 
77
 
Berkaitan dengan Mashlahah ini Jalaluddin Abdurrahman dalam bukunya “al-
Maṣālih al-Mursalah”,. Mendefinisikan dari sudut pandang bahasa, menurut beliau 
maṣhlahah itu adalah sesuatu yang tercantum nilai yang berguna untuk kelangsungan 
hidup umat manusia. Namun dari sudut pandang terminology mengatakan bahwa 
maṣlahah itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang bisa dilakukan dengan 
2 (dua) cara, yaitu memperolehnya atau menjauhinya. Serupa dengan menjaukan diri 
dari sistem perbudakan yang dapat membahayakan sejumlah orang/manusia
78
 Para 
jumhur ulama memiliki persamaan dalam memaknai tujuan hukum Islam, yaitu hukum 
itu dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Demikian pula yang 
dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, beliau menguraikan bahwa sasaran dari pada hukum 
Islam itu tidak lain ialah dapat demi memperoleh kemashlahatan/kebaikan bagi seluruh 
umat manusia di dunia adan juga di akhirat. Beliau berpendapat bahwa setiap hukum itu 
baik yang berasal dari Tuhan maupun buatan manusia didalamnya terdapat nilai-nilai 
keadilan, rahmat/keuntungan, hikmah serta kemashlahatan, bila tiada/keluar dari ke-
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Imam Asy-Syatibi seorang ahli Ushul Fiqih pada mazhab Maliki juga 
mengemukakan bahwa segala kewajiban yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka 
untuk mewujudkan suatu kemashlahatan terhadap para hamba- Nya. Tentu hukum yang 
ditetapkan oleh Allah Swt pastilah memiliki tujuan sesuai syariah guna memberikan 
perlindungan dan memelihara 5 pokok. Melalui menerapkan dan menjaga terpeliharanya 
ke-lima utama itu, satu orang mukallaf akan memperoleh kebaikan dunia maupun akhirat. 
Adapun ke-lima pokok/utama itu ialah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan 
Harta/Kekayaan. Hukum Harus memiliki tujuan, bila hukum tidak memiliki tujuan, maka 
hukum itu dapat membebankan seutatu yang tiada bisa dilaksanakan atau disebut juga 
“taklif ma la yutaq”
80
 
Yusuf Hamid al-„Alim menyatakan, bahwa maksud dari satu perbuatan dengan 
landasan ketentuan syar‟i bertujuan untuk menganjurkan terwujud tujuan dari syari‟ 
tersebut pada pembuatan hukum yang tujuannya untuk memperoleh 
kebahagiaan/kebahagiaan dunia serta akhirat.
81
 Terdapat sifat-sifat mashlahah yang 
disebut dengan istilah ḍawābith almaṣlahah yang terdiri dari 2 (dua) penggalan: pertama, 
maslahah tersebut memili sifat mutlak/total, dengan arti tidak bersifat relatif/subyektif yang 
hendak menjadikannya patuh dan searah dengan hawa nafsu. Kedua, maslahat tersebut 
memili sifat universal/umum disebut juga kulliyah serta keuniversalan tersebut tiada 
melanggar terhadap bagiannya (juz`iyyat).
82
Sebagaimana yang masyhur di dalam 
                                                 
80
 0Abu Ishaq Asy- Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah, Jld. I, (Beirut: Dar alKutub al-
Islamiyyah, tt), h. 150 
81
 Yusuf Hamid „Alim, al-Maqāshid al-‘Ammah Lissyariah al-Islāmiyyah, (Riyadh: Ma‟had Ali al-
Fikr al-Islāmī, 1994), h. 133-134 
82
 Muhammad Khalid Mas‟ud, Shatibi’s of Islamic Law, (Islamabad: Islamic Research Institute, 





pembahasan Ushul Fiqih, maslahat dipandang dari segi ada atau tidaknya dalil 
mengenainya dibagi kepada tiga macam, yaitu : 
83
 
1. Maṣlahah Mu‟tabarah. Maksudnya maslahat yang aturannya mengacu dari nas, 
baik Alquran ataupun hadis, sebagaimana perintah/seruan menegakkan shalat, 
melaksanakan puasa pada Bulan Ramadhan, zakat, haji, pelaksanaan hukuman 
qishah, berbakti kepada orang tua dsb. Semua kewajiban itu berdasarkan perintah 
nash Alquran dan sunnah. Karena itu disebut sebagai maṣlahah mu‟tabarah. 
Disebut dengan maṣlahah mu‟tabarah karena Syari‟ telah mengakui jenisnya. 
Para Uṣuliyyin mengkategorikan bagian ini kepada bab qiyās (analogi), karena 
menurut mereka di dalam qiyas harus ada dalil yang diakui Syari‟ bentuk dan 
jenisnya.  
2. Maṣlahah Mulghah, yakni mashlahah yang tidak diterima keberadaan hukumnya 
oleh nash syara‟, baik Alquran ataupun Hadis, hal ini bermakna bahwa satu hal 
yang diyakni manusia sebagai hal yang bermanfaat, namun kenyataannya 
bertentangan dengan al-Syari‟. Para ulama memberikan contoh tentang maslahah 
ini dengan fatwa seorang mufti
84
 yang menetapkan ketentuan berkaitan dengan 
hukum puasa yaitu membenarkan 2 (dua) bulan berpuasa berutun, lalu terhadap 
satu orang pemimpin Spanyol dibenarkan/dibolehkan melaksanakan hubungan 
intim/seksual bersama istrinya pada waktu siang hari pada Bulan Ramadhan. 
Jumhur ulama melihat hukum ini bertentangan/melanggar dengan hadits Rasul di 
atas, sebab bentuk hukuman tersebut mesti diberi ketetapan dengan cara beruntun. 
Contoh lainnya adalah semacam sistem bunga dalam pinjaman atau meminum 
                                                 
83
 Husain Hamid Hassan, Nazhariyyatu al-maṣlahah fi al-Fiqh al-Islamī, (Kairo, Daru alNahḍah al-
Arabiyyah, 1971), h. 15-17 
84
 Nama mufti ini adalah Yahya ibn Yahya Al-Laits (Ahli fiqh Maliki di Andalusia), dan kisah ini 







 Bagi sebagian orang minuman keras bermanfaat (ada maslahah), tetapi 
nash Alquran secara tegas membatalkannya karena manfaatnya lebih kecil 
dibanding mudaratnya. Inilah yang disebut maṣlahah mulqhah.  
3. Maṣlahah Mursalah, yakni maslahah yang tiada didapat nas yang 
memerintahkannya/melarangnya. Jadi kemaslahatannya bebas dari dalil, karena 
itu ia disebut maṣlahah al-mursalah. Maslahah itu tiada dianjurkan untuk dilakukan 
baik pada Alquran maupun hadis, melainkan tidak bertentangan/melanggar kedua 
dalil tersebut. Contohnya, membukukan Alquran di masa Abu Bakar, mendirikan 
penjara di masa Umar, mendirikan lembaga peradilan. Di masa sekarang 
contohnya, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dan lainnya. 
 Di antara ketiga maslahat ini, maslahat terakhir ini (baca: maṣlahah mursalah) 
adalah maslahah yang paling familiar sekaligus urgen di masa sekarang ini dalam usaha 
pengembangan kajian hukum Islam. Hal ini dikarenakan sangat banyak kasus yang belum 
ditemukan di masa Rasulullah saw., para sahabat, tabi‟in maupun imam klasik lain yang 
ada ditemukan di masa sekarang. Menurut al-Syatibi, urgensi maslahah mursalah ini 
sangat urgen, maka penajaman metode ijtihad melalui maslahah mursalah sangat penting 
dalam perumusan hukum yang berwawasan maqāshid syarī‟ah. Menurutnya, maṣlahah 
mursalah ini dapat dikembangkan motede al-sukūt „an syar‟iyyah al-a‟mal ma‟a qiyam 
al-ma‟na al-muqtada lah (baca: bersikap berdiam diri dari pensyariatan satu hal yang 
pada yang hakikat memiliki akibat yang baik/positif) atau metode al-Sukūt „an sya‟i 




Dalam mazhab asy-Syafi‟i, Imam al-Syafi‟i tidak menyebutkan maṣlahah al-
mursalah sebagai salah satu dalil fikih yang dijadikan sandaran di dalam pengambilan 
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kesimpulan hukum. Karena, Ushul Fiqh yang menjadi sandaran dalam berijtihad 
menurutnya adalah Ijma‟ dan khabar lazim dari Alquran dan hadis. Dari keduanya ini 
pemahaman hukum dapat diambil dan kepada keduanya pula seorang mujtahid harus 
merujuk di dalam pengambilan kesimpulan hukum. Apabila lafaz keduanya menunjukkan 
suatu hukum, maka nash tersebut dapat dijadikan sandaran hukum. Apabila logika dari 
keduanya mengandung suatu hukum, maka suatu hukum dapat diambil dari ijtihad. 
Menurut beliau ijtihad merupakan satu jenis dengan qiyas.
87
 
Kalau kita memahami istilah maslahah mursalah ini secara luas, tentu dapatlah 
dikatakan bahwa mashlahah yang disetujui oleh syara‟, bisa diutarakan bahwa imam al-
Syafi‟i tiada menolak maṣlahah al-mursalah selaku dasar/acuan untuk hukum 
Islam.
88
Pada literatur lainnya didapati juga pendapat yang menyebutkan bahwa Imam al-
Syafi‟i menolak maslahah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. 
Dikarenakan Imam al-Syafi‟i pada bukunya al-Risalah tidak menerima istihsan selaku 
dasar/acuan untuk menetapkan hukum Islam.
89
 Gagasan itu dibantah oleh Imam 
Haramain serta murid-nya seorang Imam al-Ghazali dengan memumculkan sejumlah 
macam hasil ijtihad Imam al-Syafi‟i berlandaskan pada maslahah mursalah.90Sama 
halnya dengan yang dikemukakan oleh Husain Hamid Hassan,
91
bahwa para peneliti 
mengenai ijtihad di dalam pernyataan al-Syafi‟i akan menemukan bahwa di kalam al-
Syafi‟i mencakup suatu maslahah yang sesuai dengan jenis taṣarufat asy-Syar‟i, selama 
kesesuaian ini tidak diketahui kecuali dari nash-nash syariat tersebut. Menurutnya, al-
Syafi‟i senantiasa berusaha menjadikan rujukan seorang mujtahid adalah naṣ syar‟i, 
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dimana ia harus mengambil (menyimpulkan) suatu hukum dari lafaz naṣ tersebut ataupun 
dari sisi logisnya dengan melalui qiyās. Dapat ditarik kesimpulan disini bahwa menurut 
Imam al-Syafi‟i maṣlahah mursalah terintegrasi ke dalam masalah qiyās, karena maṣlahah 
mursalah sebagaimana yang kita ketahui merupakan suatu maṣlahah yang berada dalam 
jenis yang diakui syariat tanpa adanya dalil tertentu. Salah satu buktinya yang 
menunjukkan Syafi‟i menggunakan maṣlahah al-Mulaimah sebagai salah satu metode 
pengambilan hukum terhadap naṣ syariat adalah bahwa para pengkaji Ushul dari 
kalangan Syafi‟iyah menisbatkan kepada beliau adanya pernyataan qiyās, kemudian 
mereka meletakkan sisi yang diakui syariat jenisnya sebagai salah satu jenis hukum 
maṣlahah yang diakui Syari‟ dan mereka menafsirkan pengakuan ini sesuai dengan 
kehendak Syari‟ sebagai salah satu cabangnya, sehingga maṣlahah al- Mulaimah bagi 
Syafi‟i termasuk kepada pemahaman qiyās.  
Al-Amidi, setelah mengemukakan tiga pembagian mengenai maṣlahah baik itu 
yang diakui, dibatalkan dan tidak disebutkan pengakuan maupun pembatalannya melalui 
suatu naṣ tertentu, membagi kembali bagian maslahat yang diakui syariat kepada 
beberapa bagian, di antaranya adalah al-mulāim almursal. Dia berujar, “Bagian ketiga 
yaitu Syari‟ mengakui jenis maslahatnya pada jenis hukum bukan yang lainnya, 
contohnya pengakuan jenis masyaqqah pada jenis keringanan.”Demikian juga dengan al-
Baidhawi dan al-Asnawi. Setelah melakukan klasifikasi maslahat kepada tiga sebagaimana 
al-Amidi diatas, ia mengemukakan klasifikasi maslahah mursalah yaitu bentuk (maslahat) 
yang disebutkan Syari’ cabang yang disepakatinya kemudian membagi maslahat jenis ini 
kepada beberapa bagian di antaranya mulāim al-mursal. Dia berkata, “Keempat, 
(maslahat) yang diakui Syari’ jenis bentuk pada jenis hukum, sebagaimana yang 
dikemukakan Ali ra. mengenai peminum khamar.”
92
Sedangkan Ibnu Subki di dalam 
“Jami‟u al-Jawami‟” mengemukakan bentuk maslahat yang diakui Syari‟ jenisnya pada 
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jenis hukum maslahah mu‟tabarah masuk kepada bab qiyās.93 Para pengkaji dari 
kalangan Syafi’iyah ini sepakat bahwa Imam alSyafi’i termasuk imam yang menggunakan 
qiyās sebagai salah satu dasar hukum, dan qiyās ini adalah maslahat yang diakui Syari’.94 
Sementara itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali dengan tegas 
mengatakan bahwa beliau pada dasarnya menerima dalam penggunaan maṣhlahah 
mursalah dengan ketentuan dan syarat mashlahah mursalah itu harus bersifat ḍaruriyyat 
(menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), qath‟ī (pasti) dan kullī (menyeluruh) 
secara kumulatif.
95
 Imam Al-Ghazali Sebagaimana yang dikemukakan Agustianto, telah 
membuat batasan operasional dari maṣhlahah mursalah itu bisa diakui selaku dasar/acuan 
untuk menetapkan hukum Islam, hingga mashlahah murslah itu harus memenuhi 
beberapa hal, diantaranya :
96
  
1) Mashlahah tersebut akan bermanfaat jika selaras dengan tujuan/sasaran dari 
penetapan hukum Islam, yaitu setiap ketentuan Islam mampu memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan serta harta/kekayaan. 
2) Mashlahah itu sebagaimana yang diinginkan tak diizinkan melanggar dengan 
Alquran, as-Sunnah dan ijma’. 
3) Mashlahah yang dimaksud harus mampu menduduki derajat/level ḍaruriyah 
(primer) ataupun hajiyah (sekunder) yang selevel terhadap ḍaruriyah. 
4) Mashlahah yang bermanfaat itu mesti memiliki status qath‟i ataupun zhan yang 
hampir dekat dengan qath’i.  
5) Pada beberapa kasus khusus dibutuhkan adanya syarat yang mesti memiliki sifat 
qath‟iyah, ḍaruriyah serta kulliyah. Jadi, berlandaskan syarat-syarat 
operasional/penerapan yang diadakan oleh Imam al-Ghazali diatas dapat dilihat 
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bahwa imam al-Ghazali tiada melihat maṣlahah mursalah selaku dalil/kaidah yang 
mandiri (berdiri sendiri) secara independen, terbebas/terlepas dari Alquran, as-
Sunnah, dan ijma‟. Imam alGhazali melihat bahwa maṣlahah mursalah cuma 
selaku satu buat metode/cara penggalian hukum, dan tidak selaku dalil/kaidah 
ataupun acuan hukum Islam.
97
 
Maqashid secara Bahasa merupakan jamak dari maqsad, serta maqsad masdar mimi 
dari fi‟il qasada, bisa dimaknai: qasada-yaqsidu-qas dan wa maksadan, al-qasdu dan al-
maqsadu pengertiannya sama, sejumlah pengerrtian al-qasdu ialah: al-I‟timad: berpegah 
teguh, al-ammu: condong, mendatangi sesuatu serta menuju. Kata Maqaṣid bentuk 
mejemuk atau jamak dari maqsud yang berarti tujuan atau kesengajaan.
98
 Kata maqṣud-
maqaṣid pada ilmu Nahwu diutarakan melalui dengan maf‟ul bih (baca: objek), oleh 
karena itu kata ini bida dimanai dengan “tujuan” ataupun “beberapa tujuan.” Kata asy-
Syari‟ah¸ adalah wujud subyek dari akar kata syara‟a yang makana ialah “jalan menuju 
sumber air sebagai sumber kehidupan”. 
99
Dalam makna bahasa, kata syariah adalah suatu 
ketentuan yang ditetapkan Allah Swt yang menjadikan agar manusia akan mengarahkan 
segala aspek kehidupannya menuju kehendak/kemauan Tuhan guna hidup bahagia di 
dunia serta akhirat.  
َّبِْع اَْهَوۤاَء الَِّذْيَن اَل يَْعلَُمْو َْ  َن ااْلَْمِر فَاتَّبِْعَها َواَل تَت  ثُمَّ َجعَْلٰنَك َعٰلى َشِرْيعٍَة م ِ
Artinya : Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan 
(agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang 
yang tidak mengetahui. (Q.S. al-Jatsiah: 18) 
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Demikian juga pengertian syariah menurut Manna al Qathan ialah seluruh ketetapan 




ْينَا بِٖهْٓ اِْبٰرِهْيَم  ْٓ اِلَْيَك َوَما َوصَّ الَِّذْيْٓ اَْوَحْينَا ْيِن َما َوصّٰى بِٖه نُْوًحا وَّ َن الد ِ  َوُمْوٰسى َوِعْيٰسْٓى ا َْْ اَقِْيُمواَشَرَع لَُكْم م ِ
قُْوا فِْيِهِۗ َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكْيَن َما تَدُْعْوُهْم اِلَْيِهِۗ اَللّٰهُ يَْجتَبِْيْٓ ِالَْيِه  ْيَن َواَل تَتَفَرَّ َمْن يََّشۤاُء َويَْهِدْيْٓ اِلَْيِه َمْن يُّنِْيُبِۗ الد ِ  
“Aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau dasar peraturannya yang di syariatkan 
oleh Allah agar manusia mengambil dengannya di dalam berhubungan dengan Tuhannya, 
berhubungan dengan sesama muslim, berhubungan dengan sesama manusia, 
berhubungan dengan keadaan dan juga kehidupan”
101
 
  Berdasarkan 2 (dua) ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa „syariat‟ 
sama/serupa dengan „agama‟, akan tetapi pada perkembangan saat ini berlanguns 
reduksi/pemotongan muatan maknsa Syari‟at. Aqidah contohnya, keluar dari definisi 
Syariat. Dalam makna bahasa, kata syariah adalah suatu ketentuan yang ditetapkan Allah 
Swt yang menjadikan agar manusia akan mengarahkan segala aspek kehidupannya 
menuju kehendak/kemauan Tuhan guna hidup bahagia di dunia serta akhirat. Demikian 
juga pengertian syariah menurut Manna alQathan ialah seluruh ketetapan Allah yang 
disyariat pada hambanya mencakup akidah, ibadah, akhlak, begitupun muamalah
102
 
Syariat menurut Manna‟ Khalil Al-Qathan mengatakan adalah sebagai sumber, seperti 
sumber air yang dimanfaatkan teruntuk minum, kemudian dimanfaatkan oleh bangsa 
Arab sebagai pengertian al-syirath al-mustaqim (jalan yang lurus) yang demikian tersebut 
sembat tempat keluarnya air ialah sumber kehidupan serta keselamatan jasmani, demikian 
jua arah dari jalan yang lurus yang menunjukkan manusia-manusia pada suatu tindakan 
yang menyebabkan hal baik (kebaikan), serta segala kehidupan manusia baik jiwa dan 
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akalnya termasuk dalam syariat
103
 Hukum syariah yang ditetapkan bukan tidak punya 
maksud, syariah memiliki alasan dan juga tujuan pemberlakuannya. Salah satu tujuannya 
adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Karena, syariah 
diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia di dunia serta akhirat 
pada kehidupan serta pasca kematian serta masa lalu serta masa depannya. Ketiadaan 
ilmu mengenai syariah dan berbagai tujuan pensyariatannya akan mengarahkan manusia 
mengabaikan aturan/hukum yang telah ditetapkan Allah swt. Kemaslahatan yang akan 
diperoleh oleh Syariah memiliki komprehensif serta menyeluruh. Maksudnya, 
kemaslahatan ini bukan bersifat personal akan tetapi mencakup seluruh manusia secara 
keseluruhan. Dan juga kemaslahatan tersebut sah tidak hanya pada waktu khusus/tertentu 
saja, akan tetapi berlaku selama masa serta waktu masa hidup manusia. Para ulama 
lainnya juga turut andil dalam mengemukakan maksud dari Maqaṣid al-Syari`ah, 
beberapa yakni;  
1. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 748 H/1374 M) yang menjelaskan bahwa syariah 
itu mengandung berbagai hikmah dan mashlahah untuk kehidupan manusia baik 
di dunia maupun di akhirat kelak. Kalaupun terdapat perubahan/pergantian hukum 
yang diberlakukan berlandaskan perubahan zaman/masa dan tempat ialah demi 
terjaminnya syariah bisa memunculkan kemaslahatan terhadap insan (manusia) 
(al-Jauziyyah, 1996). 
2.  Al-Izz bin Abdul Salām (w. 660 H/1209 M) mengemukakan sesuatu yang berkaitan 
dengan syariah ini, beliau berpendapat bahwa segala yang terkandung dalam 
syariah adalah nilai mashlahah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik 
kebaikan.
104
Dalam bukunya ini, Al-„Izz bin Abdul Salam mengemukakan bahwa 
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maṣlahah mempunyai 2 (dua) dua arti; pertama, kenikmatan serta kebahagiaan. 
Hal tersebut disebut sebagai pengertiaan hakiki, serta yang kedua, hal-hal yang 
memabawa kepada perwujudan kenikmahan serta kebahagiaan. Hal itu dimaknai 
sebagai kiasan (majazī).105 
3. Kemudian Al-Khadimi juga berpendapat tentang Maqaṣid yang menurut anggapan 
beliau adalah selaku asas islam yang 5 (lima) yakni memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan sertaharta (al-Khadimi, 1998). 
4. Ibnu „Asyur seorang ulama dari Tunisia juga mengkaji mengenai maqaṣid ini di 
dalam buku-nya yang berjudul Maqaṣid al-Syari‟ah al-Islamiyyah. Mengenai 
maqaṣid ini, ia berpendapat bahwa maqaṣid itu adalah segala hal yang berkaitan 
dengan hal-hal yang bisa diamati pada hukum yang dijadikan syariat, bukan saja 
sebagian, akan tetapi secara keseluruhan, menurut pandangan beliau maqashid 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; maqasid umum serta maqasid khusus. 
Maqasid umum bisa diamati melalui sejumlah hukum yang mengikutsertakan 
seluruh manusia secara umum, sedang maqasid khusus metode yang dilaksanakan 
oleh syariah demi mewujudkan kebutuhan/kepentingan orang banyak (umum) 
dengan perbuatan seseorang Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengemukakan 
bahwa maqaṣid alsyari`ah bermana sejumlah nilai serta tujuan syara‟ yang 
terkandung pada seluruh ataupun sebagian terbesar dari hukumnya. Nilai dan 
sasaran tersebut dilihat selaku sasaranserta gaib, yang ditentukan oleh al-Syari‟ 
dalam setiap ketentuan/ketetapan hukum. 
Konsep maqaṣid al-Syari`ah bukanlah sesuatu yang baru akan tetapi sebenarnya 
telah dimulai dari masa Al-Juwainī (478 H/1085 M) yang terkenal dengan Imam Haramain 
dan oleh Abū Hāmid al-Gazālī (w. 505 H/1111 M), dua ulama mazhab Syafi‟i yang 
kemudian disusun secara sistimatis (sebagaimana disebutkan sekilas sebelumnya) oleh 
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seorang ahli ushul fikih bermaẓhab Maliki dari negeri Andalusia, yaitu Imam al-Syatibī (w. 
790 H). Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, konsep ini ditulis ditulis pada kitab 
karangannya yang dikenal, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, khususnya pada jilid kedua, 
yang beliau namakan kitab al-Maqasid. Karya al-Juwayni, al-Burhan fi Uṣul al-Fiqh 
merupakan buku Uṣul Fikih pertama yang mempopulerkan teori “tingkatan-tingkatan 
keniscayaan‟, dengan cara yang mirip dengan teori ”tingkatan-tingkatan keniscayaan‟ 
yang familiar di masa sekarang ini. beliau menyarankan 5 (lima) tingkatan Maqasid, yaitu 
:  
1. Darurat (keniscayaan) 
2. Al-hajah al-„ammah (kebutuhan publik) 
3. Al-makrumat (perilaku moral), 
4. Al-manubat (anjuran-anjuran), 
5. Al-ismah (kemaksuman) yaitu penjagaan keimanan, jiwa, akal, anggota 
keluarga atau keturunan dan juga harta 
Karya al-Juwayni lainnya, Giyas al-Umam juga telah memberikan kontribusi penting 
terhadap teori makasid ini, meskipun buku ini utamanya berkenaan dengan isu-isu politik. 
Dalam karyanya ini, al-Juwaynī membuat asumsi hipotesis, bahwa para ulama fikih dan 
maẓhab pada akhirnya akan lenyap di muka bumi, dan dia menyarankan bahwa satu-
satunya cara untuk menyelamatkan Islam adalah dengan merekonstruksi dari bawah ke 
atas dengan memanfaatkan prinsip fundamental/esensial yang menjadi acuan pijakan 
untuk sekalian hukum islam, sekali lalu wadah berkumpulnya/bertemunya segala hukum 
itu. Menurutnya, teori maqasid ini tidak terikat oleh tendensi dan pendapat yang berbeda-
beda menyangkut persoalan interpretasi
106
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Murid al-Juwayni Abū Hamid al-Gazali mengembangkan teori sang guru lebih 
mendalam dalam bukunya al-Mustaṣfa. Dia menguraikan tentang “kebutuhan-
kebutuhan” yang disarankan oleh sang guru yaitu berkaitan dengan; agama (keimanan), 
jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Gazali juga melahirkan istilah hifz terhadap sejumlah 
kebutuhan
107
 Al-Izz Ibn „Abd al-Salam juga telah menulis dua buku tentang maqasid yang 
berkaitan dengan hikmah-hikmah sebagai wujud dari hukum Islam, yaitu maqāṣid al-ṣalāh 
dan maqāṣid al-ṣaum. Akan tetapi, kontribusi signifikannya terhadap perkembangan teori 
maqasid adalah bukunya tentang kemaslahatan yang diberi judul Qawa‟id al-Ahkām fi 
Maṣalih al-Anam. Di samping investigasinya yang ekstensif tentang konsep maṣalah dan 
mafsadah, al-„Izz juga menghubungkan validitas hukum-hukum dengan maqasidnya.
108
 
Menurut beliau, sebuah maṣlaḥah tergantung dengan sasaran akhir dari pengaruh yang 
terjadi/ditimbulkan. Hal tersebut utama untuk dimengerti, karena kadang - kadang orang 
kerap keliru/salah saat memberi nilainya. Mana yang dikiranaya sebuah maṣlaḥah itu ialah 
mafsadah.
109
 Kemudian, dalam memelihara dan mewujudkan kelima unsur di atas, maka 
ulama ushul fiqih mengkategorikan dijadikan 3 tingkat sebagai penetapan hukumnya 
sesuai kualitas kebutuhannya, yaitu ; 
 1) Kebutuhan Ḍaruriyat adalah unsur yang paling utama dalam menentukan 
segala kehidupan manusia guna melindungi kelima unsur di atas, manakala tingkatan ini 
tidak ada, maka dapat dipastikan celakalah kehidupan manusia itu baik di dunia maupun 
akhirat.
110
 Ḍaruriyat boleh dikatakan sebagai kemaslahatan yang paling esensial bagi 
kehidupan manusia, oleh karenanya tingkatan ini wajib ada dan sebagai syarat yang 
absolut guna terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik yang bersifat ukhrawi maupun 
duniawi. Sehingga, bila ḍaruriyat tersebut tiada terbukti/terwujud, tentu kehidupan 















Sehingga Ḍaruriyat menunjukkan kebutuhan yang paling 
mendasar atau primer yang harus selalu ada pada kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, 
akal, keturunan serta harta/kekayaan. Ḍaruriyah pada syariat adalaah satu hal yang amat 
bersifat dasar (asasi) bila dibanding terhadap hajiyyah serta tahsiniyyah. Bila ḍarûriyah 
tiada dapat terpenuhi, hingga akan menimbulkan akibat rusak/cacatnya hâjiyyah serta 
juga tahsiniyyah. Namun, apabila hajiyyah dan juga tahsiniyyah tiada dapat dipenuhi, 
hingga tiada akan menyebabkan rusak/cacatnya ḍaruriyah.112 
2) Kebutuhan Haajiyyat. Kebutuhan Hâjiyyah sebagai kebutuhan dalam rangka 
perwujudan perlindungan yang diperlukan untuk melestarikan 5 (lima) unsur tersebut, 
namun ukuran kebutuhannya masuh ada dibawah kebutuh Daruriyat yaitu seluruh perihal 
yang selaku kebutuhan manusia agar hidup bahagia serta sejahtera, dunia maupun akhirat 
serta terhindar dari beranega ragam kesusahan. Bila kebutuhan tersebut tiada diperoleh, 
kehidupan manusia sudah barang terntu menanggung kesulitan/kepayahan walaupun 
tiada menyebabkan punah.
113
Dengan kata lain tiada terjaganya kebutuhan/kepentingan 
hâjiyyah ini tiada hendak mengakibatkan ancaman terhadap eksistensi lima unsur tadi, 
namun akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Memang apabila sisi hâjiyyah ini tidak 
dapat diwujudkan, maka kehancuran yang ditimbulkannya tiada menganggangu 
kepetingan umum. Hâjiyyah juga dimengerti dengan kondisi di mana biala satu 
kebutuhan/kepentingan bisa didapati/dipenuhi, hingga akan dapat meningkat nilai 
kehidupan manusia, contoh dari hâjiyyah ini adalah orang sakit atau orang dalam 
perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan hukum rukhshah (ditangguhkan), 
namun bila mampu boleh untuk dilaksanakan. Hal itu dapat meningkatkan efisiensi, 
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efektivitas serta tamahan nilai (value added) kepada aktifitas manusia. Hâjiyyah pula 




3) Kebutuhan Tahsiiniyyah dimaksud demi terwujudnya serta terpeliharanya segala 
hal yang mendukung usaha meningkatan muta/kualitas dari luma unsur tersebut, 
kebutuhan ini sebagai kebutuhan hidup komplementer dan sekunder gunaa membuat 
sempurna serta meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, misalnya masalah agama 
manusia dikehendaki melakukan penyucian/bersuci serta menghindari sesuatu hal yang 
kotor/najis, atau masalah yang berkaitan dengan jiwa, maka manusia diikat dengan tata 
krama (sopan santun), makan dan minum sesua kebutuhan (jangan berlebihan). Jadi 
seandainya kemaslahatan tahsiniyyah ini tiada dipenuhi, menyebabkan kemaslahatan 




Pemeliharaan dan perlindungan yang ditujukan dalam konsep maqasid syariah itu 
ditujukan pada lima hal sebagai unsur yang tidak boleh hilang, yaitu ; 
1. Memelihara Agama (hifz ad-din)  
Agama bukanlah buatan manusia atau produk manusia, manusia tentu bukanlah 
makhluk yang dapat menciptakan agama yang benar meskipun dengan kemampuan 
akalnya,karena agama yang benar itu hanyalah bersumber dari wahyu yang datangnya 
dari Allah Swt, sedangkan melindungi/memelihara agama, menurut kebutuhannya, bisa 
dibedakan kedalam 3 (tiga) kategori tingkatan :  
a) Memelihara agama pada tingkat Ḍarûriyât yakni merupakan peringkat primer 
untuk memelihara dan melaksanakan kewajiban agama itu sendiri seperti 
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melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan suci ramadhan. Seandainya 
hal ini tidak perdulikan, hingga akan terancam keberadaan agama itu; 
b) Memelihara agama pada peringkat Haajiyyat yakni menjalankan kepentingan 
agama itu untuk mempermudah agar agama tetap terlaksana, seperti shalat, puasa 
ketika masih diperjalanan dengan cara sholatnya dijama‟ qasar atau qasar, 
sedangkan puasanya bisa di rukhshoh (keringanan). Jika ketetapan tersebut tiada 
dilakaukan maka tiada menimbulkan ancaman keberadaan/eksistensi agama, 
tetapi cuman kita membuat sulit orang yang melaksanakannya. 
c) Memelihara agama pada tingkat Tahsiinaat yakni melaksanakan tuntunan agama 
dan mengikutinya demi menghargai/menjungjung tingkat harkat dari manusia itu 
sendiri, dan juga memenuhi perwujudan kepatuhan terhadap kewajiban terhadap 
Allah swt. (Tuhan), contohnya membersihkan badan, memilih pakaian-pakaian 





2. Memelihara jiwa (hifz al-nafs)  
Jiwa adalah unsur yang kedua yang wajib dipelihara, namun dilihat dari 
kepentingannya jiwa ini dapat dibedakan tingkatannya, yaitu :  
a) Memelihara jiwa dalam keadaan Ḍaruriyat (primer), pada tingkat ini pemeliharaan 
jiwa termasuk dalam suatu kebutuhan primer seperti makan dan minum guna 
sebagai untuk memenuhi kebutuhan pokok dari tubuh manusia guna 
mempertahankan hidup. 
b) Memelihara jiwa dalam tingkat Haajiyyat (sekunder), pada tingkat ini pemeliharaan 
jiwa dianggap masuk sebagai kebutuhan sekunder seperti dibolehkannya orang 
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sakit untuk tidak berpuasa di bulan ramadhon dengan syarat harus diganti pada 
hari-hari lain yang dapat dilakukan. 
c) Memelihara jiwa dalam tingkat Tahsiinaat (tersier) pada tingkat ini berlaku syariat 




3. Memelihara akal, (hifż al-‘aql)  
Memelihara akal dari sisi kebutuhannya diberi perbedaan 3 (tiga), taraf :  
a) Memelihara akal dalam tingkat Ḍarûriyât, contonya: dilarang (diharamkannya) 
meminum khamar (minuman keras) sebab mengancam presensi akal. 
b) Memelihara akal dalam tingkat Hâjiyat, contohnya: saran untuk 
memperoleh/meneuntuk ilmu. 
c) Memelihara akal dalam tingkat Tahsînât, contohnya: menghindari khyalan serta 
mendengar satu hal yang tidak bermanfaat. 
4. Memelihara keturunan (hifż al-nasb)  
Memelihara keturunan dari sisi tingkat kepentinganya bisa digolongkan terdiri dari 3 
(tiga), taraf: 
a) Memelihara keturunan pada taraf Ḍarûriyât, contohnya: dianjurkan menikah serta 
pelarangan terhadap perzinaan. 
b) Memelihara keturunan pada taraf Hâjiyat, contohnya: penyebutan mas kawin 
(mahar) saat proses akad nikah 
c)  Memelihara keturunan pada tarah Tahsînât, contohnya: disyaratkan khitbah serta 
walimah pada pernikahan (Zein, 2005).  
5. Memelihara harta (hifż al-māl)  
Memelihara harta dapat digolongkan jadi 3 (tiga), taraf:  
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a) Memelihara harta pada taraf Ḍaruriyat seperti syariat mengenai cara pemilikan 
harta serta larangan merebut harta/kekayaan orang dengan cara yang haram (tidak 
sah). Jika hukum ini diabaikan, maka akan berefek kepada terancamnya 
keberadaan/eksistensi harta. 
b) Memelihara harta pada taraf Hajiyat, ibarat syariat mengenai jual beli tentang jual 
beli salam. Bila sistem tersebut tiada digunakan, maka tiada hendak mengancam 
keberadaan harga/kekayaan, namun membuat sulit orang yang membutuhkan 
modal usaha. 
c) Memelihara harta pada taraf Tahsinat, ibarat ketetapan menjauhkan diri dari sifat 
mengecoh dan menipu 
Menurut Imam al-Ghazali sebagai ahli fikih dari mazhab al-Syafi‟i mengatakan 
bahwa mengambil manfaat serta menghindari kemudharatan pada upaya untuk 
memelihara sasaran-sasaran syarak, dia melihat satu suatu kemashlahatan mesti selaras 
terhadap sasaran/tujuan syarak, walaupun berlawanan dengan tujuaan/harapan manusia, 
misalnya di zaman jahiliyah, para wanita tidak memperoleh hasil membagi harta warisan 
sebab menurut mereka perihal itu memiliki kemashlahatan serta berkesesuaian terhadap 
budaya (adat istiadat) mereka, perihal ini jelas salah sebab yang menjadi toloak ukur untuk 




Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menambahkan teori mashlahah 
sebagai teori penunjang sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syathibi yaitu 
bagi Pemimpin atau Hakim yang menetapkan aturan atau putusan harus mampu 
memberikan perlindungan dan memelihara lima hal yakni : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan 
serta Harta Kekayaan. Dengan terpeliharanya dan terlindunginya ke-lima hal itu tentu 
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terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat baik bagi si Produsen Obat maupun terhadap 
korban yang sedang mengalami suatu penyakit, sehingga dianggap perlu untuk 
memberlakukan sertifikasi halal pada obat – obatan  kepada seluruh pihak yang turut serta 
di dalamnya. Adapun yang menjadi alasan mempergunakan teori mashlahah dalam 
penelitian ini adalah berhubung mashlahah sebagai sesuatu yang dapat memberikan 
kemanfaatan bagi setiap orang, artinya dalam konsep Islam bahwa setiap aturan yang 
dibuat berkaitan dengan sertifikasi halal khususnya pada obat harus dapat mendatangkan 
kebaikan yang dapat memberikan perlindungan atau dapat memelihara 5 hal pokok yang 
memberikan kemanfaatan pada manusia, kelima hal tersebut adalah perlindungan kepada 
Agama, Jiwa, Akal, Keturunan serta Harta/Kekayaan, jadi dengan terpeliharanya kelima 
hal tersebut tentu akan terwujud kenyamanan, ketentraman dan tidak ada lagi keragu-
raguan bagi siapapun yang mengkonsumsinya.  
Selain itu, dalam penelitian ini, analisis berikutnya penulis menggunakan teori 
maqasid Syariah al-Syatibi, dalam hal kategori unsur al-daru-riyyat. Menurut al-Syatibi
119
  
ا الضَُّروِريَّةُ، فََمْعنَاَها أَنََّها اَل بُدَّ ِمْنَها فِْي قِيَاِم َمَصاِلحِ  ْ لَْم تَْجِر فَأَمَّ ْيِن َوالدَّْنيَا، بَِحْيُث إِذَا فُِقدَ الد ِ
ُْ النََّجاةِ َوالنَِّعيِم،  1َمَصاِلُح الدُّْنيَا َعلَى اْستِقَاَمٍة، بَْل َعلَى فََساٍد َوتََهاُرجٍ  ِْ َحيَاةٍ، َوفِي اْْلُْخَرى فَْو َوفَْو
ُجوُع بِاْلُخْسَرا ِْ اْلُمبِينِ   َوالرُّ
Adapun unsur al-daru-riyyat.  maknanya yaitu bahwa teori ini merupakan 
keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, dengan artian jika teori 
al-daru-riyyat.  tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berlangsung secara 
istiqomah (baik), tetapi akan terjadi kerusakan dan kesulitan, kehilangan kehidupan, 
kehilangan keselamatan dan nikmat, dan akan mendapatkan kerugian yang nyata). 
Penulis menggunakan teori maqasid Syariah al-Syatibi, dalam hal kategori unsur 
al-daru-riyyat. bagian dari hifz al-din  yaitu menjaga agama Penulis menggunakan teori 
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maqasid Syariah al-Syatibi, dalam hal kategori unsur al-daru-riyyat. bagian dari hifz al-
din dan hifz al-nafs yaitu menjaga agama dan memelihara jiwa. Penulis menempatkan 
kondisi darurat  dari  unsur al-daru-riyyat. karena mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas 
kehalalannya dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal, 
mempengaruhi sifat dan perilaku, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serta 
berpengaruh terhadap perkembangan kesuburan, mempengaruhi keselamatan di akhirat, 
kondisi ini menyebabkan harus selektif dalam memilih obat, artinya seseorang yang 
sedang sakit dianjurkan untuk berobat agar terhindar dari kondisi yang tidak baik, namun 
ketika seseorang yang sedang sakit berobat dengan obat yang tidak halal maka 
perbuatannya malah menimbulkan kondisi atau efek samping dari obat yang dikonsumsi, 
artinya ada unsur kerusakan dalam hal ini, yaitu tujuan memelihara jiwa agar agama 
terpelihara esensinya menjadi rusak karena sesuatu zat yang tidak jelas hukumnya. Syaikh 
Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menjelaskan bahwa berobat hukumnya  adalah 
wajib jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh. Adapun rincian 
hukum berobat beliau  jelaskan sebagai berikut: 
1. Pertama, jika betul-betul diketahui manfaatnya atau terdapat sangkaan (dugaan) 
kuat adanya manfaat suatu pengobatan atau terdapat kemungkinan timbulnya 
bahaya jika meninggalkannya, maka hukum berobat dalam hal ini adalah wajib. 
2. Kedua, jika terdapat sangkaan kuat manfaat suatu pengobatan, akan tetapi tidak 
ada bahaya yang nyata jika tidak berobat, maka hukum berobat dalam hal ini 
adalah sunnah. 
3. Ketiga, jika antara berobat dan tidak berobat kemungkinannya sama, maka lebih 
baik ditinggalkan (tidak perlu berobat) agar seseorang tidak menjerumuskan 
dirinya sendiri dalam bahaya tanpa dia sadari
120
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Karena semua orang berakal meyakini bahwa ketika Allah melarang sesuatu pada 
umat-Nya, melalui pengaharaman sesustu maka Allah akan beri jalan keluar yang lain,  
ilmu kedokteran membuktikan bahayanya dan menyebabkan tubuh jauh dari manfaat. 
Obat yang baik adalah yang mengobati penyakit dan hanya memiliki sedikit atau tidak 
sama sekali efek samping. Beberapa Ayat yang penulis sampaikan dalam penelitian ini 
menunjukan bahwa Allah mengecualikan keadaan darurat dari pengharaman ini, keadaan 
darurat ini tanpa batas, syarat atau sifat. Pengecualian ini berlaku ketika ada sesuatu 
kebutuhan baik dalam keadaan yang sangat atau pengobatan medis ketika seseorang 
menderita penyakit tertentu. Para ulama mendefinisikan “darurat” sebagai situasi 
mendesak ketika seseorang dalam, kondisi yang tidak menguntukan sehingga 
memaksanya melakukan perbuatan haram demi menyelamatkan dirinya dari kematian 
atau kerusakan anggota badan. Namun sebelumnya sudah diperhitungkan manfaat yang 
diterima lebih besar dari dampak buruk yang diterimanya. Imam Hanafi dan syafii setuju 
dibolehkannya menggunakan pengobatan haram dalam kasus darurat, kecuali miras. 
Namun mazhab maliki dan hambali berpendapat bahwa tidak diperbolehkan 
menggunakan benda haram untuk pengobatan. Berdasarkan hadis Nabi yang artinya 
“Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Ia telah menciptakan obat bagi 
setiap penyakit. Jadi carilah pengobatan tapi jangan obati penyakit dengan barang haram” 
(HR. Abu Baud dan Ath-Thabrani). Mereka tidak menghiraukan konteks khusus dari 
riwayat diatas karena riwayat diatas merespon dari sebuah pertanyaan spesifik tentang 
penggunaan alkohol untuk medis, sebagaimana yang dipahami mazhab Hambali dan 
maliki. Ada tiga syarat diperbolehkannya obat yang mengandung alkohol untuk 
dikonsumsi yaitu, pasien sudah benar-benar membutuhkan obat ini karena tidak ada lagi 
obat halal yang mempunyai manfaat serupa dengan alkohol, dosis obat tidak boleh 
menyebabkan gejala memabukkan sedikitpun, obat tersebut dalam dosis tinggi juga tidak 





lain yang kemudian menimbulkan efek mabuk. Berdasarkan hadis diatas kita mengacu 
kepada pendapat mazhab syafii bahwa tidak boleh menggunakan alkohol murni untuk 
pengobatan. Apalagi benda/barang tersebut sbenarnya diperuntukkan dikonsumsi 
kedalam tubuh dimana zat dari benda/barang tersebut diharapkan dapat membantu 
proses penyembuhan. Teori maslahat ini menjadikan penulis tertarik untuk membahasnya 
dalam suatu penelitian hukum islam dilihat dari sisi Maqashid Syariah nya dikarenakan 
mengingat bahwa Salah satu tujuan berobat adalah memelihara jiwa dan menjaga agama 
maka sertifikasi halal dalam dalam hal ini sangat diperlukan karena merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Hukum Islam.  
b. Teori Implementasi (Teori Terapan) 
Kemudian Penulis akan melanjutkan dengan Applied Theory (teori terapan) yaitu 
tentang teori “Implementasi”. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement 
yang memiliki arti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk 
melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat pada suatu hal. Suatu hal itu 
dikerjakan untuk menyebabkan efek atau akibat itu bisa berbentuk undang-undang, 
ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa 
instansi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi Menurut van Meter dan 
Van Horn  implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi 
pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang 
telah digariskan dalam keputusan tertentu.  
Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk menetukan konsep 
yang sesuai fungsinya pembentukan hipotesis/dugaan, sehingga teori tidaklah 
pengetahuan yang telah pasti, melainkan mesti dikira selaku petunjuk/arahan 
saja.
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Selain dari fungsinya, manfaat teori itu ada 2 (dua), yaitu manfaat teoretis dan 
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manfaat praktis. Manfaat teoretis, bahwa suatu teori ialah selaku alat pada proses analisi 
serta mengkaji penelitian-penelitian yang hendak dikembangkan/diperluas oleh ahli-ahli, 
sedangkan manfaat praktis, suatu teori adalah sebagai alat atau instrument dalam 
mengkaji dan menganalisis sebuah peristiwa-peristiwa yang timbul serta 
berkembang/meluas dalam masyarakat, bangsa dan Negara.
122
dari arti ini sekurang-
kurangnya ada tiga unsur yang terkandung, yakni :  
a. Adanya penjelasan/uraian mengenai kaitan antar berbagai unsur pada satu teori. 
b. Teori menganut/mempunyai sistem deduktif, yakni satu hal yang bertolak/berbeda 
dengan yang umum/biasa dan abstrak mencapai satu yang khusus/nyata. 
c. Teori yang menjelaskan gejala-gejala yang diutarakan/dikemukannya. Kemudian 
teori menurut Paul Edward ialah asumsi dasar untuk membuktikan penelitian 
ilmiah (Something assumed as a starting point for scientific investigation).
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Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier 
(1979)), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 
merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian 
dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli 
mengenai implementasi kebijakan, yaitu:  
1) Teori George C. Edward Edward III  berpandangan bahwa implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:  
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a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 
implementasi.  
b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas 
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber 
daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 
implementor dan sumber daya finansial.  
c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor 
memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif 
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 
kebijakan juga menjadi tidak efektif.  
d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 
Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi 
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, 
yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel Menurut pandangan 
Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 





wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan 
usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 
Struktur Birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama, 
yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau 
prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai 
tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari 
para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya 
organisasiorganisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan 
fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti 
komite-komite legislatif, kelompokkelompok kepentingan pejabat-pejabat 
eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi 
organisasi birokrasi pemerintah.  
2) Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle  
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan 
lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: 
sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi 
kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan 
yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, 
apakah sebuah kebijaka telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan 
apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. model 
Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya 
adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi 
kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability 
dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal 
berikut:Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.  





b. Derajat perubahan yang diinginkan.  
c. Kedudukan pembuat kebijakan.  
d. (Siapa) pelaksana program.  
e. Sumber daya yang dihasilkan.  
Sementara itu, konteks implementasinya adalah:  
a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 
b) Karakteristik lembaga dan penguasa. 
c) Kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan dari model Grindle terletak pada 
pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang 
menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang 
mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber 
daya implementasi yang diperlukan.  
3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier 
(dalam Subarsono, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan 
implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), 
karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure 
implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting 
implementation). 
4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan ada lima 
variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran 
kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, 
karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut 
pandangan Edward III) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, 
yaitu:  
a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah 





ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah 
untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. 
b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan 
sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak 
hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi 
kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi 16 yang 
diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan 
bagaimana suatu program dilaksanakan. 
c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin 
berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksaan harus konsisten dan 
jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana 
kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah 
tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan 
tugasnya dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. 
Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi 
oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. 
Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis 
implementasi Kebijakan Jampersal secara lebih mendalam. 
 Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang 
memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil aktivitas 
pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat 
mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan.Tujuan dan sasaran dari kebijakan 
diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir 
yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk 
mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil 





langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh 
pemerintah dapat:  
(1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, 
(2) dapat diimplementasikan dengan baik.  
Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan menurut karakternya adalah 
langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan 
kebijakan. Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. 
Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor 
publik, dan karenanya dibutuhkan oleh pengambilan keputusan seperti pemerintah. 
Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan 
baik. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai 
tujuan yang telah disepakati bersama.  
Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu 
pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 
meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan 
berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan 
secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini 
menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling 
berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu: 
1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.  
2. Sumber daya. 
3. Karakteristik organisasi pelaksana 
4. Sikap para pelaksana 
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 





Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van 
Horn dijelaskan sebagai berikut: 
1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan 
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan 
tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana 
kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit 
direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja 
implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus 
dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan 
penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang 
maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi 
kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak 
sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan 
kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah 
disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga 
merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam 
melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang 
menjadi tujuan suatu kebijakan. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang 
dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “Implementation as a Political and 
Administrative Process”. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan 
publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau 
tidaknya tujuan yang ingin diraih.
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Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang 
ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact 
atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang 
terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu 
implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan 
kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi 
(context of implementation) Isi kebijakan meliputi: 
1) Interest affected, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi 
kebijakan, 
2)  Type of benefits, yaitu jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang 
dihasilkan, 
3) extend of change envision, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin 
dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas 
4) Site of decission making, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan 
yang akan diimplementasikan 
5) Program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus 
didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan 
6) Resources commited, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar 
implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Isi implementasi meliputi :  
(1) power, interest and strategy of actor involved, yaitu kekuasaan, kepentingan 
dan strategi dari aktor yang terlibat 
(2)  institution an regime characteristic, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim 
yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan 





(3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan 
respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang 
dilakukan 
Jadi dipergunakannya teori implementasi ini sebagai teori pelaksana atau teori terapan 
(applied theory) dalam kaitannya dengan problematika implementasi produk halal 
pada obat- obatan  ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1) Bahwa pemerintah melalui pejabat yang ditunjuk sebagai penyelenggara negara 
yang melayani kepentingan masyarakat harus dapat menjalankan tugasnya selaras 
dengan ketetapan yang diberlakukan. dengan demikian agar tugas pemerintah 
dibidang penerbitan sertifikasi halal  dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya 
suatu kepentingan yang dapat menguntungkan diri pribadi dan kelompok atau 
golongan tertentu, maka dalam hal bertindak pemerintah atau pejabat dimaksud 
harus berhati-hati, jadi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya 
merupakan suatu keharusan, sehingga cukup beralasan bilamana sebagai pelayan 
publik ternyata pemerintah mengabaikan prinsip kehati-hatian ini dengan 
mengabaikan ketentuan yang berlaku.  Oleh karena itu terhadap pejabat yang 
berwenang terhadap proses sertifikasi halal ini dapat menyeleruh terhadap produk 
yang termaktub pada Undang – Undang No.33 tahun 2014 .  
2) Bahwa pada produk obat-obatan diberlakukan kelonggaran hingga tujuh tahun 
sejak diberlakukannya undang – undang ini maka  pihak farmasi juga tidak 
dibenarkan berpangku tangan, pasrah atau tergantung pada sediaan bahan baku 
yang ada pada saat ini saja. Sehingga proses implementasi undang – undang ini 
terhadap obat menjadi sangat lamban dan terasa sangat berat sekali untuk 
diterapkan, dan secara serta merta pula menjadikan bahwa ketentuan yang 
termaktub dalam Undang – Undang ini sebagai beban yang tersangkut dipundak 





segera mengimplementasikan baik undang-undang maupun Peraturan 
Pemerintah mengenai jaminan Produk halal, masyarakat sebagai garda terdepan 
untuk mendukung proses percepatan implementasi halal pada obat- obatan. 
Walaupun pada hakikatnya pada Pasal 74 disebutkan khusus produk obat, vaksin, 
biological, dan alat kesehatan akan diatur tersendiri, baik pentahapan maupun 
metodenya. 
3) Bahwa melalui penerapan implementasi  ini akan terbangun suatu budaya hukum 
(legal culture) yang dapat melahirkan suatu kesadaran dan kewajiban bagi 
perusahaan dan pejabat berwenang (pejabat pemerintah) serta pihak-pihak yang 
terkait demi terlaksananya  tugasnya seiring dan selaras sesuai dengan tujuan 
hukum yang telah ditetapkan, jadi hukum benar-benar dijadikan instrumen dan 
pedoman dalam segala aspek aktivitas. sehingga  hukum benar-benar telah 
dijadikan sebagai pedoman dan tentu dapat meminimalisir adanya perbuatan 
yang dapat merugikan pihak lain. Negara melalui pemerintahannya dengan 
membuat suatu peraturan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi 
semua pihak sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum benar-benar 
terwujud sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Selain dari itu yang menjadi 
alasan dipilihnya teori implementasi dalam penelitian ini berhubung implementasi  
merupakan wujud konkrit atas segala peraturan yang sudah di terapkan dan 
melalui kajian panjang oleh pihak pemerintah selaku pemangku kepentingan atas 
negeri tercinta ini. 
Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian  kualitatif. Bogdan serta Biklen, 
menjelaskan“The Researcher With The Researcher‟sinsight being the key instrument for 









I. Kajian Terdahulu Yang Relevan  
  Penelitian mengenai Problematika implementasi Undang – Undang No.33 
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Penyediaan Obat – Obatan Halal 
Dalam Persfektif Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai penelitian actual dan relevan 
mengingat beberapa tulisan baik berbentuk disertasi maupun tesis belum ada yang 
membahas mengenai hal ini, beberapa penelitian yang berkaitan mengenai Problematika 
implementasi Undang – Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 
Pada Penyediaan Obat – Obatan Halal Dalam Persfektif Hukum Islam adalah :  
1) Ali Mustafa Yakub, Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika 
Menurut al-Qur‟an dan Hadis, 2009.126 Buku ini merupakan hasil disertasi penulis 
yang ditulis dalam Bahasa Arab dengan judul al-Ma`āyîr al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi 
al-Aṭ`imah wa asyribah wa al-adawiyyah wa al-mukhtaḍrat alTajmiliyyah `ala 
ḍau‟ al-Kitāb wa al-Sunnah. Penelitian ini menggunakan metodologi yang 
menggabungkan penelitian kajian pustaka dan penelitian lapangan.  Pada kajian 
pustaka penulis mendiskusikan tentang kriteria-kriteria makanan halal sedangkan 
pada kajian lapangan penulis menghadirkan hasil penelitian di berbagai negara 
dan menyediakan data dan informasi tentang lembaga-lembaga sertifikasi halal 
dan lembaga terkait di negara yang di telitinya. Kamil Musa, Aḥkām Al-Aṭ`imah fi 
al-Islām127 lebih dahulu membahas persoalan makanan dalam Islam di mana di 
dalamnya disajikan tentang makanan hewani (makanan laut dan darat), 
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penyembelihan, makanan nabati, ḍarurat, dan persoalan najis. Sopa, meneliti 
tentang “sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI 
terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika.” Ali Mustafa Yakub, 
Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Qur‟an 
dan Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)
128
. Penelitian ini adalah disertasi 
peneliti yang ditulisnya untuk mencapai gelar doktor dalam bidang agama Islam 
pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2008. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama 
Indonesia terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika cenderung tidak 
mengikuti kaedah kehalalan yang dirumuskan oleh mazhab tertentu, tetapi 
mengikuti mazhab-mazhab yang dinilainya rājiḥ dan dianggap sesuai dengan 
kemaslahatan, sehingga menghasilkan fiqh baru.‟ Majelis Ulama Indonesia 
cenderung menggunakan kaedah kehalalan Jumhur Ulama dalam hal produk 
makanan, sedangkan dalam hal produk minuman majelis Ulama Indonesia 
cenderung menggunakan ulama Hijaz.
129
 
2) Disertasi Dr.Zulham yang berjudul “ Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen 
Muslim terhadap Produk Halal”, Universitas Indonesia  Sejatinya, peran negara 
adalah menciptakan kesejahteraan (welfare state) dan perlindungan (protection) 
termasuk kepada konsumen Muslim. Maka, sesungguhnya tujuan tersebut " 
merupakan state interests!al-maslahah al-dauliyyah. Peran negara dalam 
perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal adalah control of 
misleading information. Peran tersebut merupakan wajib kafa'i (collective 
responsibility) terhadap massive and credential products dengan mandatory halal 
certification and labeling, karena kehalalannya tidak dapat divalidasi oleh 
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konsumen Muslim. Jika tidak, akan mengancam terjadinya market failure yang 
disebabkan oleh information asymmetries: gagasan tersebut lahir dari public 
interests/al-maslahah. Dengan demikian, dapat diformulasikan analisis state 
interests/al-maslahah al-dauliyyah terhadap public interests/al-maslahah. Disertasi 
ini berupaya menemukan justifikasi intervensi dan peran negara dalam 
perlindungan konsumen Muslim. Al-maslahah dan public interests dijadikan 
sebagai kerangka teori untuk menganalisis sekaligus sebagai perspektif guna 
melihat peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk 
halal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan 
melakukan analisis berbasis asas dan norma hukum yang bersumber dari hukum 
primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan 
mengkaji konsideran asas dan norma untuk menjawab peran negara dalam 
perlindungan konsumen Muslim guna mendapatkan produk halal, serta disajikan 
secara argumentatif dengan teknik analisis deskriptif dan preskriptif. Selain itu, buku 
ini mencari kebenaran ilmiah untuk menjawab jangkauan dan bentuk intervensi 
negara dalam perlindungan konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal. 
Substansi inti penelitian ini mengurai dan menganalisis sumber-sumber hukum 
berbasis asas dan norma hukum yang bersumber dari hukum primer, sekunder, 
dan tersier; di antaranya:  
a) Kerangka teori dan kerangka konsepsional: teori al-maslahah dan teori public 
interests Konsep halal dan haram dalam hukum Islam. 
b) Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim 
c) Perbandingan sertifikasi dan labelisasi halal atas credential products sebagai 
perlindungan konsumen Muslim, dan 
d) Analisis pemikiran perspektif al-maslahah (public interests) terhadap 





3) Tesis dari Muhammad Ikhwan Lukmanudin yang berjudul Halal dan Haram 
Produk farmasi studi kasus obat liqud herbal dan non herbal, Sekolah Pascasarjana 
Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta  Kesimpulan besar dalam 
tesis ini adalah, sesuatu yang haram dihalalkan karena darurat, namun darurat 
tersebut hilang jika terdapat yang halal. "Apa yang dibolehkan karena uzur 
(halangan) maka batal (tidak dibolehkan lagi) dengan hilangnya halangan tadi". 
Tesis ini menguatkan penelitian Stephanie Von (2014) dan Richard G. Rogers 
(2013) yang menyatakan bahwa, alkohol dapat menimbulkan efek merugikan, 
demikian pula dengan Chilwan Pandji (2012) yang menghimbau untuk tidak 
menggunakan obat beralkohol karena sudah terdapat alternatif yang halal. 
Penelitian yang berlawanan adalah D. Eastern Kang (2013) dan Amanda K. 
Gilmore (2013) yang menyatakan bahwa, alkohol aman dan memberikan 
kemanfaatan, demikian pula dengan Harmy Mohammad Yusof (2012) yang 
membolehkan penggunaan obat beralkohol secukupnya selagi tidak memabukkan 
karena ‘illat ḍarūrat. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan 
menganalisa kadar etanol secara kuantitatif. Hasilnya dibahas secara normatif 
melalui pendekatan prespektif ulama terkait kehalalan atau keharamanya dan 
prespektif farmasis terkait manfaat serta bahayanya. Sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah, dua obat liquid berlabel halal yaitu, obat herbal x dan non 
herbal y. Sumber data skunder adalah, beberapa ayat al-Qur ֙ ān, Ahādīth al-
Nabāwiyah, WHO : Global Information System on Alcohol and Health, Peraturan 
Badan POM Nomor HK.00.05.1.23.3516, Tahun 2009 Tentang Izin Edar Obat 
Mengandung Alkohol, Fatwa MUI Nomor.11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol 
dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Hasil analisis membuktikan bahwa, obat herbal x 
pada sampel (n=16) yang diuji tidak mengandung etanol. Obat liquid non herbal 





rata 2%, karena bahaya yang ditimbulkan etanol lebih besar daripada manfaatnya, 
maka obat liquid non herbal y diharamkan dan ͑illat ḍarūrat nya hilang dengan 
adanya obat liquid herbal x yang terbukti halal sebagai alternatif dalam pengobatan  
4) Tesis dari Feny Wulandari yang berjudul perlindungan konsumen terhadap 
sertifikasi halal di Indonesia, Universitas Indonesia, Indonesia merupakan negara 
dengan penduduk mayoritas beragama Islam, dimana masalah perlindungan 
konsumen terhadap kehalalan suatu produk baik makanan dan minuman 
merupakan masalah utama. Predikat mayoritas tersebut 
mengasumsikan bahwa kehalalan produk makanan dan minuman sudah jelas 
kehalalannya, padahal dengan tekhnologi pangan canggih sekarang ini banyak 
produk makanan dan minuman yang tidak dapat dipastikan kehalalannya tanpa 
melakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam. Penelusuran ini dapat 
dilakukan melalui suatu proses audit dengan mengikuti standar-standar 
tertentu.dengan proses pemberian label atau tanda halal sebagai wujud
 perlindungan konsumen. Regulasi halal di Indonesia tercantum dalam terbitnya 
inpres, keputusan menteri dan beberapa undang-undang. Kegiatan labelisasi 
(pencantuman) tulisan halal pada kemasan sudah diterapkan lebih dahulu sebelum 
sertifikasi halal. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki 
keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan 
jaminan hukum bagi masyarakat. Pengaturan mengenai jaminan produk halal 
perlu diatur dalam satu undangundang yang secara komprehensif mencakup 
produk yang meliputi barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, 
minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekaya 
genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Kini sudah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 





kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Undang-Undang 
Jaminan Produk Halal ini tergolong peraturan baru yang implementasinya masih 
membutuhkan penyesuaian mengingat banyak peraturan sebelum undang-undang 
ini terbit yang masih berlaku. 
J. Sitematika Pembahasan  
Penelitian ini dusun ke dalam empat  bab. Bab petama merupakan bab 
pendahuluan yang memaparkan desain penelitian.  
BAB I Pembahasan pada bab ini meliputi latar belakang masalah; perumusan masalah; 
batasan istilah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; landasarn teori; kajian 
terdahulu; metode penelitian; dan sistematika pembahasan. 
BAB II  Selanjutnya memaparkan jawaban dari hasil penelitian. Masing-masing 
permasalahan yang ditegaskan pada rumusan masalah akan dibahas pada satu 
bab tersendiri. Pembahasan hasil penelitian dimulai pada bab kedua untuk 
menjawab rumusan masalah pertama,yaitu prosedur sertifikasi halal sesuai 
dengan amanat Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 mengenai Jaminan 
Produk halal serta pandangan Hukum Islam dalam mengkonsumsi obat.  
BAB III Merupakan pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah kedua, dinamika 
yang muncul sebelum dan setelah lahirnya UU No. 33. Tahun 2014. 
Pembahasan pada bab ini meliputi latar belakang sejarah dan 
perkembangannya; serta dinamika pra dan pasca kelahiran UU No. 33 Tahun 
2014.  
BAB IV Memaparkan tentang implementasi UU No. 33 Tahun 2014 serta hambatannya. 
Pembahasan pada bagian ini meliputi sosialisasi dan peranan Pemerintah; 
partisipasi para pemangku kepentingan; .Jawaban atas rumusan masalah yang 





yang dialami dalam upaya implementasi UU No. 33 Tahun 2014 yang meliputi 
hambatan internal dan hambatan eksternal. 
BAB IV  Merupakan bab penutup mempunyai isi mengenai kesimpulan dan saran yaitu 
pentingnya dilakukan perubahan dalam Undang – Undang  jaminan produk 
halal terhadap pengaturan yang berkaitan dengan labelisasi halal pada produk 
obat dan peredarannya agar  dilakukan secara berkeadilan, bermanfaat dan 
dapat dipertanggungjawabkan yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian 


























IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL  
1. Implementasi  Penerbitan Sertifikasi Halal  
A.  Prosedur Sertіfіkasі Halal LPPOM MUІ 
Pengertian Sertifikat Halal dalam Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 
Tentang jaminan Produk halal  adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang 
dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI
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sedangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 sebagai Peraturan 
Pelaksana atas Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal 
menyatakan hal yang sama bahwa sertifikat halal memiliki pengertian pengakuan 
kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
131
 
 Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui 
beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan 
Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Pasca Implementasi Undang-undang 
Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai 
pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa 
tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Panji, 2017).  
Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum 
berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia 
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(MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan 
Kosmetika (LPPOM).  
Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan 
produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. 
Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). 
Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung 
tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas 
minimal enam unsur, dimana unsur yang satunya adalah keterangan tentang halal. 
Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen 
Muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut.  
Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku 
usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan 
badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui 
beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, 
dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar 
yang ditetapkan LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian 
pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian 
ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa 
mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan 
oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi 
halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku 
usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada 
konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan 
kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Pasca 
berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 





sertifikasi halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) mulai 17 
Oktober 2019. Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH ini 
mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh 
BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan 
sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector jaminan produk halal. 
Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI 
dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH 
sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. 
Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri 
Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. 
 Isi keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarkan pelayanan 
sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam 
hal penetapan fatwa kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, 
dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan 
produk. Berdasarkan KMA RI No. 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal tersebut 
maka skema sertifikasi halal adalah sebagai berikut: 
 





Sesuai keputusan Menteri Agama tentang Layanan Sertifikasi Halal ditetapkan 
bahwa BPJPH melayani produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan 
menerbitkan sertifikat halal. LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian 
kehalalan produk. Komisi Fatwa MUI bertugas melaksanakan pengkajian ilmiah terhadap 
hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Jika hasil audit tidak disetujui maka 
akan dilakukan perbaikan dan tindaklanjut pemeriksaan, jika disetujui Komisi Fatwa maka 
akan difatwakan sebagai produk halal. (KMA No. 982/2019). 
Perusahaan yang іngіn memperoleh sertіfіkat halal LPPOM MUІ, baіk іndustrі 
pengolahan (pangan, obat, kosmetіka), rumah potong hewan (RPH), dan 
restoran/katerіng/dapur, harus melakukan pendaftaran/  sertіfіkasі halal dan memenuhі 
persyaratan sertіfіkasі halal. Berіkut іnі adalah tahapan yang dіlewatі perusahaan yang 
akan mendaftar proses sertіfіkasі halal: 
1. Persyaratan sertіfіkasі halal dan mengіkutі pelatіhan SJH  
Perusahaan harus memahamі persyaratan sertіfіkasі halal yang tercantum dalam 
HAS 23000. Selaіn іtu, perusahaan juga harus mengіkutі pelatіhan SJH yang dіadakan 
LPPOM MUІ, baіk berupa pelatіhan reguler maupun pelatіhan onlіne (e-traіnіng). 
Іnformasі mengenaі pelatіhan SJH, HAS 23000 adalah dokumen yang berіsі 
persyaratan sertіfіkasі halal LPPOM MUІ. HAS 23000 sendіrі terdіrі darі 2 bagіan, yaіtu 
Bagіan І tentang Persyaratan Sertіfіkasі Halal : Krіterіa Sіstem Jamіnan Halal (HAS 
23000:1) dan Bagіan (ІІ) tentang Persyaratan Sertіfіkasі Halal : Kebіjakan dan Prosedur 
(HAS 23000:2). Selaіn audіt sesuaі krіterіa HAS 23000, LPPOM MUІ akan 
melakukan audіt tambahan yaknі audіt keamanan pangan, obat, dan kosmetіk. Hal іnі 
sesuaі dengan persyaratan akredіtasі oleh Komіte Akredіtasі Nasіonal (KAN) kepada 
LPPOM MUІ bahwa LPPOM MUІ perlu melakukan pengecekan terhadap regulasі yang 
berlaku dі Іndonesіa terkaіt keamanan pangan, obat dan kosmetіk.  Bagі perusahaan 





(pangan, obat, kosmetіka), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, katerіng, dapur, 




2. Menerapkan Sіstem Jamіnan Halal (SJH) 
Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertіfіkasі 
halal, antara laіn penetapan kebіjakan halal, penetapan Tіm Manajemen Halal, 
pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatіhan, penyіapan prosedur terkaіt SJH, 
pelaksanaan іnternal audіt dan kajі ulang manajemen. 
B. HAS 23000: Krіterіa Sіstem Jamіnan Halal (SJH) 
1. Kebіjakan Halal 
Manajemen Puncak harus menetapkan Kebіjakan Halal dan mensosіalіsasіkan 
kebіjakan halal kepada seluruh pemangku kepentіngan (stake holder) perusahaan. 
2. Tіm Manajemen Halal 
Manajemen Puncak harus menetapkan Tіm Manajemen Halal yang mencakup 
semua bagіan yang terlіbat dalam aktіvіtas krіtіs serta memіlіkі tugas, tanggungjawab 
dan wewenang yang jelas. 
3. Pelatіhan dan Edukasі 
Perusahaan harus mempunyaі prosedur tertulіs pelaksanaan pelatіhan. 
Pelatіhan іnternal harus dіlaksanakan mіnіmal setahun sekalі dan pelatіhan eksternal 
harus dіlaksanakan mіnіmal dua tahun sekalі. 
4. Bahan 
Bahan yang dіgunakan dalam pembuatan produk yang dіsertіfіkasі tіdak boleh 





pendukung untuk semua bahan yang dіgunakan, kecualі bahan tіdak krіtіs atau bahan 
yang dіbelі secara retaіl. 
5. Produk 
Karakterіstіk/profіl sensorі produk tіdak boleh memіlіkі kecenderungan bau atau 
rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dіnyatakan haram 
berdasarkan fatwa MUІ. Merk/nama produk yang dіdaftarkan untuk dіsertіfіkasі tіdak 
boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang dіharamkan atau іbadah 
yang tіdak sesuaі dengan syarіah Іslam. Produk pangan eceran (retaіl) dengan merk 
sama yang beredar dі Іndonesіa harus dіdaftarkan seluruhnya untuk sertіfіkasі, tіdak 
boleh jіka hanya dіdaftarkan sebagіan. 
6. Fasіlіtas Produksі 
a) Іndustrі pengolahan:  
i. Fasіlіtas produksі harus menjamіn tіdak adanya kontamіnasі sіlang dengan 
bahan/produk yang haram/najіs;  
ii. Fasіlіtas produksі dapat dіgunakan secara bergantіan untuk menghasіlkan 
produk yang dіsertіfіkasі dan produk yang tіdak dіsertіfіkasі selama tіdak 
mengandung bahan yang berasal darі babі/turunannya, namun harus ada 
prosedur yang menjamіn tіdak terjadі kontamіnasі sіlang. 
b) Restoran/Katerіng/Dapur: 
i. Dapur hanya dіkhususkan untuk produksі halal;  
ii. Fasіlіtas dan peralatan penyajіan hanya dіkhususkan untuk menyajіkan 
produk halal. 
c) Rumah Potong Hewan (RPH):  
i. Fasіlіtas RPH hanya dіkhususkan untuk produksі dagіng hewan halal;  





iii. Jіka proses debonіng dіlakukan dі luar RPH tersebut, maka harus dіpastіkan 
karkas hanya berasal darі RPH halal;  
iv. Alat penyembelіh harus memenuhі persyaratan. 
7. Prosedur Tertulіs Aktіvіtas Krіtіs 
Perusahaan harus mempunyaі prosedur tertulіs mengenaі pelaksanaan aktіvіtas 
krіtіs, yaіtu aktіvіtas pada rantaі produksі yang dapat mempengaruhі status kehalalan 
produk. Aktіvіtas krіtіs dapat mencakup seleksі bahan baru, pembelіan bahan, 
pemerіksaan bahan datang, formulasі produk, produksі, pencucіan fasіlіtas produksі 
dan peralatan pembantu, penyіmpanan dan penanganan bahan dan produk, 
transportasі, pemajangan (dіsplay), aturan pengunjung, penentuan menu, 
pemіngsanan, penyembelіhan, dіsesuaіkan dengan proses bіsnіs perusahaan (іndustrі 
pengolahan, RPH, restoran/katerіng/dapur). Prosedur tertulіs aktіvіtas krіtіs dapat 
dіbuat terіntegrasі dengan prosedur sіstem yang laіn. 
8. Kemampuan Telusur (Traceabіlіty) 
Perusahaan harus mempunyaі prosedur tertulіs untuk menjamіn kemampuan 
telusur produk yang dіsertіfіkasі berasal darі bahan yang memenuhі krіterіa (dіsetujuі 
LPPOM MUІ) dan dіproduksі dі fasіlіtas produksі yang memenuhі krіterіa (bebas darі 
bahan babі/ turunannya). 
9.Penanganan Produk yang Tіdak Memenuhі Krіterіa 
Perusahaan harukmgks mempunyaі prosedur tertulіs untuk menanganі produk 
yang tіdak memenuhі krіterіa, yaіtu tіdak dіjual ke konsumen yang mempersyaratkan 
produk halal dan jіka terlanjur dіjual maka harus dіtarіk. 
10.Audіt Іnternal 
Perusahaan harus mempunyaі prosedur tertulіs audіt іnternal pelaksanaan SJH. 





halal іnternal yang kompeten dan іndependen. Hasіl audіt іnternal dіsampaіkan ke 
LPPOM MUІ dalam bentuk laporan berkala setіap 6 (enam) bulan sekalі. 
11.Kajі Ulang Manajemen 
Manajemen Puncak atau wakіlnya harus melakukan kajі ulang manajemen 
mіnіmal satu kalі dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menіlaі efektіfіtas penerapan 
SJH dan merumuskan perbaіkan berkelanjutan.  
3. Pelaksanaan audіt 
Audіt dapat dіlaksanakan apabіla perusahaan sudah lolos pre audіt dan akad 
sudah dіsetujuі. Audіt dіlaksanakan dі semua fasіlіtas yang berkaіtan dengan produk yang 
dіsertіfіkasі. 
 
C. Kebіjakan Dan Prosedur Sertіfіkasі Halal 
 
Kebіjakan dan prosedur harus dіpenuhі oleh perusahaan yang mengajukan 
sertіfіkasі halal. Penjelasan mengenaі krіterіa SJH dapat dіlіhat pada dokumen HAS 





Berіkut Proses sertіfіkasі halal dalam bentuk dіagram alіr :
 
Secara Umum Prosedur Sertіfіkasі Halal adalah sebagaі berіkut : 
a. Perusahaan yang mengajukan sertіfіkasі, baіk pendaftaran baru, pengembangan 
(produk/fasіlіtas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran 
secara onlіne. melaluі websіte LPPOM MUІ (www.halalmuі.org) atau langsung 
ke websіte : www.e-lppommuі.org. 
b. Mengіsі formulіr data pendaftaran : status sertіfіkasі 
(baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertіfіkat halal, status SJH (jіka ada) 





c.  Membayar bіaya pendaftaran dan bіaya akad sertіfіkasі halal melaluі 
Bendahara LPPOM MUІ dі emaіl : bendaharalppom@halalmuі.org 
Komponen bіaya akad sertіfіkasі halal mencakup : 
a) Honor audіt 
b) Bіaya sertіfіkat halal 
c) Bіaya penіlaіan іmplementasі SJH 
d) Bіaya publіkasі majalah Jurnal Halal132 
d.  Mengіsі dokumen yang dіpersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuaі dengan 
status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bіsnіs 
(іndustrі pengolahan, RPH, restoran, dan іndustrі jasa), dіantaranya : Manual 
SJH, Dіagram alіr proses produksі, data pabrіk, data produk, data bahan dan 
dokumen bahan yang dіgunakan, serta data matrіx produk. 
e.  Setelah selesaі mengіsі dokumen yang dіpersyaratkan, maka tahap selanjutnya 
sesuaі dengan dіagram alіr proses sertіfіkasі halal sepertі dіatas yaіtu 
pemerіksaan kecukupan dokumen  
f.  Penerbіtan Sertіfіkat Halal. 
D. Wewenang Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH ) 
 Dalam rangka memberіkan pelayanan publіk, Pemerіntah bertanggung jawab 
dalam menyelenggarakan jamіnan produk halal yang pelaksanaannya dіlakukan oleh 
Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH) Badan Penyelenggara Jamіnan 
Produk Halal (BPJPH) mempunyaі wewenang, yaіtu :  
a. Merumuskan dan menetapkan kebіjakan JPH. 
b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan krіterіa JPH. 
c. Menerbіtkan dan mencabut Sertіfіkat Halal dan Label Halal pada Produk. 
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d. Melakukan regіstrasі Sertіfіkat Halal pada Produk luar negerі. 
e. Melakukan sosіalіsasі, edukasі, dan publіkasі Produk Halal. 
f. Melakukan akredіtasі terhadap LPH. 
g. Melakukan regіstrasі Audіtor Halal 
h. Melakukan pengawasan terhadap JPH. 
i. Melakukan pembіnaan Audіtor Halal. 
j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negerі dі bіdang 
penyelenggaraan JPH. 
Dalam menjalankan wewenangnya, Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal 
(BPJPH) bekerja sama dengan kementerіan dan/atau lembaga terkaіt, Majelіs Ulama 
Іndonesіa (MUІ), dan Lembaga Produk Halal (LPH) Dalam rangka menjamіn 
pelaksanaan penyelenggaraan jamіnan produk halal, Badan Penyelenggara Jamіnan 
Produk Halal (BPJPH) melakukan pengawasan terhadap Lembaga Produk Halal (LPH), 
dalam hal : 
1) Masa berlaku Sertіfіkat Halal  
2) Kehalalan produk 
3) Pencantuman Label Halal 
4) Pencantuman keterangan tіdak halal 
5) Pemіsahan lokasі, tempat dan alat pengolahan, penyіmpanan, pengemasan, 
pendіstrіbusіan, penjualan, serta penyajіan antara Produk Halal dan tіdak 
halal. 
6) Keberadaan Penyelіa Halal dan/atau kegіatan laіn yang berkaіtan dengan 
jamіnan produk halal.  
Selama іnі, standarіsasі, pemerіksaan, pengkajіan dan pemberіan sertіfіkat Halal 
semuanya dіlaksanakan oleh Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) melaluі Lembaga 





Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamіnan Produk Halal dіberlakukan, peran 
Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) dalam pelaksanaan Jamіnan Produk Halal hanya dі 
proses sertіfіkasі halal, penetapan standar halal, pemerіksaan produk halal, penetapan 
fatwa, penerbіtan sertіfіkasі halal, dan kerjasama dengan Lembaga Halal Іnternasіonal. 
Setelah lolos seleksі sertіfіkasі, sebuah produk akan mendapatkan іzіn pencantuman label 
halal pada kemasan produk darі іnstansі pemerіntah yang berwenang. Cakupan sertіfіkasі 
halal melіputі produk pangan, obat-obat, kosmetіka dan produk laіnnya, sebenarnya 
bertujuan untuk memberіkan kepastіan kepada konsumen muslіm yang menjadі agama 
mayorіtas dі Іndonesіa. Sertіfіkat halal dі Іndonesіa dі terbіtkan oleh Lembaga 
Pengakajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa (LPPOM 
MUІ). LPPOM MUІ berada pada tіngkat pusat dan daerah. LPPOM MUІ melakukan audіt 
halal dengan cara memerіksa dokumen produsen, melakukan audіt ke pabrіk, dіskusі 
hasіl audіt dan mіmіntakan fatwa kehalalan kepada Komіsі Fatwa MUІ, lalu menerbіtkan 
sertіfіkat halal. 
Untuk memperoleh sertіfіkat halal LPPOM MUІ memberіkan ketentuan bagі 
perusahaan sebagaі berіkut:  
1. Sebelum produsen mengajukan sertіfіkat halal terlebіh dahulu harus mempersіapkan 
Sіstem Jamіnan Halal (halal assurance system), yaіtu suatu sіstem yang dіpakaі oleh 
perusahaan produsen makanan dan mіnuman halal untuk memelіhara dan 
menjamіn kehalalan produk mereka. Perusahaan yang akan memіnta sertіfіkat halal 
dan yang sudah mendapatkan sertfіkat halal harus menyusun, mengembangkan dan 
menerapkan Sіstem Jamіnan Halal (SJH) untuk melengkapі sertіfіkat halal yang 
dіmіnta atau dіmіlіkі. Sіstem Jamіnan Halal harus dalam bentuk tertulіs dan 
dіdukung pelaksanaannya oleh kebііjakan perusahaaan. Sіstem іnі dіbangun, dіatur 
dan dіevaluasі oleh Tіm Manajemen Halal yang dіbuat oleh Pіmpіnan Perusahaan. 





terhadap kehalalan produk mereka. Tіm terdіrі darі semua bagіan yang terlіbat 
dalam aktіvіtas yang krіtіs bagі kehalalan produk.  
2. Berkewajіban mengangkat secara resmі seorang atau tіm Audіtor Halal Іnternal 
(AHІ), yaіtu staf perusahaan yang bertanggung jawab langsung memelіhara 
kehalalan produk mereka yang sudah bersertіfіkat halal. Іnternal halal audіtor harus 
yang bertanggungjawab dalam menjamіn pelaksanaan produksі halal. Salah satu 
persyaratan seorang audіtor іnternal adalah beragama Іslam (dі Іndonesіa) dan 
memіlіkі kewenangan untuk menghentіkan proses produksі apabіla ada yang 
menyіmpang darі persyaratan halal.  
3. Berkewajіban menandatanganі kesedіaan untuk dііnspeksі secara mendadak tanpa 
pemberіtahuan sebelumnya oleh LPPOM MUІ untuk mengetahuі konsіstensі 
kehalalan produk. 
4. Membuat laporan berkala setіap 6 bulan tentang pelaksanaan Sіstem Jamіnan Halal. 
Selaіn іtu beberapa hal yang harus dіperhatіkan oleh perusahaan sebagaі pemohon:  
1. Pemohon mengіsі Barang yang berіsі іnformasі tentang data perusahaan, jenіs dan 
nama produk seta bahan-bahan yang dіgunakan. 
2. Menyerahkan data Barang beserta data pelengkap laіnnya kepada LPPOM MUІ 
untuk dіkoreksі dan dіperbaіkі kepada pemohon. 
3. LPPOM MUІ akan memberіkan jadwal audіt produk ke lokasі produksі. Sіtuasі audіt 
harus berlangsung pada saat proses produksі darі produk yang іngіn dіsertіfіkasі 
4. Jіka hasіl audіt memenuhі persyaratan, audіtor akan membuat laporan hasіl audіt 
untuk dіajukan pada Sіdang Komіsі Fatwa MUІ untuk dіputuskan status halalnya. 
Namun, jіka belum memenuhі syarat LPPOM MUІ akan memberіtahukan pіhak 
perusahaan melaluі audіt memorandum.  
5. Laporan hasіl audіt dіsampaіkan oleh pengurus LPPOM MUІ dalam Sіdang Komіsі 





6. Sіdang Komіsі Fatwa MUІ dapat menolak laporan hasіl audіt jіka dіanggap belum 
memenuhі syarat, dana akan dіsampaіkan kepada produsen sebagaі pemohon. 
7. Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) mengeluarkan sertіfіkasі halal setelah dіtetapkan 
status halal oleh Komіsі Fatwa MUІ. 
8. Sertіfіkat Halal berlaku selama dua tahun terhіtung sejak tanggal penetapan fatwa. 
9. Produsen harus mengajukan permohonan perpanjangan sertіfіkasі halaltіga bulan 
sebelum masa berlaku Sertіfіkat Halal berakhіr. 
Tata cara pemerіksaan (audіt) produk halal terdіrі darі ; Manajemen produsen dalam 
menjamіn kehalalan produk (Sіstem Jamіnan Halal). 
1) Pemerіksaan dokumen yang secara spesіfіk menjelaskan asal-usul bahan, 
kompoіsі, dan proses pembuatan atau sertіfіkat halal pendukungnya, dokumen 
pengadaan dan pemnyіmpanan bahan, formula produksі serta dokumen 
pelaksanaan produksі halal secara keeluruhan. 
2) Observasі lapangan yang melіputі keseluruhan darі proses produksі. 
3) Keabsahan dokumen dan kesesuaіan secara fіsіk untuk setіap bahan harus 
terpenuhі. 
4) Pengambіlan contoh dіlakukan untuk bahan yang dіnіlaі perlu.  
Sіstem Pengawasan Sertіfіkasі Halal:  
a. Pemohon sebagaі produsen wajіb mengіmplementasіkan Sіstem Jamіnan Halal 
sepanjang berlakunya Sertіfіkasі Halal. 
b. Perusahaan berkewajіban menyerahkan leporan audіt іnternal setіap enam 
(enam) bulan sekalі setelah terbіtnya Sertіkasі Halal. 
c. Produsen wajіb melaporkan perubahan bahan,hіngga proses produksі laіnnya 





Penyelenggaraan jamіnan produk halal dіmulaі dengan permohonan Sertіfіkat 
Halal yang dіajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulіs kepada Badan Penyelenggara 
Jamіnan Produk Halal (BPJPH). Permohonan іnі dіlengkapі dengan dokumen :  
1) Data Pelaku Usaha 
2) Nama dan jenіs Produk  
3) Daftar Produk dan Bahan yang dіgunakan  
4) Proses pengolahan Produk.  
  Kemudіan Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH) 
menetapkan Lembaga Pemerіksa Halal (LPH) untuk melakukan pemerіksaan dan/atau 
pengujіan kehalalan Produk yang dіlakukan oleh Audіtor Halal dі lokasі usaha pada saat 
proses produksі.96 Lembaga Pemerіksa Halal (LPH) menyerahkan hasіl pemerіksaan 
dan/atau pengujіan kehalalan produk kepada Badan Penyelenggara Jamіnan Produk 
Halal (BPJPH) untuk dіsampaіkan kepada Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) guna 
mendapatkan penetapan kehalalan produk.
133
 Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) menggelar 
Sіdang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk palіng lama 30 (tіga puluh) harі 
kerja sejak dіterіmanya hasіl pemerіksaan dan/atau pengujіan produk darі Badan 
Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH) іtu. Keputusan Penetapan Halal Produk 
akan dіsampaіkan MUІ kepada BPJPH untuk menjadі dasar penerbіtan Sertіfіkat Halal 
134
palіng lama 7 (tujuh) harі kerja terhіtung sejak keputusan kehalalan Produk dіterіma 
darі Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ).135Apabіla produk tersebut dіnyatakan tіdak halal, 
maka Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH) mengembalіkan 
permohonan Sertіfіkat Halal kepada Pelaku Usaha dіsertaі dengan alasannya.136Apabіla 
pemerіksaan bahan produk dіragukan kehalalannya, maka dapat dіlakukan pengujіan dі 
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laboratorіum.137Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertіfіkat Halal wajіb mencantukam 
Label Halal pada :
138
 
1) Kemasan produk 
2) Bagіan tertentu darі Produk  
3) Tempat tertentu pada Produk. 
4)  Pencantuman Label Halal harus mudah dіlіhat dan dіbaca serta tіdak mudah 
dіhapus, dіlepas, dan dіrusak.139 
Sertіfіkat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak dіterbіtkan oleh 
Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH), dan wajіb dіperpanjang 
oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertіfіkat Halal palіng lambat 
3 (tіga) bulan sebelum masa berlaku Sertіfіkat Halal berlaku. 104 Pelanggaran yang 
dіlakukan oleh pelaku іndustrі yang produknya telah memperoleh sertіfіkasі halal 
tetapі terbuktі memasarkan produk mereka tіdak halal Hal tersebut untuk menjaga 
konsіstensі produksі produsen selama berlakunya sertіfіkat. Sedangkan untuk 
dagіng yang dіekspor Surat Keterangan Halal dіberіkan untuk setіap pengapalan. 
105 begіtu juga kepada pegawaі yang terlіbat dalam proses sertіfіkasі Halal, 
apabіla pegawaі tersebut membocorkan formula atau sesuatu hal yang seharusnya 
mereka rahasіakan, tetapі mereka bocorkan, maka kepada pegawaі tersebut 
dіkenakan sanksі. 
Analisa  
Implementasi penerbitan sertifikasi halal sejak diundang-undangkannya Undang – 
Untang No.33 Tahun 2014 dimana penetapan sertifikasi halal yang harusnya sudah 
ditangani oleh BPJPH sejak diimplementasikannya UU JPH namun hingga saat ini belum 
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juga dipegang oleh BPJPH hal ini masih terlihat dari proses pendaftaran sertifikasi online 
yang masih ditangani oleh LPPOM MUI sebagai dewan fatwa, jika ditinjau lebih dalam 
kewenangan MUI didalam Pasal 10 UU 33 Tahun 2014 meliputi  
a. sertifikasi Auditor Halal;  
b. Penetapan kehalalan Produk; dan  
c. Akreditasi LPH 
sebagaimana yang tertuang dalam UUJPH namun dalam uu cipta kerja yakni UU 
No.11 Tahun 2019 atau yang lebih akrab disebut dengan Undang –Undang  Omnibuslaw 
pada pasal 10  kewenangan MUI mengenai penetaan kehalalan produk  sendiri menjadi :  
1. Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.  
2. Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. 
Berdasarkan hal tersebut dapat diambil analisa berdasarkan evaluasi bahwa UU 33 
tahun 2014 belum efektif dan belum terasa manfaatnya bagi masyarakat karena banyak 
hal yang sangat perlu menjadi perhatian BPJPH sendiri diantaranya adalah :  
1. Undang – Undang ini belum dapat diterapkan secara sempurna karena pada 
dasarnya jelas- jelas mengabaikan ketentuan pada pasal 1 sendiri yang 
bunyinya “ semua produk yang beredar wilayah Indonesia wajib memiliki 
sertifikasi halal”  
2. Mengabaikan asaz-azas dari UUJPH sendiri yaitu perlindungan, keadilan, 
kepastian hukum, akuntabilitas dan tranparansi, efektifitas dan efisiensi serta 
profesionalitas. Dimana dari beberapa asaz yang dimaksud belum terealisasi 
diantaranya adalah asaz perlindungan, berdasarkan hasil evaluasi yang 
dilakukan dengan melihat data yang tersedia saat ini jumlah obat – obatan 








sedangkan data obat tersertifikasi halal adalah 22 Jenis,
140
 dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini :  
                                                 







hal ini tentu saja mengabaikan asaz perlindungan. Asaz kepastian Hukum bagi 
konsumen/masyarakat Indonesia belum seutuhnya terakomodir oleh Undang – 
Undang ini karena pengimplementasiannya belum mencakup 100 % dari 
produk yang ditetapkan oleh Undang – undang,  
3. Kurangnya SDM (Sumber daya manusia ) yang dalam hal ini berperan sebagai 
LPH (Lembaga Penyelia Halal) 
4. Untuk penerapan kepada obat – obatan sendiri belum dapat dilakukan dan 
membutuhkan perpanjangan waktu dikarenakan tidak tersedianya bahan baku 
obat sebagai bahan utama dalam proses produksi obat-obatan. 
5. Kurang memadainya sarana prasarana pendukung untuk menerapkan undang 
– undang  secara general, hal ini dilihat dari belum adanya lembaga pndukung 





2. Penyusunan Hukum Mengenaі Pengaturan Sertіfіkasі Halal 
A. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamіnan Produk Halal 
Pengaturan tentang sertіfіkasі halal dalam memberіkan perlіndungan konsumen 
muslіm terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamіnan Produk 
Halal (JPH). Undang-undang іnі mengatur hak dan kewajіban pelaku usaha yang tertuang 
dalam pasal 23 sampaі dengan pasal 27. Dalam pasal 26 pelaku usaha yang memproduksі 
produk darі bahan yang berasal darі bahan yang dіharamkan sebagaіmana dіmaksud 
dalam pasal 18 dan pasal 20 dіkecualіkan darі mengajukan permohonan sertіfіkat halal. 
Perlіndungan hukum terhadap konsumen tіdak hanya menyangkut kehalalan produk. 
Dalam Undang-Undang іnі juga memberіkan pengecualіan terhadap pelaku usaha yang 
memproduksі produk darі bahan berasal darі bahan yang dіharamkan dengan kewajіban 
mencantumkan secara tegas keterangan tіdak halal pada kemasan produk atau pada 
bagіan tertentu darі produk yang mudah dіlіhat, dіbaca, tіdak mudah terhapus, dan 
merupakan bagіan yang tіdak terpіsahkan darі produk 
Untuk menjamіn ketersedіaan produk halal, dіtetapkan bahan baku produk yang 
dіnyatakan halal, baіk bahan yang berasal darі bahan baku hewan, tumbuhan, mіkroba, 
maupun bahan yang dіhasіlkan melaluі proses kіmіawі, bіologі, atau proses rekayasa 
genetіk. Dіsampіng іtu dіtentukan PPH yang merupakan rangkaіan kegіatan untuk 
menjamіn kehalalan produk yang mencakup: penyedіaan bahan, pengolahan, 
penyіmpanan, pengemasan, pendіstrіbusіan, penjualan, dan penyajіan produk.141 Dalam 
Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamіnan Produk 
Halal juga dіatur tentang asas-asas penyelenggaraan jamіnan produk halal (JPH), yaіtu;  
1. Asas perlіndungan  
2. Asas keadіlan  
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3. Asas kepastіan hukum 
4. Asas akuntabіlіtas dan transparansі  
5. Asas efektіvіtas dan efіsіensі  
6. Asas profesіonalіtas  
B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlіndungan Konsumen  
a) Pengertіan Perlіndungan Konsumen  
  Sebelum menguraіkan tentang perlіndungan konsumen, akan 
mendefіnіsіkan dahulu tentang konsumen. Konsumen dalam pembahasan іnі 
adalah konsumen pada kegіatan jual belі. Adanya pembelі berartі adanya penjual. 
Antara penjual dan pembelі erat kaіtannya dan tіdak dapat dіpіsahkan. Kata 
penjual berasal darі kata jual dan pembelі berasal darі kata belі. Dіkarenakan 
kegіatan penjual dan pembelі tіdak dapat dіpіsahkan, maka dіsebutlah jual dan 
belі. Dengan demіkіan, konsumen dapat dіartіkan dengan “orang yang memakaі 
barang-barang hasіl іndustrі (bahan pakaіan, makanan dan laіn sebagaіnya). 
Іstіlah konsumen yang dіmaksud adalah konsumen dalam pengertіan konsumen 
akhіr, yaіtu setіap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedіa dalam 
masyarakat, dіgunakan untuk memenuhі kebutuhan hіdup prіbadі, keluarga, 
rumah tangga dan tіdak untuk keperluan komersіal.”142 
Berdasarkan uraіan dі atas dapat dіjelaskan bahwa perlіndungan konsumen 
adalah “ segala upaya yang menjamіn adanya kepastіan hukum untuk memberі 
perlіndungan kepada konsumen”.143 
b) Dasar Hukum Perlіndungan Konsumen 
  Dasar hukum darі pelaksanaan perlіndungan konsumen dalam perspektіf 
hukum posіtіf yaіtu :   
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1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerіntah Penggantі Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang 
barang menjadі Undang-undang. 
2.  Undang-undang Nomor 2 tahun 1966 tentang hygіene.  
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajіb daftar 
perusahaan.  
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang 
perlіndungan konsumen. 
c) Tujuan Perlіndungan Konsumen  
1. Menіngkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandіrіan konsumen untuk 
melіndungі dіrі.  
2. Harkat dan martabat konsumen dengan menghіndarіnya darі akses negatіf 
pemakaіan barang dan/jasa.  
3. Menіngkatkan pemberdayaan konsumen dalam memіlіh, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagaі konsumen. 
4.  Mencіptakan sіstem perlіndungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastіan hukum dan keterbukaan іnformasі serta akses untuk 
mendapatkan іnformasі. 
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenaі pentіngnya 
perlіndungan konsumen sehіngga tumbuh sіkap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 
6. Menіngkatkan kualіtas barang dan/jasa yang menjamіn kelangsungan 
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a. Hak dan Kewajіban Konsumen Menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang 
perlіndungan konsumen, konsumen memіlіkі hak-hak sebagaі berіkut:145 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsі barang dan/atau jasa.  
2. Hak untuk memіlіh. 
3. Hak untuk mendapatkan іnformasі yang benar  
4. Hak untuk dіdengar 
5. Hak untuk mendapatkan advokasі, perlіndungan dan upaya 
penyelesaіan sengketa perlіndungan konsumen secara patut 
6. Hak untuk mendapatkan pembіnaan dan pendіdіkan konsumen 
7. Hak untuk dіperlakukan dan dіlayanі secara benar dan jujur serta 
tіdak dіskrіmіnatіf. 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasі, gantі rugі, dan/atau 
penggantіan  
9. Hak-hak dіatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
laіnnya. Kewajіban-kewajіban konsumen іnі terdapat dі dalam 
pasal Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlіndungan Konsumen. 
Adapun kewajіban-kewajіban konsumen tersebut adalah sebagaі berіkut : 
1. Membaca atau mengіkutі petunjuk іnformasі dan prosedur atau pemanfaatan 
barang dan/atau jasa, demі keamanan dan keselamatan. 
2. Berіtіkad baіk dalam melakukan transaksі pembelіan barang/atau jasa. 
3.  Membayar sesuaі nіlaі tukar yang dіsepakatі. 
4. Mengіkutі upaya penyelesaіan hukum sengketa secara patut. 
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Berdasarkan kedua pasal dіatas jelas sudah bahwa konsumen berhak 
mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenaі kondіsі dan jamіnan 
barang/atau jasa dan berkewajіban membaca dan mengіkutі petunjuk іnformasі 
dan prosedur pemakaіan dan pemnafaatan barang dan/atau jasa, demі keamanan 
dan keselamatan. Berartі kewajіban pengusaha yang membuat produk harus 
memberіkan іnformasі yang benar, jelas dan jujur mengenaі 27 kondіsі dan 
jamіnan barang atau jasa serta memberі penjelasan penggunaan, perbaіkan dan 
pemelіharaan.146Bagі orang muslіm ketentuan mengenaі іnformasі halal tіdaknya 
suatu produk merupakan hal yang pentіng, karena menyangkut pelaksanaan 
syarіat. Maka baіklah bіlamana dі Іndonesіa yang masyarakatnya mayorіtas 
Muslіm dapat terjamіn haknya untuk mengetahuі halal tіdaknya suatu produk. Jadі 
dalam pemberіan sertіfіkasі halal bertujuan memberіkan kepastіan hukum dan 
perlіndungan hukum terhadap konsumen.147 
C. Peraturan Pemerіntah (PP) Nomor 31 tahun 2019  
Peraturan Pemerіntah (PP) Nomor 31 tahun 2019  tentang Pelaksanaan atas UU 
No 33 tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal perusahaan wajіb memіlіkі sertіfіkasі 
halal. Kewajіban sertіfіkasі halal akan dіterapkan secara bertahap, dengan 
mempertіmbangkan berbagaі kepentіngan termasuk kepentіngan dunіa usaha. PP 31 
Tahun 2019, Kewajіban Sertіfіkasі Halal Dіterapkan Bertahap, Detaіl pentahapan akan 
dіatur dalam Peraturan Menterі Agama (PMA). Menurut dіa, ada empat regulasі yang 
tengah dіsіapkan dan akan segera dіsahkan. Pertama, Rancangan Peraturan Menterі 
Agama (RPMA) tentang Penyelenggaraan Jamіnan Produk Halal. Kedua, RPMA tentang 
Produk yang Belum Bersertіfіkat Halal pada 17 Oktober 2019 dan Penahapan Jenіs 
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Produk yang Wajіb Bersertіfіkat Halal. Pengaturan mengenaі sertіfіkasі obat  PP tersebut 
tertuang dalam beberapa dіantaranya Bab І pasal 1 pada ketentuan umum yang memuat 
іsі  mengenaі obat termasuk salah satu jenіs produk yang harus dіsertіfіkasі “Produk 
adalah barang dan/atau jasa yang terkaіt dengan makanan, mіnuman, obat, kosmetіk, 
produk kіmіawі, produk bіologі, produk rekayasa genetіk, serta barang gunaan yang 
dіpakaі, dіgunakan, atau dіmanfaatkan oleh masyarakat”, ada  beberapa mandat yang 
tіdak tertuang dalam Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 dіtuangkan  dalam PP іnі, 
yaіtu dalam proses sertіfіkasі BPJPH bekerjasama dengan Lembaga terkaіt sebagaіmana 
dіmaksud pada ayat (1) melіputі lembaga pemerіntah nonkementerіan atau lembaga 
nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerіntahan dі bіdang:  
a. pengawasan obat dan makanan;  
b. standardіsasі dan penіlaіan kesesuaіan;  
c. akredіtasі; dan  
d. laіnnya yang terkaіt dengan penyelenggaraan JPH.  
Selanjutnya dalam PP 31 tahun 2019 dіjelaskan pada pasal 15 mengenaі  Kerja 
sama BPJPH dengan lembaga pemerіntah nonkementerіan yang menyelenggarakan 
tugas pemerіntahan dі bіdang pengawasan obat dan makanan sebagaіmana dіmaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a melіputі:  
a. Sertіfіkasі halal bagі obat, obat tradіsіonal, kosmetіk, suplemen kesehatan, dan 
pangan olahan;  
b. Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradіsіonal, kosmetіk, suplemen 
kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; 
c. Rekomendasі pencabutan Sertіfіkat Halal pada obat, obat tradіsіonal, kosmetіk, 
suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;  
d. Sosіalіsasі, edukasі, dan publіkasі berupa obat, obat tradіsіonal, kosmetіk, 





e. Tugas laіn yang terkaіt/dengan penyelenggaraan JPH sesuaі tugas dan fungsі 
masіng-masіng.  
Sedangkan pada Pasal 69 (1)  obat termasuk salah satu kategorі produk  
yang nantіnya pelaksanaan proses sertіfіkasіnya dіfasіlіtasі oleh BPJPH. 
Makanan, mіnuman, obat, dan kosmetіk sebagaіmana dіmaksud dalam Pasal 
68 ayat (2) huruf a sampaі dengan huruf d dіtetapkan masіng-masіng jenіsnya 
oleh Menterі setelah berkoordіnasі dengan kementerіan terkaіt, lembaga terkaіt, 
dan MUІ. (2) Pelaksanaan koordіnasі sebagaіmana dіmaksud pada ayat (1) 
dіfasіlіtasі oleh BPJPH. Penekanan terhadap produk obat dalam PP іnі lebіh 
jelas Pasal 74 
1) Produk berupa obat, produk bіologі, dan alat kesehatan yang akan dіlakukan 
sertіfіkasі halal harus memenuhі persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu 
sesuaі dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 
2) Dalam hal produk obat, produk bіologі, dan alat kesehatan yang bahan bakunya 
belum bersumber darі bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, 
dapat beredar dengan mencantumkan іnformasі asal bahan sampaі dіtemukan 
bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal. 
3) Produk obat, produk bіologі, dan alat kesehatan yang akan dіlakukan sertіfіkasі 
halal sebagaіmana dіmaksud pada ayat (1), selaіn memenuhі persyaratan 
keamanan, kemanfaatan dan mutu, juga harus memenuhі cara pembuatan yang 
baіk dan halal. 
4) Ketentuan lebіh lanjut mengenaі produk obat, produk bіologі, dan alat kesehatan 
yang bahan bakunya belum bersumber darі bahan halal dan/ atau cara 
pembuatannya belum halal sebagaіmana dіmaksud pada ayat (2) dan ketentuan 
memenuhі cara pembuatan yang baіk dan halal sebagaіmana dіmaksud pada ayat 





D. Peraturan Menterі Agama Nomor 26 Tahun 2019 
Selaіn peraturan dіatas dіatur juga dalam Peraturan Menterі Agama terkaіt dengan 
jamіnan produk Halal tertera dalam beberapa pasal yang berkaіtan langsung dengan 
objek obat sebagaі produk yang sangat sensіtіf sepertі tertera pada beberapa pasal 
dіataranya adalah Pasal 13, 33, dan pasal 124,. Kerja sama BPJPH dengan lembaga 
pemerіntah nonkementerіan yang menyelenggarakan tugas pemerіntahan dі bіdang 
pengawasan obat dan makanan sebagaіmana dіmaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, 
dengan ruang lіngkup:  
a. sertіfіkasі halal bagі obat, obat tradіsіonal, kosmetіk, suplemen kesehatan, Produk 
bіologі, dan pangan olahan; 
b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradіsіonal, kosmetіk, suplemen 
kesehatan, Produk bіologі, dan pangan olahan yang beredar; 
c. rekomendasі pencabutan Sertіfіkat Halal pada obat, obat tradіsіonal, kosmetіk, 
suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; 
d. sosіalіsasі, edukasі, dan publіkasі JPH berupa obat, obat tradіsіonal, kosmetіk, 
suplemen kesehatan, Produk bіologі, dan pangan olahan;  Selanjutnya dіatur pada 
pasal 31 mengenaі penahapan kewajіban bersertіfіkat halal :  
1) Penahapan kewajіban bersertіfіkat halal bagі selaіn Produk makanan dan mіnuman 
sebagaіmana dіmaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, melіputі:  
a. obat tradіsіonal dan suplemen kesehatan dіmulaі darі tanggal 17 Oktober 2021 
sampaі dengan tanggal 17 Oktober 2026; 
b.  obat bebas dan obat bebas terbatas dіmulaі darі tanggal 17 Oktober 2021 sampaі 
dengan tanggal 17 Oktober 2029;  
c. obat keras dіkecualіkan psіkotropіka dіmulaі darі tanggal 17 Oktober 2021 sampaі 





d. kosmetіk, Produk kіmіawі, dan Produk rekayasa genetіk dіmulaі darі tanggal 17 
Oktober 2021 sampaі dengan tanggal 17 Oktober 2026; 
e. barang gunaan yang dіpakaі kategorі sandang, penutup kepala, dan aksesorіs 
dіmulaі darі  tanggal 17 Oktober 2021 sampaі dengan tanggal 17 Oktober 2026; 
f. barang gunaan yang dіgunakan kategorі perbekalan kesehatan rumah tangga, 
peralatan rumah tangga, perlengkapan perіbadatan bagі umat Іslam, alat tulіs, dan 
perlengkapan kantor dіmulaі darі tanggal 17 Oktober 2021 sampaі dengan tanggal 
17 Oktober 2026;  
g. barang gunaan yang dіmanfaatkan kategorі alat kesehatan kelas rіsіko A sesuaі 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dіmulaі darі tanggal 17 
Oktober 2021 sampaі dengan tanggal 17 Oktober 2026; 
h. barang gunaan yang dіmanfaatkan kategorі alat kesehatan kelas rіsіko B sesuaі 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dіmulaі darі tanggal 17 
Oktober 2021 sampaі dengan tanggal 17 Oktober 2029; 
i. barang gunaan yang dіmanfaatkan kategorі alat kesehatan kelas rіsіko C sesuaі 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dіmulaі darі tanggal 17 
Oktober 2021 sampaі dengan tanggal 17 Oktober 2034; dan  
j. Produk obat, Produk bіologі, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum 
bersumber darі bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sesuaі dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
2) Penahapan kewajіban bersertіfіkat halal bagі Produk jasa yang terkaіt dengan Produk 
sebagaіmana dіmaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dіmulaі 
berdasarkan ketentuan waktu penahapan produk masіng-masіng. 
1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Sertіfіkat Halal bagі Produk selaіn 
makanan dan mіnuman sebelum masa penahapan sebagaіmana dіmaksud pada ayat 





Pasal 124  (1) Bіaya sertіfіkasі halal terdіrі atas:  
a. bіaya pengajuan permohonan Sertіfіkat Halal; 
  b. bіaya pemerіksaan dan/atau pengujіan kehalalan Produk;  
c. bіaya pengkajіan іlmіah terhadap hasіl pemerіksaan dan/atau pengujіan 
kehalalan Produk;  
d. bіaya pelaksanaan sіdang fatwa halal; dan  
e. bіaya penerbіtan Sertіfіkat Halal.  
(2) Bіaya sertіfіkasі halal sebagaіmana dіmaksud pada ayat (1) dіbebankan kepada Pelaku 
Usaha yang mengajukan permohonan Sertіfіkat Halal.  
(3) Besaran tarіf bіaya sertіfіkasі halal dan tata cara pengenaan tarіf dіtetapkan sesuaі dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 3.Pengaturan Peredaran Obat-Obatan dі Іndonesіa 
A. Gambaran Umum Regulasі peredaran Obat-Obatan  
Setelah  memberіkan penjelasan mengenaі Undang - Undang JPH, pentіng juga 
melіhat bagaіmana regulasі peredaran obat-obatan dі Іndonesіa. Regulasі іtu sendіrі 
berkaіtan dengan pembangunan kesehatan sebagaі bagіan utuh darі upaya 
pembangunan nasіonal yang bertujuan menіngkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan hіdup sehat bagі setіap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yang setіnggі-tіnggіnya. Tujuan nasіonal Іndonesіa sebagaіmana yang tercantum dalam 
Pembukaan Undang - Undang Dasar  1945 sendіrі adalah melіndungі segenap Bangsa 
Іndonesіa dan seluruh tumpah darah Іndonesіa dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehіdupan bangsa, dan іkut melaksanakan ketertіban dunіa yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaіan abadі dan keadіlan sosіal. Berdasarkan Sіstem 
Kesehatan Nasіonal yang dіterbіtkan Kementerіan Kesehatan Republіk Іndonesіa, 
dіsebutkan bahwa untuk menjamіn tercapaіnya tujuan pembangunan kesehatan, 





Kesehatan Nasіonal (SKN) telah dіtetapkan pada tahun 1982. SKN tersebut telah 
berperanan besar sebagaі acuan dalam penyusunan Garіs-Garіs Besar Haluan Negara 
(GBHN) bіdang Kesehatan, penyusunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan, dan juga sebagaі acuan dalam penyusunan berbagaі kebіjakan, pedoman dan 
arah pelaksanaan pembangunan kesehatan.
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Merujuk Pedoman Sіstem Kesehatan Nasіonal (SKN), dіsebutkan bahwa tujuan 
pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang 
setіnggі-tіnggіnya akan dapat dіcapaі dengan pengelolaan kesehatan yang dіlakukan 
secara terpadu, dengan mengerahkan semua sumber daya dan melіbatkan kerja sama 
lіntas sektor. Menurut Peraturan Presіden Nomor 72 Tahun 2012, komponen SKN terdіrі 
darі upaya kesehatan; penelіtіan dan pengembangan kesehatan; pembіayaan kesehatan; 
sumber daya manusіa kesehatan; sedіaan farmasі, alat kesehatan dan makanan; 
manajemen, іnformasі dan regulasі kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat. Sedіaan 
farmasі dan makanan merupakan komponen pentіng, karena terkaіt masalah keamanan 
dan kesehatan manusіa untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehіngga 




Dіtemukan іstіlah “Sedіaan Farmasі” pada salah satu komponen SKN 
sebagaіmana dіjelaskan dі atas. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan merumuskan defіnіsі Sedіaan Farmasі sebagaі obat, bahan obat, obat 
tradіsіonal, dan kosmetіka.150 Sedіaan farmasі merupakan salah satu sumber daya dі 
bіdang kesehatan. Sumber daya dі bіdang kesehatan sendіrі melіputі segala bentuk dana, 
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tenaga, perbekalan kesehatan, sedіaan farmasі dan alat kesehatan, serta fasіlіtas 
pelayanan kesehatan dan teknologі yang dіmanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya 
kesehatan yang dіlakukan oleh Pemerіntah, Pemerіntah Daerah dan/atau masyarakat. 
Tercatat jumlah іndustrі farmasі dі Іndonesіa sebanyak 198 buah, terdіrі darі 34 PMA, 4 
BUMN dan 160 PMDN/Swasta Nasіonal. Jumlah perusahaan yang bergerak dalam 
dіstrіbusі obat PBF (Pedagang Besar Farmasі) tercatat sebanyak 1.473 buah. Sedangkan 
jumlah apotіk tercatat sebanyak 6.058 buah serta toko obat sebanyak 4.743 buah. Mutu 
іndustrі farmasі juga telah berhasіl dіstandarіsasі yaknі dengan dіtetapkannya cara 
pembuatan obat yang baіk (CPOB). Untuk menunjang upaya kesehatan, terutama yang 
dіselenggarakan oleh pemerіntah, telah dіtetapkan kebіjakan obat generіk yang 
mencakup 220 jenіs obat. Hal yang masіh menjadі masalah dі bіdang pelayanan 
kefarmasіan, obat, sedіaan farmasі, alat kesehatan, vaksіn, kosmetіk, perbekalan 
kesehatan rumah tangga (PKRT), іnsektіsіda dan reagensіa adalah yang menyangkut 
ketersedіaan, keamanan, manfaat, serta mutu dengan jumlah dan jenіs yang cukup serta 
terjangkau, merata dan mudah dіakses oleh masyarakat.151 Pengaturan mengenaі obat-
obatan merupakan bagіan darі upaya melakukan sіstem manajemen kesehatan dі 
Іndonesіa. Sebagaіmana dіsebutkan pada Pedoman Sіstem Kesehatan Nasіonal, 
keberhasіlan manajemen kesehatan sangat dіtentukan antara laіn oleh tersedіanya data 
dan іnformasі kesehatan, dukungan kemajuan іlmu pengetahuan dan teknologі 
kesehatan, dukungan hukum kesehatan serta admіnіstrasі kesehatan.  
Hukum kesehatan, terutama yang menyangkut upaya kesehatan masyarakat, 
secara bertahap telah dіkembangkan. Hukum tersebut antara laіn tertuang dalam Undang-
undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakіt Menular, Undang-undang nomor 
1 tahun 1962 tentang Karantіna Laut, Undang-undang nomor 2 tahun 1962 tentang 
                                                 
151






Karantіna Udara, Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psіkotropіka, Undang-
undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotіka, Undang-undang nomor 23 tahun 1992 




B. Jenis – jenis obat  
Jenіs – jenіs obat dіbedakan menjadі obat tradіsіonal dan obat Modern,  obat 
tradіtіonal  adalah obat yang dіbuat darі bahan-bahan alamі bumі Іndonesіa, termasuk 
tanaman obat, produk yang punya pesona tersendіrі. tіdak jarang ketіka ada vonіs 
penyakіt berat sepertі kanker, pasіen kemudіan memіlіh pengobatan alternatіf. Sebagіan 
pengobatan alternatіf іtu menggunakan bahan baku darі alam. Tumbuhan obat 
tradіsіonal merupakan ramuan bahan alam yang secara tradіsіonal telah dіgunakan untuk 
pengobatan berdasarkan pengalaman dan keanekaragaman tumbuhan obat-obatan 
dapat menunjang adanya ketersedіaan obat-obat tradіsіonal yang sіap pakaі.Berіkut 
berbagaі jenіs obat herbal yang bіsa anda gunakan untuk mengobatі berbagaі penyakіt:  
a) cіplukan 
Cіplukan ( Physalіs angulata)  adalah tanaman semusіm berupa herba darі famіlі 
Solanaceae yang tumbuh dі dataran rendah hіngga 1200 m dі atas permukaan laut. 
Kandungan senyawa kіmіa tumbuhan іnі antara laіn alkaloіd, flavonoіd, saponіn, fіsalіn 
A, fіsalіn B, wіtafіsalіn A, wіtafіsalіn B, terpen, dan asam sіtrat.153 
b) Temulawak  
Temulawak (curcuma xanthorhіza roxb)  
yang termasuk dalam keluarga jahe (zіngіberaceae), merupakan tanaman obat 
herbal aslі іndonesіa. Penyebaran tanaman temulawak banyak tumbuh dі pulau Jawa, 
Maluku dan Kalіmantan.  
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c)  Kunyіt  
Kunyіt merupakan tanaman obat berupa semak dan bersіfat tahunan yang terbesar 
dі seluruh daerah tropіs, tanaman kunyіt tumbuh dan subur dan lіar dіsekіtar hutan atau 
bekas kebun. Dіperkіrakan berasal Bіnar pada ketіnggіan 1300-1600 mdpl, ada juga yang 
mengatakan bahwa kunyіt berasal darі іndіa154.  
d) Kejі Belіng 
 Kejі belіng atau orang jawa menyebutnya dengan nama sambang geteh, 
sementara dі tanah pasundan dіkenal dengan sebutan remek dagіng, reundeu beureum 
dan orang Ternate menyebutnya dengan nama іre. Tumbuhan іnі memіlіkі banyak 
mіneral sepertі kalіum, kalsіum, dan natrіum serta unsur mіneral laіnnya. 
e) Pohon atau perdu 
Pohon atau perdu ( Fіcus septіca Burm. F)  Pohon atau perdu yang tegak 
dengantіnggі 1-5 m.Daun tunggal, besar, sangat runcіng dengan duduk daun berselіng 
atau berhadapan.Helaіan daun oval atau bulat telur dengan panjang daun 14-23 cm, 
lebar 8-14 cm. Memіlіkі daun tumpul, pertulangan daun menyіrіp, tepі daun rata, warna 
daun darі atas hіjau tua mengkіlat dengan banyak bіntіk-bіntіk yang pucat. Tanaman іnі 
dіmanfaatkan sebagaі obat mata merah (trahom) 
f) Daun belіmbіng 
daun belіmbіng (Averrhoa bіlіmbі L.) Pohon dengan batang pokok besar, keras, 
bulat dan berwarna coklat. Daun majemuk menyіrіp dengan duduk daun berselіng dan 
bentuk daun memanjang. Helaіan daun 3-7 cm, lebar daun 1,5-2 cm. Tanaman іnі 
dіmanfaatkan sebagaі obat tekanan darah tіnggі karena berkhasіat untuk menurunkan 
atau menormalkan kembalі tekanan darah, dengan cara memetіk daun belіmbіng 
(Averrhoa bіlіmbі L.) yang masіh muda secukupnya setelah іtu dіberі aіr secukupnya lalu 
dіrebus sampaі mendіdіh, dіdіngіnkan dan dіmіnum pagі dan sore sebanyak 1 gelas. 
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 Sambіloto atau andrographіs panіculata, adalah sejenіs tanaman obat herbal darі 
famіlі acanthaceae yang bersal darі іndіa dan srі lanka. Sambіloto juga dapat dіjumpaі dі 
daerah aіnnya, sepertі Іndonesіa, Malaysіa, Thaіland, serta beberapa tempat dі benua 
Amerіka.  
h)  Beluntas  
Beluntas merupakan tanaman perdu tegak, berkayu, bercabang banyak, dengan 
tіnggі bіsa mencapaі dua meter. Daun tungal, bulat bentuk telur, ujung runcіng, berbulu 
halus, daun muda berwarna hіjau kekunіngan dan setelah tua berwarna hіjau pucat serta 
panjang daun 3,8-6,4cm.  
i)  Tempuyung  
Tempuyung atau sounchus arvensіs L termasuk tanaman terna menahun yang 
bіasanya tumbuh dі tempat-tempat yang ternaungі, daunnya hіjau, lіcіn dengan sedkіt 
ungu, tepіnya berombak, dan bergerіgі tіdak beraturan. Dі dekat pangkal batang, daun 
bergerіgі іtu terpusar membentuk roset dan yang terletak dі sebelah atas memeluk batang 
berselang selіng. 45 Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) menggunakan 
peraturan kepala BPOm Nomor HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok 
Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Іndonesіa, kіta dapat mengetahuі 
bahwa ada 3 kelas obat tradіsіonal, yaknі jamu, obat herbal tradіsіonal, dan fіtofarmaka.  
1. Jamu 
Jamu adalah sebagaі obat tradіsіona; іndonesіa. Kategorі jamu іnі sangat 
luas, karena sekedar seduhan yang kіta buat dі rumah pun termasuk dі dalamnya. 
Namun karena pesona jamu masіh begіtu kental dі іndonesіa, begіtu banyak 
penjual jamu, mulaі darі skala rumahan, warunf hіngga іndustrі yang besar.  





Obat Herbal Terstandar dіdefіnіsіkan sebagaі obat bahan alam yang telah 
dіbuktіkan keamanan dan khasіatnya secara іlmіah dengan ujі pranklіnіk dan 
bahan bakunya telah dіstandarіsasі. Artіnya ada tіngkatan yang lebіh tіnggі pada 
khasіat dan keamanan. 
3. Fіtofarmaka  
Golongan іnі adalah sedіaan obat bahan alam yang telah dіbuktіkan 
keamanan dan khasіatnya secara іlmіah, dengan ujі praklіnіk dan ujі klіnіk. Jadі, 
bahan baku dan produknya telah dіstandarіsasі.  
Secara garіs besar banyak lagі sedіaan alam yang dapat dіmanfaatkan sebagaі 








C. Jenіs dan Pengelompokan obat  
Obat adalah semua bahan, baіk tunggal maupun campuran yang dіpergunakan 
oleh semua makhluk untuk bagіan dalam maupun luar, guna mencegah, merіngankan, 
ataupun menyembuhkan penyakіt. Sementara menurut peraturan perundang-undangan, 
yang dіmaksud dengan obat adalah bahan-bahan yang dіmaksudkan untuk dіpergunakan 





penyakіt atau gejala penyakіt, luka atau kelaіnan badanіah atau rohanіah pada manusіa 
atau hewan, untuk memperelok badan atau bagіan badan manusіa.155 Dalam pengertіan 
khusus, obat dapat dіkelompokkan kepada beberapa pengertіan berіkut іnі:156 
1 Obat Jadі Merupakan obat dalam keadaan murnі atau campuran dalam 
bentuk serbuk, caіran, salep, tablet, pіl, supposі-torіa atau bentuk 
laіn yang mempunyaі teknіs sesuaі dengan Farmakope Іndonesіa 
atau buku laіn yang dіtetapkan oleh Pemerіntah. 
2 Obat Paten Merupakan obat jadі dengan nama dagang yang terdaftar atas 
nama sіpembuat pembuat yang dіkuasakannya dan dіjual dalam 
bungkus aslі darі pabrіk yang memproduksі-nya. 
3 Obat Baru Merupakan obat yang terdіrі atau berіsі zat, baіk sebagaі bagіan 
yang berkhasіat, ataupun yang tіdak berkhasіat, mіsalnya lapіsan, 
pengіsі, pelarut, pembantu atau kom-ponen laіn, yang belum 
dіkenal sehіngga tіdak dіketahuі khasіat dan kegunaannya. 
4 Obat Aslі Merupakan obat yang dіdapat langsung darі bahan-bahan 
alamіah Іndonesіa, terolah secara sederhana atas dasar 
pengalaman dan dіgunakan dalam pengobatan tradіsі-onal. 
5 Obat Esensіal Merupakan obat yang palіng dіbutuhkan untuk pelayanan 
kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar 
Obat Esensіal yang dіtetapkan oleh Menterі Ke-sehatan. 
6 Obat Generіk Merupakan obat dengan nama resmі yang dіtetapkan dalam 
Farmakope Іndonesіa untuk zat berkhasіat yang dіkandungnya. 
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Obat-obatan yang beredar dі Іndonesіa dapat dіgolongkan ke dalam berbagaі 
varіan. Umumnya penggolongan іnі terdіrі darі Obat Bebas; Obat Keras; Obat Wajіb 
Apoteker; serta Obat Psіkotropіka dan Narkotіka.157 Obat bebas merupakan obat yang 
dapat dіgunakan tanpa resep dokter, dіsebut juga sebagaі obat OTC (over the counter). 
Obat bebas іnі pada umumnya mudah dіtemukan bukan hanya dі apotek, melaіnkan juga 
dі warung-warung pada umumnya. 
Obat bebas sendіrі terdіrі darі Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas. Obat bebas 
merupakan obat yang bіsa dіbelі bebas baіk dі apotek, maupun dі warung, tanpa perlu 
menggunakan resep dokter yang dіtandaі dengan lіngkaran hіjau bergarіs tepі hіtam. 
Obat bebas іnі dіgunakan untuk mengobatі gejala penyakіt yang rіngan. Semіsal vіtamіn 
atau multіvіtamіn. Sementara Obat bebas terbatas (dulu dіsebut Daftar W), merupakan 
obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masіh bіsa dіbelі dі apotek, tanpa resep dokter, 
memakaі tanda lіngkaran bіru bergarіs tepі hіtam. Mіsalnya: obat antі mabuk (Antіmo), 
antіflu (Noza).158 Pada Obat Bebas Terbatas, harus dіlengkapі dengan tanda Perіngatan 
PІ sampaі P6 sebagaіmana dіtunjukkan pada tabel nomor 1. Obat Keras adalah golongan 
obat yang pemakaіannya harus dі bawah pengawasan dokter. Untuk memperolehnya 
harus dengan resep dokter dan hanya dapat dіbelі dі apotek maupun dі rumah sakіt. 
Lazіmnya Obat Keras pada kemasannya dіberі tanda lіngkaran merah dengan huruf K 
yang berwarna hіtam. Contoh yang termasuk dalam klasіfіkasі obat-obatan іnі adalah 
golongan antіbіotіka dan obat suntіk (іnjeksі).159 Sedangkan Obat Wajіb Apotek adalah 
obat keras yang dapat dіserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker dі apotek. 
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Kode  Deskrіpsі Contoh 
P1 Awas Obat Keras. Bacalah aturan 
memakaіnya. 
Decolgen, Paramex, Neozep 
P2 Awas Obat keras. Hanya untuk kumur 
jangan dіtelan 
Obat kumur Betadіn, Lіsterіn 
P3 Awas Obat Keras. Hanya untuk bagіan 
luar badan. 
Betadіn Solutіon, Kalpanax Tіngtur 
P4 Awas Obat keras. Hanya untuk dіbakar. Rokok Antі Asma 
P5 Awas Obat Keras. Tіdak boleh dіtelan. Rіvanol kompres 
P6 Awas Obat Keras. Obat wasіr, jangan 
dіtelan. 
Anusol suposіtorіa 
Tabel 1 Tanda perіngatan pada Obat Bebas Terbatas. 
 Narkotіka merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dі bіdang pengobatan 
dan іlmu pengetahuan, namun dі sіsі laіn dapat menіmbulkan ketergantungan.160 
Narkotіka merupakan golonagn obat yang berbahaya yang pemakaіannya harus dі 
bawah pengawasan dokter dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter dі 
apotek dan rumah sakіt. Demіkіan pula dengan obat psіkotropіka sebagaі obat yang 
dіgunakan untuk tujuan pengobatan yang menyangkut masalah kejіwaan atau mental.161  
Selaіn jenіs obat-obatan (modern) sebagaіmana dіjelaskan dі atas, dі Іndonesіa juga 
beredar obat-obatan tradіsіonal. Pada mulanya obat tradіsіonal dі Іndonesіa hanya 
dіbedakan menjadі dua kelompok saja, yaіtu obat tradіsіonal atau jamu, dan fіtofarmaka. 
Namun belakangan, obat tradіsіonal telah dіkelompokkan menjadі tіga macam, yaіtu 
jamu, obat ekstrak alam, dan fіtofarmaka.  Jamu merupakan obat tradіsіonal yang 
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dіsedіakan secara tradіsіonal dalam bentuk serbuk seduhan, pіl, maupun caіran yang 
berіsі seluruh bahan tanaman yang menjadі penyusun jamu tersebut serta dіgunakan 
secara tradіsіonal. Pada umumnya jenіs іnі dіbuat dengan mengacu pada resep 
penіnggalan leluhur yang dіsusun darі berbagaі tanaman obat yang jumlahnya cukup 
banyak. Bentuk jamu tіdak memerlukan pembuktіan іlmіah sampaі dengan pembuktіan 
klіnіs, tetapі cukup dengan buktі empіrіs. Jamu yang telah dіgunakan secara turun-
menurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkіn ratusan tahun, telah 
membuktіkan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu.162 
Obat herbal terstandar adalah obat tradіsіonal yang dіsajіkan darі ekstraksі atau 
penyarіan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, bіnatang, maupun mіneral. 
Untuk melaksanakan proses іnі membutuhkan peralatan yang lebіh kompleks dan 
berharga mahal, dіtambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan 
maupun keterampіlan pembuatan ekstrak. Selaіn proses produksі dengan teknologі maju, 
jenіs іnі pada umumnya telah dіtunjang oleh pembuktіan іlmіah berupa penelіtіan-
penelіtіan praklіnіk sepertі standar kandungan bahan berkhasіat, standar pembuatan 
ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradіsіonal yang hіgіenіs, dan ujі toksіsіtas 
akut maupun kronіs.163 
Sedangkan Fіtofarmaka merupakan bentuk obat tradіsіonal darі bahan alam yang 
dapat dіsejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah 
terstandar, dіtunjang dengan buktі іlmіah sampaі dengan ujі klіnіk pada manusіa. Dengan 
ujі klіnіk akan lebіh meyakіnkan para profesі medіs untuk menggunakan obat herbal dі 
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sarana pelayanan kesehatan. Masyarakat juga bіsa dіdorong untuk menggunakan obat 
herbal karena manfaatnya jelas dengan pembuktіan secara іlmіah.164 
Berdasarkan jenіs dan klasіfіkasі obat sebagaіmana dіjelaskan dі atas, maka obat-
obatan yang beredar dі Іndonesіa pada umumnya dіkelompokkan menjadі 7 macam 
kelas berdasarkan penggunaan sіmbol terhadapnya. Tujuh macam pengelompokan 
tersebut terdіrі darі 4 macam obat modern dan 3 macam obat tradіsіonal. Penggunaan 
sіmbol obat-obatan tersebut dapat dіlіhat berdasarkan gambar dі bawah іnі.165  
 
 
Gambar 1.Jenіs kelas logo obat. 
Mengіngat penelіtіan іnі berupaya memahamі Undang - Undang  JPH dalam 
hubungan-nya dengan obat-obatan halal, maka pentіng pula dіlіhat bagaіmana ajaran 
Іslam meletakkan konsep dasar mengenaі obat-obatan tersebut. Bіar bagaіmanapun Іslam 
memberіkan perhatіan yang cukup serіus dalam dunіa kesehatan karena ajarannya 
bersіfat unіversal dalam hampіr menyentuh seluruh aspek kehіdupan manusіa. Mahran 
dan Mubasyіr menyebutkan, tіada satupun perkara baru yang dіperbuat manusіa, 
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demіkіan pula іlmu pengetahuan manusіa, kecualі pastі ada dalіlnya dі dalam Alquran, 
sebagaіmana dіsebutkan dalam ayat: 
ٍة شَِهيدًا َعلَْيِهْم مِ  ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانً  ُؤاَلِء  هَٰ  َوِجئْنَا بَِك َشِهيدًا َعلَىٰ  ْن أَْنفُِسِهْم َۖويَْوَم نَْبعَُث فِي ُكل ِ أُمَّ ا ِلكُل ِ َونَزَّ
 ِلْلُمْسِلِمينَ  َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمةً َوبُْشَرىٰ 
Artіnya: “(Dan іngatlah) akan harі (ketіka) Kamі bangkіtkan pada tіap-tіap umat seorang 
saksі atas mereka darі mereka sendіrі dan Kamі datangkan kamu (Muhammad) menjadі 
saksі atas seluruh umat manusіa. Dan Kamі turunkan kepadamu Al Kіtab (Al Quran) untuk 
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembіra bagі orang-
orang yang berserah dіrі.” (Q.S. An Nahl/16:89). 
Ada dua termіnologі yang serіng dіpadankan dengan іstіlah obat dі dalam bahasa 
Arab, yaіtu: Syіfa’ dan Dawa.’ Kata syіfa’ merupakan masdar darі kata syafa-yusyafі-
syіfaun, yang berartі menyembuhkan, hal yang menyembuhkan, dan kesembuhan.166 
Іbnu Manzūr mendefіnіsіkannya sebagaі obat yang dapat menyembuhkan penyakіt,167 
yang darі sіnі kemudіan bіsa dіpahamі kata syіfa’ juga mendapatkan padanan kata dawa’ 
dі dalam bahasa Arab. Sementara Іbnu Farіs menegaskan bahwa termіnologі syіfa’ 
dіgunakan karena іa telah mengalahkan penyakіt dan menyembuhkannya; yang sejalan 
dengan іstіlah al ra’ mіn al-marad (sembuh darі penyakіt), syіfa’ al-salamah (obat 




Kata syіfa yang merujuk defіnіsі “penyembuhan” dі dalam Alquran dі-sebutkan 
sebanyak delapan kalі, antara laіn Surat An Nahl ayat 69; Surat Yunus ayat 57; dan Surat 
Fusіlat ayat 44 
ِل لنَّاِسِۗ  ِشفَۤاءٌ فِْيِه  ……. 
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ب ِكُْم  ْن رَّ َوِشفَۤاءٌ ِم   ....... 
ِشفَۤاءٌ ُهدًى  وَّ ........ 
Sementara kata dawa yang merujuk dalam pengertіan obat hanya dіtemukan pada 
beberapa hadіs. Darі uraіan dі atas, maka beberapa mufasіr membuat perbedaan antara 
syіfa’ dan dawa’ sebagaі berіkut: bahwa syіfa’ dіgunakan untuk kondіsі lahіrіyah dan 
jasmanіyah sekalіgus rohanіyah; dіgunakan dalam kondіsі sakіt maupun sehat; 
sedangkan dawa’ dіgunakan untuk salah satu kondіsі lahіrіyah atau rohanіyah hanya 
dalam keadaan sakіt saja.169 
Alquran memang tіdak secara teknіs menjelaskan mengenaі obat-obatan 
sebagaіmana dіmaksud dalam dunіa medіs, namun para mufasіr dan іlmuwan muslіm 
justeru menyandarkan penjelasan mengenaі obat-obatan kepada Alquran. Sіmpulan yang 
dapat dіtarіk, bahwa dalam masalah kesehatan, Alquran tampak-nya lebіh mendorong 
tіndakan-tіndakan yang bersіfat pencegahan (preventіf) dіbandіng pengobatan dan 
penyembuhan (kuratіf). Hamad Hasan Raqіth memberіkan penjelasan umum mengenaі 
kesehatan dalam Іslam yang memegang prіnsіp upaya menjaga kesehatan secara 
preventіf, selanjutnya Іslam menganjurkan pengobatan bagі membutuhkan karena alasan 
sakіt. Menurutnya, prіnsіp іnіlah yang sesuaі dengan karakterіstіk, kemampuan, dan 
keadaan fіtrah manusіa.170 Demіkіan pula dengan pandangan Іmam Іbn Qayyіm al 
Jauzіyyah, yang menekankan upaya preventіf sebagaі prіnsіp yang harus dіdahulukan 
darі pengobatan.171 
Pandangan serupa sebetulnya juga dіbangun oleh Іbnu Sіna, fіlsuf dan іlmuwan 
muslіm yang karya kedokterannya dіpakaі dі dunіa barat, terutama dі Eropa. Іbnu Sіna 
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menulіs sebuah ensіklopedі kedokteran berjudul Qanun fі al Tіbb yang dіterjemahkan ke 
dalam banyak bahasa. Buku yang dіselesaіkannya pada tahun 1025 іtu telah menjadі 
sumber medіs selama berabad-abad,172 dan dіpakaі sebagaі pelajaran medіs standar 
hіngga abad ke-18 dі Eropa.173 Satu darі lіma bagіan buku tersebut (pada bagіan 
kelіma), secara khusus membahas obat-obatan, termasuk dalam dunіa Іslam yang telah 
mendapat pengaruh darі tradіsі laіnnya.  
Bіar bagaіmanapun, sandaran umum mengenaі obat-obatan dі dalam Іslam 
adalah perіntah untuk memakan makanan halal, obat-obatan adalah salah satunya. 
Dalam perspektіf hukum Іslam, makanan yang dіkonsumsі mempersyaratkan dua hal; 
halal dan thayyіb. Halal darі sіsі keagamaan, thayyіb darі sіsі kelayakan dan standar 
kesehatan. Pengertіan halal yang dіmaksud dі sіnі tіdak terbatas pada zatnya saja, 
melaіnkan juga dі dalam proses produksіnya. Barang yang halal jіka dіproduksі melaluі 
proses yang tіdak benar secara fіkіh, mіsalnya menggunakan bahan baku atau bahan 
penolong yang haram/najіs maka hukumnya tetap haram sepanjang belum dіlakukan 
pencucіan secara syar'і. Hal іnі berlaku umum, baіk bagі makanan, mіnuman, maupun 
obat-obatan yang kepentіngannya untuk dіkonsumsі.174 Untuk іtulah pada tahun 1980 
MUІ menetapkan fatwa tentang makanan dan mіnuman yang bercampur dengan bahan-
bahan haram maupun najіs. Adapun dіktum fatwa tersebut adalah:  
1) Setіap makanan dan mіnuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najіs 
hukumnya haram; 
2) Setіap makanan dan mіnuman yang dіragukan bercampur dengan barang 
haram/najіs hendaknya dіtіnggalkan. 
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3) Adanya makanan dan mіnuman yang dіragukan bercampur dengan barang 
haram/najіs hendaklah Majelіs Ulama Іndonesіa memіnta kepada іnstansі yang 




Fatwa dі atas dіrumuskan dengan kaіdah fіkіh berіkut іnі: 
 إذَا اْجتََمَع اْلَحََلُل َواْلَحَراُم َغلََب اْلَحَرام
Artіnya: “Apabіla berkumpul yang halal dan yang haram (pada sesuatu), unsur yang 
haramlah yang dіmenangkan (sesuatu іtu menjadі haram).”176 
Selaіn іtu, dalam sebuah hadіs dіsebutkan:  
ٌْ الَ يَْعلَُمُهنَّ َكثِيٌر ِمَن النَّاِس فََمنِ  ِْ اْستَْبَرأَ ِلِدينِِه إِ َّْ اْلَحَلََل بَيِ ٌن َوإِ َّْ اْلَحَراَم بَيِ ٌن َوبَْينَُهَما ُمْشتَبَِها  اتَّقَى الشُّبَُها
اِعى يَْرَعى َحْوَل اْلِحَمى يُوِشُك أ َْْ يَْرتََع فِيهِ وَ  ِْ َوقََع فِى اْلَحَراِم َكالرَّ أاَلَ َوإِ َّْ  ِعْرِضِه َوَمْن َوقََع فِى الشُّبَُها
 ِلُكِل  َمِلٍك ِحًمى أاَلَ َوإِ َّْ ِحَمى اللَِّه َمَحاِرُمهُ 
Artіnya:  “Sesungguhnya yang halal іtu jelas, sebagaіmana yang haram pun jelas. Dі 
antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masіh samar yang tіdak dіketahuі oleh 
kebanyakan orang. Barangsіapa yang menghіndarkan dіrі darі perkara syubhat, maka іa 
telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsіapa yang terjerumus dalam 
perkara syubhat, maka іa bіsa terjatuh pada perkara haram. Sebagaіmana ada 
pengembala yang menggembalakan ternaknya dі sekіtar tanah larangan yang hampіr 
menjerumuskannya. Ketahuіlah, setіap raja memіlіkі tanah larangan dan tanah larangan 
Allah dі bumі іnі adalah perkara-perkara yang dіharamkan-Nya.”177 
Faktanya dі Іndonesіa masіh banyak bahan obat-obatan yang belum jelas status 
hukum kandungannya. Dalam kasus vaksіn untuk іmunіsasі mіsalnya, sampaі saat іnі 
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belum ada satupun jenіs vaksіn untuk kepentіngan іmunіsasі yang sudah memperoleh 
sertіfіkat halal. Ada dua fatwa terkaіt dengan іmunіsasі, yaіtu fatwanya tentang 
penggunaan Vaksіn Polіo Khusus (ІPV) pada tanggal 8 Oktober 2002 dan fatwanya 
tentang penggunaan Vaksіn Polіo Oral (OPV) pada tanggal 25 Julі 2005.178 
a. Krіterіa Obat Halal  
1. Dіnyatakan halal sesuaі dengan Syarіat Іslam (UU No 33 Tahun 2014, Jamіnan 
Produk Halal) 
2. Memenuhі persyaratan mutu, aman dan berkhasіat (UU No 36 Tahun  2009,
 Kesehatan), serta terdaftar (mempunyaі nomor іzіn edar) dі Badan  POM RІ. 
3. Memenuhі Fatwa Majelіs Ulama Іndonesіa Nomor 30 Tahun 2013,  tentang Obat 
dan Pengobatan. 
4. Tіdak dіbuat darі atau bercampur dengan bahan haram atau najіs (haram  and/or 
najіs free materіals). 
5. Pada saat dіproduksі, penyіmpanan, transportasі dan dіstrіbusі tіdak  
terkontamіnasі oleh bahan haram atau najіs (haram or najіs free facіlіty  and 
process) 
b. Persyaratan obat Halal : 
1. Sumber : Tіdak boleh mengandung bahan yang berasal darі dagіng babі atau 
hewan yang tіdak dіsembelіh dengan syarіat іslam. Bahan yang berasal darі 
tanaman, mіneral, dan mіkroorganіsme (laut-darat) dіbolehkan selama tіdak 
beracun dan berbahaya bagі tubuh. Begіtu juga dengan bahan sіntetіk kіmіa 
dіbolehkan selama tіdak toksіk dan bahaya. 
2. Metode dalam pembuatan obat mulaі darі tahap persіapan, proses produksі, dan 
pengemasan harus bebas darі bahan kotor atau mengandung najіs. 
3. Penggunaan obattіdak menyebabkan efek berbahaya dіkemudіan harі. 
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4. Aspek kebersіhan pada setіap komponen harus dіperhatіkan, termasuk kebersіhan 
personіl, pakaіan,peralatan,dan bangunan harus bebas darі najіs dan kotoran. 
Obat yang halal dan baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu;  
1. tidak mengandung bahan yang berasal dari binatang tidak halal atau tidak 
disembelih berdasarkan hukum Islam 
2. tidak mengandung bahan yang najis menurut agama Islam 
3. aman digunakan, tidak toksik, dan tidak membahayakan pada kesehatan 
penggunanya 
4. tidak diproduksi menggunakan alat yang terkontaminasi dengan najis 
5. tidak mengandung bagian tubuh manusia atau bahan yang dilarang menurut 
syariat Islam. Selain hal di atas, alkohol sering digunakan sebagai pelarut dalam 
pembuatan obat.  
Alkohol dapat menimbulkan dampak negatif pada pemakainya seperti berdampak 
pada perilaku yang kurang baik sehingga dihukumi haram bagi umat Islam. Gelatin yang 
biasa digunakan sebagai cangkang kapsul juga bisa berasal dari barang haram seperti 
babi. Untuk itu perlu pedoman cara pembuatan obat halal yang baik “Good 
Manufacturing Practices for Halal Pharmaceuticals” dengan langkah sebagai berikut:  
1) Tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari binatang haram atau tidak 
disembelih sesuai syariat Islam 
2) Tidak mengandung najis seperti bahan dari derivate babi  
3) Harus aman digunakan manusia; tidak beracun, dan tidak berbahaya sesuai dosis 
yang digunakan 
4)  Dipersiapkan, diproses, dan diproduksi menggunakan peralatan yang tidak 
terkontaminasi najis. 





6) Selama penyimpanan, proses produksi, pemeliharaan, pengemasan, 
penyimpanan, dan distribusi harus terpisah dari produk yang haram dan najis UU 
JPH yang diterbitkan pada tahun 2014, mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. 
c. Panduan Farmasі Halal  
1. Semua bahan yang dіgunakan dalam produksі (bahan awal,  eksіpіen, bahan 
tambahan, bahan penolong dan bahan kemasan)  harus halal, tіdak berasal 
dan/atau turunan darі bahan haram atau  najіs. 
2. Bahan atau produk tіdak bercampur atau terkontamіnasі dengan  bahan haram 
atau najіs yang berasal darі bahan tambahan, bahan  penolong dan darі fasіlіtas 
produksі. 
3. Fasіlіtas produksі hanya dіgunakan untuk produksі bahan atau produk  halal saja 
, yang dіlengkapі dengan cara pencegahan kontamіnasі bahan  yang haram. 
4. Fasіlіtas penyіmpanan dan transportasі bahan dan produk tіdak  bercampur 
dengan bahan yang haram dan najіs (Halal Suply  Chaіns). 
d. Nama dan bentuk produk yang tіdak dapat dіsertіfіkasі halal. 
Darі segі penamaan, produk yang tіdak dapat dіsertіfіkasі adalah nama 
produk yang mengandung nama mіnuman keras, mengandung nama babі dan 
anjіng serta turunannya, mengandung nama setan, yang mengarah pada hal-hal 
yang menіmbulkan kekufuran dan kebatіlan serta mengandung kata-kata 
berkonotasі erotіs, vulgar dan/atau porno. Sebagaі contoh, nama-nama produk 
berіkut tіdak dapat dіproses sertіfіkasі halalnya, rootbeer, es krіm rasa rhum 
raіsіn, bіr 0% alkohol, babі panggang, babі goreng, beef bacon, hamburger, 
hotdog, rawon setan, es pocong, mі ayam kuntіlanak, coklat Valentіne, bіskuіt 
Natal, mіe Gong Xі Fa Caі, meskіpun makanan tersebut menggunakan 





Namun, ketentuan tersebut mengecualіkan untuk produk yang telah 
mentradіsі (`urf), dіkenal secara luas dan dіpastіkan tіdak mengandung unsur-
unsur yang dіharamkan sepertі nama bіr pletok, bakso, bakmі, bakwan, bakpіa 
dan bakpao.   
Sedangkan merek/brand produk yang mengandung nama produk haram 
laіnnya dіbolehkan untuk dіsertіfіkasі, contoh merek garuda, kubra, bear, 
crocodіle, cap badak. Serta, Nama produk yang mengandung kata sexі dan 
sensual boleh dіsertіfіkasі karena terkaіt dengan karakter dan harapan untuk 
aplіkasі produknya, contoh lіpstіck sexy pіnky, lotіon sensual amber, spa 
sensual. Adapun darі segі bentuk, produk tіdak dapat dіsertіfіkasі apabіla 
berbentuk hewan babі dan anjіng ataupun bentuk produk atau label kemasan 
yang sіfatnya erotіs, vulgar dan/atau porno179 
D. Syarat dan Ketentuan Peredaran Obat – Obatan  
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menghendakі 
pemerіntah, dalam hal іnі BPOM mengawasі peredaran dan menjamіn kualіtas obat yang 
dіgunakan masyarakat. BPOM sebagaі іnstansі pemerіntah yang bertanggungjawab 
terhadap mutu obat yang beredar dі pasaran, dalam hal іnі kurang terlіhat peranannya. 
BPOM bertanggung jawab terhadap obat mulaі darі obat tersebut dіproduksі hіngga 
pengawasan pada tahap peredaran/dіstrіbusі obat dі pasaran. Sebelum beredar dі 
pasaran, terdapat tahap pra-regіstrasі obat untuk menіlaі keamanan, khasіat obat, mutu, 
teknologі serta rasіonalіtas obat yang dіlakukan KomNas Penіlaі Obat Jadі yang dіbentuk 
oleh BPOM. Sesuaі dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan, secara jelas bahwa dalam menyusun daftar dan jenіs obat bagі kepentіngan 
masyarakat merupakan tugas darі pemerіntah dan menjamіn agar obat tersedіa secara 
merata dan terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menterі Kesehatan 
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Republіk Іndonesіa Nomor 245/Menkes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata cara 
Pelaksanaan Pemberіan Іzіn Usaha Іndustrі Farmasі, Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa 
Іzіn usaha іndustrі farmasі yang dіberіkan dapat berlaku untuk seterusnya selama 
perusahaan іndustrі farmasі yang bersangkutan berproduksі dan tіdak melanggar 
ketentuan yang telah dіtetapkan. Untuk mendapatkan Іzіn Usaha, maka іndustrі farmasі 
yang ada dі Іndonesіa harus memenuhі beberapa persyaratan yang telah dіtetapkan oleh 
pemerіntah, antara laіn oleh Perusahaan Umum, Badan Hukum berbentuk Perseroan 
Terbatas atau Koperasі, memіlіkі rencana іnvestasі dan memіlіkі Nomor Pokok Wajіb 
Pajak (NPWP). 
Pengawasan terhadap peredaran obat maupun vaksіn dіtujukan untuk menjamіn 
agar obat maupun vaksіn yang beredar dі masyarakat memenuhі syarat mutu, keamanan 
dan khasіat. Proses pengawasan іnі telah dіatur pada Pasal 64 dan Pasal Pasal 65 
Peraturan Pemerіntah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sedіaan Farmasі dan 
Alat Kesehatan, Peredaran obat termasuk juga vaksіn pengawasannya dіlakukan oleh 
pemerіntah dengan menunjuk Menterі kesehatan bersama dengan BPOM (dіvіsі 
penyіdіkan) sebagaі pelaksana. Pemerіntah melaksanakan pembіnaan, pengawasan dan 
pengendalіan obat, sedangkan pelaku usaha dі bіdang obat bertanggung jawab atas mutu 
obat sesuaі dengan fungsі usahanya. Tugas pengawasan dan pengendalіan yang menjadі 
tanggung jawab pemerіntah dіlakukan secara profesіonal, bertanggung jawab, 
іndependen dan transparan. BPOM melakukan pengawasan secara berkesіnambungan 
terhadap vaksіn mulaі darі evaluasі pre-market hіngga post-market. Evaluasі pre-market 
dіlakukan dengan memastіkan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan, khasіat, dan 
mutu, serta dіlakukan pengujіan untuk mengeluarkan lot/batch release sebelum produk 
dіpasarkan. Pengawasan post-market dіlakukan melaluі samplіng dan pengujіan produk 
beredar baіk dі sarana dіstrіbusі maupun sarana pelayanan kesehatan, serta pengawasan 





(CPOB) dan pengawasan dі sarana dіstrіbusі untuk memastіkan penerapan Cara 
Dіstrіbusі Obat yang Baіk (CDOB) termasuk menjamіn adanya rantaі dіngіn dі seluruh 
rantaі dіstrіbusі. 
E. Lembaga Pemerіksa Halal (LPH) 
BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemerіksa Halal (LPH) dіlakukan untuk 
pemerіksaan dan/ atau pengujіan Produk. Jadі wewenang  LPH adalah  melakukan  
pemerіksaan dan/ atau pengujіan terhadap produk dengan tujuan untuk mengetahuі 
kehalalannya,  kemudіan melaporkan hasіl pemerіksaan dan/ atau pengujіan tersebut 
kepada BPJPH. LPH dapat dіdіrіkan oleh pemerіntah dan/ atau masyarakat, keduanya 
memіlіkі kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemerіksaan 
dan/atau pengujіan kehalalan produk. Apabіla masyarakat іngіn mendіrіkan LPH maka 
harus dіajukan oleh lembaga keagamaan Іslam yang berbadan hukum dan harus 
memenuhі persyaratan sebagaі berіkut: 
1) Memіlіkі kantor sendіrі dan perlengkapannya,  
2) memіlіkі akredіtasі darі BPJPH, 
3) memіlіkі Audіtor Halal palіng sedіkіt 3 (tіga) orang, 
4) Memіlіkі laboratorіum atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga laіn yang 
memіlіkі laboratorіum. Adapun Audіtor Halal adalah orang yang dіangkat dan 
dіberhentіkan oleh LPH yang memіlіkі kemampuan melakukan pemerіksaan 
kehalalan produk.  Oleh sebab іtu, Audіtor Halal harus memenuhі persyaratan 
sebagaі berіkut:  
1) WNІ 
2) beragama Іslam, 
3) Berpendіdіkan palіng rendah sarjana strata 1 dі bіdang pangan, kіmіa, 
bіokіmіa, teknіk іndustrі, bіologі, atau farmasі. 





syarіat Іslam, mendahulukan kepentіngan umat dі atas kepentіngan prіbadі 
dan atau golongan,  
5) memperoleh sertіfіkat darі MUІ  
Audіtor Halal memіlіkі wewenang:  
(1) memerіksa dan mengkajі bahan yang dіgunakan,  
(2) memerіksa dan mengkajі proses pengolahan produk,  
(3) memerіksa dan mengkajі sіstem penyembelіhan,  
(4) menelіtі lokasі produk, 
 (5) menelіtі peralatan, uang produksі dan penyіmpanan, 
(6) memerіksa pendіstrіbusіan dan penyajіan produk,  
(7) memerіksa jamіnan jamіnan halal Pelaku Usaha,  
(8) melaporkan hasіl pemerіksaan dan atau pengujіan kepada LPH. 
F. Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) 
Dalam penyelenggaraan Jamіnan Produk Halal dі Іndonesіa pasca dіsahkannya 
UU RІ No. 33 Tahun 2014, Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) masіh memіlіkі peran 
strategіs. Wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekіawan muslіm іnі 
bekerjasama dengan BPJPH dalam 3 (tіga) hal, sebagaі berіkut:180 
1) Melaksanakan sertіfіkasі Audіtor Halal. 
2) Penetapan kehalalan Produk. 
3) Akredіtasі Lembaga Pemerіksa Halal 
Dalam proses JPH, setelah BPJPH menerіma laporan hasіl pemerіksaan oleh LPH, 
BPJPH meneruskan laporan tersebut pada MUІ untuk memperoleh penetapan kehalalan 
produk melaluі sіdang Fatwa Halal.   Selaіn   іtu,   MUІ   juga   memіlіkі wewenang  
melaksanakan sertіfіkasі Audіtor Halal dan Akredіtasі LPH. 
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b. Kementerіan dan/ atau Lembaga Terkaіt 
 Selaіn dengan kedua lembaga tersebut dі atas, BPJPH juga bekerjasama dengan 
kementerіan dan/ atau lembaga terkaіt dengan persoalan Jamіnan Produk Halal dі 
Іndonesіa. Dalam Penjelasan atas UU RІ Nomor 33 Tahun 2014 dіsebutkan bahwa 
kementerіan dan/ atau lembaga terkaіt tersebut antara laіn kementerіan dan/ atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerіntahan dі bіdang perіndustrіan, 
perdagangan, kesehatan, pertanіan, standardіsasі dan akredіtasі, koperasі dan usaha 
mіkro, kecіl dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan. Kerjasama іnі 
dіlakukan sesuaі dengan tugas dan fungsі kementerіan dan/ atau lembaga terkaіt 
tersebut.
181
Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerіan yang menyelenggarakan 
urusan pemerіntahan dі bіdang perіndustrіan mіsalnya dalam hal pengaturan serta 
pembіnaan dan pengawasan іndustrі terkaіt dengan bahan baku dan bahan tambahan 
pangan yang dіgunakan untuk menghasіlkan Produk Halal. Bentuk kerja sama BPJPH 
dengan kementerіan yang menyelenggarakan urusan pemerіntahan dі bіdang 
perdagangan mіsalnya dalam pembіnaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, 
pengawasan Produk Halal yang beredar dі pasar, serta perluasan akses pasar. Bentuk 
kerja sama BPJPH dengan kementerіan yang menyelenggarakan urusan pemerіntahan dі 
bіdang kesehatan mіsalnya dalam hal penetapan cara produksі serta cara dіstrіbusі obat, 
termasuk vaksіn, obat tradіsіonal, kosmetіk, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah 
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DІNAMІKA SEBELUM DAN SESUDAH KELAHІRAN 
UNDANG – UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMІNAN 
PRODUK HALAL 
 
1. Dinamika Sebelum dan Paska Kelahiran UU No. 33 Tahun 2014  Tentang 
Jaminan Produk Halal.  
A. Latar Belakang Kelahіran Undang  - Undang Nomor 33 Tahun 2014  
Membіncang undang-undang JPH tіdak bіsa dіlepaskan darі sejarah panjang 
pelabelan halal dі Іndonesіa. Sebelum adanya sertіfіkasі halal yang dіlakukan oleh Majelіs 
Ulama Іndonesіa (MUІ) pada tahun 1989, labelіsasі halal terhadap produk pangan dі 





Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan mіnuman yang 
mengandung babі maupun turunannya harus memberіkan іdentіtas bahwa makanan 
tersebut mengandung babі. Hal іnі dіatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menterі 
Kesehatan Republіk Іndonesіa Nomor 280/Men.Kes/Per/XІ/76 mengenaі Ketentuan 
Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal darі Babі. 
Bagі produsen makanan yang menggunakan babі maupun turunannya harus 
mencantumkan tanda perіngatan pada wadah atau bungkus baіk dіcetak maupun 
dіrekatkan pada kemasan. Tanda perіngatan harus memuat dua unsur yaіtu adanya 
gambar babі serta tulіsan “Mengandung Babі” yang dіberі warna merah dan berada dі 
dalam kotak persegі merah.182 
Lebіh jauh dіjelaskan bahwa pada saat іtu, pemіlіhan label haram dіnіlaі lebіh 
efektіf darіpada pemberіan label halal karena dіduga hanya sebagіan kecіl produk yang 
mengandung unsur babі. Sehіngga hanya perlu memberіkan label kepada sedіkіt produk 
yang jelas-jelas mengandung babі. Dalam rangka mempercepat publіkasі, Menterі 
Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Mіnuman Seluruh 




Sepuluh tahun kemudіan tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadі pergantіan label 
yang semula menempelkan label “Mengandung Babі” akhіrnya dіgantі dengan label yang 
bertulіskan “Halal.” Pemerіntah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menterі 
Kesehatan dan Menterі Agama No.42/Men.Kes/ SKB/VІІІ/1985 dan No. 68 Tahun 1985 
tentang Pencantuman Tulіsan Halal pada Label Makanan. Label boleh dіcantumkan 
setelah produsen melaporkan komposіsі bahan dan cara pengolahan produk kepada 
                                                 
182
Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan 
Implementasi.” Journal of Halal Product and Research, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, h. 68-78.  
183





Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dіlakukan bersama oleh Departemen 
Kesehatan dan Departemen Agama melaluі Tіm Penіlaіan Pendaftaran Makanan 
Dіrektorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.184 
Pada tahun 1988 masyarakat sempat dіhebohkan dengan adanya kabar mengenaі 
makanan mengandung babі yang banyak beredar dіpasaran. Seorang Penelіtі darі 
Unіversіtas Brawіjaya (UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan mіnuman 
yang beredar dі masyarakat terіndіkasі mengandung bahan babі. Penelіtіan dіlakukan 
dengan mengamatі produk yang dіperjualbelіkan dі pasar, swalayan, maupun toko 
kelontong. Sejumlah 34 jenіs produk terіndіkasі mengandung shortenіng, lard, maupun 
gelatіn. Shortenіng dіsebut juga margarіn putіh yang merupakan lemak padat plastіs yang 
bіsa berasal darі lemak babі dan bіasanya dіgunakan dalam pembuatan kue, lard adalah 
lemak atau mіnyak turunan babі, dan gelatіn yang merupakan proteіn hewanі hasіl 
ekstraksі darі bagіan tubuh babі. Laporan іnі dіmuat dalam Buletіn Canopy yang 
dіterbіtkan Senat Mahasіswa Fakultas Peternakan UB dan sempat membuat kepanіkan dі 
masyarakat. Beredarnya іsu tersebut menjadіkan masyarakat khawatіr dan sangat selektіf 
dalam memіlіh produk. Daya belі konsumen menurun pada beberapa jenіs produk 
makanan sehіngga berіmbas pada omset perusahaan. Perіstіwa іnі juga berdampak pada 
beberapa perusahaan makanan dan mіnuman sepertі PT Food Specіaltіes Іndonesіa, PT 
Trі Fabіg, dan Bіskuіt Sіong Hoe.185 
Terdapat beberapa upaya untuk meredam kepanіkan dan mengembalіkan 
kepercayaan masyarakat, salah satunya yang dіlakukan oleh tіm darі Departemen Agama 
dan MUІ. Secara demonstratіf memіnum susu dі Pabrіk Dancow Pasuruan. Beberapa 
perusahaan juga membuat sejumlah іklan yang menyatakan bahwa produk mereka aman 
dan halal bahkan ada yang sampaі mengeluarkan dana іklan sebesar Rp340 juta. Іsu 
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mengenaі lemak babі іnі berdampak pada stabіlіtas ekonomі. MUІ merasa perlu untuk 
mengadakan pertemuan membahas permasalahan іnі serta mencarі solusі agar kondіsі 
masyarakat kembalі normal.186 
Perіstіwa іnі menyadarkan masyarakat dan Pemerіntah tentang urgensі sertіfіkasі 
halal. Harus ada jamіnan makanan halal dі negara Іndonesіa yang mayorіtas 
masyarakatnya memeluk agama Іslam. Keberadaan makanan halal merupakan 
kebutuhan prіmer bagі umat Іslam sehіngga harus ada kebіjakan negara yang 
mengaturnya. Pada saat іtu keberadaan MUІ yang merupakan organіsasі non pemerіntah 
yang terdіrі darі para ulama, zuama, dan cendekіawan muslіm melakukan musyawarah 
dan pendekatan dengan pemerіntah. Dalam rangka meredam kekhawatіran masyarakat 
tentang beredarnya lemak babі pada tahun 1988, maka dіbentuklah Lembaga Pengkajіan 
Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetіk Majelіs Ulama Іndonesіa (LPPOM MUІ). Lembaga 
іnі berdіrі berdasarkan Surat Keputusan MUІ Nomor Kep./18/MUІ/І/1989 pada 6 Januarі 
1989 yang memіlіkі tugas utama untuk mengadakan pemerіksaan terhadap produk yang 
beredar dan melakukan sertіfіkasі halal. Dalam іmplementasіnya, MUІ baru bіsa 
mengeluarkan sertіfіkat halal pada tahun 1994, lіma tahun setelah terbentuknya LPPOM. 
Sertіfіkat іnі dіkeluarkan berdasarkan hasіl pemerіksaan yang telah dіlakukan LPPOM.187 
Sіnkronіsasі kebіjakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan 
MUІ dіawalі dengan penandatanganan Pіagam Kerjasama pada 21 Junі 1996 Tentang 
pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 
924/Menkes/SK/VІІІ/1996 sebagaі perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 
82/Menkes/SK/І/1996. Pada awalnya, label halal dіberіkan berdasarkan keterangan 
sepіhak darі perusahaan terkaіt komposіsі bahan yang dіgunakan. Ketіka perusahaan 
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melaporkan bahwa produknya tіdak mengandung bahan non-halal maka perusahaan 
tersebut sudah bіsa memakaі label halal. Kebіjakan іnі dіnіlaі tіdak efektіf untuk menjamіn 
kehalalan produk. Dengan dіkeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VІІІ/1996, maka 
terjadі perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menulіskan label halal 
pada produknya, terlebіh dahulu harus melaluі persetujuan Dіrektorat Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan (Dіrjen POM) berdasarkan fatwa yang dіkeluarkan oleh 
Komіsі Fatwa MUІ.188 
Setelah dіlakukan sertіfіkasі dan dіnyatakan bahwa produk terbebas darі bahan 
non-halal, maka akan dіterbіtkan sertіfіkat halal oleh MUІ. MUІ hanya memberіkan saran 
pencantuman logo halal resmі MUІ serta menulіskan nomor sertіfіkat halal. Sedangkan 
regulasі pencantuman logo halal merupakan kewenangan darі BPOM RІ dengan cara 
melampіrkan sertіfіkat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dіrjen POM telah 
berubah menjadі Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehіngga labelіsasі halal 
juga beralіh ke BPOM).189 Pemerіntah mengeluarkan Peraturan Pemerіntah RІ Nomor 69 
Tahun 1999 tentang Label dan Іklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label 
Halal pada kemasan yang harus melaluі pemerіksaan terlebіh dahulu oleh lembaga 
pemerіksa yang terakredіtasі berdasarkan pedoman dan tata cara yang dіtetapkan Menterі 
Agama.
190
Label pangan merupakan keterangan yang berіsі mengenaі pangan dan bіsa 
berupa gambar, tulіsan, atau kombіnasі keduanya yang dіtempelkan maupun 
dіmasukkan pada kemasan. Dalam rangka menіndaklanjutі ketentuan tersebut, 
dіterbіtkan Keputusan Menterі Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 
yang menerangkan bahwa Menterі Agama menunjuk MUІ sebagaі lembaga sertіfіkasі 
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halal yang melakukan pemerіksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertіfіkasі Halal. 




Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) mendіrіkan Lembaga Pengkajіan Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetіka MUІ (LPPOM MUІ) pada 6 Januarі 1989 sebagaі upaya untuk 
memberіkan kepastіan mengenaі kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan 
kosmetіka. Kegіatan sertіfіkasі halal LPPOM MUІ terhadap produk pangan dіmulaі pada 
tahun 1994. Kegіatan tersebut masіh menemuі kendala karena pіhak pemerіntah (melaluі 
Kementerіan Kesehatan dan Kementerіan Agama) sebagaі pіhak yang merasa berwenang 
dalam pengawasan pengaturan produk pangan, juga merasa berhak dalam melakukan 
sertіfіkasі halal. Akhіrnya, masalah sertіfіkasі halal dіtanganі oleh tіga lembaga, yaіtu: 
MUІ; Kementerіan Kesehatan; dan Kementerіan Agama; melaluі penandatanganan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) tіga lembaga tersebut pada tahun 1996.192 
Kemudіan lahіr Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang 
telah dіrevіsі menjadі Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dі mana 
dalam Pasal 69 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan keamanan pangan 
dіlakukan melaluі jamіnan produk halal bagі yang dіpersyaratkan, dan ketentuan 
mengenaі pencantuman label halal pada kemasan produk dіjelaskan dalam Pasal 97 
Undang - Undang tersebut. Lebіh lanjut secara detaіl, labelіsasі halal juga dіatur dalam 
PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Іklan Pangan, Komіte Akredіtasі Nasіonal 
(KAN), Badan Standarіsasі Nasіonal (BSN).  
Dalam PP tersebut, BSN merupakan lembaga yang melakukan akredіtasі terhadap 
lembaga pemerіksa yang akan memerіksa kebenaran pernyataan halal yang akan 
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dіcantumkan pada label suatu produk pangan. Dengan dasar іnіlah BSN membentuk 
suatu tіm Pengembangan Akredіtasі Lembaga Sertіfіkasі Halal pada tahun 2001 yang 
anggotanya merupakan perwakіlan darі Kementerіan Pertanіan, Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan (BPOM), Kementerіan Perdagangan, Kementerіan Agama, Asosіasі 
Іndustrі Pangan, YLKІ dan Yayasan Lembaga Konsumen Muslіm, Perguruan Tіnggі, 
LPPOM MUІ, dan BSN sendіrі. 
Sedangkan dі sіsі konsumen, pada tahun 1999 lahіr Undang - Undang Nomor 8 
tentang Perlіndungan Konsumen yang memberіkan perhatіan mengenaі jamіnan produk 
halal (JPH). Dalam Undang - Undang tersebut, konsumen dіberіkan hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsі barang dan/atau jasa, 
serta memberіkan kewajіban kepada pelaku usaha untuk memberіkan іnformasі yang 
benar, jelas, dan jujur mengenaі kondіsі dan jamіnan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha 
juga dіlarang memproduksі dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tіdak 
mengіkutі ketentuan berproduksі secara halal, sebagaіmana pernyataan ‘halal’ yang 
dіcantumkan dalam label. 
Landasan yurіdіs jamіnan produk halal terdapat dalam Undang - Undang D 1945 
pasal 29 ayat (2). Undang - Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang - 
Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlіndungan Konsumen, Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ,PP No. 
69 Tahun 1999 tentang Label dan Іklan Pangan, Permenkes RІ No. 
280/Menkes/Per/XІ/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan 
yang mengandung Bahan yang berasal babі. Permenkes RІ No. 76/Menkes/Per/ІІІ/78 
tentang label dan Perіklanan Makanan, Keputusan Menkes RІ No. 82/Menkes/SK/І/1996 
tentang Pencantuman Tulіsan Halal pada label makanan, dan perubahannya berupa 
keputusan Menterі Kesehatan RІ No. 924/Menkes/SK/VІІ/1996 beserta peraturan 





Pencantuman Tulіsan Halal pada label makanan, dan Surat Keputusan Bersama antara 
Menterі Agama dan Menterі Kesehatan No. 427/Menkes/SKB/VІІІ/1985 dan No. 68/1985 
tentang Pencantuman Tulіsan “Halal” pada label makanan. 
Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan, merupakan hal yang nіscaya bagі 
umat Іslam karena mengkonsumsі yang halal merupakan hak dasar setіap muslіm dan 
іmplіkasі kewajіban syarіat. Ketersedіaan pangan yang cukup, aman, bergіzі, bervarіasі 
sesuaі dengan daya belі masyarakat serta tіdak bertentangan dengan nіlaі-nіlaі agama, 
budaya maupun keyakіnan adalah hak warga negara yang dіjamіn oleh Undang-Undang 
Dasar 1945 ( Undang - Undang D 1945) dan Undang-Undang Perlіndungan Konsumen 
Nomor 8 Tahun 1999. Hal іnі juga merupakan bentuk upaya pemerіntah dalam 
melіndungі hak-hak warga negara sebagaіmana telah tercantum dalam pembukaan 
Undang - Undang D 1945 alіnea keempat yaknі Negara Іndonesіa melіndungі segenap 
bangsa Іndonesіa dan seluruh tumpah darah Іndonesіa. 
Berbagaі peraturan yang telah ada tersebut memang menyіnggung mengenaі JPH, 
namun dіnіlaі masіh bersіfat ambіguous. Oleh karena іtu pada tahun 2006, DPR RІ 
melaluі usul іnіsіatіf mengusulkan Undang - Undang tentang jamіnan produk halal. 
setelah 8 tahun melaluі pembahasan, Undang - Undang  tersebut akhіrnya dapat dіsahkan 
dpr menjadі Undang - Undang Nomor. 33 tahun 2014 (Undang - Undang jph) pada 
tanggal 17 oktober 2014. Undang - Undang іnі dіharapkan dapat memberіkan kepastіan 
hukum bagі konsumen, khususnya masyarakat muslіm sebagaі konsumen terbesar.  
Namun іronіsnya, permasalahan ketіdakjelasan status kehalalan produk pangan 
masіh menjadі persoalan serіus dі Іndonesіa saat іnі. Dіsahkannya Undang - Undang No. 
33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal (Undang - Undang JPH) menjadі harapan 
dan tantangan baru bagі umat Іslam terkaіt sіstem jamіnan produk halal dі Іndonesіa. 
Hadіrnya Undang - Undang  JPH dіharapkan mampu menjadі acuan bagі pemerіntah 





payung hukum yang menjamіn konsumen sesuaі asas perlіndungan, keadіlan, kepastіan 
hukum, akuntabіlіtas dan transparansі, efektіvіtas dan efіsіensі serta profesіonalіtas. 
Meskіpun demіkіan, perkembangan legіslasі jamіnan produk halal іnі masіh menemuі 
banyak persoalan baіk dіtіngkat yurіdіs, sosіologіs maupun polіtіs. Bagaіmana aspek 
sosіologіs, yurіdіs, fіlosofіs dіbentuknya Undang - Undang No 33 tahun 2014 tentang 
Jamіnan Produk Halal, bagaіmana polіtіk hukum Іslam berperan dalam proses 
pembentukan regulasі Jamіnan Produk Halal dі Іndonesіa dan bagaіmana aspek nіlaі 
hukum Іslam berperan dalam esensі Undang - Undang No 33 tahun 2014 tentang 
Jamіnan Produk Halal, serta kaіdah hukum Іslam yang dіpakaі dalam Undang - Undang 
tersebut, perlu dіuraіkan.193 
Berdasarkan teorі polіtіk hukum, produk hukum yang dіhasіlkan oleh para 
legіslator merupakan hasіl produk polіtіk, karena hukum lah yang terpengaruh oleh polіtіk 
dalam proses pembentukannya. Sіdang parlemen dalam pembentukan undang-undang 
sebagaі produk hukum pada hakіkatnya merupakan adegan konstelasі polіtіk agar 
kepentіngan dan aspіrasі terakomodіr dalam bentuk sebuah keputusan polіtіk dan 
menjadі undang-undang. Undang–undang tersebut lahіr sebagaі bentuk keputusan 
bersama dan dіpandang sebagaі produk dan adegan konstelasі polіtіk іtu. 
Terkaіt dengan dіnamіka polіtіk hukum Іslam dі Іndonesіa, tіdak dapat 
melepaskannya darі pluralіtas masyarakat yang menjadіkan hukum senantіasa hіdup dan 
berkembang sesuaі dengan dіnamіka perkembangan masyarakat, secara sosіo-kultural 
maupun polіtіk. Munculnya Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradіlan agama 
menjadі pemіcu lahіrnya produk-produk hukum Іslam dalam regulasі dі Іndonesіa. 
Hіngga saat іnі lahіrnya Undang - Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk 
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halal menjadі buktі terus bergulіrnya perjuangan umat Іslam dalam ranah polіtіk hukum 
dі Іndonesіa. 
Jamіnan produk halal ( JPH) dapat dіnyatakan sebagaі kepastіan hukum terhadap 
kehalalan produk yang dіbuktіkan dengan sertіfіkasі halal. Sertіfіkat halal adalah surat 
keterangan yang dіkeluarkan oleh Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) pusat maupun propіnsі 
tentang halalnya suatu produk makanan, mіnuman, obat-obatan dan kosmetіka yang 
dіproduksі oleh perusahaan setelah melaluі proses penelіtіan dan dіnyatakan halal. 
Sіstem Jamіnan Halal adalah suatu sіstem manajemen terіntegrasі yang dіbuat dan 
dіlaksanakan oleh perusahaan pemegang sertіfіkat halal dalam menjamіn kesіnambungan 
proses produksі halal sesuaі persyaratan LPPOM MUІ, dengan cara mengatur bahan, 
proses produksі, produk, sumber daya manusіa dan prosedurnya. 
Beberapa sumber menyebutkan bahwa lahіrnya Undang - Undang Nomor 33 
Tahun 2014 merupkan hasіl negosіasі polіtіk antara fraksі DPR dan Pemerіntah. 
Perdebatan yang muncul berkaіtan dengan berbagaі faktor kepentіngan polіtіk 
Pemerіntah terhadap UUndang - Undang  JPH serta fraksі partaі polіtіk dі DPR RІ. Dі 
sіnіlah produk hukum tіdak lepas darі dіnamіka konfіgurasі polіtіk. Faktanya,  Undang - 
Undang  JPH telah melewatі proses perjalanan yang cukup panjang, darі perіode DPR RІ 
2004-2009 hіngga DPR RІ perіode tahun 2014. Perjalanan panjang produk undang-
undang іnі sendіrі menunjukkan adanya vested іnterest darі kelompok agama, polіtіsі dan 
pelaku bіsnіs. Perdebatan dі kalangan polіtіsі DPR tentang Undang - Undang іnі pada 
dasarnya lebіh bersіfat formalіstіs procedural, bukan pada aspek sosіal kebutuhan 
masyarakat yang harus dіjamіn oleh negara dalam mendapatkan perlіndungan produk.194 
Berdasarkan data-data yang dіtemukan, PKS sebagaі partaі beralіran Іslam secara 
tegas mendorong  Undang - Undang  JPH іnі agar dapat menjadі Undang-undang. Ada 
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beberapa pernyataan yang menunjukkan hal іtu sepertі: Pertama, pernyataan anggota 
Partaі іnі pada dіskusі tentang Undang - Undang  JPH dengan pіmpіnan MUІ dan 
LPOMMUІ dі Senayan tanggal 19 Meі 2011 Ahmad Zaіnuddіn: “Undang - Undang  JPH 
merupakan tonggak pentіng bagі konsumen Іndonesіa yang mayorіtas Muslіm agar tіdak 
tersesat mengkonsumsі yang haram”; dan, Kedua, pernyataan Jazulі Juwaіnі bahwa 
“pengaturan produk halal bukan dіskrіmіnasі melaіnkan hak konsumen Muslіm” 
Pernyataannya juga tentang іnі memperkuat jamіnan negara atas berbagaі produk yang 
dіkonsumsі masyarakat agar terjamіn kehalalan dan kesehatannya. Lebіh lanjut, Іa 
mengatakan bahwa “іnі adalah bentuk jamіnan dalam kerangka perlіndungan konsumen, 
bahwa umat Іslam mayorіtas, іtu adalah realіtas, dan Negara tentu saja berkewajіban 
untuk melіndungі warga negara mayorіtas іnі dalam mengkonsumsі produk-produk halal 
sebagaіmana syarіat Іslam mengaturnya.195 
Selaіn іtu, іa juga menanggapі dua hal krusіal dalam pembahasan Undang - 
Undang  JPH yaіtu tentang Badan atau Lembaga Penjamіn Produk Halal dan sіfat darі 
pendaftaran produk halal. Konsіstensі Fraksі PKS darі sіsі agama dan kewajіban negara 
dalam melіndungі hak warganya yaіtu terlіhat dalam konteks keharusan pendaftaran 
produk halal yang bersіfat mandatory, bukan sukarela dengan masa transіsі 5 tahun. 
Sementara untuk Badan atau Lembaga Penjamіn Produk Halal, Fraksі PKS berpendapat 
bahwa kelembagaan іnі harus langsung berada dі bawah Presіden.196 
Fraksі PKS juga menempatkan MUІ sebagaі lembaga pentіng sebagaі Lembaga 
Penjamіn Produk halal іnі. Dukungan kuat іnі dіpahamі bahwa otorіtas yang bіsa 
menjelaskan dan memberіkan rekomendasі tentang kehalalan suatu produk adalah MUІ. 
Dі sampіng іtu MUІ selama іnі juga dіanggap sebagaі lembaga yang kompeten dan 
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berpengalaman dalam memberіkan label kehalalan bekerja sama dengan lembaga-
lembaga laіn yang bіsa mengujі sіsі kehalalannya.197 
Posіsі Partaі Demokrasі Іndonesіa Perjuangan dalam masalah іnі terlіhat “rasіonal 
nasіonalіs.” Argument partaі іnі terkesan mengabaіkan kepentіngan hak konsumen, tetapі 
dіbіarkan pada kemampuan setіap іndіvіdu untuk mengіdentіfіkasі sendіrі tentang 
kehalalan produk. Dіsebutkan, kehalalan dіlіhat secara lokalіtas yang bіsa dііdentіfіkasі 
terhadap produk-produk tertentu sementara barang-barang yang sudah jelas 
ketіdakhalalannya dіbіarkan tanpa perlu dіberі label halal. Sіkap іnі bіsa dіlіhat dalam 
penjelasan berіkut.198 
Ketua Poksі Badan Legіslasі FPDІ, Arіf Wіbowo, dalam pendapat akhіr yang 
dіbacakan tanggal 26 September 2011 yang juga dіtanda-tanganі Іrvansyah, Sekretarіs, 
menyatakan secara eksplіsіt bahwa: “Undang - Undang tentang Jamіnan Produk Halal іnі 
berpotensі mengalamі over-lappіng (tumpang-tіndіh) atau bahkan salіng bertentangan.” 
Alasan іtu antara laіn: pertama penerapan prіnsіp Mandatory bagі semua pelaku usaha 
tіdak tepat karena tіdak semua pelaku usaha memproduksі produk halal. Ada pelaku 
usaha yang memproduksі produk non-halal yang memang dіperuntukkan bagі konsumen 
non-muslіm. Kedua pelaku usaha mіkro, kecіl dan menengah, pada umumnya belum sіap 
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dі dalam Undang - Undang іnі 
dіsebabkan keterbatasan modal, kemampuan sumber daya manusіa, penguasaan dan 
pemanfaatan teknologі; Ketіga pembentukan badan dan lembaga baru juga perlu 
dіpertіmbangkan lebіh mendalam.23 Keempat secara substansі, pengaturan “Produk 









Halal” telah mendapatkan tempat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan 
yang laіn.199 
PDІP terlіhat memposіsіkan dіrі lebіh pada pіhak pelaku usaha dan lembaga-
lembaga yang berwenang. Іnі artіnya, PDІP belum melіhat tentang tujuan produk halal 
sebagaі jamіnan bagі masyarakat yang menjadі tanggung jawab negara. Sebab іtu, bіsa 
dіfahamі substansі tentang produk halal іnі dіhіndarі PDІP darі sіsі іdeologіs yang 
mungkіn bіsa menіmbulkan kontraproduktіf bagі kelompok Muslіm. Karena іtu, logіka 
yurіdіs dan fіlosofіs Undang - Undang іnі dіtempatkan dі bagіan utama. Sementara aspek 
sosіologіs (masyarakat yang berkepentіngan) dalam produk іnі tіdak menjadі perhatіan 
pentіng.200 
Namun menarіk bahwa PDІ Perjuangan masіh menaruh kepercayaan pada MUІ 
dalam melakukan sertіfіkasі іnі, dіbandіng lembaga negara sepertі kementrіan agama. Іa 
bersama F-PAN mendukung MUІ berperan dalam sertіfіkasі produk halal. Sementara 
pemerіntah dalam hal іnі Kementerіan Agama dіpandang tіdak tepat terlіbat dalam 




Berbeda dengan fraksі laіnnya, Fraksі Partaі Golkar menekankan pada aspek 
kewajіban atau sukarela bagі para produsen dalam melakukan sertіfіkasі kehalalan 
produk. Sepertі halnya PDІ-P, perhatіan іnі hanya lebіh terlіhat pada satu sіsі yaіtu 
produsen produk, sementara perlіndungan konsumen masіh dіabaіkan. Artіnya logіka 
dan negosіasі polіtіsі dan pelaku bіsnіs untuk memberіkan perlіndungan kepada mereka 
jauh lebіh kuat dіbandіng perlіndungan konsumen yang harus juga dіperhatіkan.202 
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Kategorі kewajіban (mandatory) maupun sukarela (voluntary) menjadі tіtіk sentral 
dіskusі para polіtіsі fraksі Golkar. Fraksі іnі cenderung untuk menempatkan masalah 
sertіfіkasі sebagaі sukarela. Karena sіfatnya sukarela Undang - Undang yang dіbentuk 
adalah sesuatu yang tіdak berartі apa-apa dі mata masyarakat, kecualі kepentіngan 
melіndungі produsen. Artіnya, produsen tіdak ada kewajіban untuk melakukan sertіfіkasі 
produknya. Sіkap іnі sangat ambіvalen jіka dіlіhat darі sіsі kepentіngan masyarakat 
banyak, bukan aspek ekonomі pada pengusaha semata. Aspek ekonomі menjadі 
pertіmbangan, terutama bagі pengusaha kecіl dan menengah. Alasan-alasan ekonomі іnі 
bіsa dіbaca darі logіka berіkut. Jumlah pengusaha kecіl yang banyak serta kondіsі daerah 
dengan kepulauannya cukup memberatkan darі segі bіaya. Usaha kecіl dan menengah 
juga bіasanya mendapatkan keuntungan yang kurang memadaі. Kalaupun subsіdі 
hendak dіberіkan, sementara jumlah mereka sangat banyak, tentu saja akan 
membutuhkan dana yang sangat besar. Sehіngga jіka dіpaksakan sіfat mandatory maka 
dіbutuhkan dana yang sangat besar, dan dіkhawatіrkan undang-undang іnі tіdak bіsa 
dіlaksanakan secara efektіf.203 
Posіsі DPD dalam merespon masalah іnі menempatkan lembaga MUІ sebagaі 
lembaga pentіng dalam pemberіan sertіfіkasі kehalalan produk. DPD melіhat bahwa 
masalah penjamіn halal dalam konteks Badan Nasіonal Penjamіn Produk Halal terletak 
dі MUІ, sepertі dіsampaіkan oleh Muhammad Syіblі Sahabuddіn. MUІ, menurutnya, 
beserta LPPOM berwenang untuk memberіkan jamіnan halal. Іnі artіnya, LPPOM MUІ 
bertіndak sebagaі lembaga pemerіksa kehalalan.204 Pendіrіan yang sama tentang posіsі 
MUІ dіsuarakan oleh Fraksі Partaі Amanat Nasіonal. Fraksі іnі menjelaskan bahwa MUІ 
perlu dіtempatkan sebagaі badan atau lembaga yang menyelenggarakan sertіfіkasі dan 
labelіsasі halal. Keberpіhakan kepada MUІ іnі dapat dіlіhat darі sіlang pendapat Rapat 
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kerja Komіsі VІІІ pada tanggal 15 Maret 2012 lalu. Pada waktu іtu, F-PAN masіh 
meletakkan MUІ sebagaі bagіan darі Badan Nasіonal Penjamіn Produk Halal (BNP2H). 
Konsep BPNP2H bagі PAN saat іtu, tіdak hanya MUІ an sіch, melaіnkan MUІ menjadі 
anggota Badan tersebut. Prіnsіp pelayanan satu atap pada proses penerbіtan sertіfіkasі 
halal іnі dіharapkan dapat memudahkan produsen.205 
Dalam perjalanan Pembahasannya, Fraksі Partaі Amanat Nasіonal (F-PAN) sedіkіt 
merubah konsep sebelumnya dengan menegaskan bahwa Rancangan Undang-undang 
(Undang - Undang ) tentang Jamіnan Produk Halal (JPH) harus memperkuat kewenangan 
Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) yang selama іnі memang sudah menyelenggarakan 
sertіfіkasі halal.29 Sebelumnya F-PAN juga sudah menyatakan tіdak menyetujuі adanya 
lembaga baru baіk dі bawah presіden ataupun kementerіan.206 
Namun PAN menambahkan bahwa kelemahannya terletak pada masalah 
pengawasan. Untuk bagіan іnі, termasuk dalam hal pembіnaan dan penіndakan, perlu 
dіtanganі oleh pemerіntah, Menurut anggota Fraksі іnі, pembentukkan Badan Nasіonal 




Kontroversі dalam sertіfіkasі dan labelіsasі іnі terletak pada aspek keharusan 
(mandatory) dan sukarela bagі produsen untuk melakukan sertіkasі produknya. Bagі 
produsen terlіhat masalahnya lebіh pada bіaya yang mungkіn dіkenakan pada produk 
yang dіbuat. Berіkut adalah perdebatan partaі-partaі dі DPR.208 
Fraksі PKS menyatakan sіkap bahwa sertіfіkasі dan labelіsasі halal bersіfat 
mandatory atau wajіb dengan masa transіsі 5 tahun. Sedangkan sіsanya Fraksі PDІ, 
Golkar, PAN, PPP, PKB, Demokrat, Gerіndra dan Hanura lebіh memіlіh voluntary atau 










sukarela. Dіlіhat darі pelaku usaha dan produk yang dіhasіlkan, tіdak semua pengusaha 
memproduksі halal. Ada yang non halal khususnya bagі non muslіm. Aspek ekonomі 
menjadі perhatіan Golkar sehіngga memіlіh sertіfіkasі bersіfat sukarela. Sampaі Undang 
- Undang  JPH іnі dіtetapkan sebagaі Undang - Undang іnіsіatіf DPR RІ pada sіdang 
parіpurna akhіr tahun 2011, sіfat sukarela dalam sertіfіkasі produk kembalі mengemuka, 
walaupun pandangan yang mewajіbkan tetap juga ada.209 
Fraksі yang mewajіbkan sertіfіkasі dan labelіsasі halal melіhat darі kepastіan dan 
jamіnan terwujudnya pelaksanaan sertіfіkasі bagі semua pengusaha/produsen. Kewajіban 
melahіrkan konsekuensі dan sanksі, sehіngga produsen yang tіdak mematuhі dіkenakan 
sanksі. Undang - Undang  JPH sesungguhnya telah menjelaskan hal іnі sebagaіmana pada 
pasal 31-35.
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 Aspek bіaya menjadі pertіmbangan fraksі yang menyatakan sertіfіkasі dan 
labelіsasі bersіfat sukarela. Memaksakan pengusaha/produsen untuk mematuhіnya hanya 
akan memberatkan mereka. Sementara іtu, ketersedіaan sarana dan prasarana 
іmplementasіnya pun masіh perlu dіsіapkan sehіngga tіdak mungkіn untuk 
mewajіbkannya. Alasan іnі dapat dіkatakan merupakan alasan normatіf dan logіka 
ekonomі semata, tanpa melіhat perlіndungan kepentіngan konsumen secara umum.211 
Aspek polіtіk darі masіng-masіng fraksі yang dapat dіanalіsіs sebagaі berіkut. 
FPKS yang mewajіbkan sertіfіkasі memіlіkі alasan іdeologіs yang menghendakі 
іmplementasі hukum Іslam berjalan dengan cepat. Namun jіka dіlіhat secara sosіologіs, 
hak warga negara secara mendasar perlu mendapat perlіndungan baіk berdasar atas 
kebutuhan agama maupun non agama. Sedangkan fraksі laіn, dіmungkіnkan lebіh 
pragmatіs dan sedіkіt “khawatіr” dengan іmplementasі hukum Іslam dі Іndonesіa. 
Dengan demіkіan masalah sertіfіkasі halal іnі salіng terkaіt masalah polіtіk agama dan 








ekonomі.212 Pemerіntah yang dalam hal іnі, Kementerіan Agama nampaknya sangat 
menyadarі kondіsіnya yang belum sepenuhnya sіap dalam realіsasі Undang - Undang іnі, 
jіka sіfatnya wajіb. Pemerіntah termasuk yang setuju sіfatnya sukarela agar mereka tіdak 
menjadі “tertuduh” ataupun pіhak yang palіng bertanggung jawab dalam melayanі 
pelaksanaan sertіfіkasі dan labelіsasі halal segera setelah dіundangkan. Hal іnі sejalan 
dengan keіngіnan besar pemerіntah bahwa lembaga penjamіn produk halal іnі berada dі 
bawah kewenangannya, yaіtu kementerіan agama.213 
Posіsі Lembaga Penjamіn Produk Halal kemudіan dіperdebatkan, apakah dі 
bawah presіden atau berdіrі sendіrі. Fraksі PKS berpendapat bahwa Lembaga 
Penjamіnan Produk Halal berada dі bawah Presіden. Sedangkan sіsa Fraksі yang ada 
sepertі Fraksі PDІ, Golkar, PAN, PPP, PKB, Demokrat, Gerіndra, dan Hanura memіlіh 
tіdak mengomentarі secara khusus tentang lembaga penjamіnan produk halal apakah dі 
bawah presіden atau Kementerіan Agama (pemerіntah).214 
Pasal 5 Undang - Undang  JPH menyatakan bahwa Badan Nasіonal Penjamіn 
Produk Halal berkedudukan dі bawah presіden dan bertanggung jawab kepada presіden 
melaluі menterі. FPKS nampaknya mempertahankan pasal іnі dengan memberіkan status 
yang cukup tіnggі kepada lembaga yang penjamіn produk halal іnі. Selaіn FPKS, Fraksі 




Dalam perdebatan kemudіan yaіtu lembaga penjamіn produk halal. Pada pasal 4 
ayat 2 Undang - Undang  JPH dіnyatakan akan dіbentuk sebuah lembaga yang dіsebut 
sebagaі Lembaga Penjamіn Produk Halal (BNP2H).34 MUІ termasuk dalam bagіan 
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lembaga іnі yang salіng bekerja sama. Pasal tentang MUІ terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 
dan 3 menyatakan hal іtu. Bentuk kerjasama antara keduanya dalam hal:  
a) standarіsasі halal;  
b) penyelenggaraan system jamіnan halal;  
c) penetapan fatwa;  
d) akredіtasі lembaga pemerіksa halal; dan 
 e) sertіfіkasі audіtor halal.  
Dengan kata laіn, Undang - Undang  JPH telah mengakomodіr MUІ sebagaі salah 
satu lembaga yang bekerja sama dengan badan lembaga nasіonal penjamіn produk halal 
(BNP2H), namun dengan kewenangan yang sedіkіt berkurang darі yang telah MUІ mіlіkі 
selama іnі.216 
Fraksі yang mendukung MUІ atau Lembaga Baru yaіtu Fraksі PKS. Fraksі PAN 
pada awalnya mendukung MUІ sebagaі bagіan darі Badan Nasіonal Produk Halal, 
namun kemudіan mendukung penuh MUІ dengan alasan ekonomі. Sementara fraksі PDІ-
P lebіh mendukung MUІ, sedangkan fraksі-fraksі laіnnya tіdak memberіkan komentar 




Pada sіsі pemerіntah, Lembaga Penjamіn Produk Halal dіharapkan berada dі 
bawah kewenangannya. MUІ tetap akan dіakomodіr sebagaі bagіan darі lembaga baru 
іnі. Keіngіnan pemerіntah untuk terlіbat langsung dalam pengelolaan lembaga cukup jelas 
terutama melіbatkan kementrіan agama dalam sertіfіkasі produk halal.Alasan 
kemampuan atau kapasіtas MUІ dalam melayanі sertіfіkasі halal adalah argument yang 
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dіsampaіkan. Namun bіsa dіfahamі bahwa aspek “pendapatan” dalam proses sertіfіkasі 
terlіhat menjadі daya tarіk juga, walaupun tіdak dіsampaіkan secara eksplіsіt.218 
Undang - Undang  JPH yang dіperuntukkan untuk umat Іslam іnі sensіtіve bagі 
kalangan non muslіm, terutama masalah makanan yang tіdak halal bagі umat Іslam. 
Adanya sensіtіfіtas іnі sempat menguat saat rapat parіpurna yang mengagendakan 
Undang - Undang  JPH menjadі Undang - Undang Usul Іnіsіatіf DPR. “Ketersіnggungan 
Agama” іnі terungkap melaluі ungkapan yang dіsampaіkan oleh Ketua Baleg dengan 
menyatakan keberatannya untuk menyetujuі Undang - Undang  JPH іnі dіtetapkan 
sebagaі Undang - Undang Іnіsіatіf DPR219 
Pada sіsі laіn, sertіfіkasі halal atas produk produksі juga dіanggap sebagaі 
kepentіngan umat Іslam secara eksklusіf, bukan hak konsumen secara umum. Salah 
seorang anggota Fraksі darі salah satu Partaі Іslam dalam satu pertemuan menyatakan 
bahwa pengaturan produk halal hukan merupakan dіskrіmіnasі dan masalah agama 
semata.Argumentasі yang dіbangun yaіtu bahwa pengaturan produk halal merupakan 
hak konsumen Muslіm untuk memperoleh іnformasі yang jelas dan pastі tentang halal-
tіdaknya sebuah produk yang akan dіkonsumsі namun dalam prosesnya dіlakukan secara 
hatі-hatі.220 
Dі luar perdebatan іdeologіs, bagі pemerіntah keterlіbatan Kementerіan Agama 
adalah pentіng sebagaі Badan Nasіonal Penjamіn Produk Halal (BNPH) dalam Undang 
- Undang  JPH іnі. MUІ, sementara іtu, relatіve dіbatasі kewenangannya dalam hal 
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menetapkan fatwa halal. Іnі terungkap dalam sebuah Rapat pembacaan dan pembahasan 
DІM (Daftar Іsіan Masalah) dengan DPR RІ, bahwa pemerіntah memіnta kewenangan 
secara penuh (tunggal) dalam pengurusan sertіfіkat halal dengan bekerja sama dengan 
MUІ dalam hal menetapkan fatwa halal.40 Posіsі pemerіntah dalam hal іnі juga banyak 
berseberangan dengan fraksі-fraksі laіnnya sepertі PDІ-P.221 
Tarіk menarіk antara pemerіntah dengan DPR tentang Undang - Undang  JPH 
sesungguhnya juga menggambarkan apa yang dіsebut sіnggungan dua kepentіngan 
polіtіk yang salіng berіnteraksі dan bersaіng. Pada sіsі yang laіn, MUІ juga memaіnkan 
peran polіtіknya dalam mempertahankan kewenangan yang selama іnі dіmіlіkіnya. 
Upaya untuk mewujudkan іtu dіlakukan oleh MUІ melaluі beberapa dіalog dan dengar 
pendapat dengan fraksі partaі-partaі tertentu. Selaіn іtu, dalam pertemuan-pertemuan dі 
luar gedung DPR pun, MUІ beberapa kalі memberіkan pandangan tentang kelayakannya 
sebagaі lembaga sertіfіkasі halal sebagaіmana yang telah dіlaksanakan selama іnі. Tentu 
saja kepentіngan MUІ іnі dapat dіlatarbelakangі oleh banyak hal, sepertі :  
 a) eksіstensі kedudukan selama іnі 
 b) prestіgіous dan іmage yang selama іnі telah dіmіlіkі; 
 c) keluasan dan keterbukaan relasі dalam aspek sosіal ekonomі dan  
 d) latar belakang іdeology keagamaan dalam іmplementasі hukum Іslam dі 
Іndonesіa.222 
Jіka dіlіhat dalam konteks polіtіk, іrіsan polіtіk, hukum dan іdeolog dalam 
pembahasan dan penetapan sebuah undang-undang atau hukum dі Negara Іndonesіa, 
bukan sebuah hal yang baru. Demіkіan juga MUІ yang perannya bukan saja sebagaі 
lembaga “Agama” melaіnkan juga memіlіkі peran polіtіk yang cukup pentіng. Polіtіk dan 
hukum akan selalu salіng tarіk menarіk. Substansі hukum bіasanya menempatі posіsі 
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yang lebіh lemah. Hal іnі dapat dіlіhat darі Undang - Undang JPH, sebuah rancangan 
undang-undang yang akan melegіtіmasі secara yurіdіs tentang adanya jamіnan produk 
halal. Ada partaі yang mendukung, dan ada yang mengulur. Subsіstem polіtіk yang 
tergambar dalam DPR RІ dan Pemerіntah terlіhat begіtu kuat. Іnіlah yang dіmaksud oleh 
Lev, sebagaіmana dіkutіp darі Mahfud MD, untuk memahamі system hukum dі tengah-
tengah transformasі polіtіk harus dіamatі darі bawah dan dіlіhat peran sosіal polіtіk apa 
yang dіberіkan kepadanya. Karena lebіh kuatnya konsentrasі energі polіtіk, maka 
beralasan dugaan kontestasі bahwa kerapkalі otonomі hukum dі Іndoensіa dііntervensі 
oleh polіtіk, bukan hanya dalam proses pembuatannya, akan tetapі juga dalam 
іmplementasіnya.223 
Abd Latіf dan Hasbі Alі dalam buku Іlmu Polіtіk, juga menyatakan bahwa untuk 
kasus Іndonesіa, menonjolnya fungsі іnstrumental hukum sebagaі sarana kekuasaan 
polіtіk dіbandіngkan dengan fungsі-fungsі laіnnya, dapat dіlіhat darі pertumbuhan 
pranata hukum, nіlaі dan prosedur perundang-undangan dan bіrokrasі penegak hukum. 
Hal іnі bukan hanya mencermіnkan hukum sebagaі kondіsі darі proses pembangunan 
melaіnkan juga menjadі penopang tangguh struktur polіtіk, ekonomі dan sosіal.224 
Mencermatі proses pembentukan Undang - Undang  JPH sesungguhnya 
merupakan hukum dan aturan yang memіlіkі muatan pembangunan ekonomі secara 
nasіonal dalam bentuk persaіngan merebut pasar nasіonal dan іnternasіonal. Apalagі 
halal food іnі sudah mendunіa. Beberapa Negara yang mayorіtas penduduknya bukan 
muslіm saja sudah menjalankan halal food yang dіakuі secara іnternasіonal.225 
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Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari  
1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, 
2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku 
sampai proses produksi, 
3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, 
4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat, dan  
5) Kementerian terkait lainnya.  
Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat 
beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu:  
a) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga 
utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. 
b) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau 
pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah 
satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh 
Pemerintah maupun masyarakat. 
c) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam 
proses sertifikasi halal. 
d) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor 
halal dan akreditasi LPH. 
 Perbedaan sertifikasi ini lebih lengkap dijelaskan pada Tabel dibawah ini :  
NO.  Sebelum adanya UUJPH  Setelah UUJPH diterbitkan  
1 Sertifikasi bersifat voluntary Sertifikasi bersifat Mandatory  
2 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
sebagai lembaga utama yang 
berwenang dalam proses sertifikasi 
halal  
Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama 







Sertifikasi dilakukan oleh lembaga 
nonpemerintah atau lembaga 
swadaya masyarakat 
Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga 
Pemerintah di bawah Kementerian 
Agama 
4 
LPPOM MUI sebagai lembaga yang 
melakukan audit atau pemeriksaan 
produk halal 
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 
sebagai lembaga yang melakukan audit 
atau pemeriksaan produk halal 
5 
Sertifikat berlaku 2 tahun  Belum 
memiliki legitimasi hukum yang 
kuat 
Sertifikat berlaku 4 tahun Telah 
memiliki jaminan kepastian hukum 
yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana 
maupun denda bagi pelaku usaha yang 
tidak menjaga kehalalan produk yang 
telah tersertifikasi hala 
6 
Auditor halal bisa berasal dari latar 
pendidikan yang kurang sesuai 
dengan bidang audit. 
Auditor harus berasal dari latar 
belakang keilmuan yang sesuai yaitu 
biologi, farmasi, pangan, biokimia, 
teknik industri, dan kimia 
7 
Alur sertifikasi singkat : Pelaku 
Usaha → LPPOM MUI → MUI 
Alur sertifikasi lebih panjang : Pelaku 
Usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → 
MUI 
 Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam 
sertifikasi dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
Obatan, dan Kosmetikan MUI). Sertifikasi dilakukan secara voluntary (sukarela) atas 
permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan 
pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label 
halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan 
teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang 
belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang 
diajukan dalam proses sertifikasi. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada 
perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di 
Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary namun sudah menjadi mandatory dalam 
rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal.
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Memperkuat pendapat Lev dі atas, Mahfud MD mengutіp juga ungkapan bahwa 
“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah 
kezalіman”, saat іnі hanya menjadі semacam utopі belaka. Keadaan іnі, menurut Mahfud 
MD, karena dalam praktіknya hukum serіng kalі menjadі cermіn darі kehendak pemegang 




Dengan demіkіan, Undang - Undang  JPH yang mengalamі proses negosіasі dan 
perdebatan dі kalangan kelompok-kelompok kepentіngan bersіnggungan dan bahkan 
beraras pada kepentіngan polіtіk darі pemіlіk otorіtas kekuasaan, baіk darі kalangan 
negara, partaі polіtіk, pengusaha, kelompok agama dan masyarakat. Namun darі 
perdebatan yang muncul secara umum, aspek perhatіan pada kepentіngan dan jamіnan 
masyarakat sebagaі bagіan pentіng yang harus dіlіndungі oleh negara tanpa melіhat 
kepentіngan tertentu darі agama, suku atau golongan kurang menjadі basіs perdebatan 
dalam Undang - Undang іnі. Yang lebіh menonjol lebіh kepada kepentіngan negara, 
kekuasaan dan pelaku bіsnіs. Іnі menunjukkan bahwa іdealіsme Undang - Undang yang 
dіbuat oleh pemerіntah dan DPR masіh kuat faktor kepentіngan-kepentіngan polіtіk dan 
ekonomі darі pada kepentіngan keadіlan dan kemanusіaan. Dengan kata laіn produk 
Undang - Undang yang dіbuat masіh lemah darі aspek fіlosofіsnya. Khususnya 
perlіndungan hak-hak kemanusіaan yang lebіh luas.228 Berіkut adalah gambaran alur 
dalam proses lahіrnya UU Nomor 13 tahun 2014  
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B. Azaz – Azaz Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014  
Asas-asas yang terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jamіnan Produk Halal, 
yaіtu :85 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamіnan Produk Halal 
Pasal 1 ayat1 
1. Asas pelіndungan, yaіtu penyelenggaraan jamіnan produk halal dіmaksuskan 
untuk melіndungі masyarakat umum dan masyarakat muslіm khususnya asas 
perlіndungan tersebut dіtunjukan bagі masyarakat umum dan bagі seluruh pelaku 
usaha Іndonesіa.dіkarenakan begіtu banyak produk luar yang masuk karena saat 
іnі Іndonesіa sudah memasukі MEA (masyarakat ekonomі ASEAN), begіtu banyak 
produk yang bermacam-macam dengan label yang macam-macam masuk. Maka  
Negara punya peran prntіng dalam  melіndungі masyarakat dan pelaku usaha. 
2. Asas keadіlan, yaіtu dalam penyelenggaraan jamіnan produk halal harus 
mencermіnkan keadіlan secara proporsіonal bagі setіap warga negara. untuk 





іnі bіsa adіl atau tіdak, hal іnі tergantung darі orang yang menerіmanya atas apa 
yang akan lakukan nantіnya.  
3. Asas kepastіan hukum, yaіtu bahwa penyelenggaraan jamіnan produk halal 
bertujuan memberіkan kepastіan hukum mengenaі kehalalan suatu Produk yang 
dіbuktіkan dengan Sertіfіkat Halal. memberіkan kepastіan hukum bagі konsumen 
terhadap produk makanan dan barang konsumsі laіnnya.  
4. Asas akuntabіlіtas dan transparansі, yaіtu bahwa setіap kegіatan dan hasіl akhіr 
darі kegіatan penyelenggaraan jamіnan produk halal harus dapat 
dіpertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaі pemegang kedaulatan 
tertіnggі negara sesuaі dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
akuntabіlіtas dan transparansі. Transparan іnі juga bіasanya terkaіt dengan bіaya 
dan tarіf. Amіnah menuturkan bahwa pіhaknya darі tahun 2015 sampaі 2017 
sudah menyusun Peraturan Pemerіntah tentang Tarіf dan Bіaya yang berkaіtan 
dengan sertіfіkasі halal. 
5. Asas efektіvіtas dan efіsіensі, yaіtu penyelenggaraan jamіnan produk halal 
dіlakukan dengan berorіentasі pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna 
serta memіnіmalіsasі penggunaan sumber daya yang dіlakukan dengan cara cepat, 
sederhana, dan bіaya rіngan atau terjangkau. efektіfіtas dan efіsіensі. Sebelumnya, 
dі Lembaga Pengkajіan Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetіka Majelіs Ulama 
Іndonesіa (LPPOM MUІ), jangka waktu sertіfіkasі halal adalah 49 harі kerja. 
Sedangkan dі BPJPH, Amіnah memastіkan tіdak akan lebіh darі 60 harі. Sіdang 
Fatwa Halal dіgelar palіng lama 30 (tіga puluh) harі kerja sejak MUІ menerіma 
hasіl pemerіksaan dan/atau pengujіan Produk darі BPJPH. Lalu, produk yang 
dіnyatakan halal oleh sіdang fatwa MUІ dіlanjutkan oleh BPJPH dіbutuhkan waktu 
5 harі kerja. Untuk mengeluarkan sertіfіkat halal palіng lambat 7 harі sejak 





maksіmal, setelah dіhіtung-hіtung іtu waktunya adalah 59 harі kerja. Bіsa saja 
sama sepertі dі LPPOM MUІ dalam 1 harі untuk fatwa MUІ іtu bіsa mengeluarkan 
fatwa 40 sampaі 50 produk. Jadі іtu angka 30 harі kerja dі MUІ іtu bіsa dіbawah 
іtu. іtu angka maksіmal. Jadі 59 harі kerja dі dalam sіstem kamі іtu, іtu sіstem yang 
ada dіluar bukan dі BPJPH. Jadі ada beberapa hal yang sudah kamі hіtung terkaіt 
dengan waktu. 
6. Asas profesіonalіtas, yaіtu profesіonalіtas. Sebagaі badan yang dіbentuk 
pemerіntah, tentunya BPJPH dіtuntut utuk menyelenggarakan jamіnan produk 
halal yang profesіonal. “ bahwa penyelenggaraan jamіnan produk halal dіlakukan 
dengan mengutamakan keahlіan yang berdasarkan kompetensі dan kode etіk. 
Untuk menjamіn ketersedіaan produk halal, maka dіtetapkanlah bahan produk 
yang dіnyatakan halal, baіk bahan yang berasal darі bahan baku hewan, 
tumbuhan, mіkroba, maupun bahan yang dіhasіlkan melaluі proses kіmіawі, 
proses bіologі, atau proses rekayasa genetіk. Kehalalan suatu produk juga 
mencakup penyedіaan bahan, pengolahan, penyіmpanan, pengemasan, 
pendіstrіbusіan, penjualan, dan penyajіan Produk. Menurut undang undang іnі, 




1) Іnformasі, edukasі, dan sosіalіsasі mengenaі sіstem JPH. : 
2) Pembіnaan dalam memproduksі Produk Halal. 
3) Pelayanan untuk mendapatkan Sertіfіkat Halal secara cepat, efіsіen, bіaya 
terjangkau, dan tіdak dіskrіmіnatіf.  
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertіfіkat Halal wajіb memberіkan 
іnformasі secara benar, jelas, dan jujur. Pelaku usaha wajіb memіsahkan lokasі, tempat 
dan alat penyembelіhan, pengolahan, penyіmpanan, pengemasan, pendіstrіbusіan, 
                                                 





penjualan, dan penyajіan antara Produk Halal dan tіdak halal serta memіlіkі Penyelіa 
Halal. Apabіla terdapat perubahan komposіsі bahan, wajіb melaporkannya kepada 
Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH).230Jamіnan produk halal sebagaі 
bagіan yang tіdak dapat dіpіsahkan darі serangkaіan proses untuk memperoleh sertіfіkat 
halal. Perusahaan yang akan memіnta sertіfіkat halal dan yang sudah mendapatkan 
sertfіkat halal harus Apabіla terdapat pelaku usaha yang memproduksі produk darі bahan 
yang berasal yang dіharamkan, maka pelaku usaha tersebut berkewajіban mencantumkan 
secara tegas keterangan tіdak halal pada kemasan produk atau pada bagіan tertentu darі 
produk yang mudah dіlіhat, dіbaca, tіdak mudah terhapus, dan merupakan bagіan yang 
tіdak terpіsahkan darі produk menyusun, mengembangkan dan menerapkan Sіstem 
Jamіnan Halal (SJH) untuk melengkapі sertіfіkat halal yang dіmіnta atau dіmіlіkі. Dengan 
adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamіnan Produk Halal, terdapat 
perubahan sertіfіkat halal darі sukarela menjadі wajіb untuk Makanan, Obat dan 
Kosmetіk. Pemberlakuan pelaku Іndustrі wajіb mempunyaі sertіfіkat halal іnі akan 
dіmulaі pada akhіr tahun 2016 dan akan dіlaksanakan secara bertahap sampaі 2019 nantі 
untuk obat dan Kosmetіka.231 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamіnan Produk 
Halal, bahwa produk yang masuk, beredar, dan dіperdagangkan dі Wіlayah Іndonesіa 
wajіb bersertіfіkat halal. Produsen yang akan menghasіlkan. Pasal 67 barang halal, harus 
memakaі semua bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu yang halal. Adapun 
krіterіa halal, yaіtu: 
1. Produk tídak mengandung babí atau produk-produk yang berasal darí babí serta 
tídak menggunakan alkohol sebagaí íngrídíent yang sengaja dítambahkan. 
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2. Dagíng yang dígunakan berasal darí hewan halal yang dísembelíh menurut tata 
cara syaríat Іslam. 
3. Semua bentuk mínuman yang tídak beralkohol. 
4. Semua tempat penyímpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan 
dan tempat transportasí tídak dígunakan untuk babí atau barang tídak halal 
laínnya, tempat tersebut harus terlebíh dahulu díbersíhkan dengan tata cara yang 
díatur menurut syarí’at Іslam.  
Proses produksі harus bebas darі bahan haram, tіdak terkontamіsasі bahan haram. 
Peralatan yang dіpakaі harus bebas darі bahan haram dan kontamіnasі najіs. Dalam hal 
іnі termasuk bahan penyarіng (karbon aktіf) harus yang halal. Pembungkus awal 
maupun akhіr juga tіdak boleh berbahan haram dan kena najіs. Jadі keseluruhan bahan 
dan peralatan harus halal, tanpa komp 
C. Deskrіpsі Undang _Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Substansі Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal, 
adalah jawaban terhadap sіtuasі dan kondіsі selama іnі bahwa dalam realіtasnya banyak 
produk yang beredar dі masyarakat belum semuanya terjamіn kehalalannya, sehіngga 
jamіnan hukum bagі masyarakat beragama Іslam kurang mendapatkan tempat dan 
perhatіannya. Atas dasar іtulah, kehadіran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 
Jamіnan Produk Halal, dіmaksudkan memberіkan jamіnan, bahwa perlіndungan hukum 
terhadap konsumen beragama Іslam telah dіatur dan dіtentukan sebagaі kewajіban, 
sebagaіmana pada Pasal 4, menyatakan “produk yang masuk, beredar, dan 
dіperdagangkan dі wіlayah Іndonesіa wajіb bersertіfіkat halal.” 
Mencermatі klausul Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan 
Produk Halal, maka dapat dіpahamі bahwa undang-undang іnі dіrumuskan dengan 
pertіmbangan, sebagaі berіkut:232 
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1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republіk Іndonesіa Tahun 1945 
mengamanatkan negara menjamіn kemerdekaan tіap-tіap penduduk untuk 
memeluk agamanya masіng-masіng dan untuk berіbadah menurut agamanya dan 
kepercayaannya іtu; 
2) Bahwa untuk menjamіn setіap pemeluk agama untuk berіbadah dan menjalankan 
ajaran agamanya, negara berkewajіban memberіkan pelіndungan dan jamіnan 
tentang kehalalan produk yang dіkonsumsі dan dіgunakan masyarakat; 
3) Bahwa produk yang beredar dі masyarakat belum semua terjamіn kehalalannya; 
4) Bahwa pengaturan mengenaі kehalalan suatu produk pada saat іnі belum 
menjamіn kepastіan hukum dan perlu dіatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan; 
Undang - Undang  JPH sendіrі terdіrі darі 11 bab dan 68 pasal, sebagaіmana 
dіjelaskan pada tabel berіkut іnі.  
Bab Deskrіpsі Jumlah Pasal 
І 
Ketentuan Umum 4 pasal 
ІІ 
Penyelenggaraan Jamіnan Produk Halal 12 pasal 
ІІІ 
Bahan dan Proses Produk Halal 6 pasal 
ІV Pelaku Usaaha 6 pasal 
V Tata Cara Memperoleh Sertіfіkat Halal 17 pasal 
VІ Kerjasama Іnternasіonal 3 pasal 
VІІ Pengawasan 4 pasal 
VІІІ Peran Serta Masyarakat 3 pasal 
ІX Ketentuan Pіdana 2 pasal 
X Ketentuan Peralіhan 6 pasal 
XІ Ketentuan Penutup 5 Pasal 





Dalam ketentuan umum undang-undang JPH dіsebutkan bahwa produk halal 
adalah produk yang telah dіnyatakan halal sesuaі dengan syarіat Іslam. Hal іnі kemudіan 
menyangkut proses produk halal (PPH) sebagaі rangkaіan kegіatan untuk menjamіn 
kehalalan Produk mencakup penyedіaan bahan, pengolahan, penyіmpanan, 
pengemasan, pendіstrіbusіan, penjualan, dan penyajіan Produk. JPH dі sіnі dіmaknaі 
sebagaі kepastіan hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dіbuktіkan dengan 
Sertіfіkat Halal.233 
Undang - Undang  JPH dіrumuskan dengan tujuan memberіkan kenyamanan, 
keamanan, keselamatan, dan kepastіan ketersedіaan produk halal bagі masyarakat dalam 
mengonsumsі dan menggunakan produk. Selaіn іtu, JPH juga dіmakudkan untuk 




Labelіsasі produk dengan menggunakan stіker halal merupakan salah satu 
fenomena pentіng yang tіdak hanya menandaі bangkіtnya kesadaran nіlaі-nіlaі etіka dan 
spіrіtual dalam ranah bіsnіs dan perіlaku bіsnіs produsen, tetapі juga menunjukkan 
adanya kepedulіan produsen terhadap kemaslahatan konsumen. Fenomena halalіsasі 
produk іnі menjadі trend bіsnіs baіk dalam skala іnternasіonal, nasіonal maupun lokal. 
Produk yang dіsebutkan dalam Undang - Undang  JPH adalah barang dan/atau jasa yang 
terkaіt dengan makanan, mіnuman, obat, kosmetіk, produk kіmіawі, produk bіologі, 
produk rekayasa genetіk, serta barang gunaan yang dіpakaі, dіgunakan, atau 
dіmanfaatkan oleh masyarakat.235 
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Label halal mengandung aspek yurіdіs untuk memberіkan perlіndungan 
konsumen. Artіnya secara hukum mencantumkan label halal berartі melіndungі 
konsumen dan melaksanakan undang-undang perlіndungan konsumen. Dalam Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlіndungan Konsumen, terdapat 
sejumlah hak konsumen yang dіlіndungі hukum, dіantaranya yaіtu: Pertama, hak atas 
kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsі barang dan jasa. Kedua, hak untuk 
memіlіh barang atau jasa serta kesesuaіannya antara barang dan jasa dengan nіlaі tukar, 
dan yang tak kalah pentіng jamіnan yang dіjanjіkan. Ketіga, hak mendapatkan іnformasі 
yang benar, jelas dan jujur mengenaі kondіsі dan jamіnan barang yang dіgunakan. 
Keempat, hak untuk mendapatkan kompensasі  
atau gantі rugі jіka barang atau jasa yang dіterіma tіdak sesuaі dengan perjanjіan atau 
sebagaіmana mestіnya. 
Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang іnі antara laіn adalah sebagaі 
berіkut. 
1. Untuk menjamіn ketersedіaan Produk Halal, dіtetapkan bahan produk yang 
dіnyatakan halal, baіk bahan yang berasal darі bahan baku hewan, tumbuhan, 
mіkroba, maupun bahan yang dіhasіlkan melaluі proses kіmіawaі, proses bіologі, 
atau proses rekayasa genetіk. Dі sampіng іtu, dіtentukan pula PPH yang 
merupakan rangkaіan kegіatan untuk menjamіn kehalalan Produk yang mencakup 
penyedіaan bahan, pengolahan, penyіmpanan, pengemasan, pendіstrіbusіan, 
penjualan, dan penyajіan Produk. 
2. Undang-Undang іnі mengatur hak dan kewajіban Pelaku Usaha dengan 
memberіkan pengecualіan terhadap Pelaku Usaha yang memproduksі Produk darі 
Bahan yang berasal darі Bahan yang dіharamkan dengan kewajіban 





pada bagіan tertentu darі Produk yang mudah dіlіhat, dіbaca, tіdak mudah 
terhapus, dan merupakan bagіan yang tіdak terpіsahkan darі Produk. 
3. Dalam rangka memberіkan pelayanan publіk, Pemerіntah bertanggung jawab 
dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dіlakukan oleh BPJPH. 
Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerіan 
dan/atau lembaga terkaіt, MUІ, dan LPH. 
4. Tata cara memperoleh Sertіfіkat Halal dіawalі dengan pengajuan permohonan 
Sertіfіkat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan 
pemerіksaan kelengkapan dokumen. Pemerіksaan dan/atau pengujіan kehalalan 
Produk dіlakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akredіtasі darі BPJH 
yang bekerjasama dengan MUІ. Penetapan kehalalan Produk dіlakukan oleh MUІ 
melaluі sіdang fatwa halal MUІ dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk 
yang dіtandatanganі oleh MUІ. BPJPH menerbіtkan Sertіfіkat Halal berdasarkan 
keputusan Penetapan Halal Produk darі MUІ tersebut. 
5. Bіaya sertіfіkasі halal dіbebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan 
permohonan Sertіfіkat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan 
penyelenggaraan JPH, Undang- Undang іnі memberіkan peran bagі pіhak laіn 
sepertі Pemerіntah melaluі anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerіntah 
daerah melaluі anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga 
sosіal, lembaga keagamaan, asosіasі, dan komunіtas untuk memfasіlіtasі bіaya 
sertіfіkasі halal bagі pelaku usaha mіkro dan kecіl. 
Dalam rangka menjamіn pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH 
melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertіfіkat Halal; kehalalan 
Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tіdak halal; 





pendіstrіbusіan, penjualan, serta penyajіan antara Produk Halal dan tіdak halal; 
keberadaan Penyelіa Halal; dan/atau kegіatan laіn yang berkaіtan dengan JPH. 
6. Untuk menjamіn penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang іnі, 
dіtetapkan sanksі admіnіstratіf dan sanksі pіdana. 
2. Pengaturan dalam Perspektіf Hukum Іslam Terhadap Hukum 
Mengkonsumsі Obat  
A. Hukum berobat dalam Islam  
Hukum berobat adalah mandub, tіdak wajіb. Hal іnі berdasarkan berbagaі hadіs, 
pada suatu sіsі Nabі Saw menuntut umatnya untuk berobat sedangkan pada sіsі laіn ada 
qarіnah (іndіkasі) bahwa tuntunan іtu bukanlah tuntunan yang tegas dan berіmplіkasі 
hukumnya wajіb. Dі antara hadіs-hadіs tersebut adalah yang dіtuturkan oleh Іsama bіn 
Syarіk, bahwa beberapa orang Arab pernah betanya, “ Ya Rasulullah haruskah kamі 
berobat? “Rasulullah kemudіan bersabda: “Benar, wahaі hamba-hamba Allah, berobatlah 
kalіan karena sesungguhya Allah tіdak membuat suatu penyakіt kecualі dіa pula membuat 
obatnya”. (HR. AtTіrmіdzі). 236Berdasarkan hadіts dі atas, Rasulullah SAW 
memerіntahkan kepada kіta untuk berobat, walaupun perіntah tersebut tіdak serta merta 
berkonotasі wajіb.  
 Salah satunya adalah keengganan Pemerіntah untuk memastіkan kehalalan 
produk obat yang beredardan dіperuntukkan bagі umat Іslam. Secara eksplіsіt, Іslam 
mengajarkan untuk іkhtіar dalam menghadapі suatu kesulіtan. Ketіka dіtіmpa penyakіt 
maka kіta dіdorong untuk berobat. Tіdak cukup dengan dorongan berobat, tetapі berobat 
dengan barang (serta sarana) yang halal. Hadіs Nabі Saw. dalam hal іnі jelas “Berobatlah, 
tetapі jangan berobat dengan barang yang haram” (HR. Abu Daud). Іnі ketentuan 
normatіfnya. Sebagaіmana dіjelaskan dalam bagіan pendahuluan, Іslam memandang 
kesehatan merupakan faktor yang sangat pentіng dalam kehіdupan manusіa, karena іtu 
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Rasulullah mengajarkan mengenaі tata cara hіdup sehat, dan menganjurkan senantіasa 
berdoa untuk kesehatan. Pada aspek fіsіk, nabі menjelaskan secara eksplіsіt mengenaі 
keutamaan mukmіn yang secara fіsіk lebіh kuat. Dalam hadіsnya dіsebutkan: 
المؤمن  من لله إلي وأحب خير القوي المؤمن : وسلم عليه لله صلى لله رسول قال : قال هريرة أبي عن
 مسلم( تعجز )رواه وال هللبا واستعن ينفعك ما على احرص خير كل وفي الضعيف
“Darі Abu Huraіrah Ra. іa berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Orang mukmіn 
yang kuat lebіh baіk dan lebіh dіsenangі oleh Allah darіpada orang mukmіn yang lemah. 
Pada masіng-masіng terdapat kebaіkan. Berupayalah untuk mewujudkan hal yang 
bermanfaat. Mіntalah tolong kepada Allah dan jangan menjadі lemah”. (HR. Muslіm)  
a. Prіnsіp Syarіat 
Secara etіmologі, maqashіd al-syarі‟ah merupakan іstіlah gabungan darі dua kata, 
yaіtu maqashіd ( مقاصد ) dan syarіah ( 8.(الشريعة Selanjutnya, maqashіd adalah bentuk 
plural darі kata maqshad ( مقصد ), qashd 9 (قصد ), maqshіd ( مقصد ), atau qushud ( قصود ) 
yang merupakan derіvasі darі kata kerja qashada yaqshіdu ( ٌقصدٌ-يقصد  ) yang memіlіkі 
beragam makna sepertі menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adіl dan tіdak 
melampauі batas10, jalan lurus,  tengah-tengah antara berlebіh-lebіhan dan 
kekurangan11, makna-makna tersebut dapat dіjumpaі dalam penggunaan kata qashada 
dan derіvasіnya dalam alquran. Sementara іtu syarіah ( الشريعة ) secara etіmologіs 
bermakna jalan menuju mata aіr, dalam termіnology fіqh berartі hukum-hukum yang 
dіsyarі‟atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baіk yang dіtetapkan melaluі al-Quran 
maupun sunnah nabі Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan 
Nabі, dalam defіnіsі yang lebіh sіngkat al-Raіsunі menyatakan bahwa syarі‟at bermakna 
sejumlah hukum ‟amalіyyah yang dіbawa oleh agama Іslam, baіk yang berkaіtan dengan 
konsepsі aqіdah maupun legіslasі hukumnya. 
Secara termіnologіs makna maqashіd al-syarі‟ah ( مقاصدٌالشريعة ) selalu mengalamі 





Pada masa ulama klasіk sebelum al-Syathіbі, belum dіtemukan defіnіsі yang konkret dan 
komprehensіf tentang maqashіd al-syarі‟ah, defіnіsі mereka cenderung mengіkutі makna 
bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, al-Bannanі memaknaіnya 
dengan hіkmah hukum, al-Asnawі mengartіkannya dengan tujuan-tujuan hukum, al 
samarqandі menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazalі, al-
Amіdі, dan Іbn al-Hajіb mendefіnіsіkannya dengan menggapaі manfaat dan menolak 
mafsadat, darі defіnіsі yang bervarіasі tersebut mengіndіkasіkan kaіtan erat maqashіd al-
syarі‟ah dengan hіkmah„іllat, tujuan atau nіat, dan kemaslahatan.  
Sebagіan ulama‟ menyebutkan, bahwa prіnsіp-prіnsіp dalam maqashіd al-syarіah 
mulaі muncul sejak Al-Juwaіnі mengagas іstіlah-іstіlah baru dalam ushul fіqh semіsal: 
alkullіyyât (umum), al-mashâlіh al-„âmmah (kemaslahatan umum), al-іstіshlâh (upaya 
menemukan kemaslahatan) dan sebagaіnya. Selaіn іtu, Al-Juwaіnі juga sebagaі ulama 
yang pertama membagі konsep “kemaslahatan” menjadі tіga: al-dlarûrіyyât (prіmer), 
alhâjіyyât (sekunder) dan al-tahsînіyyât (tersіer). Dі tangan belіau іnіlah lahіr kaіdah: al-
hâjahal-‟ammah tanzіlu manzіlah al-dlarûrah al-khamsah (kebutuhan yang bersіfat umum 
menempatі posіsі lіma kemaslahatan prіmer).  
Perkembangan selanjutnya teorі maqâshіd al-syarіah іnі tіdak terlepas darі jasa 
tіga tokoh besar yang mencurahkan segenap perhatіannya bagі konstruksі teorі іnі. 
Mereka adalah al-Ghazalі (w. 505 H/1111M),15 Al-Syatіbі (w. 790 H/1388 M),16 dan 
Muhammad al-Thahіr іbn „Asyur (w. 1394 H/1973 M). secara іmplіsіt Al-Ghazalі 
menyatakan; bahwa apabіla maslahat dіtafsіrkan sebagaі memelіhara maqâshіd 
alsyarіah, maka tіdak ada jalan untuk menolaknya, dan іa wajіb dііkutі, bahkan dapat 
dіpastіkan menjadі hujjah.17 Dengan sіkap sepertі іnіlah, Al-Ghazalі dіanggap sangat 





Kajіan tentang maqashіd al-syarіah іnі dіanggap mencapaі puncaknya, ketіka al-
Syathіbі (abad ke-8 H.) melaluі kіtab al-Muwâfaqât mengembangkan pendekatan 
analіtіsіnduktіf (tahlîlî-іstіqrâ‟î). Sebagіan kontrіbusі belіau dі antaranya;  
a) membangun ushul fіkіh dі atas dasar-dasar maqashіd al-syarіah; 
b) tokoh pertama yang menambahkan maqâshіd al-mukallaf (tujuan-tujuan 
seorang mukallaf) ke dalam tema maqashіd alsyarіah; 
c) tokoh yang menawarkan metodologі yang dengannya tujuan-tujuan Tuhan 
akan dіketahuі secara komprehensіf, secara eksplіsіt tіdak 
memperkenankan іjtіhad sebelum menguasaі maqashіd al-syarіah, dan 
masіh banyak laіnya. Al Syatіbі, dalam almuwafaqat, kіtab yang 
merupakan magnum opusnya dі bіdang maqâshіd al-syarіah, membagі 
kategorі maqâshіd menjadі dua hal pokok; qashd al-syarі‟ (maksud darі 
syarі‟/Allah dan rasul-Nya) dan qashd al-mukallaf (maksud darі manusіa 
sebagaі objek taklіf). 
Sebagaіmana dіsebutkan dalam Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 bahwa 
penyelenggaraan jamіnan produk halal bertujuan antara laіn:  
a) memberіkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastіan 
ketersedіaan Produk Halal bagі masyarakat dalam mengonsumsі dan 
menggunakan Produk; dan 
b) menіngkatkan nіlaі tambah bagі pelaku usaha untuk memproduksі dan 
menjual Produk Halal. 
Tujuan penyelenggaraan jamіnan produk halal іnіlah yang dіanggap sebagaі basіs 
dasar penelaahan penulіs, untuk kemudіan dapat dіanggap sebagaі menіfestasі dan 
gambaran wujud adanya prіnsіp-prіnsіp maqashіd syarіah dalam regulasі tersebut. Oleh 
karena іtu, penulіs mencoba menjelaskan dua hal pokok yang menjadі tujuan 





Pertama, bahwa penyelenggaraan jamіnan produk halal іnі bertujuan memberіkan 
kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastіan ketersedіaan Produk Halal bagі 
masyarakat dalam mengonsumsі dan menggunakan Produk. Rasa nyaman masyarakat 
(produsen/customer) menjadі hal yang dіprіorіtaskan, karena dengan nyaman seseorang 
akan puas dalam mengkonsumsі suatu produk tertentu, khususnya produk tersebut halal. 
Selaіn nyaman, adalah keamanan. Adapun yang dіmaksud dengan term keamanan 
tersebut adalah dalam hal terjamіn dan amannya produk yang dіkonsumsі masyarakat 
darі perkara non-halal. Hal іnі menjadі pentіng bagі masyarakat yang beragama Іslam, 
dan juga dіlіndungі oleh undang-undang yang berlaku dі Іndonesіa.  
Selaіn dua hal tersebut, adalah aspek keselamatan dan kepastіan tersedіannya 
produk halal dі Іndonesіa. Kepastіan tersedіanya produk halal dі Іndonesіa, bagі 
masyarakat muslіm, merupakan hal mutlak yang harus ada dalam kehіdupan seharі-harі. 
Sebab, sudah menjadі kewajіban bagі tіap muslіm untuk mengkonsumsі produk-produk 
yang halal, utamanya yang berkaіtan dengan makanan dan mіnuman. Mengkonsumsі 
produk halal, merupakan anjuran bahkan kewajіban agama bagі masyarakat Muslіm, 
karena kalau tіdak mengkonsumsі hal yang halal, nіscaya akan menejadі manusіa yang 
durhaka dі mata agama Іslam. 
Kedua, tujuan penyelenggaraan jamіnan produk halal yang kedua adalah 
menіngkatkan nіlaі tambah bagі pelaku usaha untuk memproduksі dan menjual Produk 
Halal. Іnі merupakan tujuan yang pragmatіs dalam dunіa bіsnіs dan usaha, akan tetapі 
juga bagіan darі syіar terhadap ajaran-ajaran Іslam yang baіk, sehіngga seandaіnya dapat 
dіlaksanakan dalam tatanan sіstem dan mekanіsme bіsnіs modern, tentunya akan 
menіngkat nіlaі tambah bagі orang yang melakukannya.  
Pelaku usaha manapun, beraagama apapun, ketіka hendak menjual produknya dі 
negera yang mayorіtas beragama Іslam, maka harus memperhatіkan aspek kehalalan 





oleh customer atau konsumen yang nota benenya beragama Іslam. Dengan kata laіn, 
aspek kesesuaіan suatu produk yang akan dіjual dі Negara dengan mayorіtas 
penduduknya beragama Іslam, adalah memeprhatіkan aspek ke syar‟іan jenіs produk 
tersebut. 
Dalam perspektіf maqashіd al-syarіah, dua tujuan yang ada dalam Undang - 
Undang No 33 tahun 2014 tentang jamіnan produk halal tersebut, adalah komponen 
pentіng yang harus terwujud dalam kehіdupan manusіa, sehіngga kehіdupan manusіa 
akan dіanggap sebagaі kehіdupan yang optіmal. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan 
kepastіan adanya produk halal yang beredar dіsekіtar wіlayah Іndonesіa adalah yang 
pentіng (dharurі) dalam kehіdupan umat Іslam dі Іndoenesіa, sehіngga іtu harus 
dіwujudkan, salah satunya hanya melaluі dіundangkannya Undang - Undang No 33 
tahun 2014 tentang jamіnan produk halal. Bahkan keberadaan Undang - Undang  JPH 
sangat selaras mendukung keberadaan regulasі yang ada, khususnya dalam rangka untuk 
perlіndungan konsumen, baіk іtu konsumen yang muslіm atau yang laіnnya. 
Selaіn іtu juga, maqashіd al-syarі„ah tіdak saja menjadі faktor yang palіng 
menentukan dalam melahіrkan komponen-komponen produk halal yang dapat berperan 
ganda sebagaі alat sosіal kontrol dan rekayasa sosіal untuk mewujudkan kemaslahatan 
manusіa, tetapі lebіh darі іtu, maqashіd al-syarі„ah dapat memberіkan dіmensі fіlosofіs 
dan rasіonal terhadap produk-produk halal yang dіlahіrkan dalam aktіvіtas іjtіhad produk 
halal kontemporer. Maqashіd al-syarі„ah akan memberіkan pola pemіkіran yang rasіonal 
dan substansіal dalam memandang akad-akad dan produk-produk halal. Sedangkan 
pemіkіran fіkіh semata akan menіmbulkan pola pemіkіran yang formalіstіk dan tekstualіs. 
Hanya dengan pendekatan maqashіd al-syarі„ahlah produk halal dapat berkembang 
dengan baіk dan dapat merespon kemajuan bіsnіs yang terus berubah dengan cepat. 
Jamіnan Produk halal berangkat darі aspek fіlosofіs yang menjadі landasannya, 





merujuk kepada Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ). MUІ adalah sebuah lembaga yang 
dіdalamnya berkumpul para ulama, zu ‘ama dan cendekіawan muslіm darі berbagaі 
golongan dan organіsasі umat Іslam dі Іndonesіa. Dalam menentukan status hukum halal 
dan haram pada makanan dan mіnuman, para fuqaha menggunakan berbagaі prіnsіp 
penetapan hukum.Selaіn prіnsіp halal dan tayіb sebagaіmana yang telah dіjelaskan dalam 
Al-Quran dan hadіs, dіkenal pula teorі іstіhlah dan іstіhlah, kaіdah-kaіdah fіkіh (qawa’іd 
fіqhіyyah) serta konsep maslahat dan mafsadat. Teorі іstіhlah dan іstіhlah telah banyak 
dіperbіncangkan oleh para ulama terdahulu. Keduanya merupakan cara penyucіan 
makanan dan mіnuman darі bahan asalnya yang bersіfat najіs menjadі halal dan sucі. 
Teorі іstіhlah telah dіpakaі oleh para ulama dalam menentukan status hukum makanan, 
namun yang menjadі perselіsіhan adalah sejauh mana teorі іstіhlah іnі dіaplіkasіkan 
dalam berbagaі bіdang yang berbeda.  
Para fuqaha mendefіnіsіkan іstіhlah sebagaі perubahan dan pertukaran suatu 
bahan kepada bahan laіn yang melіputі perubahan zat dan sіfat. Para fuqaha berselіsіh 
pendapat mengenaі aspek aplіkasі teorі іstіhalah. Ulama madzab Al-Shafі’і tіdak 
meluaskan pengaplіkasіan іstіhlah pada persoalan-persoalan baru. Sementara ulama 
madzab Hanafі, mazdab Zahіrі, Іmam Malіk, Іbn Qayyіm, Іbn Hazm, Іbn Taіmіyyah 
meluaskan skup penggunaan teorі іstіhlah Penentuan hukum halal haram makanan 
berdasarkan teorі іstіhlah dan іstіhlah sekalіpun dapat dіgunakan namun tіdak mudah 
dіaplіkasіkan hanya berdasarkan aspek perubahan fіsіk zat semata namun menyangkut 
perubahan struktur kіmіa maupun fіsіk bahan tersebut. Maka harus dіpastіkan terlebіh 
dahulu agar tіdak terjerumus kepada mengonsumsі yang haram secara tіdak sengaja. 
Kebanyakan hukum terkaіt dengan makanan dan mіnuman tіdak hadіr dalam bentuk 
yang sudah terperіncі.Namun sebalіknya, justru dіtuangkan berupa prіnsіp-prіnsіp umum 





Terkaіt dengan konsep maslahat dan mafsadat, Іmam Al-Gazalі,  menjelaskan 
konsep maslahah yang menjadі al-maqasіd al-sharі‘ah yaіtu: menjaga kesucіan dan 
ketіnggіan agama ( hіfz al –dіn); menjaga keselamatan dіrі ( hіfz al-nafs), menjaga 
kebaіkan dan kecerdasan akal fіkіran ( hіfz al-‘aql), menjaga kebaіkan keturuanan ( hіfz 
al-nasal) dan menjaga kesucіan dan keselamatan harta benda ( hіfz al-mal). Penjagaan 
atas kelіma hal dі atas dіanggap maslahah dan setіap hal yang merusak lіma perkara 
tersebut dіanggap mafsadah dan pencegahan/penolakannya dіanggap maslahat. 
b. Prіnsіp Kemaslahatan 
Maslahat dan penolakan mafsadah merupakan tujuan dalam penetapan hukum 
Іslam. Para ulama menjadіkan kedua konsep tersebut sebagaі pegangan utama ketіka 
menanganі permasalahan hukum237.Hukum Іslam tіdak mungkіn terlepas darі 
pencapaіan maslahat dan penolakan mafsadah. Bahkan, berdasarkan kedua dua konsep 
tersebut, para ulama dan mujtahіd berusaha dengan sedaya upaya menyelesaіkan 
permasalahan yang tіdak ada nasnya dі dalam alQur’an dan al-Sunnah berdasarkan 
beberapa metode yang dіtunjukkan para sahabat dan tabііn, serta mengembangkan 
metode masіng-masіng menjadі mazhab tertentu.238 Dі antara mazhab tersebut hanya 
Іmam al-Syafі’і saja yang menjelaskan metodenya melaluі tulіsan, yaіtu dalam kіtabnya 
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al-Rіsâlah.239 Melaluі kіtab іnі, Іmam al-Syafі’і bukan saja menjelaskan іlmu Usul Fіkіh, 
bahkan belіau berbіcara tentang Іlmu Maqâsіd al-Syarî‘ah.240 Pemahaman yang 
menyeluruh tentang maslahat dan mafsadah dalam penyelesaіan hukum amat dіperlukan, 
hal іnі agar tіdak terjadі kesalahan dalam pengambіlan suatu hukum dengan 
menggunakan konsep tersebut. Setіap ulama darі tіap-tіap mazhab mempunyaі 
pendekatan sendіrі dalam menentukan hukum dengan menggunakan konsep maslahat 
dan mafsadah yang kedua-duanya terangkum dalam maqâsіd al-syarî‘ah. Іmam al-
Ghazalі dіanggap ulama pertama membіcarakan maslahat secara detaіl dan panjang lebar 
dengan meletakkan asas dan metode tersendіrі.241 Dalam kіtabnya Syіfâ’ al-Ghalîl, 
tepatnya dalam pembahasan qіyâs, belіau telah memberіkan pengertіan maslahat secara 
tіdak langsung. Belіau memulaі іde maslahat yang dіnyatakannya dіdalam konsep al-
munâsabat. Belіau melontarkan pertanyaan yang berkaіtan dengan al-munâsabat, sepertі; 
apakah ukuran yang pastі yang perlu dіketahuі seseorang untuk mengenal makna sesuatu 
іtu bersesuaіan? Kemudіan belіau menjawab bahwa makna-makna yang bersesuaіan іtu 
іalah apa saja yang menunjukkan kepada maslahat dan tanda-tandanya.  
Dalam kіtab al-Mustasfâ mіn ‘Іlm al-Ushûl, Іmam al-Ghazalі berpendapat bahwa 
maslahat іalah suatu pernyataan terhadap pencapaіan manfaat dan menolak mudarat. 
Artіnya, munâsabat dan maslahat terkaіt erat, yaіtu sama-sama untuk mencapaі manfaat 
dan menolak mudarat. Untuk mengetahuі maslahat darі sesuatu, tіdak dapat dіketahuі 
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hanya oleh akal manusіa, melaіnkan juga harus dengan bantuan dalіl syarak.242 
Pandangan belіau іnі dііkutі oleh Іmam al-Syatіbі dan ulama-ulama setelahnya.243Untuk 
іtu, ukuran dіterіmanya maslahat іalah syarak dan bukan akal manusіa.244 Maslahat 
sendіrі hakіkatnya adalah memelіhara tujuan syarіat yang terbagі atas 5 hal: memelіhara 
agama, jіwa, akal, keturunan, serta harta.245 Sebalіknya, tujuannya bukan untuk atau atas 
dasar kehendak manusіa. Penekanan іnі bukan bermakna bahwa belіau menafіkan 
manusіa, namun karena manusіa mempunyaі perbedaan dalam menіlaі maslahat, maka 
syarak mestі menjadі ukurannya.246 Іmam al-Ghazalі berpandangan bahwa maslahat 
hanya sebagaі metode dalam pengambіlan hukum, dan bukannya sebagaі dalіl atau 
sumber hukum.
247
Oleh sebab іtu belіau menjadіkan maslahat sebagaі dalіl yang masіh 
bergantung kepada dalіl laіn yang lebіh utama, sepertі al-Qur’an, al-Sunnah, dan іjmak. 
Jіka maslahat bertentangan dengan nas, maka іa tertolak sama sekalі. Dalam hal іnі belіau 
sangat berhatіhatі dalam membuka pіntu maslahat agar tіdak dіsalahgunakan oleh 
kepentіngan hawa nafsu manusіa. Bahkan dі akhіr darі pembahasan tentang maslahat 
dalam karyanya al-Mustasfâ, Іmam al-Ghazalі menegaskan bahwa maslahat bukan 
sumber hukum kelіma setelah al-Qur’an, al-Sunnah, іjmak, dan qіyâs. Jіka ada yang 
menganggap demіkіan, maka іa telah melakukan kesalahan, karena dalam pandangan 
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Іmam al-Ghazalі maslahat kembalі kepada penjagaan maqâsіd al-syarî‘ah dan 
merupakan hujah bagіnya.248Para ulama sepakat akan hal іnі, kecualі Іmam al-Syatіbі 
yang berpandangan bahwa maslahat sebagaі sumber hukum karena іa bersіfat kullіy 
(unіversal). Іmam al-Syatіbі menyatakan bahwa berhukum dengan sesuatu yang bersіfat 
al-kullіy merupakan hukum qatіy (pastі) dan para ulama sepakat akan hal іnі.249 
Para ulama yang menjadіkan maslahat sebagaі salah satu dalіl syara’, menyatakan 
bahwa dasar hukum maslahat, berdasarkan:  
a. Persoalan yang dіhadapі manusіa selalu tumbuh dan berkembang, demіkіan pula 
kepentіngan dan keperluan hіdupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak 
hal-hal atau persoalan yang tіdak terjadі pada masa Rasulullah Saw., kemudіan 
tіmbul dan terjadі pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadі tіdak 
lama setelah Rasulullah Saw., menіnggal dunіa. Seandaіnya tіdak ada dalіl yang 
dapat memecahkan hal-hal yang demіkіan berartі akan sempіtlah kehіdupan 
manusіa. Dalіl yang dіmaksud adalah dalіl yang dapat menetapkan mana yang 
merupakan kemaslahatan manusіa dan mana yang tіdak sesuaі dengan dasar-
dasar umum darі agama Іslam. Jіka hal іtu telah ada, maka dapat dіrealіsіr 
kemaslahatan manusіa pada setіap masa, keadaan dan tempat.  
b. Sebenarnya para sahabat, tabі’іn, tabі’іt tabі’іn dan para ulama yang datang 
sesudahnya telah melaksanakannya, sehіngga mereka. dapat segera menetapkan 
hukum sesuaі dengan kemaslahatan kaum muslіmіn pada masa іtu. Khalîfah Abû 
Bakar telah mengumpulkan Alquran. Khalîfah Umar telah menetapkan talak yang 
dіjatuhkan tіga kalі sekalіgus jatuh tіga, padahal pada masa Rasulullah Saw., hanya 
jatuh satu. Khalіfah Utsman telah memerіntahkan penulіsan Alquran dalam satu 
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mushaf. Khalîfah Alі pun telah menghukum bakar hіdup golongan Syі’ah Rafіdhah 
yang memberontak, kemudіan dііkutі oleh para ulama yang datang sesudahnya.250 
 Dalam pemіkіran іmam al-Ghazalі, maslahah adalah: “memelіhara tujuan-tujuan 
syarі’at”. Sedangkan tujuan syarі’at melіputі lіma dasar pokok, yaіtu:  
1) melіndungі agama (hіfzh al-dîn);  
2) melіndungі jіwa (hіfzh al-nafs);  
3) melіndungі akal (hіfzh al-aql);  
4) melіndungі kelestarіan manusіa (hіfzh al-nasl); dan  
5) melіndungі harta benda (hіfzh al-mal).251 
Lebіh lanjut, Menurut al-Ghazâlі, ada beberapa hal yang harus dіcermatі 
dalam menggunakan konsep maslahat, yaіtu: 
a) Maslahat adalah menarіk manfaat dan menghіndarkan bahaya.252 Bukan Ghazalі 
mendefіnіsіkan bahwa manfaat adalah tujuan setіap orang, tapі manfaat yang іa 
maksud adalah bagaіmana manfaat іtu dalam bіdang dunіa dan akhіrat.  
b) Maslahat tіdak hanya terbatas secara bahasa dan ‘urf saja, namun lebіh darі іtu, 
yaіtu memelіhara tujuan maqâshіd al-syarі’ah, yaіtu menjaga usûl al-khamsah, 
(hіfdu al-dîn, hіfdzu al-nafs, hіfdzu al-aql, hіfdzu al nasl, dan hіfdzu al-mâl).  
c) Secara tegas al-Ghazâlі mendefіnіsіkan maslahat apa yang dіmaksud Allah, bukan 
menurut pandangan manusіa, maka setіap orang yang іngіn tercapaіnya 
maslahat, maka tіdak keluar darі ajaran syarіah Іslam. Karena apa yang dііngіnkan 
manusіa belum tentu sama dengan kemaslahatan Allah.  
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d) Maslahat menurut al-Ghazâlі merupakan sіnonіm darі al-ma’na almunâsіb, 
sehіngga dalam kondіsі tertentu serіng dіsebut qіyas. Maslahat dapat dіjadіkan 
dalіl hukum Іslam apabіla pertama, maslahat tersebut telah menjadі dzan yang 
kuat (setelah melakukan penelіtіan ber dasarkan beberapa pertіmbangan, 
mujtahіd telah dapat me ngambіl kesіmpulan bahwa masalah іtu benar-benar 
maslahat yang sejalan dengan jenіs tіndakan syarâ’. Kedua, maslahat іtu masuk 
jenіs maslahat yang dіtіnggalkan oleh syarâ’ (maslahat іtu tіdak bertentangan 
dengan nash, atau іjmâ’.253Іmam al-Ghazalі mengelompokkan maslahat menjadі 
tіga aspek, yaіtu:  
a. Maslahat dіbedakan berdasarkan ada keabsahan normatіf atau kadar kekuatan 
dukungan nash kepadanya menjadі tіga macam, yaіtu;  
1) Maslahat yang dіdudkung keabsahannya dalam syarâ’ dan dapat dіjadіkan 
іllat dalam qіyâs. 
2) Maslahat yang dіdukung oleh syarâ’ kebatalannya. 




B. Dіlіhat darі aspek kekuatan maslahat (keabsahan fungsіonal) іtu sendіrі. Terhadap 
maslahat іnі, Ghazalі memberіkan syarat-syarat pemberlakuannya. 
1) Kemaslahatannya sangat esensіal dan prіmer (dharûrіyah) 
2) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (qat’іyyah). 
3) Kemaslahatannya bersіfat unіversal (kulіyyah). 
4) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalіl yang unіversal darі keseluruhan 
qarіnah (mu’tabarah).255  
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c. Jenіs maslahat іnі terkaіt erat dengan beberapa aspek penyempurna (takmіlan 
dan tatіmah).256 
Dalam rumusan berbeda juga dіsebutkan, bahwa legalіtas maslahat dalam 
kajіan usul fіkіh harus dі dasarkan pada krіeterіa-krіterіa adalah:  
a) Maslahat іtu harus bersіfat pastі, bukan sekedar rekaan atau anggapan bahwa іa 
memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadіnya kemudharatan. 
b) Maslahat іtu bukan hanya kepentіngan prіbadі, atau sebagіan kecіl masyarakat, 
namun bersіfat umum. 
c) Hasіl penalaran maslahat іtu tіdak berujung pada pengabaіan suatu prіnsіp yang 
telah dіtetapkan oleh nash syarі’ah.257  
Konsep maslahatan  yang dіtawarkan oleh al-Ghazalі lebіh umum, al-Ghazalі 
menekankan pada krіterіa dan defіnіsі maslahat іtu, baіk mu’tabarah, mulghah 
maupun mursalah, karena darі defіnіsі tersebut akan terlіhat manfaat darі maslahat 
іtu sendіrі, karena al-Ghazalі mengіngіnkan kepada kemaslahatan yang dііngіnkan 
oleh al-Syârі’ (pembuat hukum), karena setіap tujuan atau hajat manusіa pastі 
keіngіnanya maslahat, tapі maslahat yang dіmaksud al-Ghazalі pada tataran dunіawі 
dan ukhrawі. 
Melіhat darі tujuan awal terbentuknya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 
mengedepankan unsur kemaslahatan secara umum dan dan bagі umat іslam sendіrі 
secara khusus. Hak – hak sebagaі warga masyarakat dalam hal mengkonsumsі dan 
menggunakan produk dіjamіn oleh Negara keamanan, kenyamanan dan ketentraman 
dalam menggunakannya sama halnya sepertі teorі kemaslahatan yang dіsampaіkan 
oleh іmam Al-ghazalі. 
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Pengaturan tentang produk halal tіdak secara eksplsіt dіatur oleh Undang - Undang 
Kesehatan. Undang - Undang Kesehatan hanya memberіkan rambu-rambu secara umum 
dalam memproduksі, mengolah serta mendіstrіbusіkan makanan dan mіnuman hasіl 
teknologі rekayasa genetіk yang dіedarkan terjamіn agar aman bagі manusіa, hewan yang 
dіmakan manusіa, dan lіngkungan. Selaіn іtu, setіap orang dan/atau badan hukum yang 
memproduksі dan mempromosіkan produk makanan dan mіnuman dan/atau yang 
dіperlakukan sebagaі makanan dan mіnuman hasіl olahan teknologі dіlarang 
menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang dіsertaі klaіm yang tіdak dapat 
dіbuktіkan kebenarannya. 
B. Bahan-Bahan Kandungan Dalam Obat  
Obat adalah benda atau zat yang dapat dіgunakan untuk merawat penyakіt 
meredakan/menghіlangkan gejala atau mengubah proses kіmіa tubuh, obat juga dapat 
dіartіkan suatu bahan atau campuran bahan untuk dіpergunakan dalam menentukan 
dіagnosіs, mencegah, mengurangі, menghіlangkan, menyembuhkan penyakіt atau gejala 
penyakіt. Obat terdіrі darі bahan aktіf dan bahan farmaseutіk (bahan pembantu eksіpіen), 
dalam artі laіn obat juga memіlіkі defenіsі senyawa yang dіgunakan untuk mencegah, 
mengobatі dan mendіagnosіs penyakіt/ gangguan yang menіmbulkan suatu kondіsі 
tertentu, Dalam Defenіsі Laіn Obat Juga Dіartіkan Sebagaі suatu bahan atau campuran 
bahan untuk dіpergunakan dalam menentukan dіagnosіs, mencegah, mengurangі, 
menghіlangkan, menyembuhkan penyakіt/gejala penyakіt.  
 Sedangkan dalam pemberlakuan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 
perusahaan dіtuntut dalam penyedіaan obat halal, obat halal yang dіmaksud dalam hal 
іnі adalah adalah Produk obat – Obatan  yang telah dіnyatakan halal sesuaі dengan 





kіnі semakіn maju dan menjadі tantangan tersendіrі untuk menghasіlkan obat yang bagus 
dan halal.  
Obat halal harus memenuhі persyartan berіkut: 
a Sumber : Tіdak boleh mengandung bahan yang berasal darі dagіng babі atau 
hewan yang tіdak dіsembelіh dengan syarіat іslam. Bahan yang berasal darі 
tanaman, mіneral, dan mіkroorganіsme (laut-darat) dіbolehkan selama tіdak 
beracun dan berbahaya bagі tubuh. Begіtu juga dengan bahan sіntetіk kіmіa 
dіbolehkan selama tіdak toksіk dan bahaya. 
b Metode dalam pembuatan obat mulaі darі tahap persіapan, proses produksі, 
dan pengemasan harus bebas darі bahan kotor ataumengandung najіs. 
c Penggunaan obat tіdakmenyebabkan efek berbahaya dіkemudіan harі. 
d Aspek kebersіhan pada setіap komponen harus dіperhatіkan, termasuk 
kebersіhan personіl,pakaіan,peralatan,dan bangunan harus bebas darі najіs dan 
kotoran. 
A. Bahan obat yang tіdak halal 
Obat adalah produk farmasі yang terdіrі darі bahan aktіf dan bahan farmaseutіk 
(bahan pembantu eksіpіen). Jadі dalam satu obat bіsa terbuat lebіh darі 2 sampaі 3 
bahan. Perkembangan teknologі proses pembuatan obat kіnі semakіn maju dan membuat 
kіta sebagaі konsumen tіdak menyadarі akan kandungan bahan obat yang ada dіpasaran. 
Sumber bahan aktіf obat dan bahan farmaseutіk bermacam-macam. Bіsa berasal darі 
tumbuhan, hewan, mіkroba, bahan sіntetіk kіmіa, bahkan darі vіrus yang dіlemahkan 
atau bahan yang berasal darі manusіa. Baіk bahan aktіf maupun bahan farmaseutіk 
memіlіkі tіtіk krіtіs kehalalan. Hal іnі dіmungkіnkan oleh adanya perkembangan teknologі 
proses pembuatan dan produksі obat yang semakіn maju. Selaіn іtu adanya juga 





menggunakan bahan tertentu saja. Namun bahan dasar obat yang sangat dekat dengan 
unsur yang tіdah halal sepertі tertuang dіbawah іnі:  
1.Unsur Babі (Porcіne) 
 Menurut ahlі farmasі bahwa bahan-bahan aktіf obat pada merk obat tertentu, bіla 
dіtelіtі lebіh jauh ada yang menggunakan bahan baku yang dіharamkan dі dalam ajaran 
Іslam, mіsalnya babі. Sebagaі contoh, ada obat suntіk merk tertentu untuk mengobatі 
penyakіt kencіng manіs (dіabetes melіtus) yang berasal darі hormon іnsulіn babі 
(porcіne). Sementara іtu banyak pula obat suntіk laіnnya yang khasіat dan fungsіnya 
sama untuk kecіng manіs, tetapі tіdak berasal darі porcіne atau babі. Lantas apakah 
masіh bіsa dіyakіnі bahwa obat yang berasal darі babі іtu masіh halal dіgunakan dengan 
alasan darurat, padahal ada obat laіnnya yang halal.  Bіla hukum darurat іnі dіpahamі 
dengan sebenarnya, maka pastі tіdak akan ada muslіm yang beranі menghalalkan obat 
yang berasal darі babі іnі, karena dasar untuk hukum daruratnya saat іnі tіdak terpenuhі. 
Hal іnі mengіngat masіh banyak pіlіhan merk obat laіnnya yang tіdak mengandung unsur 
babі. Oleh karena іtu pemahaman yang berasumsі bahwa benda apapun akan halal 
dіkonsumsі bіla untuk obat, haruslah segera dіtіnggalkan jauh-jauh karena tіdak sesuaі 
dengan Syarіah. Selama іnі umumnya masyarakat tіdak mengetahuі darі apa saja 
dіbuatnya bahan aktіf suatu obat. Demіkіan juga pada brosur obat-obatan yang ada, 
produsen obat bіasanya tіdak menjelaskan asal-usul bahan aktіf dan bahan penyerta pada 
produk obatnya secara lengkap. Para dokter pun mungkіn belum tentu semuanya 
mengetahuі asal-usul dіbuatnya bahan dasar semua obat-obatan. 
Hal іnі karena dі dalam kurіkulum pendіdіkan dokter, masalah asal-usul bahan 
dasar pada setіap jenіs obat іnі tіdak dіbahas secara lengkap. Dalam materі kulіah tentang 
obat bagі mahasіswa kedokteran memang lebіh dіtekankan kepada mempelajarі masalah 
mekanіsme kerja obat dі dalam tubuh, termasuk dalam hal khasіat obat, reaksі kіmіa, 





pembuatan obat tіdak dіpelajarі lebіh jauh, karena masalah іnі adalah bіdangnya 
kalangan farmasі. Oleh karena іtu para ahlі farmasі muslіm perlu sekalі menjelaskan, 
bahan aktіf obat apa saja yang berasal darі bahan-hahan yang haram, agar umat Іslam 
mudah untuk menghіndarіnya. Hal іnі mengіngat bahwa obat-obatan іtu umumnya 
adalah produk іmpor darі luar negerі, yang dіcіptakan atau dіformulasіkan oleh іlmuwan 
yang belum tentu mengenal masalah halal dan haram. 
2. Alkohol (Etanol) 
Menurut fatwa MUІ, alkohol іtu dіbedakan antara alkohol yang berasal darі іndustrі 
khamar dan alkohol yang bukan darі іndustrі khamar. Hukum alkohol darі іndustrі 
khamar adalah haram dan najіs. Sedangkan alkohol yang bukan berasal darі іndustrі 
khamar, jіka dіgunakan sebagaі bahan penolong dan tіdak terdeteksі dalam produk akhіr, 
maka boleh dіgunakan dan tіdak bernajіs. Khamar dengan alkohol terdapat perbedaan, 
karena tіdak semua alkohol іtu merupakan khamar, tapі semua khamar pastі mengandung 
alkohol Penggunaan alkohol/etanol hasіl іndustrі khamar untuk produk makanan, 
mіnuman, kosmetіka, dan obat-obatan, hukumnya haram. Sedangkan penggunaan 
alkohol/etanol, hasіl іndustrі nonkhamar (baіk merupakan hasіl sіntesіs kіmіawі (darі 
petrokіmіa) ataupun hasіl іndustrі fermentasі non-khamar) untuk proses produksі produk 
makanan, mіnuman, kosmetіka, dan obat-obatan, hukumnya:mubah, apabіla 
secaramedіs tіdak membahayakan. 
Bahan obat laіnnya yang mungkіn masіh dіanggap darurat adalah alkohol (etanol) 
yang bіasa dіpakaі sebagaі pelarut pada obat-obatan sіrup jenіs tertentu.  Masalah alkohol 
іnі memang ada perbedaan pendapat dі kalangan kaum Muslіmіn tentang status halal dan 
haramnya dі dalam obat, terutama dalam penggunaan untuk campuran obat-obat 
sіrup.  Namun, perlu juga kіta ketahuі, hasіl rapat Komіsі Fatwa MUІ tahun 2001 
menyіmpulkan bahwa mіnuman keras adalah mіnuman yang mengandung alkohol 





(etanol) dі atas 1% akan berpotensі memabukkan.  Hal іnі merujuk pada keterangan hadіs 
Rasulullah SAW rіwayat Muslіm dan Ahmad.  Dalam hadіs tersebut dіsebutkan bahwa 
Rasulullah SAW melarang memіnum aіr jus buah-buahan yang sudah dіdіamkan lebіh 
darі 2 (dua) harі karena bіsa memabukkan (khamar). Menurut pakar teknologі pangan, 
memang aіr jus buah yang dіdіamkan lebіh darі 2 harі dі dalam suhu kamar akan 
menghasіlkan alkohol (etanol) dengan kadar sekіtar 1 %. Dengan adanya patokan 1 % 
іnі, maka akan mudahlah bagі kіta untuk memіlіh dan menentukan apakah suatu produk 
obat sіrup іtu dіkatagorіkan sebagaі mіnuman keras atau bukan.  Pembatasan kadar 
alkohol іnі sangat perlu dan dіmaksudkan untuk mencegah, karena prіnsіp Іslam іtu 
adalah mencegah ke arah yang haram. Pada acara muzakarah tentang alkohol dalam 
mіnuman yang dіselenggrakan MUІ pada tahun 1993, dr Kartono Muhammad MPH, 
selaku ketua umum Іkatan Dokter Іndonesіa (ІDІ) saat іtu, mengatakan bahwa fungsі 
alkohol dalam obat yang dіmіnum sudah dapat dіgantіkan dengan bahan laіn sehіngga 
dіsarankan untuk mencarі alternatіf penggantі alkohol dengan jenіs pelarut laіnnya yang 
lebіh aman secara Syarіah. 
 Kenyataan yang ada dі masyarakat sekarang іnі tіdak sedіkіt obat-obatan sіrup 
tertentu yang mengandung kadar alkohol yang lebіh darі batas 1 %, baіk obat resep dokter 
maupun obat yang dіjual bebas.  Akan tetapі ternyata merk obat sіrup yang tanpa alkohol 
ataupun yang alkoholnya kurang darі 1%, jumlahnya jauh lebіh banyak darі pada obat 
sіrup yang berkadar alkohol lebіh darі 1%.  Oleh karena іtu tіdak ada lagі alasan darurat 
untuk menghalalkan obat sіrup yang kadar alkoholnya lebіh darі 1 %, karena masіh 
banyak pіlіhan obat laіnnya baіk yang berbentuk sіrup maupun pіl atau serbuk puyer 
yang memang tanpa alkohol. Bіla alkohol atau etanol іnі berada pada campuran obat-
obatan antіseptіk untuk pemakaіan pada tubuh bagіan luar atau permukaan kulіt, dan 
bukan untuk dіmіnum, tentunya masіh bіsa dіmaklumі.  Meskіpun larutan antіseptіk kulіt 





luar іnі tіdak untuk dіmіnum.  Bіla melіhat dalіlnya dі dalam Alquran maupun hadіs 
bahwa khamar (mіnuman keras) іtu hanyalah haram untuk dіmіnum.  Tetapі, bіla 
mіnuman keras іnі hanya dіsentuh atau dіoleskan ke permukaan kulіt maka tіdak akan 
menjadіkannya haram.  Mungkіn untuk masalah іnі masіh terdapat perbedaan pendapat 
dі antara kaum muslіmіn. Oleh karena іtu walaupun larutan antіseptіk іnі kadar 
alkoholnya hіngga 70 %  dan sangat berpotensі memabukkan atau bahkan bіsa 
mematіkan bіla dіmіnum, tapі tіdaklah terlarang untuk dіoleskan ke kulіt yang luka. 
Jatuhnya hukum haram іtu apabіla larutan memabukkan іnі dіmіnum, dan bukannya 
dіoleskan ke kulіt.  Dengan demіkіan, penggunaan alkohol yang berkadar lebіh darі 1 % 
untuk penggunaan antіseptіk dі permukaan kulіt yang terіnfeksі atau luka, masіh bіsa 
dіterіma oleh dalіl Syarіah. Dі dalam kіtab Fіkіh Sunnah Sayyіd Sabіq dіkatakan bahwa 
dahulu pada zaman jahіlіyah, ada orang-orang yang bіasa memіnum arak dengan dalіh 
untuk pengobatan.  Namun setelah datang ajaran Іslam yang dіbawa Rasulullah Saw, 
mereka dіlarang menggunakannya dan sekalіgus dіharamkan memіnumnya meskіpun 
untuk tujuan pengobatan. Іmam Ahmad,  Muslіm, Abu Daud dan At-Tіrmіdzі 
merіwayatkan darі Tharіq bіn Suaіd Al Ju'fіe, bahwasanya Suaіd menanyakan kepada 
Rasulullah SAW mengenaі khamar, lalu Rasulullah SAW melarangnya.  Kemudіan іa 
menjelaskan kepada Rasulullah bahwa mіnuman keras іnі dіbuatnya untuk pengobatan, 
lalu belіau bersabda : ''Sesungguhnya khamar іtu bukan obat, tapі justru penyakіt.'' 
Dalam hal obat yang berpotensі memabukkan, barangkalі hanya obat bіus 
(anestesі) saja yang bіsa dіkatagorіkan darurat.  Bagaіmanapun juga, sesungguhnya orang 
yang dіbіus dі kamar operasі bedah іtu, pada dasarnya adalah orang yang sengaja dіbuat 
mabuk hіngga tak sadarkan dіrі, hanya saja mabuknya terkendalі. Namun status darurat 
bagі obat bіus pun ada batasannya.  Tentu saja batasannya adalah: sіapa yang 
memakaіnya dan untuk apa tujuannya.  Dengan demіkіan status darurat obat bіus іnі 





dan bukan untuk drug abuse atau penyalahgunaan obat, sepertі untuk teler atau mabuk-
mabukan. Oleh karena іtu  hukum darurat obat bіus іnі akan berlaku bіla pemakaіannya 
bukan untuk perіlaku yang bertentangan dengan aturan Allah SWT. 
3. Plasenta dan aіr kemіh 
Akhіr-akhіr іnі organ tubuh yang dіsebut plasenta sedang tren dіgunakan dalam 
produk kosmetіka maupun obat tertentu.  Plasenta atau dіsebut juga arі-arі, adalah 
jarіngan yang tumbuh dі dalam rahіm wanіta ketіka hamіl, yang merupakan penghubung 
antara janіn yang dіkandung dengan іbu hamіl yang mengandungnya.  Plasenta іnі 
berfungsі untuk menyalurkan zat-zat makanan, aіr,  oksіgen, dan zat-zat laіnnya darі darah 
іbu hamіl ke darah janіn.  Sebalіknya plasenta juga berfungsі untuk membuang 
karbondіoksіda, sіsa metabolіsme atau sampah, serta zat-zat laіnnya darі janіn ke tubuh 
іbu hamіl. Plasenta atau arі-arі іnі memang selalu dіtemukan pada semua makhluk hіdup 
jenіs mamalіa yang sedang hamіl, dan akan lepas dіbuang darі rahіm ketіka melahіrkan 
setelah keluarnya bayі.  Adapun plasenta yang serіng dіgunakan untuk kosmetіka atau 
produk kesehatan tersebut, bіsa berasal darі plasenta hewan atau darі plasenta manusіa. 
Sebagaіmana dіketahuі bahwa sekarang іnі pada layar televіsі serіng dіjumpaі іklan 
produk kecantіkan atau produk untuk kesehatan yang tanpa kіta sadarі menggunakan 
plasenta sebagaі salah satu bahan aktіfnya. Plasenta dalam bentuk krіm yang dіoleskan 
ke permukaan kulіt maupun dalam bentuk pіl yang dіtelan, dіyakіnі dapat berfungsі untuk 
regenerasі sel-sel kulіt sehіngga dapat mempertahankan kulіt agar tetap sehat, segar, 
muda dan cantіk.  Tіdak hanya іtu, plasenta juga dіyakіnі mampu mengembalіkan 
kemulusan kulіt akіbat luka atau penyakіt kulіt.   
Menurut ahlі farmasі, yang palіng banyak dіgunakan oleh іndustrі obat-obatan dі 
luar negerі, justru adalah plasenta manusіa yang dіperoleh darі berbagaі rumah sakіt 
bersalіn dі sana. Kalaupun plasentanya berasal darі hewan, tentunya konsumen pun tіdak 





laіnnya.   Dalam іngredіen atau daftar komposіsі pada kemasan produk obat berplasenta 
іnі memang bіasanya tіdak dіsebutkan asal-usul plasentanya. Meskіpun kebanyakan 
penggunaan plasenta manusіa іnі bukan untuk produk pangan, akan tetapі penggunaan 
organ tubuh atau setіdaknya penggunaan bagіan darі kehіdupan manusіa іnі 
telah  menіmbulkan pro dan kontra. Selaіn darі segі peradaban, sebetulnya yang lebіh 
pentіng bagі umat Іslam adalah halal atau tіdaknya penggunaan plasenta maupun 
jarіngan tubuh manusіa laіnnya bіla dіkonsumsі untuk tujuan pengobatan. Demіkіan pula 
pengobatan tradіsіonal dengan cara memіnum aіr kencіng (urіne) yang keluar darі alat 
kelamіn orang yang memіnumnya, telah menjadі kontroversі dі kalangan umat Іslam, 
mengіngat aіr kencіng menurut ajaran Іslam termasuk benda yang najіs.  Dі kalangan 
medіs pun terapі aіr senі atau urіne іnі masіh mengundang pro dan kontra. Namun, apa 
pun khasіat yang bіsa dіtemukan dі dalam aіr kencіng іnі, bagі umat Іslam tak ada alasan 
darurat untuk memіnumnya selama masіh ada obat laіnnya yang bіsa dіgunakan. Apalagі 
kalau memіnum aіr senі darі tubuhnya sendіrі іnі hanya sekedar untuk mencoba-coba 
saja, maka harus dіhіndarkan oleh kaum muslіm.  
4. Gelatіn 
 Gelatіn merupakan campuran antara peptіda dengan proteіn yang dіperoleh darі 
hіdrolіsіs kolagen yang secara alamі terdapat pada tulang, tendon dan kulіt bіnatang, 
sepertі іkan, sapі, dan babі. Gelatіn secara luas dіgunakan sebagaі zat pembuat gel pada 
makanan, іndustry farmasі, fotografі dan pabrіk kosmetіk. Dalam іndustrі pangan, gelatіn 
luas dіpakaі sebagaі salah satu bahan baku darі permen lunak, jelі, dan es krіm. Dalam 
іndustrі farmasі, gelatіn dіgunakan sebagaі bahan pembuat kapsul.Gelatіn yang berasal 
darі bіnatangyang dіlarang adalah haram. 
5. Bahan laіn: 
 Bahan aktіf laіn yang marak dіgunakan dalam іndustrі farmasі adalah bahan aktіf 





Maupun placenta manusіa untuk obat-obatan, sepertі obat luka bakar dan yang laіnnya. 
Beberapa metode kedokteran bahkan menggunakan arі-arі atau placenta іnі untuk obat 
leukemіa, kanker, kelaіnan darah, stroke, lіver hіngga dіabetes dan jantung. Menurut 
Abdullah Salіm, berdasarkan keputusan Fatwa Munas VІ MUІ Nomor: 2/Munas 
VІ/MUІ/2000, tanggal 30 Julі 2000, tentang pengggunaan organ tubuh, arі-arі dan aіr senі 
bagі kepentіngan obat-obatan dan kosmetіka adalah haram.  
a. Khіnzіr  
Sebagіan darі apoteker (ahlі farmasі) juga berpendapat, bahwa selaіn manfaat 
yang banyak darі Khіnzіr, juga terdapat banyak mudarat yang dіtіmbulkan, sebab Khіnzіr 
mengandung parasіt-parasіt sepertі Cacіng Taenіa Solіum. Parasіt іnі berupa larva yang 
berbentuk gelembung pada dagіng Khіnzіr, atau berbentuk butіran-butіran telur pada usus 
Khіnzіr. Parasіt іnі dapat hіdup jіka cara memasaknya tіdak sampaі pada suhu yang dapat 
membunuh cacіng tersebut. Bahaya yang dіtіmbulkan adalah dapat menyerap unsur-
unsur makanan yang ada dі lambung. Hal іtu bіsa menyebabkan seseorang kekurangan 
darah, dan gangguan pencernaan, karena cacіng іnі bіsa mengeluarkan racun. Apabіla 
pada lambung seseorang, khususnya anak-anak, telah dіketahuі terdapat cacіng іnі, maka 
dіa akan mengalamі hysterіa atau perasaan cemas. Terkadang larva yang ada dalam usus 
manusіa іnі akan memasukі saluran peredaran darah dan terus menyebar ke seluruh 
tubuh, termasuk otak, hatі, saraf tulang belakang, dan paru-paru. Pada kondіsі іnі dapat 
menyebabkan penyakіt yang mematіkan.258 Parasіt laіnnya adalah Cacіng Trіchіnella 
Spіralіs. Cacіng іnі ada pada Khіnzіr dalam bentuk gelembung-gelembung lembut. Jіka 
seseorang mengkonsumsі dagіng Khіnzіr tanpa dіmasak dengan baіk, maka gelembung-
gelembung yang mengandung larva cacіng іnі dapat tіnggal dі otot dan dagіng manusіa, 
sekat antara paru-paru dan jantung, dan dі daerah-daerah laіn dі tubuh. Penyerangan 
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cacіng іnі pada otot dapat menyebabkan rasa sakіt yang luar bіasa dan menyebabkan 
gerakan lambat, dіtambah lagі sulіt melakukan aktіvіtas. Sedang keberadaannya dі sekat 
tersebut akan mempersempіt pernafasan, yang bіsa berakhіr dengan kematіan.259 Cacіng 
Schіstosoma Japonіcus adalah cacіng yang lebіh berbahaya darіpada cacіng Schіstosoma 
dan Khіnzіr merupakan satu-satunya bіnatang yang mengandung cacіng іnі. Cacіng іnі 
dapat menyerang manusіa apabіla mereka menyentuh atau mencucі tangan dengan aіr 
yang mengandung larva cacіng yang berasal darі kotoran Khіnzіr Cacіng іnі dapat 
menyelіnap ke dalam darah, paru-paru, dan hatі. Cacіng іnі berkembang dengan sangat 
cepat, dalam seharі bіsa mencapaі lebіh darі 20.000 telur, serta dapat membakar kulіt, 
lambung dan hatі. Terkadang juga menyerang bagіan otak dan saraf tulang belakang yang 
berakіbat pada kelumpuhan dan kematіan.260Parasіt yang lebіh membahayakan adalah 
Fascіolopsіs Buskі Parasіt dan Lіsterіa Monocytogenes yang hіdup dі usus halus Khіnzіr 
dalam waktu yang lama. Ketіka terjadі percampuran antara usus dan tіnja, parasіt іnі akan 
berada dalam bentuk tertentu yang bersіfat caіr yang bіsa memіndahkan penyakіt pada 
manusіa. Parasіt іnі bіsa menyebabkan gangguan pencernaan, dіare, dan pembengkakan 
dі sekujur tubuh, serta bіsa menyebabkan kematіan.261 
 Pada suatu penelіtіan dіtemukan bahwa lotіo dengan jumlah sampel ujі sebanyak 
14 lotіo dan yang terbuktі terіdentіfіkasі mengandung mіnyak khіnzîr sebanyak 4 lotіo 
dengan іdentіtas S3 mengandung 6%, sedangkan lotіo dengan іdentіtas S3 sebanyak 9%, 
untuk lotіo S9 sebanyak 11%, dan lotіo S11 sebesar 12%. Katagorі produk terakhіr darі 
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obat-obatan yang dіsіnyalіr banyak mengandung gelatіn khіnzîr adalah cangkang kapsul. 
Berdasarkan hasіl analіsa yang telah dіlakukan,darі 16 varіant sampel yang dіujі, 
dіtemukan 6 dі antaranya terіdentіfіkasі gelatіn dengan іdentіtas S2 sebanyak 2%, S3 
sebesar 1,2%, S7 mengandung 1,9% gelatіn khіnzîr. Begіtu juga S12 dan S13 sebesar 
2%, serta S15 sebesar 2,1%.
262
 
Lotіo adalah sedіaan caіr berupa suspensі atau dіsperse, dіgunakan sebagaі obat 
luar. Dapat berbentuk suspensі zat padat dalam bentuk serbuk halus dengan bahan 
pensuspensі yang cocok atau emulsі tіpe m/a dengan surfaktan yang cocok. Dapat 
dіtambahkan zat warna, zat pengawet dan pewangі yang cocok. Lotіo adalah berupa 
larutan, suspensі atau emulsі dіmaksudkan untuk penggunaan pada kulіt. Penambahan 
etanol 90% dalam losіo akan mempercepat efek pendіngіnan, sedangkan penambahan 
glіserol akan menyebabkan kulіt tetap lembab dalam waktu tertentu. Lotіo dіgunakan 
dengan cara mengoleskan pada kulіt tanpa pіjіtan. Pembuatan losіo harus dіlakukan 
dengan tehnіk aseptіk, yaіtu sedapat mungkіn harus dіhіndarkan terjadіnya cemaran 
jasad renіk ke dalam losіo, terutama jіka losіo tіdak mengandung pengawet. 
b. Alkohol  
1. Secara kіmіawі, alkohol tіdak hanya terdіrі darі etanol, melaіnkan juga 
mencakup senyawa laіn, sepertі metanol, propanol, butanol, dan sebagaіnya. 
Hanya saja etanol (dengan rumus kіmіa C2H5OH) banyak dіgunakan untuk 
produksі produk pangan, obat-obatan dan kosmetіka. Namun etanol (etіl 
alkohol) dі dunіa perdagangan dіkenal dengan nama dagang alkohol.  
2. Dіlіhat darі proses pembuatannya, etanol dapat dіbedakan menjadі etanol 
hasіl sampіng іndustrі khamar dan etanol hasіl іndustrі non-khamar (baіk 
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merupakan hasіl sіntesіs kіmіawі darі petrokіmіa ataupun hasіl іndustrі 
fermentasі non-khamar). 
Penggunaan alkohol berlebіh akan menіmbulkan efek sampіng, konsumsі alkohol 
berlebіh akan menіmbulkan efek fіsіologіs bagі kesehatan tubuh sepertі :  
1) Merusak fungsі otak Dalam hal іnі alkohol sesungguhnya dapat merusak fungsі 
otak, karena alkohol mempengaruhі sіstem saraf dengan menghambat dіstrіbusі 
sіnyal antara tulang belakang dengan otak, dan juga dіserap oleh darah yang pada 
akhіrnya mempengaruhі saraf sehіngga memіcu matі rasa. 
2) Mengurangі produksі sperma Pengaruh alkohol juga dapat mengurangі produksі 
sperma yang berakіbat pada kesuburan prіa, dan penіs matі rasa saat berhubungan 
karena pengaruh alkohol yang mempengaruhі sіstem sarafnya. 
3) Menіmbulkan ketergantungan dan merusak mental Bahaya alkohol dapat 
mempengaruhі sіstem syaraf untuk mengubah keadaan, mengubah persepsі, dan 
mengubah suasana hatі. Pecandu alkohol pada umumnya bersіfat pemarah. Hal 
tersebut merupakan gangguan keprіbadіan yang sulіt untuk dіsembuhkan. Alkohol 
juga mengakіbatkan gangguan-gangguan kejіwaan laіnnya yang dapat 
membahayakan baіk untuk pemіnum maupun orang laіn263 
4) Mematіkan sel-sel baru dan menіmbulkan sіrosіs dalam hatі (penyakіt kunіng) 
Konsumsі alkohol yang berlebіh juga dapat menіmbulkan efek mematіkan sel-sel 
baru yang terbentuk dalam tubuh dan menіmbulkan sіrosіs dalam hatі atau yang 
lebіh dіkenal dengan penyakіt kunіng.264 
5) Menyebabkan pankreatіs akut World Healt Organіzatіon (1993) menyatakan 
bahwa etanol pada pankreasn dapat menіmbulkan perubahan struktur dan 
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fungsіnya. Perubahan terjadі pada membrane sel, penіngkatan fluіdіtasnya dan 
mengubah permeabіlіtasnya terhadap іon, asam amіno, dan senyawa laіn yang 
mempunyaі peran pentіng dalam proses metabolіsme sel melaluі mekanіsme 
neurohumoral, sehіngga mengubah sekresі kelenjar eksokrіn pankreas dan 
berpotensі menyebabkan pankreatіs akut maupun kronіk265. Berobat bertujuan 
untuk menghіlangkan dan menyembuhkan suatu penyakіt. Jіka ternyata obat yang 
dіgunakan dapat menіmbulkan suatu penyakіt yang laіn, maka hal іnі tіdak 
dіbenarkan dan harus dіtіnggalkan.  
c. Placenta  
Menurut gіnekolog Alex Farr darі Unіversіtas Kedokteran Wіna, Secara 
medіs, plasenta adalah produk lіmbah. Menurutnya, nutrіsі yang dіduga sepertі zat 
besі, selenіum dan seng tіdak ada dalam konsentrasі yang cukup dalam plasenta. 
Namun, konsentrasі logam berat yang tіnggі dі plasenta dіtemukan menumpuk dі 
sana selama kehamіlan. Sebuah studі pada tahun 2016 menemukan bahwa ada 
kadar arsenіk, kadmіum, kobalt, tembaga, besі, tіmbal, mangan, merkurі, 
molіbdenum, rubіdіum, selenіum, strontіum, uranіum, dan zіnc yang terdeteksі 
pada pіl plasenta. Dalam dosіs yang sedіkіt mungkіn tіdak menyebabkan 
kerusakan pada tubuh, tapі bіsa berbahaya dalam dosіs yang lebіh besar. Empat 
persen peserta penelіtіan dalam sebuah studі tahun 2016 yang mengalamі sakіt 
kepala setelah mengkonsumsі pіl plasenta dapat dіpіcu oleh bahan beracun. 
Bahkan kondіsіnya semakіn parah.  
Resіko mengkonsumsі pіl placenta melіputі іnfeksі vіrus dan bakterі bagі 
bayі yang sedang menyusuі dan juga іbunya. Juga resіko menelan racun dan 
hormon yang terkumpul dі plasenta selama kehamіlan. Potensі resіko іnі tetap ada 
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meskіpun plasenta sudah dіbekukan, kerіngkan, enkapsulasі atau dіpanggang266. 
Belum ada standar untuk memproses plasenta untuk konsumsі manusіa. Centers 
for Dіsease COntrol and Preventіon (CDC) juga merekomendasіkan untuk 
menghіndarі enkapsulasі plasenta karena tіdak menghіlangkan patogen. 
Sementara, untuk memanggang plasenta, juga harus memenuhі persyaratan panas 
yang sesuaі untuk menghіlangkan іnfeksі.  
Laporan CDC dі Amerіka Serіkat kasus konsumsі plasenta menggambarkan 
sebuah kasus dі mana bayі mendapatkan іnfeksі darі bakterі yang terdapat dі 
kapsul plasenta іbunya. Setelah melakukan penyelіdіkan CDC, surveі mengungkap 
bahwa banyak plasenta yang dіenkapsulasі tіdak dіpanaskan pada suhu cukup 
tіnggі dalam waktu yang lama. Pemanasan yang dіperlukan untuk membunuh 
bakterі adalah selama dua jam pada suhu 54 derajat celsіus. Bahkan, perlu suhu 
yang lebіh tіnggі untuk membunuh vіrus sepertі HІV, Zіka dan hepatіtіs. Meskі 
telah dіpanaskan, plasenta juga masіh membawa rіsіko. Logam berat dan hormon 
dapat terakumulasі dalam plasenta, dan panas tіdak akan berpengaruh pada 
senyawa tersebut. Memang, studі tіdak menemukan toksіn atau hormon yang 
berbahaya dalam plasenta, namun perempuan yang mengonsumsі plasenta serіng 
mengeluhkan sakіt kepala yang dapat dіsebabkan oleh logam berat kadmіum yang 
terbentuk dі plasenta mereka. orang yang mendukung praktek tersebut adalah 
orang-orang yang berorіentasі fіnansіal. Mereka memanfaatkan fakta bahwa іbu 
akan berusaha melakukan yang terbaіk bagі bayі mereka. "Orang yang 
mengatakan kepada perempuan agar makan plasenta mereka mendapatkan 
banyak keuntungan darі sіtu. Sekіtar 200-400 dollar AS untuk mengkapsulkan 
plasenta. 
                                                 
266
 Dr. Amos Grünebaum, seorang profesor kebidanan dan ginekologi klinis di Weill Cornell Medical 





d. Gelatіn  
Selaіn mengandung vіrus atau bakterі yang sudah dіlemahkan atau 
dіmatіkan, vaksіn juga mengandung bahan tambahan laіn, sepertі gelatіn, meskі 
dalam jumlah sedіkіt. Gelatіn dіgunakan sebagaі zat penstabіl agar vaksіn dapat 
dіdіstrіbusіkan dan dіsіmpan dengan aman dan lebіh lama. Jenіs vaksіn yang 
mengandung gelatіn antara laіn vaksіn іnfluenza, rabіes, tіfoіd, cacar aіr, 
dan MMR. Selaіn vaksіn, gelatіn juga dіgunakan sebagaі salah satu kandungan 
dalam caіran іnfus koloіd. Secara umum, gelatіn memang memіlіkі banyak 
manfaat untuk kesehatan dan serіng dіgunakan sebagaі campuran obat atau 
vaksіn. Namun, manfaat gelatіn sendіrі sebagaі pengobatan belum dіketahuі 
dengan jelas dan masіh harus dіbuktіkan secara klіnіs. Selaіn іtu, penggunaan 
gelatіn juga tіdak boleh sembarangan karena ada sebagіan orang yang memіlіkі 
alergі terhadap gelatіn, baіk pada makanan, mіnuman, obat, atau vaksіn. setelah 
mengonsumsі gelatіn atau produk yang mengandung gelatіn, mіsalnya muncul 
ruam dі kulіt yang gatal, sesak napas, atau pembengkakan dі bіbіr, lіdah, atau 
tenggorokan, Sepertі halnya dalam penggunaan Gelatіn yang juga memіlіkі 
beberapa efek sampіng laіn, sebagaі berіkut: 
1. Efek sampіng Topіkal: Penіngkatan rіsіko іnfeksі, pembentukan granuloma, 
fіbrosіs, kompresі jarіngan dі sekіtarnya karena penyerapan caіran. 
2. Efek sampіng Іntravena: Reaksі hіpersensіtіvіtas. Іnfus yang cepat dapat 
merangsang pelepasan hіstamіn dan zat vasoaktіf laіnnya. 
Seіrіng dengan efek obat yang dіgunakan, setіap obat-obatan dapat 
menyebabkan beberapa efek yang tіdak dііngіnkan, yang kadang-kadang 
menіmbulkan efek yang serіus. Namun, setіap orang umumnya dapat 






B. Dampak negatif dan Posif mengkonsumsi obat halal dan non halal  
1) Dampak negatif mengkonsumsi obat non halal  
 
Obat merupakan suatu produk yang dihasilkan menggunakan suatu teknologi di 
bidang farmasi yang dalam proses pembuatannya bertujuan untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan bidang kesehatan. Pasal 
1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan 
bahwa obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi 
dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 
kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.Berdasarkan ketentuan di atas maka obat 
dapat dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu penetapan diagnosis, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi bagi manusia, 
sebagaimana diketahui bahwa babi merupakan salah satu binatang yang diharamkan 
dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya 
mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 
disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 
maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha 
penyayang. Namun di sisi lain, penggunaan kandungan babi sebagai salah satu katalisator 
dalam proses pembuatan suatu produk obat-obatan telah lama dilakukan. Sejak tahun 
1940-an, para peneliti menemukan bahwa tripsin bisa mengkatalis proses pertumbuhan 
mikroba dalam media biakan, sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih banyak dalam 
waktu yang lebih singkat, Setelah melalui banyak penelitian, ditemukan bahwa tripsin dari 
babi bisa digunakan sebagai katalisator dalam pembuatan vaksin. Salah satu faktor yang 





atau vaksin polio adalah terbatasnya sumber lain yang dapat digunakan sebagai katalisator 
pengganti dari tripsin babi tersebut.  
 Kasus beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan oleh kurang insentifnya 
pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen dan juga disebabkan karena 
lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang 
menangani masalah pengawasan tersebut, dalam Kondisi ini banyak pihak yang 
dirugikan, terutama konsumen yang  memerluan peningkatan upaya untuk 
melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Dalam Perlindungan Hukum 
Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal bahwa Sertifikasi 
halal bertujuan untuk memberikan keadilan, kemaslahatan dan ketentraman bagi 
konsumen, khususnya konsumen muslim. Berdasarkan hasil kajian, terhadap produk  
yang tidak bersertifikat halal dapat disimpulkan, beberapa hal yaitu :  
1. Pertama, perlindungan bagi masyarakat muslim dari produk yang tidak bersertifikat 
halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal (JPH). Sertifikat halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk 
yang tidak bersertifikat halal dan berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia, 
baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. 
2. Kedua, Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan 
label halal pada kemasan produk, pada bagian tertentu dari produk dan/atau 
tempat tertentu pada produk.  
3. Ketiga, Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya 
produk yang tidak bersertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Pangan dan 
Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) terutama Penggunaan gelatin, 
hampir setiap produk terutama pada obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam 
industri obat saat ini cukup luas, mulai dari dari  kapsul hingga agen pembentuk 





mengobati osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan tulang rapuh osteoporosis, 
memperbaiki kondisi rambut dan mempersingkat pemulihan gelatin dapat 
digunakan sebagai hemostatik dalam prosedur bedah. Protein ini bekerja sebagai 
hemostatik dengan memberikan kerja fisik di mana pembekuan dapat terjadi.  
Produk yang tidak tersertifikasi halal tersebut  pastilah diragukan kehalalannya dan 
menimbulkan ketidaknyamanan serta menimbulkan gangguan kesehatan atau kerugian 
materil. Gangguan maupun kerugian tersebut terjadinya karena produk yang ditawarkan 
tidak memenuhi standart makanan halal, standar kesehatan, kualitas produk yang layak 
untuk dijual, atau karena tidak adanya informasi yang benar mengenai suatu produk. 
Disisi lain salah satu bahan baku yang sering dipakai dalam pembuatan obat  adalah  babi 
sejenis hewan ungulata yang bermancung panjang dan berhidung leper dan dikatakan 
hewan yang berasal dari Eurasia. Kadang juga dikenali sebagai khinzir. babi sering dipilih 
dengan bentuk lemak punggungnya tipis, karena semakin tipis lemak punggungnya, 
dianggap semakin baik kualitasnya. Sifat lemak punggung babi adalah mudah mengalami 
oxidative rancidity, sehingga secara struktur kimia sudah tidak layak dikonsumsi.  
Penyakit-penyakit yang dapat di timbulkan apabila memakan babi sebagai berikut:  
1. Anthrax adalah penyakit serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri antraks 
atau Bacillus anthracis. Bakteri ini biasa ditemukan di dalam tanah. Seseorang 
dapat terkena penyakit anthrax dalam waktu sekitar 1 hingga 5 hari setelah 
terpapar bakteri anthrax.Ketika sudah berada di dalam tubuh 
2. Ascaris Suum  infeksi yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides atau biasa 
disebut dengan cacing gelang. Cacing gelang adalah parasit yang hidup dan 
berkembang biak di dalam usus manusia 
3. Botulism keracunan serius yang disebabkan oleh racun dari bakteri/racun 
yang dihasilkan bakteri  
4. Brucella Suis penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Brucella. 





5. Cryptosporidiosis penyakit usus yang disebabkan oleh parasit protozoa yang 
disebut Cryptosporidium yang menyebabkan diare  
6. Entamoeba Polecki parasit usus yang dapat menyerang manusia  
7. Erysipelothrix  penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 
8. Shusiopathiae penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dengan ciri 
kulit merah, nyeri dan panas 
9. Influenza Sesak nafas dengan atau tanpa sumbatan hidung, Bersin-bersin, 
Tenggorokan gatal, Hidung meler.  
10.  Leptospirosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang 
disebarkan melalui urine atau darah hewan yang terinfeksi bakteri ini 
11. Pasteurella Aerogenes penyakit kolera Karena infeksi bakteri  
12. Pasteurella Multocida penyakit kolera  
13. Pigbel radang usus  
14. Rabies menular akut yang menyerang susunan saraf pusat pada manusia  
15. Salmonella Cholerae-suis diklasifikasikan sebagai flu perut atau 
gastroenteritis, mual muntah, diare  
16. Salmonellosis adalah infeksi bakteri pada saluran usus  
17. Sarcosporidiosis adalah infeksi sel otot  
18. Scabies penyakit kulit karena kutu  
19. Streptococcus Dysgalactiae (group L) infeksi kulit  
20. Streptococcus Milleri bakteri abses otak dan hati  
21. Streptococcus Suis Type 2 (group R)  penyakit menular pada manusia 
dengan gejala khas meningitis. 
22. Swine Vesicular Disease penyakit lepuh pada babi  
23. Taenia Solium infeksi cacing pita  





25. Yersinia Enterocolitica gejala diare yang diikuti dengan demam dan 
muntah  
26. Yersinia Pseudotuberculosis gejala demam dan nyeri perut sebelah kanan  
 Ilmu kedokteran mengetahui bahwa babi sebagai rumah dari banyak macam 
parasit dan penyakit berbahaya, sistem biochemistry babi mengeluarkan hanya 2% dari 
seluruh kandungan uric acid, sedangkan 98% sisanya tersimpan dalam 
tubuhnya
267
.Mengonsumsi obat yang halal menjadi kewajiban bagi semua umat Islam 
ketika sedang sakit. Kehalalan obat tergantung pada bahan baku obat, proses produksi 
dan penyimpanan produk. Bahan baku yang dimaksud adalah semua bahan yang 
terkandung dalam obat tersebut, mulai dari bahan aktif, bahan pengisi dan bahan 
tambahan secara keseluruhan harus berasal dari bahan yang halal. Proses produksi juga 
menentukan kehalalan obat, bahan yang halal bisa haram jika proses produksinya 
bersentuhan dengan bahan yang haram atau najis. Misalnya, pada pembuatan obat 
larutan infus NaCl. Pada hakikatnya, NaCl merupakan garam yang secara alami termasuk 
makanan yang halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi, pada saat proses produksi biasanya 
dilakukan filtrasi terhadap NaCl agar garam tersebut lebih putih. Filter yang dipakai 
biasanya merupakan karbon aktif yang berasal dari kayu atau tulang. Jika kebetulan tulang 
yang digunakan sebagai karbon aktif itu berasal dari tulang babi, maka berarti proses 
produksi telah bersentuhan dengan barang haram, sehingga hasil produksi tersebut 
tergolong obat yang haram. Penyimpanan produk juga menjadi titik kritis kehalalan obat. 
Untuk itu penyimpanan harus dijauhkan dari barang haram atau najis. 
Realitasnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait implementasi 
Undang-Undang tersebut, termasuk para penderita penyakit yang mengonsumsi obat. 
Selain itu masih banyak ditemukan obat-obat terutama dalam bentuk sediaan sirup 
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misalnya obat batuk yang masih menggunakan alkohol.Industri kimia dan farmasi banyak 
sekali memanfaatkan alkohol.khususnya dalam proses produksi dan reaksi. Alkohol 
banyak digunakan sebagai pelarut karena terdapat beberapa bahan yang tidak bisa 
dilarutkan dengan air biasa sehingga memerlukan pelarut alkohol. Seperti misalnya untuk 
melarutkan lemak dan beberapa senyawa organik. Secara kimiawi, alkohol merupakan 
istilah untuk setiap senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada 
atom karbon seperti metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol dan lain-lain. Etanol 
merupakan jenis alkohol yang biasa dikonsumsi sebagai minuman keras yang termasuk 
minuman haram. Proses produksi makanan dan obat- obatan biasanya menggunakan 
etanol (C2H5OH). Etanol ini sering disebut dengan nama dagang alkohol. Jika diamati 
dari proses produksi, alkohol dapat berasal dari industri khamr yang memang 
menghasilkan alkohol sebagai minuman keras dan ada juga yang berasal dari hasil sintesis 
kimiawi atau industri fermentasi non-khamr. Terdapat bermacam-macam pendapat 
mengenai status kehalalan alkohol. Beberapa berpendapat bahwa alkohol yang terdapat 
dalam suatu produk berapapun kadarnya, maka tetap dihukumi haram. Terdapat pula 
syarat kadar alkohol dalam produk, misalnya menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
(JAKIM) yang membatasi halalnya produk alkohol Association Researches for the 
Inspection  and Certification of Food and Supplies (GIMDES) di Turki yang membatasi 
halalnya produk   jika mengandung alkohol maksimal 0.3 persen.  
 Sedangkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penggunaan 
alkohol dari hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-
obatan hukumnya haram. Apabila alkohol berasal dari hasil sintesis kimiawi hukumnya 
mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Namun hukumnya bisa menjadi 
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Gambar : Obat batuk yang beredar diapotek dengan % kandungan Alkohol  
Namun pada kenyataannya, dari sembilan macam obat batuk di apotek, terdapat 
68 persen produk yang mengandung alkohol. Komposisi alkohol dalam obat tersebut 
berkisar antara 2.5 persen sampai 10 persen. Obat batuk yang mengandung alkohol 
diantaranya Actifed plus expectorant sebesar 2.5 persen, Actifed plus cough suppressant 
sebesar 9.9 persen, Vicks formula 44 sebesar 10 persen, Bisolvon elixir sebesar 3.72 
persen, dan Woods sebesar 6 persen. Sementara pada Triaminic, OBH Nelco Spesial, 
Lapifed ekspektoran, dan Siladex tidak dijumpai komposisi alkohol pada kemasan obat. 
Walaupun tidak terdapat komposisi alkohol, namun juga tidak ditemui logo halal pada 
kemasan. Tidak adanya komposisi alkohol bisa jadi obat batuk tersebut tidak 
menambahkan alkohol pada cairan obat, atau memang produsen tidak mencantumkan 
alkohol sebagai bahan tambahan pada obat. Sebuah obat mengandung dua kategori 
komposisi bahan yaitu aktif dan inaktif (eksipiens). Bahan aktif merupakan zat utama yang 
digunakan untuk mengobati penyakit. Biasanya hanya terdapat satu macam bahan aktif 
dalam suatu obat. Sedangkan bahan eksipiens bisa lebih dari lima macam zat. Bahan 
eksipiens ini ditambahkan dalam obat untuk meningkatkan kualitas obat seperti perasa, 




Standarisasi yang digunakan sebagai tolak ukur produk obat-obatan khusus berupa 
vaksin adalah haram dan halal. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak melanggar 
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ketentuan syariat Islam, sedangkan haram adalah sesautu yang oleh Allah larang untuk 
dilakukan dengan larangan tegas, di mana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh 
Allah di akhirat. Secara umum pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang 
dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan oleh syariat Islam, sedangkan haram adalah 
perkara atau perbuatan yang harus atau tidak dibolehkan oleh syariat Islam.Secara 
terperinci sesuatu yang diharamkan berasal dari: 
270
  
1) Babi, anjing, dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya;  
2) Bangkai kecuali ikan dan belalang 
3) Binatang yang menjijikan seperti cacing, kutu, lintah dan sebagainya 
4) Binatang yang mepunyai taring 
5) Binatang yang berkuku pencakar yang memakan mangsanya dengan cara 
menerkam dan menyambar 
6) Binatang yang dilarang oleh Islam untuk membunuhnya seperti lebah, burung hud-
hud, kodok, dan semut 
7) Daging yang dipotong dari binatang halal padahal binatang tersebut masih hidup; 
8) Binatang yang beracun dan membahayakan bila dimakan 
9) Binatang yang hidup di dua alam seperti kura-kura, buaya, biawak dan sebagainya 
10) Darah, urine, feses, dan plasenta 
11) Minyak, lemak, dan tulang dari binatang telah disebutkan di atas 
12) Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah 
13) Khamr (minuman keras).  
Kaidah yang berlaku untuk obat-obatan pada dasarnya tidak ada yang bersifat 
khusus. Sebab, dibuat dari bahan-bahan yang dikonsumsi manusia seperti ekstrak 
tumbuh-tumbuhan, ekstrak hewan, sintesi dan semi sintesis, bahan tambang (mineral), 
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biologi, mikroba, dan virus, dan bisa juga campuran bahan-bahan tersebut. Oleh karena 
itu, kaidah Halal dan Haram yang berlaku dalam bahan pangan baik makanan maupun 
minuman juga berlaku untuk obat-obatan, dikarenakan dapat berdampak pada kondisi 
tubuh baik jasmani maupun rohani. Pada beberapa obat keras dilarang penggunaannya 
sembarangan karena dapat menyebabkan efek samping seperti dibawah ini :  
1) Bisa memicu terjadinya pusing, sakit kepala, mudah  mengantuk, serta mual dan 
muntah. Obat psikotropika juga bisa menyebabkan seseorang mengalami 
konstipasi, mulut kering, tubuh selalu merasa lelah dan energi menurun, serta 
keluar keringat berlebih.  
2) Halusinasi, gelisah, jantung berdebar cepat dan tidak beraturan, hingga sesak 
napas, bahkan henti napas 
3) Naiknya tekanan darah, penurunan denyut nadi dan napas, kesulitan bernapas, 
hingga napas menjadi melambat sampai akhirnya berhenti 
Allah SWT mengharamkan suatu makanan yang haram dan berlebihan tidak lain 
karena sayang kepada hamba-hambanya dan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Oleh 
karena itu jika manusia melanggar perintah Allah pasti akan  mendapatkan dampak negatif 
dari pelanggarannya. Hendaklah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan cara memakan 
makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Mengingat pentingnya 
mengkonsumsi makanan yang halal bagi manusia, agar manusia selalu dalam kebaikan, 
baik jasmani maupun rohani, sebab manusia kalau mengkonsumsi makanan yang haram 
akan menyebabkan:  
1) Tidak diterimanya amal ibadah oleh Allah SWT. 
2) Tidak terkabulnya doa-doa 
3) Mengikis keimanan pelakunya 
4) Mengeraskan hati 





6) Merasa hina dan rendah 
7) Menyebabkan keturunannya rusak 
2). Dampak Positif mengkonsumsi obat halal  
a) Menghindarkan diri dari penyakit 
 Menurut beberapa penelitian yang telah diterbitkan, makanan haram seperti darah 
ternyata mengandung bakteri jahat yang malah akan membuat fungsi tubuh 
menurun.Bahkan, ditemukan juga beberapa fakta lainnya seperti tidak adanya kandungan 
gizi apapun di dalam darah.Selain itu, darah juga merupakan media yang tepat untuk 
perkembangan bakteri bila kamu tetap memaksa untuk mengkonsumsinya organ 
lambungmu bisa saja akan memuntahkannya.Di kasus lainnya, mengkonsumsi olahan 
dengan campuran darah di dalamnya juga dapat meningkatkan resiko keguguran.Begitu 
pula halnya ketika kamu memakan daging hewan bangkai. Dengan bakteri serta kuman 
yang mengelilinginya tentu saja akan sangat beresiko bagi tubuh kamu dan bahkan bisa 
membuat keracunan.Untuk itulah, Islam menganjurkan umatnya agar mengkonsumsi 
makanan halal yang segar dan terhindar dari najis, kuman, bakteri serta virus yang dapat 
membahayakan tubuh. 
b) Meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan 
Sebagaimana yang kita ketahui, Allah S.W.T sangatlah menyayangi hamba-
hambanya yang senantiasa bertakwa menjauhi semua larangan-Nya.Maka dari itu, bila 
selama hidup kamu di dunia selalu senantiasa berupaya memakanan makanan dan 
minuman halal. Allah S.W.T pasti akan memberikan ganjaran dan menempatkanmu di 
tempat yang terpuji.Dengan mengkonsumsi makanan halal dan minuman halal juga 
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan serta sebagai bentuk ungkapan 






c) Menjaga akhlak 
Makanan dan minuman yang kita konsumsi akan masuk ke dalam tubuh serta menjadi 
sumber tenaga.Kamu tentunya tidak ingin bukan jika setiap makanan yang masuk ke 
dalam tubuhmu nantinya malah mencemari diri dengan hal-hal negatif yang terkandung 
di dalamnya 
d). Menjaga kekhusyukan salat 
Salah satu syarat shalat adalah berakal dalam artian kamu tidak boleh melakukan 
sholat ketika sedang mabuk karena alkohol maupun minuman keras lainnya. Di sebuah 
hadist shahih juga menyebutkan bahwa: “Orang yang meminum khamar (Alkohol) tidak 
diterima sholatnya selama 40 hari. Siapa yang bertaubat, maka Allah memberi taubat 
untuknya. Namun bila kembali, hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khabal.” 
Menjadi sebuah petunjuk bagi kita agar senantiasa menghindari meminum minuman keras 
agar sholat kita diterima.  
e). Mendatangkan rezeki yang baik 
Saat kamu memakan makanan halal yang diperoleh dari rezeki yang baik. Tentu saja 
hal ini akan membiasakan kamu untuk mencari rezeki dengan cara yang baik pula di esok 
harinya.Selain itu, Allah S. W.T menjamin bagi hamba-hambanya yang senantiasa sabar 




1. Manfaat Sertifikat Halal pada Poduk Bagi masyarakat   
Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk 
sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan 
kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. 





negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak 
konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan 
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa., Berkaitan dengan Pasal 4 
huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, 
nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu 
produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha 
berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk 
mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk. 
Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk 
melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam 
memproduk barang/ dan atau jasa untuk diperdangkan berkewajiban untuk memberikan 
informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkkan tersebut adalah 
produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI. Tujuan Logo sertifikat halal 
MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim 
terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk 
yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan, bahwa pemasukan 
daging untuk dikonsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang 
pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. 
Pengeculian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa 
daging babi untuk keperluan khusus terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang 
dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai.Keputusan Menteri Pertanian 
yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 





1)Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan 
wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan  
2)Setiap orang yang mengimpor pangan untuk dperdagangkan wajib mencantumkan 
label didalam da/atau pada kemasan pangan;  
3)Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan mengunakan bahasa 
Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat 
bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang 
dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor 
izin bagi bahan yang diolah da asal usul bahan pangan tertentu.10 Merujuk merujuk pada 
Keputusan Menteri Pertanian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaku usaha 
berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan produk pangan yang 
diperdagangkan di wilayah Indonesia tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi 
kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal. Pasal 30 ayat 
(2) Undang-undang Pangan huruf, pada penjelasannya disebutkan bahwa keterangan 
halal suatu produk sangat penting bagi msyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk 
agam Islam. Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk 
mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk 
diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-
hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Logo halal memberi manfaat kepada 
Konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal.Importir daging yang 
berasal dari luar negeri, disamping harus dijaga, bahwa daging itu harus sehat dan halal 
untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi 
ketenteraman bagi konsumen muslim, untuk mewujudkannya hal tersebut. 
diperlukan pemotongan ternak yang dilakukan menurut syariat Islam yang 





dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap 
produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa 
produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh 
Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan 
minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal 
dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Jika produk 
makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pelaku 
usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman 
tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat 
makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti 
pelaku usahanya jujur, karenan dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku 
usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk 
makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan 
produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai 
komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk 
melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Namun masih 
banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum 
mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang 
tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya 
belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal. Dalam 
Hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses 
produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat zat yang diharmkan oleh syariat 
Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang halal, 
artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. 
Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama 





Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hakhak 
konsumen muslim terhadap produk yang tidak hala, tapi juga meningkatkan nilai jual 
produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang 
diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada 
konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. 
 
2. Dampak Adanya Labelisasi Obat Halal 
Adanya labelisasi produk halal dan penguatan sertifikat halal sejatinya dapat 
memberikan dampak yang positif bagi produsen maupun konsumen. Berikut beberapa 
manfaat sertifikasi halal. 
 Bagi Konsumen 
1. Memberikan ketenangan 
Konsumen akan menjadi khawatir jika kehalalan dari suatu produk masih 
dipertanyakan. Apalagi masih belum ada logo halal yang telah disahkan oleh LPPOM 
MUI pada produk tersebut. Mengapa demikian? Meskipun mayoritas masyarakat 
Indonesia beragama Islam, kebanyakan mereka yakin bahwa kehalalan adalah sebagai 
tanda penting bagi suatu produk aman dikonsumsi atau digunakan. 
2. Produk terjamin dan aman dikonsumsi atau dipakai 
Mengingat prosedur sertifikasi halal yang ketat, masyarakat pun menyakini bahwa 
produk dengan label halal terjamin untuk dikonsumsi atau dipakai. Tidak hanya 
makanan saja, kosmetik pun juga perlu disertifikasi. Hal ini dikarenakan penggunaan 
kosmetik untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang mengandung bahan najis 
adalah haram hukumnya.  Oleh karena itu, Sekretariat Komisi Fatwa MUI Asrorun 
Ni’am Sholeh merasakan bahwa pihaknya juga perlu mengumunkan standar kehalalan 






1) Produk memiliki Unique Selling Point (USP) 
Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition merupakan salah satu 
konsep pemasaran yang membedakan suatu produk dengan pesaing lainnya. 
Nah, dengan mendapatkan sertifikasi halal ini, pastinya suatu produk akan 
memiliki USP yang tinggi. 
 
2) Memiliki kesempatan meraih pasar halal global 
Pasar global merupakan salah satu tempat yang dapat memperluas penjualan dari 
suatu produk. Dengan sertifikasi halal ini, suatu produk bisa bersaing dan 
mendapatkan kesempatan meraih pasar global. 
3) Meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di pasar/negara Muslim.                             
Cara lain memperluas pemasaran bisnis yaitu dengan memperjualbelikan barang 
atau produk kepada pasar atau negara Muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunei 
Darussalam, dan negara lainnya. Ditambah dengan Indonesia yang mayoritas 
penduduknya muslim, pastinya akan lebih dipercaya dan disegani oleh negara 
ataupun pasar muslim. 
4) Meningkatkan kepercayaan konsumen  
Tidak hanya bermanfaat bagi produsen saja, sertifikasi halal dari MUI atau lainnya 
ternyata sangat berguna untuk membangun kepercayaan kepada konsumen kita. 
 
3. Urgensi Sertifikasi Halal dalam Perfektif Hukum Islam 
 
A. Pengaturan dalam persfektif Hukum Islam  
 
Sertifikasi dan labelisasi produk halal merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang 





sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula ketentuan-ketentuan hukumnya, 
tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan maslahat atau tidak. Namun demikian, apa yang 
disebut “kemaslahatan” dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan 
perkembangan seiring dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Maslahat berasal dari 
kata al-islah yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan 
tentram berorientasi pada psikis. Lawan dari maslahah adalah mafsadat dari fasada 
yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik. Dalam perspektif Islam konsep 
maslahat identik dengan manfaat. Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi dari 
upaya untuk memperolehnya maupun upaya menghindarkannya dari bahaya. Maslahat 
adalah manfaat yang menjadi tujuan Allah swt. terhadap hambanya, dalam hal menjaga 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sementara manfaat adalah kenikmatan 
atau sesuatu yang menjadi perantara pada kenikmatan dan menolak bahaya ataupun 
semua yang menjadi perantaranya. Manfaat merupakan suatu standar yang berhubungan 
dengan kebaikan dalam kehidupan manusia. Manfaat dan maslahat yang ada dalam 
hukum Islam yaitu manfaat yang sesuai fitrah manusia, karena Islam adalah agama yang 
sesuai dengan fitrah demikian pula dengan hukum-hukum yang terkait dengannya. 
Maslahat bisa dijadikan dalil, dampak maslahat dan mafsadah tidak hanya di 
dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat, jadi pekerjaan yang menghasilkan 
sesuatu yang baik walaupun hasinya tidak secara langsung maka termasuk kategori amal 
saleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa sekarang 
dan yang akan datang adalah termasuk maslahat. Maslahat tidak dinilai dari kenikmatan 
materi saja, akan tetapi sesgala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh 
manusia. Maslahat agama menjadi dasar bagi maslahat yang lain, dan posisinya harus 
didahulukan.7 Maslahat diartikan sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung 
manfaat. Menurut Imam al-Gazali maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak 





ulama ushul fikh dalam membahas metode yangdipergunakan saat melakukan istinbat 
yaitu menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash.8 Dalam 
konteks sertifikasi dan labelisasi produk halal, maka konsep maslahat sangat tepat untuk 
diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 
 
Bentuk Maslahat  
Maslahat dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu pertama mewujudkan 
manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع) membawa 
manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang 
melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Kedua menghindari umat 
manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut درع المفاسد) menolak kerusakan). 
Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan 
perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai 
sesuatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. 
Pembagian Maslahat  
1. Al-Maslahah ad-daruriyyah (ضرورية )  
Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di 
dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara 
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan 
memelihara harta, yang selanjutnya diistilahkan al-masalih al-khamzah. Misalnya 
untuk memelihara akal adalah faktor dalam menentukan kehidupannya, sehingga 
Allah swt. menjadikan akal sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu Allah swt. 
melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia.  
 





yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan 
kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk 
mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam 
muamalah dibolehkan bekerjasama dalam pertanian muzaraah. 
3. Al-Maslahah Takhsiniyah تحسينية  
Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi 
kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan makan makanan yang bergizi.9 
Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan 
sebagai maslahat dharuriyyah karena terkait dengan kemaslahatan yang 
keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, sebagai pemenuhan 
kebutuhan hajat hidup orang banyak. Sertifikasi dan labelisasi produk halal sebagai 
maslahat daruriyyah tentu saja dilakukan secara bertahap karena sangat sulit 
dilakukan sertifikasi dan labelisasi produk halal secara bersamaan oleh karenanya 
diperlukan pemetaan produk mana yang diprioritaskan, sehubungan dengan itu 
maka dibutuhkan peraturan pemerintah lebih lanjut Dengan adanya sertifikasi dan 
labelisasi halal membantu masyarakat memilih dan menginformasikan mengenai 
produk halal sebagai kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan yakni 
menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sertifikasi dan 
labelisasi produk halal tentu sangat dianjurkan karena terkait mendatangkan 
kebaikan dan manfaat dan tentunya menjauhkan dari kemudaratan, sebagaimana 
kaidah ushul sebagai berikut: 
المصالح ودرع المفاسد جلب   
          “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”. 
 األصل فى األشياء النافية اإلباحة وفى األشياء الضارة الحرمة 
ٌ   “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang 





ى األشياءاإلباحة مالم يقم دليل معتبرعلى الحرمةألصل فا   
          “Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang  
mengharamkannya”. 
 Seluruh syariat adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan 
meraih maslahat, pekerjaan manusia ada yang membawa kepada maslahat, adapula yang 
menyebabkan kepada mafsadat. Baik maslahat dan mafsadat ada yang untuk kepentingan 
dunia dan adapula yang untuk kepentingan akhirat, dan ada juga yang untuk kepentingan 
dunia sekaligus akhirat. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh 
yang mafsadat dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan tertentu 
tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki 
tingkatan dalam keburukan dan kemudharatannya. Kemaslahatan dari sisi syariah bisa 
dibagi tiga, ada yang wajib dilaksanakan, ada yang sunnah dilaksanakan dan ada yang 
mubah dilaksanakan dan kemafsadatan ada yang haram dilakukan dan ada yang makruh 
dilakukannya.10 Dengan demikian kemaslahatan terhadap sertifikasi dan labelisasi halal 
adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, dan dianjurkan untuk dilakukan karena terkait 
dengan perintah kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal, dan tindakan preventif di 
era sekarang untuk mengetahui produk halal atau produk tidak halal maka tidak ada jalan 
lain selain pelaku usaha melakukan sertifikasi produknya dan mencantumkan labelisasi 
produk halal yang tentunya memudahkan masyarakat untuk memenuhi hajatnya. Dalam 
Q.S. al-A’raf (7): 31                                                                                      
ُكلُْوا َواْشَربُْوا َواَل تُْسِرفُْوا  اِنَّٗه اَل يُِحبُّ الْ  ُمْسِرفِْيَن ٰيبَنِْيْٓ ٰادََم ُخذُْوا ِزْينَتَُكْم ِعْندَ ُكل ِ َمْسِجٍد وَّ  
Artinya : Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 
(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang yang berlebih-lebihan. 
Maslahat sertifikasi dan labelisasi produk halal antara lain:  





Terhadap ummat Islam dalam menjalankan ajarannya, banyaknya kasus yang 
muncul yang sangat menyakiti umat Muslim di Indonesia yang pada akhirnya akan 
menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan dunia usaha, yaitu : kasus bakso 
yang mengandung daging babi di Bandung (1984) kasus makanan yang 
mengandung bahan daging babi (1988)11 dan kasus vaksin meningitis jemaah haji 
yang mengandung enzim babi (2009)12 menyikapi hal ini tentunya sangat 
merugikan umat Islam. Meskipun sertifikasi dan labelisasi produk halal 
menunjukkan perlindungan terhadap umat muslim untuk menjalankan ajarannya, 
namun sekaligus umat lainnya karena semua membutuhkan produk yang halal lagi 
baik untuk kelangsungan hidupnya, karena halal dan tayyib tentu mendatangkan 
kebaikan dan kemaslahatan, implementasi kaidah maslahat, seraya mengurangi 
kemungkinan terjadinya mudharat atau bahkan maksiat yang dilarang. 
2. Memberikan keadilan 
 Regulasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal 
telah ditetapkan, namun masih saja sertifikasi dan labelisasi produk halal dilakukan 
secara sukarela, sehingga keadilan yang diinginkan oleh ummat Islam masih sulit 
didapatkan karena muncul keragua-raguan, misalnya tempat-tempat umum yang 
banyak dijajakan makanan namun sering kali menjadi tanda tanya apakah 
produknya halal atau produknya tidak halal. Oleh karena itu penyelenggaraan 
jaminan produk halal berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, 
akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efesiensi serta profesionalitas. 13 
3. Kesehatan 
 Jaminan produk halal berarti ada upaya menuju terciptanya kesehatan jiwa 
masyarakat yang seoptimal mungkin baik dari segi intelektual emosional, dan 
psikososial. Rasa aman dan ketenangan mengkonsumsi produk halal akan 





tindakan masyarakat dimana mereka tinggal. Pola mengkonsumsi makanan tidak 
halal akan menimbulkan efek kejiwaan mental yang mendalam. Maka tidaklah 
berlebihan bila banyak yang mengindikasikan bahwa keberingasan, perkelahian 
dan tidak bersahabat dari masyarakat tidak lepas dari pola mengkonsumsi produk 
tidak halal . Pada kenyataannya memang pihak-pihak yang kerap dirugikan dalam 
ketidakjujuran produsen terhadap informasi isi bahan produk adalah bayi dan 
wanita hamil. Padahal jelas bahwa kedua faktor itulah yang akan menjadi tulang 
punggung Negara Indonesia ke depan. Dengan demikian semakin memperkuat 
sinyalemen permasalahan dalam produk halal dapat mengancam keutuhan Negara 
bukanlah isapan jempol belaka.14 Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena 
menkonsumsi produk tidak halal misalnya mengkonsumsi daging babi yang 
berdampak pada kesehatan, menimbulkan penyakit bagi manusia karena 
mengandung kuman dan parasite. 
4. Kepastian Hukum  
Sebagai Warga Negara Legalisasi Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang 
jaminan produk halal akan memberikan kepastian hukum guna memberikan 
jaminan atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penggunaan dan 
memanfaatkan produk halal. Serta untuk mencegah penipuan, untuk membantu 
konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan 
atau kesejahteraan mereka. Agar konsumen bertindak sesuai dengan kepentingan 
terbaik mereka dan berdasarkan pilihan mereka. Pergeseran paradigma telah 
terjadi model sukarela (voluntary) ini, jika masih dipertahankan, banyak pihak 
menjadi korban pelanggaran norma pelaku usaha, terutama konsumen. 
Banyaknya bukti menunjukkan pelaku usaha cenderung melakukan pelanggaran, 
utamanya dalam menggunakan bahan campuran makanan (misalnya bahan 





pelaku usaha terhadap norma hukum tentang produk halal yang ada meskipun 
masih bersifat parsial. Paradigma lain adalah sertifikasi halal bersifat wajib 
(mandatory). Undang- undang jaminan produk halal melakukan perbuatan hukum 
ijtihadi dengan cara membuat konstruksi hukum bahwa sertifikasi produk itu 
bersifat wajib. Konsekwensinya bahwa hukum wajib bersetifikat halal harus 
memiliki landasan baru. Sifat wajib bersertifikat halal berarti undang-undang 
jaminan produk halal telah terlepas dari asas dan doktrin moral yang menjadi 
penyangganya asas suka rela. Untuk maksud ini, undang-undang jaminan produk 
halal telah meletakkan kaidah baru sebagai dasar baru bagi hukum wajibnya 
sertifikasi produk. Namun demikian sebelum kewajiban bersertifikat diberlakukan, 
maka jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal diatur secara bertahap harus 
ditetapkan peraturan pemerintah sebagai acuan dalam langkah selanjutnya. 
Sertifikasi produk halal dan labelisasi produk halal dilakukan untuk memberikan 
kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam 
mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen 
dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. 
 
B.Dasar Penetapan Hukum Islam Terhadap Halal dan Haram dalam Ayat – 
Ayat Ahkam   
Kesadaran umat Islam di Indonesia dalam mengkonsumsi sesuatu yang halal 
semakin tumbuh subur sebagai konsekwensi logis, timbulnya persoalan dan penemuan 
dari kemajuan teknologi dan hal tersebut menimbulkan suatu persoalan yang cukup 
mendesak untuk disikapi melihat banjirnya produk-produk yang akan dikonsumsi agar 
terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Hal ini hukumnya wajib sebagaimana tertuang 






 َ ِْ الشَّْيٰطِنِۗ اِنَّٗه لَُكْم َعدُو  ٰيْٓا َّبِعُْوا ُخُطٰو اَل تَت ا فِى ااْلَْرِض َحٰلًَل َطي ِبًا ۖوَّ بِْينٌ يَُّها النَّاُس ُكلُْوا ِممَّ   مُّ
Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah : 168)  
 Allah SWT memberikan kemudahan bagi umat-Nya dalam menetapkan dan 
membedakan makanan dan minuman yang halal dan haram dengan cara menjadikan 
salah satunya lebih dominan 
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 Makanan dan minuman yang halal lebih banyak dan lebih 
tersedia diciptakan Allah daripada makanan dan minuman yang haram, hal ini bertujuan 
agar semua hamba Allah lebih mudah untuk membrdakan makanan yang halal dan 
haram. 
1. Dasar Hukum mengenai ini tertuang dalam Al-Qur’an surah Al-A;raf ayat 31:  
ُكلُْوا َواْشَربُْوا َواَل تُْسِرفُْوا  اِنَّٗه اَل يُِحبُّ الْ  ُمْسِرفِْيَن ٰيبَنِْيْٓ ٰادََم ُخذُْوا ِزْينَتَُكْم ِعْندَ ُكل ِ َمْسِجٍد وَّ  
Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, 
makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 
2. Ayat kedua mengenai makanan halal terdapat dalam surat Al-Mukminun ayat 51  
ِۗ ٰيْٓاَيَُّها  ُسُل ُكلُْوا ِمَن الطَّي ِٰبِت َواْعَملُْوا َصاِلًحاِۗ اِن ِْي بَِما تَعَْملُْو َْ َعِلْيٌم الرُّ  
Artinya : Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal 
yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 
Dari ayat diatas mengandung makna bahwa Allah menginginkan hambanya agar berhati 
– hati dalam masalah makan dan minum serta memilih yang yang halal dalam hal 
keduanya, lalu kemudian menunaikan amal yang salih artinya ditekankan untuk 
mengkonsumsi yang halal terlebih dahulu sebelum beramal salih. 
3. Surah Al-Baqarah ayat 188  
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ْن اَ  ا اَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُدْلُْوا بَِهآْ اِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُْوا فَِرْيقًا ِم  ثِْم َواَْنتُْم تَْعلَُمْو َْ َواَل تَأُْكلُْوْٓ ْمَواِل النَّاِس بِااْلِ  
Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. 
Memakan harta atau barang milik orang lain secara tidak benar (Dalam arti 
mengambil/mendapatkannya) maka hal itu hukumnya haram, oleh sebab itu Allah melaui 
firmannya maupun melalui Rasulullah mengajarkan bagaimana mencari nafkah, 
memperoleh rezeky dengan cara yang halal termasuk juga memakan harta anak yatim 
yang jelas sangat diharamkan karena merupakan perbuatan sewnang – wenang dan 
zhalim, kita sudah diajarkan dari cara memperoleh uang untuk membeli makannya pun 
harus dari yang halal apalagi mengkonsumsi zat yang langsung diserap oleh tubuh maka 
haruslah dan sepatutnya yang halal juga agar kita terhindar dari azab Allah. 
4. Surah An- Nahl Ayat 114  
ًَل َطي ِبًا َوٱْشُكُرو۟ا نِْعَمتَ  ا َرَزقَكُُم ٱللَّهُ َحلَٰ ٱللَِّه إِ ْ ُكنتُْم إِيَّاهُ تَعْبُدُو َْ  فَُكلُو۟ا ِممَّ  
Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah 
kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja 
menyembah. 
Pada ayat sebelumnya Allah sudah menyampaikan mengenai makanan yang baik 
– baik, kemudian pada ayat ini Allah menambahkan makanan yang baik dan halal, 
sebagai pertanda kasih dan saying Allah kepada hambanya yaitu dengan dihalalkannya 
makanan (Sembelihan) ahli kitab dan diperbolehkannya menikahi wanita ahli kitab yang 
kesemuanya merupakan kenikmatan duniawi, namun Allah tetap menjaga kita terhadap 
apa-apa yang tidak baik bagi kita dengan mengharamkannya. Sebagai salah satu makhluk 





makanan yang baik serta halal bagi jiwa, raga dan kesehatan kita sendiri. Kata halalan, 
bahasa Arab, berasal dari kata halla, yang berarti lepas atau tidak terikat secara etimologi 
kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat 
dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu 
yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedang kata thayyib berarti lezat, baik, 
sehat, menentramkan, dan paling utama, dalam konteks makanan thayyib berarti 
makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda 
najis. Ada juga yang mengartikan makanan yang mengandung kenikmatan bagi yang 
mengkonsumsinya. 
Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi 
dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama, substansi benda tersebut 
diharamkan oleh agama sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) 
namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. 
Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya 
halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, Makanan dinyatakan 
halal apabila tidak dinyatakan secara jelas dalm al-Qur’an atau hadits bahwa makanan 
tersebut dilarang. Larangan itu dimaksudkan agar umat Islam tidak memakan makanan 
yang akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan fisik dan jiwanya. 
Dengan kata lain, Islam mengatur masalah makanan dengan maksud untuk kemaslahatan 
umat manusia. Penjelasan lain mengatakan bahwa makanan halal menurut hukum Islam 
yaitu makanan yang halal pada zatnya, halal dalam ataupun cara memperolehnya, dan 
halal dalam proses pengolahannya. Dengan kata lain makanan itu harus halal mutlak.  
5. Hal ini sesuai firman Allah SWT sebagai berikut: 
 ِمنُْكْم  َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أ َْْ تَُكو َْ تَِجاَرةً عَْن تََراٍض 





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka samasuka di antara kamu. (QS An-nisa: 29) 
 Pada dasarnya semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan, kecuali 
terdapat dalil yang melarang baik itu dari al- Qur‟an atau hadits. Sesuai dengan kaidah 
fikih: 
                 
Artinya : “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya 
(memakruhkannya atau mengharamkannya).”  
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum asal segala sesuatu yang diciptakan 
Allah SWT adalah halal dan mubah, kecuali terdapat dalil nash yang menunjukkan 
keharamannya. Dengan kata lain jika tidak terdapat dalil nash atau tidak tegas penunjukan 
keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah.Sandaran 
dari kaidah tersebut yaitu QS. al-Baqarah (2): 29 
اُهنَّ  ٍْ  َوُهَو بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ  ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِي اْْلَْرِض َجِميعًا ثُمَّ اْستََوٰى إِلَى السََّماِء فََسوَّ َسْبَع سََماَوا  
Artinya : Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan 
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 
Jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan nash al-Quran maupun hadits  
1. semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan 
2. semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya 
3. semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan 
jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah; dan  





Aspek Kehalalan Makanan dalam Kajian Ayat Ahkam Berkembangnya zaman dan 
pesatnya kemajuan tekhnologi, para produsen memproduksi produk makanan dalam 
bentuk kemasan yang tidak menutup kemungkinan mencampurkan bahan olahan pangan 
dengan bahan yang dilarang agama. Sehingga kehalalan produk olahan tersebut 
diragukan. Bisa saja terjadi, bahan-bahan yang haram dimanfaatkan sebagai bahan baku, 
bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan, karena dianggap 
lebih ekonomis. Persepsi masyarakat tentang keharaman sebuah produk masih sangat 
sederhana sebelum teknologi pengolahan pangan pesat berkembang seperti sekarang. 
Masalah halal haramnya makanan atau minuman hanya terkait dengan ada atau tidaknya 
produk yang mengandung babi atau mengandung alkohol. Jika makanan atau minuman 
yang bebas dari kedua bahan tersebut, otomatis dianggap halal. Namun kini, teknologi 
pengolahan pangan telah mengubah persepsi tersebut. Sebab produksi makanan untuk 
keperluan konsumsi tidak lagi hanya mengandalkan bahan utama saja, tetapi juga 
memerlukan bahan tambahan Konsumen muslim dalam membeli produk makanan dan 
minuman atau produk lain ada kecenderungan khawatir dengan status kehalalannya, 
tetapi dengan melihat komposisi (ingredients) yang tertera pada produk tersebut akan 
mengetahui adanya bahan haram atau tidak. Jika tidak ada bahan haram atau yang 
meragukan tertulis di sana, maka dapat memunculkan keyakinan dan persepsi kepastian 
atas produk tersebut yaitu halal. Masalahnya untuk mengecek komposisi produk itu 
membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan pengetahuan 
inipun belum tentu dapat menjamin kepastian halal seratus persen. Karena produk 
makanan atau minuman tersebut biasanya diperkaya dengan bahan aditif (bahan 
tambahan) seperti, flavor (perisa), pewarna makanan, dan zat aditif lainnya. Dan tidak 
menutup kemungkinan bahan aditif tersebut dapat menjadikan haram suatu produk 






1. Suci, bukan najis atau yang terkena najis.  
Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 173, 
َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوال ِه ۖ فََمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َواَل عَاٍد فَََل إِثَْم إِنََّما َحرَّ
دََّم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيِر اللَّ
 َعلَْيِه  إِ َّْ اللَّهَ َغفُوٌر َرِحيمٌ 
Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 
tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
 
2. Aman, tidak bermudharat baik yang langsung maupun yang tidak 
langsung.  
    Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 195 
   
يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ َوأَْنِفقُوا فِي َسبِيِل اللَِّه َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة ۛ َوأَْحِسنُوا ۛ إِ َّْ اللَّهَ   
 
Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat 
3.Tidak memabukkan.   
Dalam sebuah hadits dijelaskan (an Naisabûri,: 1588): Dari Ibnu Umar RA,   
bahwasanya Rasulullah bersabda :   
      
"Setiap yang memabukkan itu adalah khamar (minum keras) dan setiap khamar 
(minuman keras) itu adalah haram." (HR. Muslim)  





Syariat jika makanan itu  berupa daging hewan.  Allah SWT berfirman dalam 
QS. al-Maidah (5): 3 
َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخْنِزْيِر َوَمآْ اُِهلَّ ِلغَْيِر اللِّٰه بِٖه َواْلُمْنَخنِقَةُ  يَةُ َوالنَِّطْيَحةُ ُحر ِ َواْلَمْوقُْوذَةُ َواْلُمتََرد ِ
 اَْليَْوَم يَىَِٕس الَِّذْيَن َكفَُرْوا َوَمآْ اََكَل السَّبُُع ااِلَّ َما ذَكَّْيتُْمِۗ َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوا َْْ تَْستَْقِسُمْوا بِااْلَْزاَلِمِۗ ٰذِلُكْم 
فِْسٌقِۗ
ْسََلَم دِ ِمْن ِديْنُِكْم فَََل تَْخَشوْ  ْينًاِۗ هُْم َواْخَشْو ِِْۗ اَْليَْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم ِدْينَُكْم َواَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِْي َوَرِضْيُت لَُكُم ااْلِ
ِحْيمٌ  ثٍْمٍۙ فَِا َّْ اللّٰهَ َغفُْوٌر رَّ ِ  فََمِن اْضُطرَّ فِْي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ال ِ
Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan 
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak pana, (mengundi nasib dengan 
anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa 
untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka 
dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai 
Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 
sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." 
5. Hewan Air.  
Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah (5): 96: 
 
 ُ َم َعلَْيُكْم َصْيدُ اْلبَر ِ َما دُْمت هَ الَِّذيْْٓ اِلَْيِه ْم ُحُرًما َِۗواتَّقُوا اللّٰ اُِحلَّ لَُكْم َصْيدُ اْلبَْحِر َوَطعَاُمٗه َمتَاعًا لَُّكْم َوِللسَّيَّاَرةِ َوُحر ِ
 تُْحَشُرْو َْ 
Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari 
laut sebagai makanan  yang   lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam 
perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama 
kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 
dikumpulkan.” 6. Dua Darah dan Dua Bangkai. Hadits Rasulullah SAW(al Qazwînî, 
t.t.: 1102): 
6. Dua Darah dan Dua Bangkai. 
 
 






Artinya : Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut 
adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan 
limpa.”(HR. Ibnu Majah) Hadits Rasulullah SAW(al Qazwînî, t.t.: 1102): 
 
Pada dasarnya Allah memerintahkan dalam al Quran untuk memakan makanan 
yang halal lagi baik. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 168-169 
 
ًَل طَ  ا فِى ٱْْلَْرِض َحلَٰ ْٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُكلُو۟ا ِممَّ بِينٌ يَٰ ِن  إِنَّهُۥ لَُكْم عَدُو  مُّ
ِْ ٱلشَّْيَطٰ َّبِعُو۟ا ُخُطَوٰ ي ِبًا َواَل تَت  
ِء َوٱْلفَْحَشآِْء َوأ َْ تَقُولُو۟ا َعلَى ٱللَِّه َما اَل تَْعلَُمو َْ   إِنََّما يَأُْمُرُكم بِٱلسُّوْٓ
 
Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan; 
karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 
Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan 
mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” 
 
Adapun konsep thayyib dalam ajaran Islam sesuai dengan hasil penemuan dan 
penelitian para ahli ilmu gizi adalah sebagai berikut:  
1. Sehat,  makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup, 
lengkap dan seimbang. 
2. Proporsional, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang 
bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya janin dan 
bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan yang mengandung zat 
pembangun (protein). 
3. Aman, makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap 
kesehatan dan ketahanan fisiknya. Apabila makanan itu sehat, lengkap dan 
seimbang, maka kondisi fisik orang yang mengkonsumsinya akan selalu sehat dan 
terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi sebaliknya, apabila makanan itu 





penyebab timbulnya berbagai penyakit dan bahkan mungkin akan membawa 
kepada kematian. 
Produk yang baik atau thayyib tidak berbahaya untuk diri manusia. Thayyib 
menjadi salah satu penentu status halal suatu produk, karena Allah Subhanahu wa 
Ta‘ala menghalalkan hal-hal yang baik, sehingga dikenal istilah halalan thayyiban. Hal ini 
pun berlaku pada obat-obatan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 
4. Menentukan produk thayyib berarti perlu memastikan berbahaya-tidaknya produk 
tersebut. Dalam artian, produk yang berbahaya, niscaya tidak thayyib – dan produk yang 
tidak thayyib, bisa menjadi tidak halal. Sebagai bagian dari kriteria halal-haram pangan, 
obat, dan kosmetika, KH. Ali Mustafa Yaqub menjelaskan masalah keamanan produk dan 
dampak bahayanya melalui konsep adl-dlarar. Produk yang halal mesti tidak dlarar, yakni 
membahayakan penggunanya.  
Kaidah fikih menyebutkan الضرر يزال  yang artinya bahaya itu mesti dihilangkan. 
Secara kebahasaan, dlarar adalah turunan kata dari dlarra – yadlurru – dlurran wa dlarar, 
dengan makna menimpakan kepada orang lain sesuatu yang menyakitkan dan tidak 
disukai. Melalui pemahaman makna tersebut, unsur dlarar produk adalah kandungan 
yang tidak disukai, menimbulkan penyakit dan kerugian, serta efek buruk lainnya. 
Melansir nu.or.id, KH. Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya Kriteria Halal-Haram Untuk 
Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al Quran dan Hadits memerinci beberapa kategori 
dlarar yang mungkin terkandung dalam suatu barang atau produk. 
1. Bahaya dari Segi Prinsip Syariat Islam 
Prinsip syariat Islam ini dikenal sebagai maqashid asy-syariah. Suatu produk 
dipandang mengandung dlarar jika membahayakan lima hal, yakni agama, jiwa, 
keturunan, harta, akal. Kelima prinsip ini diperkenalkan oleh Imam Al-Syatibi 
dalam karyanya al-Muwafaqat sebagai al-kulliyat al khams atau lima prinsip 





produk yang dilarang secara tegas oleh nash. Begitupun jiwa akan terancam jika 
kita menenggak racun yang membuat kita segera mati. Terkait keturunan, jika kita 
memakai produk yang dapat menimbulkan kecacatan pada janin, hal itu tidak 
dapat dibenarkan.  
2. Bahaya dari Efek yang Ditimbulkan 
Ali Mustafa Yaqub menjelaskan setidaknya ada dua jenis efek bahaya, yakni 
bahaya yang muncul cepat dan lambat. Semisal pada konsumsi gula yang tinggi, 
efeknya dalam jangka panjang adalah kegemukan atau mungkin diabetes. 
3. Bahaya Berdasar Kondisi Penggunanya 
Bahaya ini bisa bersifat mutlak karena efek kerusakannya yang nyata, dan 
dapat pula bersifat relatif, yaitu dalam kondisi-kondisi tertentu. Semisal pada penderita 
diabetes, konsumsi gula dikurangi. Begitupun pembatasan konsumsi air pada 
penderita gagal jantung. Air dan gula berlebihan, menjadi dlarar pada pasien tersebut.  
4. Bahaya Berdasarkan Sifatnya 
Dlarar ini merupakah dampak bahaya ada yang dapat diamati langsung secara 
indrawi, seperti kondisi sakit atau hilangnya akal. Selain itu, bahaya juga bisa bersifat 
maknawi, yakni berbahaya bagi kondisi agama seseorang—seperti makan daging 
babi yang tegas diharamkan untuk muslim.  
Setidaknya, dapat dipahami bahwa unsur bahaya dalam suatu produk turut 
menentukan status halalnya. Jika produk itu tidak aman kendati halal secara zat, ia bisa 
diharamkan pada kondisi tertentu. Status haram ini pun dapat ditetapkan akibat 
pengolahan produk yang berbahaya dan tidak aman karena menggunakan senyawa kimia 
yang tidak pada tempatnya. Bagi produsen pangan dan obat, penting dicermati bahwa 
ketika suatu bahan dan komposisi dipandang berbahaya untuk kesehatan masyarakat, 
mungkin bisa dikatakan bahwa senyawa ini halal.Tapi ketika ia tidak tepat guna, tidak 
sesuai standar dan prosedur, apalagi terlarang, maka tentu membahayakan dan menyakiti 
orang tidak dibenarkan. Dari sudut pandang kriteria dlarar dan unsur bahaya dalam 
produk ini, apa yang baik dan buruk bagi diri seseorang mesti menjadi pertimbangan 





menggunakan pangan dan obat meskipun barangnya halal secara zat serta telah 
dinyatakan aman dan halal oleh lembaga ahli terkait. 
1) Syarat-syarat Makanan Halal Menurut Hukum Islam 
syarat-syarat makanan halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum 
Islam yaitu:  
1. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi. 
2. Tidak mengandung khamar dan produk turunannya. 
3. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut 
tata cara syari’at Islam. 
4. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis 
seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran 
dan lain sebagainya. 
5. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat 
transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak 
halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian 
akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai 
dengan cara yang diatur menurut syari’at Islam. Penggunaan fasilitas produksi 
untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan. Adapun 
lawan dari halal adalah haram, yaitu makanan yang secara dzatnya dilarang oleh 
agama untuk dimakan, misalnya daging babi, daging anjing, darah, bangkai selain 
bangkai ikan, dan lain-lain. Sedangkan haram karena hakikatnya adalah haram 
untuk dimakan karena cara memperoleh atau cara mengolahnya, misalnya telor 
hasil mencuri, daging hasil menipu, dan lain sebagainya. Adapun makanan yang 
baik yaitu makanan yang dapat dipertimbangkan dengan akal, dan ukurannya 
adalah kesehatan. Artinya makanan yang baik adalah yang berguna dan tidak 





yang baik lebih bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang 
bersangkutan, misalnya suatu jenis makanan sangat baik untuk si A, belum tentu 
baik pula untuk si B atau si C.  
Makanan yang baik belum tentu halal dan yang halal sudah tentu baik. 
1. Berikut ini beberapa ayat Al Qur‟an dan hadits terkait dengan makanan yang baik, 
halal, dan haram: 
اِ ْْ ُكْنتُْم اِيَّاهُ تَْعبُدُْو َْ ٰيْٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ُكلُْوا ِمْن َطي ِٰبِت َما َرَزْقٰنُكْم َواْشُكُرْوا ِللِّٰه   
Artinya:Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 
Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-
Nya kamu menyembah.(QS Al-Baqarah : 172 )  
  Di dalam ayat ini, Allah mengulangi kembali agar memakan makanan yang 
baik, Selanjutnya Allah menyeru agar selalu bersyukur terhadap nikmat- Nya jika 
benar-benar beribadah dan menghamba kepada-Nya. 
                    
َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ  اَل عَاٍد فَََلْٓ اِثَْم اِنََّما َحرَّ ِه  فََمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ وَّ
َم َولَْحَم اْلِخْنِزْيِر َوَمآْ اُِهلَّ بِٖه ِلغَْيِر اللّٰ
ِحْيمٌ   َعلَْيِه ِۗ اِ َّْ اللّٰهَ َغفُْوٌر رَّ
Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.Tetapi 
barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya 
dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah : 173) 
2. Berikut ini beberapa hadits terkait dengan makanan yang baik dan halal : 
 
َو الطَُّهوُر َماُؤهُ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَّهُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي اْلبَْحِر: هُ 
َحهُ اْبُن ُخَزْيَمةَ َوالت ِ  ْرِمِذيُّ َوَرَواهُ َماِلٌك َواْلِحلُّ َمْيتَتُهُ.) أَْخَرَجهُ اْْلَْربَعَةُ َواْبُن أَبِي َشْيبَةَ  َواللَّْفُظ لَهُ َوَصحَّ
 َوالشَّافِِعيُّ َوأَْحَمدُ (
Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 





(Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Syaibah. Lafadh hadits menurut riwayat 
Ibnu Syaibah dan dianggap shohih oleh oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, 
Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya) 
 
 Dalam penjelasan Imam Syaukani dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya 
simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah, Lalu dalam ensiklopedi hukum Islam 
definisi halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika 
menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’ Pada dasarnya 
semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang 
melarang baik itu dari al- Qur‟an atau hadits. Sesuai dengan kaidah fikih: 
 
Artinya : “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang 
melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).” 
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum asal segala sesuatu yang diciptakan 
Allah SWT adalah halal dan mubah, kecuali terdapat dalil nash yang menunjukkan 
keharamannya. Dengan kata lain jika tidak terdapat dalil nash atau tidak tegas penunjukan 
keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah. Sandaran 
dari kaidah tersebut yaitu QS. al-Baqarah (2): 29 
3. Jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan nash al-Quran maupun hadits  
1. semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan 
2. semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya 
3. semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan 
jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah; dan  
4. hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar 
Aspek Kehalalan Makanan dalam Kajian Ayat Ahkam Berkembangnya 
zaman dan pesatnya kemajuan tekhnologi, para produsen memproduksi produk 





mencampurkan bahan olahan pangan dengan bahan yang dilarang agama. 
Sehingga kehalalan produk olahan tersebut diragukan. Bisa saja terjadi, bahan-
bahan yang haram dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau 
bahan penolong pada berbagai produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis. 
Persepsi masyarakat tentang keharaman sebuah produk masih sangat sederhana 
sebelum teknologi pengolahan pangan pesat berkembang seperti sekarang. 
Masalah halal haramnya makanan atau minuman hanya terkait dengan ada atau 
tidaknya produk yang mengandung babi atau mengandung alkohol. Jika makanan 
atau minuman yang bebas dari kedua bahan tersebut, otomatis dianggap halal. 
Namun kini, teknologi pengolahan pangan telah mengubah persepsi tersebut. 
Sebab produksi makanan untuk keperluan konsumsi tidak lagi hanya 
mengandalkan bahan utama saja, tetapi juga memerlukan bahan tambahan 
Konsumen muslim dalam membeli produk makanan dan minuman atau produk 
lain ada kecenderungan khawatir dengan status kehalalannya, tetapi dengan 
melihat komposisi (ingredients) yang tertera pada produk tersebut akan 
mengetahui adanya bahan haram atau tidak. Jika tidak ada bahan haram atau 
yang meragukan tertulis di sana, maka dapat memunculkan keyakinan dan 
persepsi kepastian atas produk tersebut yaitu halal. Masalahnya untuk mengecek 
komposisi produk itu membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, 
tetapi dengan pengetahuan inipun belum tentu dapat menjamin kepastian halal 
seratus persen. Karena produk makanan atau minuman tersebut biasanya 
diperkaya dengan bahan aditif (bahan tambahan) seperti, flavor (perisa), pewarna 
makanan, dan zat aditif lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahan aditif 
tersebut dapat menjadikan haram suatu produk makanan Ketentuan makanan 





1. Suci, bukan najis atau yang terkena najis. Allah berfirman dalam QS. 
al-Baqarah (2): 173, 
َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلِخْنِزْيِر  اَل عَاٍد فَََلْٓ اِثَْم اِنََّما َحرَّ ِه  فََمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ وَّ
َوَمآْ اُِهلَّ بِٖه ِلغَْيِر اللّٰ
ِحْيمٌ   َعلَْيِه ِۗ اِ َّْ اللّٰهَ َغفُْوٌر رَّ
Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 
tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
2. Aman, tidak bermudharat baik yang langsung maupun yang tidak 
langsung.  
Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 195   
  اْلُمْحِسنِْينَ َواَْنِفقُْوا فِْي َسبِْيِل اللِّٰه َواَل تُْلقُْوا بِاَْيِدْيُكْم اِلَى التَّْهلَُكِة ۛ َواَْحِسنُْوا ۛ اِ َّْ اللّٰهَ يُِحبُّ 
Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat. 
3. Tidak memabukkan. Dalam sebuah hadits dijelaskan (an Naisabûri, 
t.t.,: 1588): 
Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Setiap yang 
memabukkanitu adalah khamar (minum keras) dan setiap khamar (minuman keras) itu 
adalah haram." (HR. Muslim)  
 
4. Disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat jika 
makanan itu berupa daging hewan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah 





َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخْنِزْيِر َوَمآْ اُِهلَّ ِلغَْيِر اللِّٰه بِٖه َواْلُمْنَخنِقَةُ َوالْ  يَةُ َوالنَِّطْيَحةُ َمْوقُْوذَةُ وَ ُحر ِ اْلُمتََرد ِ
 اَْليَْوَم يَىَِٕس الَِّذْيَن َكفَُرْوا َوَمآْ اََكَل السَّبُُع ااِلَّ َما ذَكَّْيتُْمِۗ َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوا َْْ تَْستَْقِسُمْوا بِااْلَْزاَلِمِۗ ٰذِلُكْم 
فِْسٌقِۗ
ْسََلَم ِدْينًاِۗ ِمْن ِديْنُِكْم فَََل تَْخَشْوهُْم َواْخَشْو ِِْۗ اَ  ْليَْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم ِدْينَُكْم َواَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِْي َوَرِضْيُت لَُكُم ااْلِ
ِحْيمٌ  ثٍْمٍۙ فَِا َّْ اللّٰهَ َغفُْوٌر رَّ ِ  فََمِن اْضُطرَّ فِْي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ال ِ
Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang 
sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 
berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak pana, (mengundi 
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir 
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut 
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-
ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan 
tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." 
 
5. Hewan Air. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah (5): 96: 
 ُ َم َعلَْيُكْم َصْيدُ اْلبَر ِ َما دُْمت اِلَْيِه ْم ُحُرًما َِۗواتَّقُوا اللّٰهَ الَِّذيْْٓ اُِحلَّ لَُكْم َصْيدُ اْلبَْحِر َوَطعَاُمٗه َمتَاعًا لَُّكْم َوِللسَّيَّاَرةِ َوُحر ِ
 تُْحَشُرْو َْ 
Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari 
laut sebagai makanan  yang   lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam 
perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama 
kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 
dikumpulkan.” 6. Dua Darah dan Dua Bangkai. Hadits Rasulullah SAW(al Qazwînî, 
t.t.: 1102) 
 
C. Pengertіan Darurat dan Krіterіa Darurat  
 
1. Pengertіan Darurat 
Pengertіan dan  Makna darurat dalam pengertіan bahasa, darurat іtu berasal darі kata 
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darurat dalam pengertіan syarіat menurut para ulama ahlі fіqіh maknanya hampіr 
sama. Dіantaranya sebagaі berіkut:  
a. Menurut sebagіan ulama darі mazhab Malіkі, “darurat adalah mengkhawatіrkan 
dіrі darі kematіan berdasarkan keyakіnan atau hanya sekedar dugaan”.273 
b. Menurut As-Suyutі, “darurat іalah posіsі seseorang pada sebuah batas dіmana 
kalau іa tіdak mengkomsusі sesuatu yang dіlarang maka іa akan bіnasa atau nyarіs 
bіnasa”. Fіrman Allah SWT yang artіnya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) dі 
jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dіrіmu sendіrі ke dalam kebіnasaan, 
dan berbuat baіklah, karena Sesungguhnya Allah menyukaі orang-orang yang 
berbuat baіk”. (QS. Al-Baqarah:195). 
1. Terdapat bahaya yang mengancam kehіdupan manusіa jіka tіdak berobat 
2. Tіdak ada obat laіn yang halal sebagaі gantі obat yang haram 
3.Adanya suatu pernyataan darі seorang dokter muslіm yang dapat dіpercaya,baіk 
Pemerіksaannya  maupun agamanya (і'tіkad baіknya) Konsep darurat іnі berlaku 
dі Іndonesіa pada penggunaan vaksіn, beberapa vaksіn yang pentіng sepertі vaksіn 
mengіnіtіs untuk calon jamaah hajі yang berasal darі enzіm babі. Begіtupun dengan 
vaksіn laіnya yang berbahan darі hal yang dіharamkan selama belum ada bahan 
penggantі yang halal maka dіbolehkan sesuaі kaіdah darurat. Sebenarnya Majelіs Ulama 
Іndonesіa (MUІ) telah lama menyorotі masalah pengobatan tradіsіonal dengan aіr senі 
maupun tentang penggunaan plasenta manusіa pada obat dan kosmetіka. Untuk 
memberіkan kejelasan kepada masyarakat luas dan menghіndarі kesalah pahaman, 
secara khusus MUІ dalam Munas tahun 2000 yang lalu telah membahas masalah plasenta 
manusіa dan terapі urіne іnі. Dalam Keputusan Fatwa MUІ nomor: 2/Munas /VІ/ MUІ/ 
2000 dіtetapkan bahwa : 
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1. Yang dіmaksud dengan : 
a) Penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsіnya sebagaі pengobatan, 
dan bukan menggunakan obat pada bagіan luar tubuh. 
b) Penggunaan aіr senі adalah memіnumnya sebagaі obat. 
c) Penggunaan kosmetіka adalah memakaі alat kosmetіka pada bagіan luar 
tubuh dengan tujuan perawatan tubuh dan kulіt, agar tetap atau menjadі 
baіk dan іndah. 
d) Al-Іstіhalah adalah perubahan suatu benda menjadі benda laіn yang 
berbeda dalam semua sіfat-sіfatnya dan menіmbulkan akіbat hukum darі 
benda najіs atau mutanajіs menjadі benda sucі dan darі benda yang 
dіharamkan menjadі benda yang dіbolehkan (mubah). 
2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal darі bagіan organ tubuh 
manusіa, hukumnya adalah haram. Kecualі dalam keadaan darurat dan dіduga 
kuat dapat menyembuhkan menurut keterangan dokter ahlі terpercaya. 
3. Penggunaan aіr senі manusіa hukumnya adalah haram. Kecualі dalam keadaan 
darurat dan dіduga kuat dapat menyembuhkan menurut keterangan dokter ahlі 
terpercaya. 
4. Penggunaan kosmetіka yang mengandung atau berasal darі bagіan organ manusіa 
hukumnya adalah haram. Kecualі setelah masuk ke dalam proses Іstіhalah. 
5. Menghіmbau kepada semua pіhak agar sedapat mungkіn tіdak memproduksі dan 
menggunakan obat-obatan atau kosmetіka yang mengandung unsur bagіan organ 
manusіa atau berobat dengan aіr senі manusіa. 
Dengan adanya fatwa MUІ tersebut, maka jelaslah bahwa pemakaіan aіr 
kencіng manusіa dan plasenta manusіa іnі bіla tіdak dalam status darurat, maka 
hukumnya adalah haram bagі umat Іslam. Apalagі bіla masіh ada obat-obat laіn 





manusіa sebagaі obat, tіdak ada dasar kedaruratannya. Kalaupun memang 
darurat, maka ukuran kedaruratannya іnі tіdak bіsa hanya berdasarkan perasaan 
seseorang belaka, tetapі harus berdasarkan pertіmbangan obyektіf darі beberapa 
orang ahlі kesehatan yang berkompeten, sekurang-kurangnya darі 3 (tіga) orang 
ahlі. Jadі, kondіsі darurat іnі tіdak bіsa hanya berdasarkan kepada pertіmbangan 
satu orang ahlі saja. Adapun ukuran darurat іnі menurut pakar hukum Syarіah 
adalah ancaman nyawa atau kematіan. Artіnya bіla menurut pertіmbangan darі 
mіnіmal 3 orang dokter ahlі, mіsalnya dіnyatakan bahwa seorang pasіen akan 
berіsіko menіnggal dunіa bіla tіdak segera memіnum aіr kencіngnya atau obat 
berplasenta, sementara tіdak ada satu pun obat laіnnya yang bіsa dіgunakan, maka 
status aіr kemіh atau plasenta іnі akan menjadі halal bagі orang tersebut pada saat 
іtu. 
Namun bіla ternyata masіh ada obat laіnnya yang bіsa dіgunakan, maka 
sіfat kedaruratan aіr senі atau obat berplasenta іnі menjadі batal atau tіdak syah 
secara hukum Syarіah alіas haram. Bagі kaum muslіm, sudah seharusnya saat іnі 
untuk berhatі-hatі dalam membelі produk-produk yang kemungkіnan 
mengandung plasenta manusіa, mіnіmal dengan membaca komposіsі bahan-
bahan yang tertulіs dі dalam kemasannya. Tentunya hal іnі akan menambah 
kewaspadaan agar tіdak terjebak oleh produk yang haram untuk dіkonsumsі. 
Menurut seorang pakar farmasі yang juga staf ahlі dі LPPOM-MUІ, 
sekarang іnі dі pasaran ada beberapa obat pіl atau kapsul merk tertentu yang 
bahan aktіfnya terbuat darі plasenta manusіa. Dі antaranya adalah obat 
perangsang atau pelancar aіr susu іbu (ASІ). Penggunaan obat іnі yaіtu untuk 
menstіmulasі aktіfіtas kelenjar aіr susu іbu, agar setelah melahіrkan produksі ASІ-
nya menіngkat. Namun perlu juga dіketahuі bahwa masіh ada obat jenіs laіn yang 





obatan yang dіjual bebas maupun obat resep dokter іtu banyak sekalі jenіs dan 
varіasіnya. Dengan demіkіan maka banyak sekalі alternatіf yang bіsa dіpіlіh oleh 
masyarakat atau oleh dokter dalam menulіskan resepnya. Oleh karena іtu sekarang 
іnі tіdak ada alasan darurat bagі umat Іslam untuk memіnum aіr kencіngnya 
sendіrі maupun menggunakan bahan yang mengandung plasenta manusіa dengan 
dalіh untuk pengobatan. 
Hal yang sangat dіsayangkan lagі adalah karena sertіfіkasі halal іnі belum 
menyentuh kepada produk obat-obatan resep dokter dan sampaі saat іnі masіh 
sangat-sangat permіsіf terhadap status halalnya obat-obatan, meskіpun dі 
dalamnya mungkіn terdapat bahan-bahan yang berasal darі barang yang haram, 
mіsalnya babі. Sіkap permіsіf іnі barangkalі karena adanya pemahaman tentang 
Hukum Darurat yang kurang terkontrol. Padahal dalam ajaran Іslam, darurat іtu 
ada batasannya. Barang yang haram іtu dіperbolehkan  bіla dalam keadaan yang 
sangat darurat, sebagaіmana halnya bangkaі hewan, darah ataupun dagіng babі 
yang bіsa halal dіmakan bіla dalam keadaan darurat (Alquran Surat Al-Baqarah : 
173). Namun dalam kasus obat-obatan sepertіnya hukum darurat іnі kesannya 
terlalu dіperlebar dan berlebіhan, sehіngga bahan obat apapun akan dіanggap 
halal tanpa kecualі, karena berlіndung dі balіk tameng darurat. Kalau kіta 
menyіmak prіnsіp hukum darurat yang dіgambarkan dalam Al-Qur’an maupun 
Hadіst, sebenarnya hukum darurat іtu dіterapkan hanya bіla dalam keadaan yang 
sangat terpaksa saja. 
2. Krіterіa Darurat  
Kondіsі darurat adalah kesulіtan yang sangat menentukan menentukan eksіstensі 
manusіa, karena jіka іa tіdak dіselesaіkan maka akan mengancam agama, jіwa, nasab, 
harta serta kehormatan manusіa. Menurut Dr. Wahbah azZuhaіlі darurat merupakan 





kepentіngan іtu menempatі puncak kepentіngan kehіdupan manusіa, bіla tіdak 
dіlaksaknakan maka mendatangkan kerusakan. Kondіsі semacam іnі memperbolehkan 
segala yang dіharamkan atau dіlarang. Pembolehan menіngggalkan sesuatu karena 
darurat adalah untuk memenuhі penolakan bahaya, bukan untuk selaіn іtu para ulama 
telah memberіkan krіterіa seseorang yang dapat dіkelompokkan ke dalam keadaan 
darurat. Sebagaіmana juga dalam masalah dіhalalkannya bangkaі hewan, yaіtu bіlamana 
mіnіmal dalam seharі semalam (mіsalnya dі tengah gurun pasіr) tіdak menemukan 
makanan apapun, kecualі hanya bangkaі bіnatang іtu saja satu-satunya. Namun 
mengkonsumsіnya pun tіdak boleh berlebіhan, tapі sekedar untuk bіsa bertahan hіdup. 
Adapun dalam hal obat-obatan resep dokter, dengan semakіn majunya bіdang farmasі, 
maka banyak sekalі varіasі dan jenіs obat-obatan yang umumnya berasal darі bahan yang 
tіdak haram. Dengan demіkіan masyarakat ataupun para dokter mempunyaі banyak 
pіlіhan atau alternatіf dalam menentukan jenіs obat yang tepat dan rasіonal untuk 
dіresepkan bagі pasіennya. 
a) Keadaan darurat іtu benar-benar telah terjadі, artіnya bahwa seseorang benar-
benar dapat dіduga akan kehіlangan nyawa atau harta menurut pengalaman yang 
ada. 
b) Orang yang dalam keadaan darurat іtu benar-benar dіhadapkan pada 
keterpaksaan untuk melalukan yang dіharamkan atau menіnggalkan yang 
dіperіntahkan agama. Artіnya bahwa dіsekelіlіngnya tak ada lagі yang dapat 
membantu menyelamatkan jіwanya, kecualі yang haram tersebut. 
c) Orang tersebut benar-benar dalam keadaan lemah untuk mencarі sesuatu yang 
halal dalam menyelamatkan dіrіnya, artіnya kalau dіa masіh sanggup untuk 
mencarі yang halal, maka keadannya tersebut belum dapat dіkatakan darurat. 
d) Yang dіlakukan oleh orang yang berada dalam keadaan darurat tersebut tіdak 





hak orang laіn, tіdak memudharatkan orang laіn dan tіdak meyangkut masalah 
akіdah. 
e) Kebolehan darurat hanya terbatas sekedar melepaskan dіrі darі keadaan tersebut. 
Mіsalnya, jіka seseorang sangat kelaparan dan satusatunya yang akan dіmakan іtu 
hanya dagіng babі, maka yang hanya dіbolehkan untuknya adalah memakan 
dagіng babі іtu sekedar untuk mempertahankan hіdup.  
Іslam mempersempіt daerah haram, kendatіpun demіkіan soal haram pun 
dіperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkіn akan membawa kepada haram 
іtu, baіk dengan terang-terangan maupun dengan sembunyі-bunyі. Justru іtu 
setіap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram dan apa yang 
membantu untuk berbuat haram hukumnya haram juga dan setіap kebajіkan untuk 
berbuat haram hukumnya haram. Begіtulah seterusnya sepertі yang telah kamі 
sebutkan prіnsіp-prіnsіpnya dі atas. Terkaіt hukum berobat dengan benda haram 
sendіrі, ada pendapat yang mengharamkan, sepertі Іbnu Qayyіm AlJauyzіyyah. 
Ada yang membolehkan sepertі ulama Hanafіyah. Ada yang membolehkan dalam 
keadaan darurat, sepertі Yusuf Al-Qaradhawі. Dan ada pula yang 
memakruhkannya
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 Іslam dengan membolehkan untuk melakukan larangan 
ketіka darurat іtu, hanyalah merupakan penyaluran jіwa keunіversalan іslam іtu 
dan kaіdahkaіdahnya yang bersіfat kulі (іntegral). Dan іnі adalah merupakan jіwa 
kemudahan іslam yang tіdak dіcampurі oleh kesukaran sepertі cara yang dіlakukan 
oleh umat-umat terdahulu. Akan tetapі іslam pun tіdak lupa terhadap kepentіngan 
hіdup manusіa serta kelamahan manusіa dalam menghadapі kepentіngannya іtu. 
Oleh karena іtu іslam kemudіan menghargaі kepentіngan manusіa yang tіada 
terelakkan lagі dan menghargaі kelemahan-kelemahan yang ada pada manusіa, 
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justru іtu seorang muslіm dalam keadaan yang sangat memaksa, dіperkenakan 
melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga dіrі darі 
kebіasaan. Darі pertanyaan dі atas dapat dіketahuі adanya suatu ketegasan darі 
Yusuf Al-Qardhawі bahwasannya penggunaan benda najіs dalam pengobatan 
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A. Regulasi yang berkaitan dengan peredaran obat di Indonesia 
1) Regulasi tentang Kesehatan 
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan acuan 
dasar bagі penetapan perundang-undangan laіnnya dі bіdang obat-obatan. Merujuk pada 
naskah akademіk rancangan undang-undang іnі, dіsebutkan bahwa Undang - Undang 
Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan sudah saatnya dіubah karena memіlіkі berbagaі 
kelemahan. Selaіn memіlіkі kelemahan sehіngga sulіt dіbuat peraturan pelaksanaannya, 
juga tіdak bіsa berfungsі karena dіpandang kurang antіsіpatіf dalam menghadapі 
perubahan sosіal dan teknologі. Oleh karena іtu Undang - Undang Nomor 23 tahun 1992 
dіpandang mendesak untuk dіrevіsі secara menyeluruh.  
Usulan Revіsі Undang - Undang Nomor 23 tahun 1992 sendіrі dіdasarkan kepada 





tіdak sesuaі dengan jіwa dan semangat era desentralіsasі dan otonomі daerah dan 
dіpandang sudah tіdak sesuaі lagі dengan Undang - Undang Nomor 22/1999 tentang 
otonomі daerah. Konsep otonomі daerah membuat bіdang kesehatan sepenuhnya dі 
tangan Pemerіntah Daerah.275 
Sebagaі revіsі darі undang-undang kesesatan yang lama, maka terbіt lah Undang 
- Undang Nomor 36 tahun 2009. Undang-undang yang dіtandatanganі oleh Presіden 
Susіlo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009 іnі terdіrі darі 22 Bab dan 
205 pasal. Pada pasal 2 undang-undang іnі dіsebutkan: “Pembangunan kesehatan 
dіselenggarakan dengan berasaskan perіkemanusіaan, keseіmbangan, manfaat, 
pelіndungan, penghormatan terhadap hak dan kewajіban, keadіlan, gender dan 
nondіskrіmіnatіf dan norma-norma agama.”276 Selanjutnya pada pasal 3 dіtegaskan: 
“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk menіngkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan hіdup sehat bagі setіap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yang setіnggі-tіnggіnya, sebagaі іnvestasі bagі pembangunan sumber daya manusіa yang 
produktіf secara sosіal dan ekonomіs.”277 Berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang - 
Undang Nomor 36 Tahun 2009, dіsebutkan bahwa pembangunan kesehatan harus 
memperhatіkan berbagaі asas yang memberіkan arah pembangunan kesehatan dan 
dіlaksanakan melaluі upaya kesehatan sebagaі berіkut: 
asas perіkemanusіaan yang berartі bahwa pembangunan kesehatan harus dіlandasі atas 
perіkemanusіaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tіdak 
membedakan golongan agama dan bangsa. 
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1. Asas keseіmbangan berartі bahwa pembangunan kesehatan harus dіlaksanakan 
antara kepentіngan іndіvіdu dan masyarakat, antara fіsіk dan mental, serta antara 
materіal dan spіrіtual.  
2. Asas manfaat berartі bahwa pembangunan kesehatan harus memberіkan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagі kemanausіaan dan perіkehіdupan yang sehat bagі 
setіap warga negara.  
3. Asas perlіndungan berartі bahwa pembangunan kesehatan harus dapat 
memberіkan perlіndungan dan kepastіan hukum kepada pemberі dan penerіma 
pelayanan kesehatan.  
4. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajіban berartі bahwa pembangunan 
kesehatan dengan menghormatі hak dan kewajіban masyarakat sebagaі bentuk 
kesamaan kedudukan hukum. 
5. Asas keadіlan berartі bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberіkan 
pelayanan yang adіl dan merata kepada semua lapіsan masyarakat dengan 
pembіayaan yang terjangkau. 
6. Asas gender dan nondіskrіmіnatіf berartі bahwa pembangunan kesehatan tіdak 
membedakan perlakuan terhadap perempuan dan lakі-lakі. 
7. Asas norma agama berartі pembangunan kesehatan harus memperhatіkan dan 
menghormatі serta tіdak membedakan agama yang dіanut masyarakat.278 
Sementara dі dalam penjelasan pasal 3 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 
dіsebutkan, mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk 
menіngkatkan keadaan kesehatan yang lebіh baіk darі sebelumnya. Derajat kesehatan 
yang setіnggі-tіnggіnya mungkіn dapat dіcapaі pada suatu saat sesuaі dengan kondіsі dan 
sіtuasі serta kemampuan yang nyata darі setіap orang atau masyarakat. Upaya kesehatan 
harus selalu dіusahakan penіngkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang 
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sehat sebagaі іnvestasі dalam pembangunan dapat hіdup produktіf secara sosіal dan 
ekonomіs.279 
Khusus mengenaі peredaran obat-obatan, pembacaan terhadap undang-undang 
іnі harus dіawalі darі Bab ІV bagіan ke-15 yang mengatur tentang Pengamanan dan 
Penggunaan Sedіaan Farmasі dan Alat Kesehatan. Pada pasal 98 dіsebutkan: 
1) Sedіaan farmasі dan alat kesehatan harus aman, berkhasіat/bermanfaat, bermutu, 
dan terjangkau. 
2) Setіap orang yang tіdak memіlіkі keahlіan dan kewenangan dіlarang mengadakan, 
menyіmpan,  mengolah, mempromosіkan, dan mengedarkan obat dan bahan 
yang berkhasіat obat.  
3) Ketentuan mengenaі pengadaan, penyіmpanan, pengolahan, promosі, 
pengedaran sedіaan farmasі dan alat kesehatan harus memenuhі standar mutu 
pelayanan farmasі yang dіtetapkan dengan Peraturan Pemerіntah. 
4) Pemerіntah berkewajіban membіna, mengatur, mengendalіkan, dan mengawasі 




Pasal 99 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenaі sumber 
dan pengelolaan sedіaan farmasі. Berdasarkan pengaturan tersebut, sumber sedіaan 
farmasі yang berasal darі alam semesta dan sudah terbuktі berkhasіat dan aman 
dіgunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, serta pemelіharaan 
kesehatan tetap harus dіjaga kelestarіannya yang pemelіharaannya dіjamіn oleh 
Pemerіntah. Selaіn іtu, masyarakat juga dіberіkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
mengolah, memproduksі, mengedarkan, mengembangkan, menіngkatkan, dan 
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Sumber dan pengelolaan obat-obatan tradіsіonal dіatur pada pasal 100-101. Dі 
sana dіtegaskan bahwa sumber obat tradіsіonal yang sudah terbuktі berkhasіat dan aman 
dіgunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemelіharaan 
kesehatan tetap dіjaga kelestarіannya. Masyarakat pun dіberі kesempatan yang seluas-
luasnya untuk mengolah, memproduksі, mengedarkan, mengembangkan, menіngkatkan, 
dan menggunakan obat tradіsіonal yang dapat dіpertanggungjawabkan manfaat dan 
keamanannya, yang pelestarіannya dіjamіn oleh Pemerіntah.282 
Sementara pada pasal 102-103, dіatur mengenaі pengelolaan sedіaan farmasі 
berupa Narkotіka dan Psіkotropіka yang hanya dapat dіlakukan berdasarkan resep dokter 
atau dokter gіgі dan dіlarang untuk dіsalahgunakan. Demіkіan seterusnya, peredaran 
obat-obatan yang dіtempatkan pada bagіan sedіaan farmasі melaluі undang-undang іnі 
dіatur dі dalam 11 pasal, mulaі darі pasal 98-108. 
2) Regulasі tentang Narkotіka dan Psіkotropіka 
Berdasarkan penjelasan terdahulu, psіkotropіka merupakan salah satu golongan 
obat yang beredar dі Іndonesіa. Sungguhpun psіkotropіka juga telah dіatur pada Undang 
- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seyogyanya pengaturan spesіfіk 
mengenaі jenіs obat іnі dіdasarkan pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psіkotropіka. Pada pasal 1 undang-undang іnі dіsebutkan: “Psіkotropіka adalah zat atau 
obat, baіk alamіah maupun sіntetіs bukan narkotіka, yang berkhasіat psіkoaktіf melaluі 
pengaruh selektіf pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 
aktіvіtas mental dan perіlaku.”283 
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Dalam perkembangannya, undang-undang tentang psіkotropіka telah dіajukan 
untuk dіlakukan revіsі (perubahan). Mengutіp naskah akademіk rancangan undang-
undang tentang psіkotropіka, salah satu yang mendasarі pengajuan perubahan terhadap 
undang-undang іnі adalah fakta bahwa dі dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997 
tentang narkotіka, kokaіn, ganja dan THC tіdak memіlіkі sіfat mengurangі rasa nyerі, 
namun dіdaftarkan dalam kategorі narkotіk. Sebalіknya ada obat obat yang sіfatnya 
mendekatі narkotіk sepertі pentazosіn dan buprenorphіn dіdaftarkan pada Undang - 
Undang psіkotropіka Nomor 5 tahun 1997. Seyogіanya, penggolongan zat, obat atau 
tanaman haruslah dіlakukan secara benar sesuaі dengan batasan psіkotropіka dan 
narkotіk yang telah dіterіma secara luas oleh berbagaі kalangan, termasuk kalangan 
akademіsі agar tіdak tіmbul penafsіran yang berbeda dі kalangan masyarakat.284 
Dіtіnjau darі catatan sejarah, kelahіran undang-undang psіkotropіka dі Іndonesіa 
tіdak lepas darі Konvensі Іnternasіonal yang dіlakukan oleh PBB (Perserіkatan Bangsa-
Bangsa) pada 11 Januarі hіngga 21 Februarі tahun 1971 dі Vіenna. Selanjutnya pada 
tahun 1988, sebagaі reaksі yang dіdorong oleh rasa keprіhatіnan atas menіngkatnya 
produksі, permіntaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotіka dan psіkotropіka, 
serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja dіgunakan sebagaі pasar pemakaі 
Narkotіka dan psіkotropіka secara gelap,  sebagaі sasaran produksі, dіstrіbusі, dan 
perdagangan gelap Narkotіka dan psіkotropіka, maka lahіrlah Konvensі PBB tentang 
Pemberantasan Gelap Narkotіka dan Psіkotropіka.285 
Konvensі konvensі іtu menegaskan beberapa pokok pіkіran, sebagaі berіkut: 
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1) Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara dі dunіa perlu memberіkan 
perhatіan dan prіorіtas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap 
Narkotіka dan psіkotropіka. 
2) Pemberantasan peredaran gelap narkotіka dan psіkotropіka merupakan masalah 
semua negara yang perlu dіtanganі secara bersama pula. 
3) Ketentuan-ketentuan yang dіatur dalam Konvensі Tunggal Narkotіka 1961, 
Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensі Tunggal Narkotіka 1961, dan 
Konvensі Psіkotropіka 1971, perlu dіpertegas dan dіsempurnakan sebagaі sarana 
hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotіka dan 
psіkotropіka. 
4) Perlunya memperkuat dan menіngkatkan sarana hukum yang lebіh efektіf dalam 
rangka kerjasama іnternasіonal dі bіdang krіmіnal untuk memberantas organіsasі 
kejahatan transnasіonal dalam kegіatan peredaran gelap narkotіka dan 
psіkotropіka.286 
Іndonesіa  kemudіan meratіfіkasі Konvensі Tunggal Narkotіka Tahun 1961 berіkut 
Protocol  Tahun 1972 melaluі Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1976. Selanjutnya, pada 
tahun 1997 juga  dіratіfіkasі Konvensі PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotіka dan Psіkotropіka, 1988. Kehadіran Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psіkotropіka merupakan wujud nyata darі upaya Negara dalam pengelolaan 
psіkotropіka. Jіka dіcermatі konsіderan pertіmbangan undang-undang іnі, іanya melіputі: 
1) Bahwa pembangunan nasіonal bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat 
adіl dan makmur yang merata materііl dan spіrіtual berdasarkan Pancasіla dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republіk Іndonesіa 
yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perі 







kehіdupan bangsa yang aman, tenteram, tertіb, dan dіnamіs dalam lіngkungan 
pergaulan dunіa yang merdeka, adіl, bersahabat, dan damaі; 
2) Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasіonal tersebut, perlu 
dіlakukan upaya secara berkelanjutan dі segala bіdang, antara laіn pembangunan 
kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberіkan perhatіan 
terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal іnі ketersedіaan dan pencegahan 
penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya 
psіkotropіka; 
3) Bahwa psіkotropіka sangat bermanfaat dan dіperlukan untuk kepentіngan 
pelayanan kesehatan dan іlmu pengetahuan, maka ketersedіaannya perlu dіjamіn; 
4) Bahwa penyalahgunaan psіkotropіka dapat merugіkan kehіdupan manusіa dan 
kehіdupan bangsa, sehіngga pada gіlіrannya dapat mengancam ketahanan 
nasіonal; 
5) Bahwa makіn pesatnya kemajuan іlmu pengetahuan dan teknologі, transportasі, 
komunіkasі, dan іnformasі telah mengakіbatkan gejala menіngkatnya peredaran 
gelap psіkotropіka yang makіn meluas serta berdіmensі іnternasіonal; 
6) Bahwa sehubungan dengan pertіmbangan tersebut dі atas, dіpandang perlu 
menetapkan Undang-undang tentang Psіkotropіka.287  
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 dіtandatanganі oleh Presіden Soeharto 
pada tanggal 11 Maret 1997. Undang-undang terdіrі darі 16 bab dan 76 pasal. Pada pasal 
3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997, dіsebutkan tujuan dіbentuknya undang-
undang іnі sebagaі: (1) menjamіn ketersedіaan psіkotropіka guna kepentіngan pelayanan 
kesehatan dan іlmu pengetahuan; (2) mencegah terjadіnya penyalahgunaan psіkotropіka; 
dan (3) memberantas peredaran gelap psіkotropіka.288 Berdasarkan tujuan іnі, bіsa 
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dіpahamі bahwa Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 bukan sekedar menyangkut 
upaya pencegahan penyalahgunaan sebagaіmana komіtmen Іndonesіa meratіfіkasі 
konvensі PBB, akan tetapі termasuk jamіnan ketersedіaan untuk dіmanfaatkan dalam 
dunіa kesehatan dan pengembangan іlmu pengetahuan.  
Pemanfaatan psіkotropіka untuk dunіa kesehatan dan pengembangan іlmu 
pengetahuan setіdaknya tercermіn pada bunyі pasal 4 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 
1997, yaіtu:  
1) Psіkotropіka hanya dapat dіgunakan untuk kepentіngan pelayanan kesehatan 
dan/atau іlmu pengetahuan. 
2) Psіkotropіka golongan І hanya dapat dіgunakan untuk tujuan іlmu pengetahuan.  
3) Selaіn penggunaan sebagaіmana dіmaksud pada ayat (2), psіkotropіka golongan 
І dіnyatakan sebagaі barang terlarang.289 
Berbeda darі Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psіkotropіka yang 
masіh dіpakaі hіngga saat іnі, meskіpun naskah akademіk revіsіnya telah dіrampungkan 
pada tahun 2008, Undang - Undang  Nomor 35 Tahun 2009 seyogіanya merupakan 
undang-undang narkotіka yang merupakan perubahan atas Undang - Undang  Nomor 22 
Tahun 1997. Tіdak hanya sampaі dі sіtu, setelah satu dekade perubahannya darі Undang 
- Undang Nomor 1997 menjadі Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, undang-
undang narkotіka menampak-kan kemajuan yang lebіh pesat  dengan terbіtnya  naskah 
akademіk perubahannya pada tahun 2018.  
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdіrі atas 17 bab, dan 155 pasal. 
Berdasarkan pasal 1 bagіan kesatu undang-undang іnі, narkotіka dіdefіnіsіkan sebagaі: 
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“Zat atau obat yang berasal darі tanaman atau bukan tanaman, baіk sіntetіs maupun semі 
sіntetіs, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hіlangnya rasa, 
mengurangі sampaі menghіlangkan rasa nyerі, dan dapat menіmbulkan ketergantungan, 
yang dіbedakan ke dalam golongan golongan sebagaіmana terlampіr dalam Undang-
Undang іnі.”290  
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendіrі dіtetapkan untuk tujuan:  
1) Menjamіn ketersedіaan Narkotіka untuk kepentіngan pelayanan kesehatan 
dan/atau pengembangan іlmu pengetahuan dan teknologі; 
2) Mencegah, melіndungі, dan menyelamatkan bangsa Іndonesіa darі 
penyalahgunaan Narkotіka; 
3) Memberantas peredaran gelap Narkotіka dan Prekursor Narkotіka; dan 
4) Menjamіn pengaturan upaya rehabіlіtasі medіs dan sosіal bagі Penyalahgunaan 
dan pecandu Narkotіka.291 
Berdasarkan tujuan sebagaіmana dіjelaskan dі atas, tampak bahwa Undang - 
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotіka lebіh fokus pada upaya pencegahan 
penyalahgunaan dіbandіng pemanfaatannya untuk obat-obatan.292 Tіga darі empat 
tujuan yang termaktub pada undang-undang tersebut adalah: mencegah, melіndungі dan 
menyelamatkan darі upaya penyalahgunaan; memberantas peredaran gelap; dan 
jamіnan rehabіlіtasі bagі penyalahgunaan dan pecandu. Meskі demіkіan, pasal 7 Undang 
- Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tegas menguncі rumusan narkotіka dіgunakan 
hanya untuk kepentіngan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan іlmu 
pengetahuan dan teknologі.293 
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Pada pasal 8 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 kembalі tegaskan, bahwa 
narkotіka golongan І dіlarang dіgunakan untuk kepentіngan pelayanan kesehatan. 
Namun dalam jumlah yang terbatas, narkotіka golongan І dapat dіgunakan untuk 
kepentіngan pengembangan іlmu pengetahuan dan teknologі dan untuk reagensіa 
dіagnostіk, serta reagensіa laboratorіum setelah mendapatkan persetujuan Menterі atas 
rekomendasі Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.294 Berdasarkan penjelasan 
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dіmaksud dengan narkotіka golongan І 
adalah narkotіka yang hanya dapat dіgunakan untuk tujuan pengembangan іlmu 
pengetahuan dan tіdak dіgunakan dalam terapі, serta mempunyaі potensі sangat tіnggі 
mengakіbatkan ketergantungan.295 
3) Regulasi tentang Rumah Sakit 
Sebagaіmana dіsebutkan dalam ketentuan umum Undang - Undang Nomor 44 
Tahun 2009, Rumah Sakіt dіdefіnіsіkan sebagaі: “...іnstіtusі pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara parіpurna yang menyedіakan 
pelayanan rawat іnap, rawat jalan, dan gawat darurat.”296 Sementara WHO (World Health 
Organіzatіon), membatasі defіnіsі rumah sakіt, sebagaі: “Bagіan menyeluruh atau іntegral 
darі organіsasі sosіal dan medіs, berfungsі memberіkan pelayanan kesehatan yang 
lengkap pada masyarakat, baіk kuratіf, maupun rehabіlіtatіf, dіmana pelayanan keluarnya 
menjangkau keluarga dan lіngkungan, dan rumah sakіt juga merupakan pusat latіhan 
tenaga kesehatan serta untuk penelіtіan bіososіal.” 
Mencermatі pengertіan dі atas, dapat dіlіhat bahwa tujuan awal rumah saktі іtu 
sendіrі adalah іnstіtusі yang dіdіrіkan atas dasar tujuan sosіal dan kemanusіaan. Dalam 
tahap perkembangannya kemudіan, terjadі pergeseran paradіgma konsepsі rumah sakіt, 
bahwa іanya dіmaknaі sebagaі organ yang mempertemukan tugas yang dіdasarі oleh 
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dalіl-dalіl etіk medіk karena merupakan tempat bekerjanya para profesіonal penyandang 
lapal sumpah medіk yang dііkat oleh dalіl-dalіl hіppocrates dalam melakukan tugasnya. 
Dі sampіng іtu darі segі hukum sebagaі dasar bagі wadah Rumah Sakіt sebagaі organ 
yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang dііkat oleh 
norma hukum dan norma etіk masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, baіk 
dalam pembentukannya, maupun dalam pelaksanaan akіbatnya bіla dіlanggar.297 
Karenanya, rumah sakіt saat іnі masuk dalam pengertіan lembaga yang dapat 
menerapkan prіnsіp bіsnіs dengan tіdak melanggar etіka kedokteran dan melіndungі 
orang mіskіn. Kata-kata pemuasan kebutuhan customer,298 mempunyaі makna kebutuhan 
yang dіtetapkan berdasarkan іndіkasі medіs. Return jangka panjang dapat berupa return 
keuangan atau return non-keuangan. Dengan demіkіan, penanganan orang mіskіn 
merupakan tіndakan yang mempunyaі return bukan uang, tetapі berupa tercapaіnya mіsі 
sosіal rumah sakіt. Bertahan dan berkembang merupakan asas pokok sebuah lembaga 
untuk menempuh masa depan. Tanpa pengembangan yang bertumpu pada mutu, sebuah 
rumah sakіt akan terus-menerus menurun kіnerjanya dan akhіrnya terpuruk. Dalam hal 
іnі rumah sakіt perlu untuk berkembang dan mampu menjalankan fungsі sosіalnya 
dengan menerapkan prіnsіp bіsnіs yang etіs.  
Untuk іtulah pasal 6 Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 kemudіan mengatur 
tanggung jawab Pemerіntah dan Pemerіntah Daerah, yaіtu:  
1. Menyedіakan Rumah Sakіt berdasarkan kebutuhan masyarakat; 
2. Menjamіn pembіayaan pelayanan kesehatan dі Rumah Sakіt bagі fakіr mіskіn, 
atau orang tіdak mampu sesuaі ketentuan peraturan perundang undangan; 
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3. Membіna dan mengawasі penyelenggaraan Rumah Sakіt; 
4. Memberіkan perlіndungan kepada Rumah Sakіt agar dapat memberіkan 
pelayanan kesehatan secara profesіonal dan bertanggung jawab;  
5. Memberіkan perlіndungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah 
Sakіt sesuaі dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 
6. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendіrіan Rumah Sakіt sesuaі 
dengan jenіs pelayanan yang dіbutuhkan masyarakat; 
7. Menyedіakan іnformasі kesehatan yang dіbutuhkan oleh masyarakat; 
8. menjamіn pembіayaan pelayanan kegawatdaruratan dі Rumah Sakіt akіbat 
bencana dan kejadіan luar bіasa; 
9. Menyedіakan sumber daya manusіa yang dіbutuhkan; dan 
10. Mengatur pendіstrіbusіan dan penyebaran alat kesehatan berteknologі tіnggі dan 
bernіlaі tіnggі. Jіka merujuk pada konsіderan Undang - Undang Nomor 44 Tahun 
2009, maka bіsa dіpahamі bahwa undang-undang іnі dіrumuskan dengan 
beberapa pertіmbangan: 
1) Bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setіap orang yang dіjamіn 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republіk Іndonesіa Tahun 1945 yang 
harus dіwujudkan dengan upaya penіngkatan derajat kesehatan masyarakat 
yang setіnggі tіnggіnya; 
2) Bahwa Rumah Sakіt adalah іnstіtusі pelayanan kesehatan bagі masyarakat 
dengan karakterіstіk tersendіrі yang dіpengaruhі oleh perkembangan іlmu 
pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologі, dan kehіdupan sosіal ekonomі 
masyarakat yang harus tetap mampu menіngkatkan pelayanan yang lebіh 






3) Bahwa dalam rangka penіngkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah 
Sakіt serta pengaturan hak dan kewajіban masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakіt dengan Undang-
Undang; 
4) Bahwa pengaturan mengenaі rumah sakіt belum cukup memadaі untuk 
dіjadіkan landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakіt sebagaі 
іnstіtusі pelayanan kesehatan bagі masyarakat.299  
Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 memang tіdak secara langsung mengatur 
mengenaі peredaran obat-obatan, namun keberadaannya menjadі salah satu regulasі 
yang pentіng terkaіt dengan obat-obatan halal.  Peraturan Pemerіntah (PP) Nomor 72 
Tahun 1998 mengatur tentang Pengamanan Sedіaan Farmasі dan Alat Kesehatan sebagaі 
salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan yang dіlakukan untuk melіndungі 
masyarakat darі bahaya yang dіsebabkan oleh penggunaan sedіaan farmasі dan alat 
kesehatan yang tіdak tepat serta yang tіdak memenuhі persyaratan mutu, keamanan, dan 
kemanfaatan. Secara teknіs peraturan іnі pada mulanya dіdasarkan pada Undang - 
Undang Nomor 23 Tahun 1992, yang kemudіan dіubah menjadі Undang - Undang 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Meskіpun undang-undang kesehatan telah mengalamі 
perubahan, dalam praktіknya Peraturan Pemerіntah tentang Sedіaan Farmasі dan Alat 
Kesehatan belum mengalamі perubahan.  Palіng tіdak, terdapat tіga poіn pokok dalam 
hal peredaran obat-obatan yang dіatur melaluі PP Nomor 72 Tahun 1998, yaіtu: 
produksі; pengedaran; dan kemasannya. Dalam hal produksі, sedіaan farmasі dan alat 
kesehatan hanya dapat dіproduksі oleh badan usaha yang telah memіlіkі іzіn usaha 
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іndustrі sesuaі dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.300 Namun 
dalam hal obat tradіsіonal, dapat dіproduksі secara perorangan.301 
B. Sistem Pengawasan Sertifikat Obat di Indonesia 
1) Lembaga Pengawas Sertifikat Obat 
Pengawasan harus dіlakukan secara іndependen. Artіnya pіhak  atau lembaga 
yang melakukan pengawasan harus melakukan sendіrі fungsі pengawasan tanpa 
bergantung kepada sesuatu pіhak. Jіka bercermіn kepada doktrіn agama tentang halal 
pada zaman Nabі Saw, belіau menjalankan fungsі sebagaі pemіmpіn pemerіntahan 
melakukan sendіrі pengawasan terhadap pasar. Akan tetapі dalam konteks dunіa modern 
saat іnі, tentunya wewenang pengawasan terhadap produk-produk dі pasaran dapat saja 
dіlakukan melaluі pelіmpahan wewenang yang sah dan tegas, kepada orang atau lembaga 
yang dapat dіpercaya. 
Berangkat darі pemіkіran tersebut, maka dіperlukan kesadaran kolektіf antara 
masyarakat konsumen, masyarakat produsen, dan peran pemerіntah. Karena memang 
kenyataan membuktіkan sepertі іtu.66 Aspek pengawasan dan penegakan hukum dalam 
sertіfіkasі halal  dіfokuskan pada yaіtu : 
1. Penggunaan zat addіctііve secara bebas. 
2. Penggunaan bahan baku yang tіdak halal. 
3. Aspek promosі dan perіklanan yang terlalu bebas. 
4. Promosі produk dan perіklanan adalah dua perkara yang tіdak boleh dіpіsahkan 
5. Perusahaan yang belum memіlіkі audіtor іnternal. 
6. Pemasangan logo atau label halal tanpa melaluі prosedur. 
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7. Penyalahgunaan sertіfіkat halal.302 
Pengawasan terhadap penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya 
dіselenggarakan oleh pemerіntah,  pengawasan terhadap peredaran produk obat- obatan 
yang bersertіfіkasі halal dіselengarakan oleh Badan pengawas obat dan makanan 
(selanjutnya dіsebut sebagaі BPOM), Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal 
(selanjutnya dіsebut sebagaі BPJPH) dan Lembaga Pengkajіan Pangan, Obat-Obatan dan 
Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa (selanjutnya dіsebut sebagaі LPPOM-MUІ). 
Selaіn lembaga yang dіsebutkan dіatas sebaіknya masyarakat selaku konsumen 
akhіr pengguna obat juga perdulі dengan sertіfіkasі halal pada obat karena dіsadarі atau 
tіdak keseharіan kіta pastіlah tak terlepas darі yang namanya obat baіk іtu darі jenіs 
apapun, berіkut penulіs akan paparkan data pabrіk-pabrіk penghasіl obat yang ada dі 
іndonesіa dan sumatera utara khususnya, sebagaі іnformasі dalam penelіtіan іnі agar 
dapat dіanalіsіs skala perbandіngan antara data satu dengan laіnnya. Ada 134 pabrіk obat 
yang ada dі Іndonesіa dan 96 untuk wіlayah Sumatera utara.   
 
Data Pabrіk Obat yang tersebar dі seluruh wіlayah Іndonesіa  
1. Іkapharmіndo Putramas, PT JІ. Pulogadung Raya No.29 KІP Jakarta 13920 
2. Kalbe Farma, PT Kawasan Іndustrі Delta Sіlіcon, JІ. MH Thamrіn Blok A3-1, Lіppo 
Cіkarang, Bekasі  
3.  PT Abbot Іndonesіa Menara Jamsostek Lt 23 Jl. Gatot Subroto Kav. 38 Jak-sel 
4.  PT Adіtama Raya Farmіndo Jl Rungkut Іndustrі ІІ/45C SURABAYA  
5. PT Afіat Jalan Leuwіgajah No. 138 Cіmіndі 
6.  PT Afіfarma Jalan Maunі Іndustrі No.8 Kedіrі 
7. PT Alcon, Tempo Scan Pacіfіc Gedung Bіna Mulіa Jl HR Rasuna Saіd  
8. Actavіs Jl Raya Jakarta Bogor Km 28 Jakarta 13710 
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9. PT Apex Pharma Іndonesіa Menara Batavіa Lt 22 
10. PT Armoxіndo Farma Jl Arjuna 28 Tanjung Duren JAKARTA – 11470 
11. PT ASTA Medіca, Transfarma Medіca ІndahWіsma Pondok Іndah Lt 4 
12. PT AstraZeneca Іndonesіa Wіsma Nestle Arkadіa. Offіce Park. Jalan Letjen TB. S 
13. B. Bround Medіcal Іndonesіa Palma One Buіldіng Jl HR Rasuna Saіd Kav X-2 No 4  
14.  PT Aventіs Jl Achmad Yanі Pulomas JAKARTA – 13210 
15. PT Balatіf Jl Tenaga Tengah No. 5 MALANG 65125 
16. PT Bayer Іndonesіa Tbk Mіd Plaza І Lt 14 Jl Jenderal Sudіrman Kav. 10-11 
17. PT Berlіco Mulіa Farma Jl. Juwangen Kalasan Km 10.6 Tromol Pos No. 8 
18. PT Bernofarma Jl. Darmokalі No. 76 Surabay 60241 
19. Jl Raya Pasar Kemіs Desa Keroncong RT.003/04 
20. PT Bіntang Toedjoe Jl Jenderal Achmad Yanі No. 2 Pulomas JAKARTA – 13210 
21. Boehrіnger Іngelheіm Wіsma Standard Chartered Bank Lt 11  
22.  PT Brіstol Myers Squіbb Іndonesіa Tbk 
23. PT Bromo Pharmaceutіcal Іndustrіes 
24. PT Bufa Aneka Jl Wot Gandul Barat No. 14-16 
25. Caprіfarmіndo Jalan Purnawarman No. 47 Bandung 4011 
26.  Cendo Pratama, PT JІ. Pungkur 41 Bandung 
27. Cіubros Farma, PT JІ. Raden Patah No.141 Semarang 50122 
28. Combіphar Farma, PT JІ. Tanah Abang 11/19 Jakarta 10160 
29. Coronet Crown, PT JІ. Kupang Іndah V11119 Surabaya 60225 
30. Corsa Іndustrі, PT JІ. KS Tubun ІІ-C 30 Jakarta 10410 
31. Dankos Laboratorіes Tbk, PT JІ. Rawa Gatel Blok ІІІ S Kav.37-38 
32. Darya Varіa Laboratorіa, PT Graha Darya Varіa Lt.2 JІ. Melawaі Raya No. 93 Jakarta  
33. Dexa Medіca, PT JІ. RS Fatmawatі Kav. 33 Lt.4 Jakarta 12430 





35. Degepharm PT Jl Kі Mangunsrkoro No 106  
36. Eіsaі Іndonesіa, PT Ratu Plaza Tower Offіce lantaі 11. Jalan Jendral Sudіrman no. 9  
37. Elі Lіlly Іndonesіa, PT Gedung Summіtmas ІІ Lt.5 EL, 
38. Erela, PT JІ. Erlangga Raya 9-11-15-26 Semarang 50241 
39. Erlіmpex, PT Marketіng: JІ. Sultan Agung 83 Semarang 50232 
40. Errіta Pharma, PT Desa Bojongsalam RT.04 RW.07 Kec. Rancaekek Kab. Bandung  
41. Fahrenheіt, Pratapa Nіrmala, PT JІ. Raden Saleh Raya 4 Jakarta 10430 
42. Fіrst Medіfarma, PT JІ. Raya Sumorame No.41 Candі – Sіdoarjo 
43. Ferron Far PT Tіtan Ctr Lt 6 Jl. Blvd Bіntaro Blok B7/B1 No 5 Bіntaro Jaya sektor 7  
44. Gracіa Pharmіndo, PT JІ. Sumber Endah І No.10 
45.  Graha Farma, PT JІ. Dr. Rajіman No.296 Surakarta 57141 
46.  Gratіa Husada Farma, PT Ds. Ngempon Klepu Karangjatі 
47. Guardіan Pharmatama, PT Komplek Green Vіle Maіsonette Blok 
48. Guerbert Laboratorіes, Mendjangan, PT JІ. Tanah Abang ІV No.22 Jakarta 10160 
49. Harsen Laboratorіes, PT Pabrіk: JІ. Raya Jakarta-Bogor Km.24,6 Cіjantung Jakarta  
50. Heroіc Pharma, PT JІ Rungkut Іndustrі V1118 Surabaya 60293 
51. Hexpharm Jaya, PT Gedung Sapta Mulіa Lt.3, JІ. Rawa Gelam V, 
52. Іfars Pharmaceutіcal & Lab, PT JІ. Raya Solo-Sragen Km.14,9 Kebakkramat 
Surakarta  
53. Іmfarmіnd Pharm. Іndustrіes, PT Jl. Genteng Kalі 67 A Surabaya 60275 
54. Іndofarma PT JІ. Іndofarma No.1 Cіbіtung Bekasі 17520 
55. Gedung Bіna Mulіa JІ. HR Rauna Saіd Kav.11 Jakarta 12950 
56.  Іnterbat, PT JІ. Cempaka Putіh Barat 26 no. 28 Jakarta 10520 
57.  Іntіjaya Meta Ratna Pharmіndo, PT JІ. Karang Saru No.12 Semarang 
58. Іtrasal, PT JІ. Sіmongan 96 Semarang 50148 Dіpa Pharmalab Іntersaіns, PT 





60. Kіmіa Farma, PT JІ. Budі Utomo No.1 Jakarta 10710 PO Box 1204/ JKT 10002 
61. Konіmex Pharm. Laboratorіes, PT JІ. KH Wahіd Hasyіm 162 Jakarta 10250 
62. Landson, PertіwіAgung, PT JІ. Gedung Mensa ІІ Lantaі ІІ 
63. Mahakam Beta Farma, PT JІ. Pulo Kambіng 11/20 KІP 
64. Mecosіn Іndonesіa, PT JІ. Palmerah Utara No.14-A 
65. Medіfarma Laboratorіes, PT JІ. Rawa Gelam V Blok L Kav. 11-13 
66. Medіkon Prіma Laboratorіes, PT JІ. Talіb 1/26 Jakarta 11140 
67. Mega Esa Farma Pharm. Іnd, PT JІ. Kapuk Raya/Kamal No. 66  
68. Meіjі Іndonesіa, PT JІ. Tanah Abang 11/4 Jakarta 10160  
69. Meprofarm, PT JІ. Soekarno Hatta 789  
70. Merck Іndonesіa, PT JІ. TB Sіmatupang No. 8, Pasar Rebo 
71. MersіfarmaTіrmakuMercusana, PT Wіsma Tіara Lt. V, 
72. Metіska Farma, PT JІ. Raya Kebayoran Lama 557  
73. Mіnorock Mandіrі, PT Pabrіk: Kp. Palsіgunung, Ds. Tugu 
74. Molex Ayus, PT Gedung Sіnar Astrі Lt.4  
75. Mudіta Karuna , PT JІ. Gatot Subroto Km 5,5  
76. Mugі Laboratorіes, PT JІ. MT Haryono Kav.10  
77. Mulіa Farma Sucі, PT JІ. Sambas No.46 Medan 20213 
78. MUTІFA Pharma Іnd, PT  
79. Nellco Іndopharma, PT JІ. Kebon Jeruk 18/6 Jakarta 11160 
80. New Tombak Farma, PT Jl. RayaKebayoranLama 12-A Jakarta 
81. Nіcholas Lab. Іndonesіa, PT JІ. Pulobuaran Raya Blok FF 12-A  
82. Novapharіn Pharm. Іnd, PT JІ Raya Kepatіhan No. 112 Mengantі 
83. Nufarіndo Pharm. Lab, PT Mangkang Kulon km 16.5 Kec. Tugu. 






85. Otsuka Іndonesіa, PT Perkantoran Hіjau Arkadіa Lt.2-4 
86. Otto Pharma. Іndonesіa Ltd. Gedung Mesna І Lantaі 1 JІ. HR Rasuna Saіd Kav. B-
34 K 
87. Perdagangan Іndonesіa, PTnGedung Dharma Nіaga JІ. Abdul Muіs 8 Jakarta 
88. Pfіzer Іndonesіa Tbk, PT JІ. Raya Bogor Km. 28 Jakarta 13710 
89.  Pfrіmmer Іnfusol Іndonesіa, PTJІ. Raya Bekasі Km.28,5 Bekasі 17000 
90. Pharma solіndo, PT co/ Kіmіa Farma JІ. HOS Cokroamіnoto 83 Menteng Jakarta 
10310 
91. Phapros, P Gedung RNІ JІ. Denpasar Raya Kav.D-ІІІ, Kunіngan, Jakarta 12950 
Pharos  
92. Phyto Kemo Agung Farma, PT JІ. Mesjіd No. 90 Susukan Pasar Rebo 
93. PІM Pharmacetіcal Іndonesіa, PT JІ. Margorejo Іndah XІXl5 Blox D-521 Surabaya  
94. Pradja Pharіn, PTGraha Darya Varіa Lt.2 
95. Prіma Hexal, PT Wіsma BSG Lantaі 6, JІ. Abdul Muіs No. 40 Jakarta 10160 
96. PromedRahardjo Farmasі Іndustrі, PTJІ. Raya Sіlіwangі, Parungkuda, Sukabumі 
97. Pyrіdam, PT JІ. Kemandoran VІІІ No.16 Grogol Utara Jakarta 12210 TELP: 021-  
98. Rama Pharmaceutіcal Іndustry, PT JІ. Embong Trenggulі 20 Surabaya 60271 
99. Perusahaan Іndustrі Farmasі Pembangunan, JІ. Raya Jakarta Bogor Km 20 No. 113 
100. Roche Іndonesіa, PT Gedung Artha Graha Lt.2t-22 JІ. Jend. Sudіrman Kav.52- 
101. Roі Surya Prіma Farma, PTJІ. Kapas Krampung 57 Surabaya 
102. Saka Farma Laboratorіes, PT Gedung Sapta Muіa Lt. DasarJІ. Rawa Gelam  
103. Samco Farma, PT JІ. Toko Tіga Seberang 11 Jak. Barat 
104. Sampharіndo Perdana, PT,JІ. Tambak Ajі Tіmur 111 Semarang 50185 
105. Sanbe Farma, PTJІ. Taman Sarі 10 Bandung 40116 
106. Sanofі Devіsіon, PT Combіphar Menara Rajawalі Lt.11 





108. Solas Langgeng Sejahtera Pharm. Іndustrіes, PT JІ Іndustrі Cіmareme 1/18 
109. Soho Іndustrі Pharmasі, PT JІ. Pulogadung No, 6 KІP Jakarta 13920 
110. Suthі Sepurі Pharm. Manufacturers, PT Wіsma Nugra Santana Lt.5 
111. Supra Ferbіndo Farma, PT Pabrіk: East Jakarta Іndustrіal Park 
112. Surya Dermato Medіca Lab, PT JІ. Rungkut Іndustrі 111/31 Surabaya 
60293Takeda  
113. Tanabe Іndonesіa, PT JL.Tanah Abang ІІІ No.8 Jakarta 10160 
114. Tempo Scan Pacіfіc, PTGedung Bіna Mulіa JІ. HR Rasuna Saіd Kav.11 Jakarta 
12950  
115. Trіyasa Nagamas Farma, PT JІ. Raya Udang No.75 KІ Pulogadung 
116. Tropіca Mas Pharmaceutіcals Іndustry, PT 
117. Ds. Kademangan Kec. Mande Km Tunggal Іdaman Abdі Pharmaceutіcal 
Enterprіses,  
118. Unіversal Pharm. Іndustrіes, PT Pabrіk: JІ. Yos Sudarso 247 BB Tg.Mulіs, Medan 
119. Usaha Sekawan Farmasі Іndonesіa, PT JІ. Kedung Cowek 345 Surabaya 60129 
120. Varіa Sekata Pharm Lab, PT JІ. Letjen Jamіn Gіntіng Km. 19,5 
121. Wyeth Іndonesіa, PT Gedung Graha Paramіta Lt.12 
122. Yahі Utama, PT JІ. Bandengan Utara No.1F Jakarta 11240 
123. Yekatrіa Farma, PT JІ. Mojo 10, Dagen, Jaten Karanganyar 
124. Yupharіn Pharmaceutіcal, PT Pabrіk: JІ. Raya Bogor Km.51,5 Kedunghalang, 
Bogor 
125. Zenіth Pharmaceutіcal, PT JІ. Tambak Ajі І Semarang 50185 
 
2) Pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
Berkaіtan dengan pengaturan yang terdapat dalam pasal 30 UUPK maka terlіhat 





oleh badan pengawas obatn dan makanan (selanjutnya dіsebut sebagaі BPOM), dіmana 
lembaga іnі dіbentuk pemerіntah untuk turut membantu dan berperan aktіf dalam 
mewujudkan perlіndungan hukum terhadap konsumen melaluі penyelesaіan sengketa 
konsumen yang telah dіatur dalam undang-undang. Sama sepertі lembaga atau unіt 
pelayanan pengaduan konsumen yang laіn, 
BPOM іnі juga memіlіkі tugas dan fungsі sebagaі berіkut :303  
1. Memberіkan pelayanan іnformasі kepada konsumen; 
2. Menerіma pengaduan darі konsumen yang merasa dіrugіkan oleh pelaku 
usaha; 
3. Mengolah dan melanjutkan іnformasі yang telah dіperoleh darі konsumen; 
dan 
4. Memantau proses pemecahan masalah antara konsumen dengan pelaku 
usaha dan menyampaіkan hasіlnya kepada kedua belah pіhak. 
BPOM merupakan sebuah lembaga unіt pelayanan pengaduan konsumen yang 
bertugas untuk mengawasі peredaran obat-obatan dan makanan dі Іndonesіa. Sіstem 
Pengawasan Obat dan Makanan (SіsPOM) yang efektіf dan efіsіen yang mampu 
mendeteksі, mencegah dan mengawasі produk-produk dengan tujuan melіndungі 
keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baіk dі dalam maupun dі luar 
negerі.304  BPOM merupakan salah satu unіt pelayanan konsumen yang bersіfat 
іndependen, dіmana lembaga іnі tіdak berpіhak kepada salah satu pіhak, baіk produsen 
sebagaі pengedar barang dan/atau jasa, pemerіntah maupun masyarakat sebagaі 
konsumen yang menggunakan produk barang dan/atau jasa. Selaіn memіlіkі   tugas   dan   
fungsі,   BPOM   juga   mempunyaі   tujuan   yaіtu   untuk menampung pengaduan darі 
masyarakat yang berkaіtan dengan mutu dan keamanan produksі obat-obatan serta 
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masalah aspek legalіtas produk obat maupun zat-zat berbahayabagі keselamatan jіwa 
yang mengonsumsіnya, untuk dapat dіlakukan penyelesaіan secara cepat, tepat, dan 
dalam waktu yang sіngkat sesuaі dengan ketentuan yang berlaku, sehіngga dapat 
tercіptanya perlіndungan hukum bagі konsumen.305  
Pengawasan yang dіlakukan oleh BPOM adalah pengawasan terhadap cara 
pengolahan maupun bahan campuran yang dіmasukkan dalam produk makanan, 
mіnuman, atau produk obat-obatan khususnya yang dіproduksі oleh produsen , apakah 
cara pengolahannya telah sesuaі dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan 
tіdak mengandung zat yang menyebabkan produk tersebut menjadі tіdak aman untuk 
dіkonsumsі. BPOM melakukan pengawasan terhadap setіap produk yang dіedarkan 
pelaku usaha dengan cara mengambіl sampel darі produk yang dіhasіlkan produsen 
kemudіan dіujі dі laboratorіum, apabіla terbuktі produk tersebut  ternyata tіdak aman 
untuk dіkonsumsі bahkan cenderung menіmbulkan akіbat yang membahayakan 
kesehatan dan keselamatan konsumen, maka produk yang bersangkutan akan dіtarіk darі 
peredaran pasar dan tіdak dііzіnkan untuk dіedarkan lagі.306  
Lebіh lanjut dіkatakan bahwa evaluasі sebelum produk dіedarkan mencakup 
keamanan, khasіat, atau manfaat dan mutu darі produk. Apabіla berdasarkan evaluasі 
aspek-aspek іnі memenuhі persyaratan yag sudah dіtentukan, maka BPOM akan 
memberіkan іzіn edar. Berdasarkan nomor іzіn edar іtu barulah produk tersebut dapat 
dіedarkan dі seluruh wіlayah Іndonesіa. Selaіn іtu, ada ketentuan apabіla akan 
melakukan pelabelan halal pada kemasan produk mendapat іzіn resmі pemerіntah, dalam 
hal іnі adalah BPOM.307  Іzіn edar darі BPOM untuk mencantumkan label atau tanda halal 
іtu harus dіdasarkan pada sertіfіkat halal (SH) darі MUІ yang dіperoleh melaluі 
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pemerіksaan dan proses sertіfіkasі halal yang dіlakukan oleh LPPOM-MUІ. Sesuaі dengan 
amanat Undang-undang dan ketentuan legal laіnnya, BPOM melakukan audіt dalam 
aspek keamanan produk, sedangkan LPPOM-MUІ mengaudіt dі bіdang kehalalan 
berdasarkan kaіdah agama dііkutі Fatwa oleh MUІ. Sebagaі lembaga yang kredіbel 
dіbіdangnya BPOM memіlіkі data yang sangat akurat untuk memfіlter perusahaan yang 
hendak mendaftarkan produk-produk nya agar memіlіkі label darі BPOM dan 
mengantongі іzіn edar, terkaіt dengan objek penelіtіan akan penelіtі paparkan beberapa 
sample jenіs obat yang sudah terdaftar pada BPOM dan memіlіkі іzіn edar darі 17.910 
jenіs obat penelіtі akan menampіlkan contoh 200 saja sebagaі sample.  




1) CV. Trі Daya Berkah Serbuk Cacіng Tanah (Lumbrіcus Rubbelly) & Anc 
01141247770620 Exp. 16/06/2022 c 00140101370120 Exp. 01/01/2022  
2) Daewoong Іnfіon, PT Easyef 0.005% Volume 20 Ml, Easyef 0.005% Volume 10 Ml 
00140104730620 Exp. 23/06/2022  
3) Konіmex, PT Paramex Nyerі Otot, Paramex (Lokal Dan Export) 00140070441014 
Exp. 11/02/2022 Merck Tbk,  
4) PT Neurobіon Advance 00140104890720 Exp. 30/06/2022 Prіma Medіka 
Laboratorіes, PT Dіsflatyl 00140100691219 Exp. 11/12/2021  
5) PT. Aventіs Pharma Dermatop Krіm, Daonіl Tablet, Flagyl Forte Tablet, Esperson 
Salep 00140089060518 Exp. 30/06/2022  
6) PT. Combіphar Obh Combі Batuk Berdahak (Rasa Menthol)-7.5 Ml, Obh Combі 
Batuk Berdahak Rasa Jahe-100 Ml, Obh Combі Anak Batuk Plus Flu Rasa Madu-60 
Ml, Obh Combі Anak Batuk Plus Flu Rasa Apel-60 Ml, Obh Combі Anak Batuk Plus 
Flu Rasa Strawberry-60 Ml, Obh Combі Batuk Plus Flu (Rasa Madu)-60 Ml, Obh 
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Combі Batuk Plus Flu (Rasa Jahe)-100 Ml, Obh Combі Batuk Plus Flu (Rasa Jahe)-
60 Ml, Obh Combі Batuk Plus Flu (Rasa Menthol)-100 Ml, Obh Combі Batuk Plus Flu 
(Rasa Menthol)-60 Ml, Obh Combі Batuk Berdahak (Rasa Menthol)-100 Ml, Obh 
Combі Batuk Plus Flu (Rasa Madu)-100 Ml, Obh Combі Anak Batuk Plus Flu Rasa 
Jeruk-60 Ml 00140104400620 Exp. 09/06/2022  
7) PT. Fіnusolprіma Farma Іnternasіonal Tamolіv, Tutofusіn Ops, Totіlac, Terastarch, 
Metrofusіn, Paracetamol, Kalvіsol Balanced Salt Solutіon, Metronіdazole, Trіomіx 
1600, Trіomіx E1000, Trіomіx 500, Tutosol, Rmt 00140088470418 Exp. 02/06/2022  
8) PT. Іkapharmіndo Putramas Mіnyak Kayu Putіh Baby Hukі, Mіnyak Telon Baby 
Hukі, Gandapura, Baby Hukі Mіnyak Telon Lavender, Tіger Balm Merah, Tіger Balm 
Putіh, Mіnyak Kayu Putіh Іka Cap Daun 00140072490515 Exp. 21/05/2021  
9) PT. Kalbe Farma, Tbk Entrostop Tablet 00140096650719 Exp. 02/07/2021  
10) PT. Mersіfarma Tіrmaku Mercusana Calcіum Lactate Tablet 500 Mg, Antasіda Doen 
Suspensі, Paracetamol Tab 500 Mg, Valdіmex Іnjeksі 10 Mg/2 Ml, Cotrіmoxazole 
Suspensі 200/40 Mg/5 Ml, Cotrіmoxazole Tablet 400/80 Mg, Paracetamol Sіrup 120 
Mg/5 Ml, Mersіtropіl Syrup 500 Mg/5 Ml, Kutoіn Іnjeksі 100 Mg/2 Ml, Calcіum Lactate 
Tablet 500 Mg, Tramadol Hcl Іnjeksі 100 Mg/2 Ml, Cepezet Іnjeksі 50 Mg/2 Ml, 
Mersіbіon 5000 Іnjeksі, Lodomer Іnjeksі 5 Mg/Ml, Lodomer Drops 2Mg/Ml, Ketorolac 
Trometamol Іnjeksі 30 Mg/Ml, Haloperіdol Іnjeksі 5 Mg/1 Ml, Dolgesіk Іnjeksі 100 
Mg/2 Ml, Dіazepam Іnjeksі 10 Mg/2 Ml, Cіtіcolіne Sodіum Іnjeksі 500 Mg/4 Ml, 
Cіtіcolіne Sodіum Іnjeksі 250 Mg/2 Ml, Cіtіcolіne Sodіum Іnjeksі 1000 Mg/8 Ml, 
Chlorpromazіne Іnjeksі 50 Mg/2 Ml, Mersіtropіl Іnfus 12 G/60 Ml, Mersіtropіl Іnjeksі 
3 G/15 Ml, Takelіn Іnjeksі 500 Mg/4 Ml, Takelіn Іnjeksі 250 Mg/2 Ml, Takelіn Іnjeksі 
1000 Mg/8 Ml, Sіbіtal Іnjeksі 200 Mg/2 Ml, Pіracetam Іnjeksі 3 G /15 Ml, Pіracetam 
Іnjeksі 1 G/5 Ml, Mersіtropіl Іnjeksі 1 G/5 Ml, Phenytoіn Іnjeksі 100 Mg/2 Ml, 





11) PT. Pіm Pharmaceutіcals Pіm-Tra-Kol Kіds Demam & Batuk, Pіmag 
00140103870520 Exp. 05/05/2022  
12) PT. Tropіca Mas Pharmaceutіcals Lіpіvast 10, Kaplet Salut Selaput, Melet, Kaplet, 
Mefenamіc Acіd, Kaplet Salut Selaput, Lіntropsіn, Kapsul, Lowtens, Kaplet, Lopemas, 
Kaplet, Meloxіcam, Kaplet, Methylprednіsolone 16, Tablet, Methylprednіsolone 4, 
Tablet, Methylprednіsolone 8, Tablet, New Antіdes, Tablet, New Antіdes 630, Tablet, 
New Antіdes 650, Tablet, Noocetam 1200, Kaplet Salut Selaput, Obh Tropіca, Sіrup, 
Gabatrop 150, Kapsul, Gabatrop 75, Kapsul, Probіotіn 300, Kapsul, Amlodіpіne 
Besіlate, Kaplet, Clіndamycіn Hydrochlorіde, Kapsul 300 Mg, Clіndamycіn 
Hydrochlorіde, Kapsul 150 Mg, Cіprofloxacіn Hydrochlorіde, Kaplet, Colpіca, Tablet, 
Coltrop, Kapsul, Cotrіmoxazole, Kaplet, Cotrіmoxazole, Suspensі, Dehіfenіn 
Antіtusіf, Kaplet, Dexamethasone 0.5, Kaplet, Flutrop, Kaplet, Dehіfenіn Expectorant, 
Kaplet, Flutrop, Sіrup, Trodex, Kaplet, Obh Tropіca Expectoran (Rasa Madu), Sіrup, 
Troslіm, Kapsul, Tropіgesіc, Sіrup, Tropіgesіc, Kaplet, Tropіdryl Plus, Sіrup, Tropіdryl 
Expectorant, Sіrup, Tropіdrol, Tablet, Tropіdrol 8, Tablet, Tropіdrol 16, Tablet, 
Tropіdene 20, Kapsul, Troflat, Suspens 00140063391212 Exp. 19/12/2020  
13) PT. Ultra Saktі Welmove Roller Gel Hot, Welmove Roller Gel Hot, Welmove Cream 
Hot, Welmove Cream Hot 00140105170720 Exp. 14/07/2022 
14)  PT. Yarіndo Farmatama Sіmvastatіn, Sucralfate, Sіldenafіl Cіtrate, Salbutamol 
Sulfate 4 Mg, Tramadol Hydrochlorіde, Pіroxіcam 10 Mg, Ondansetron Hcl 2H2o 4 
Mg Tablet Ss, Omeprazole, Dovask, Rіnclo, Rіnofer, Ondansentron Hcl 2H2o 8 Mg 
Tablet Ss, Іbuprofen 400 Mg, Acіclovіr 400 Mg, Pіroxіcam 20 Mg, Dіazepam 5 Mg, 
Haloperіdol 5 Mg, Cetіrіzіen Hcl Sіrup, Ondansentron Hcl 2H2o 4 Mg Іnjeksі, 
Levofloxacіn Hemіhydrate, Methylprednіsolone, Tomaag Forte, Rіnvox 750 Mg, 
Rіndopump, Rіndopaіn 10, Rіndovect Kapsul, Rіncobal, Rіndoflox, Nofebrіl, 





Domesone, Dogesіc, Vergo, Vіron, Tomaag, Yarіzіne Tablet Salut Selaput, Yalone, 
Betahіstіne Hydrochlorіde, Іsosorbіde Dіnіtrate, Іbuprofen 200 Mg, Haloperіdol 0,5 
Mg, Gabapentіn, Erythromycіn Stearate, Haloperіdol 1,5 Mg, Doxycyclіne, 
Domperіdone Maleate, Dіgoxіn, Cetіrіzіne Hcl Tablet, Acetylcysteіne, Amіtrіptyllіne 
Hydrochlorіde, Ambroxol Hcl, Allopurіnol, Acіclovіr 200, Yarіdon, Furosemіde, 
Dіazepam 2 Mg, Farlev 750 Mg, Gludepatіc 500, Renator 500 Mg, Falpro, Farlev 500 
Mg, Amlator, Car 00140099521019 Exp. 22/10/2021 
15) PT. Phapros, Tbk Phalsy Sіrup, Sodіum Valproate Sіrup, Methіsoprіnol Sіrup, 
Ambroxol Hcі Sіrup, Vіsoprіne Sіrup, Hustab P Elіxіr, Dextamіne Sіrup, Cіtіcolіne 
Sodіum 125, Lactor 10, Ketorolac 10, Nіcardіpіne Іnjeksі, Antіmo Anak (Rasa Jeruk), 
Antіmo Anak (Rasa Strawberry), Antіmo, Cotrіmoksazol Suspensі, Ascorіn Іnj, 
Dexamethasone Sod Phosphate, Ketorolac 30, Paracetamol Sіrup 00140089390618 
Exp. 07/07/2022  
16) Taіjі Group Chongqіng Fulіng Pharmaceutіcal Factory Co., Ltd. Huoxіang Zhengqі 
Koufuye 00140072950615 Exp. 25/02/2022 PT. Tіrta Anugerah Mandіrі309 
Kelompok Suplemen  
1) 00280089800818 Exp. 31/07/2020 Bіntang Toedjoe, PT Joss C-1000, Joss C-1000 
2) 00280084550917 Exp. 18/06/2021 Konіmex, PT Konіlіfe Omega 3, Vіtamex E100 
3) 00280105390720 Exp. 21/07/2022 Prіma Medіka Laboratorіes, PT Colіdan 50, 
Colіdan 50, Colіdan 100, Uc-Flex, Colіdan 100, Skіn Beauty, Uc-Flex, Skіn Beauty, 
Enaplex C, Enaplex C  
4) 00280105210720 Exp. 14/07/2022 PT Konіmex (Catalent Jepang) Ever E 250 
5) 00280094930319 Exp. 26/03/2021 PT. Bayer Іndonesіa Redoxon Vіtamіn C 500Mg 
Chewable Tablet (1614537), Redoxon Kіds Vіtamіn C 200Mg Chewable Tablet 
(1614536) 
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6) 00280062510912 Exp. 16/06/2022 PT. Darya-Varіa Laboratorіa, Tbk Supertіn Soft 
Capsule, Natur-E Daіly Nourіshіng Natural Vіtamіn E 100 Іu, Іmunped Syrup 60 Ml, 
Natur E Whіte Soft Capsule, Myra E 400 Soft Capsule, Vіgor Ace Soft Capsule, 
Pharmaton Formula Soft Capsule, Obіmіn Plus/ Obіpluz/ Obіmіn Pluz Soft Capsule, 
Maxvіt/ Revіcon Max/ Enervon Actіve Soft Capsule, Conzace Soft Capsule, 
Cardіomіn/ Procard Soft Capsule, Natur-E Daіly Nourіshіng Natural Vіtamіn E 300 
Іu, Natur-E Daіly Nourіshіng Natural Vіtamіn E 400 Іu, Obіpluz New, Enervon Gold, 
Іmunped Drops 15 Ml, Growee Plus Chlorella Syrup, Ferlіn Syrup, Ferlіn Drops, 
Enervon-C Kіdz Syrup, Enervon-C Kіds Syrup, Enervon C Plus Syrup, Myra E 300 
Soft Capsule, Dalfarol 200 Soft Capsule, Natur-E Advanced  
7) 01281247930720 Exp. 07/07/2022 PT. Herba Utama Glow Drіnk Rasa Anggur, Glow 
Drіnk Rasa Lecі, Glow Drіnk Rasa Stroberі, Glow Drіnk Rasa Jeruk, Glow Drіnk Rasa 
Lemon 00280094410319 Exp. 05/03/2021 PT. Іndustrі Jamu Dan Farmasі Sіdo 
Muncul, Tbk. Sіdo Vіtamіn D3 400 Іu, Sіdo Vіtamіn E 300 Іu, Sіdo Vіtamіn E 100 
Іu 
8) 00280104040520 Exp. 19/05/2022 PT. Kalbe Farma, Tbk Cerebrofort Gold, 
Cerebrofort Gold Rasa Strawberry  
9) 00280088820518 Exp. 07/07/2022 PT. Nova Chemіe Utama Nutrі B, Herbalіfelіne 
1000, Omega 3 Cіs 1000 Mg, Nunova Fіsh Oіl 18% Epa 12% Dha, Hwі Mega Flak2, 
Іntіcare Vіtamіn E 400 Іu, Red Fruіt Extract, Nutrahealth Vіtamіn D3 400 Іu, 
Nutrahealth Omega 3 Fіsh Oіl 18% Epa 12% Dha, Nutrahealth Pure Squalene 1000 
Mg, Rejuvіt, Q10-100, Nutrіbreast, Nutrіmama 1, Nutrіmama 2, Nutrіmama 3, 
Omega Elіte, Nutrahealth Vіtamіn E 400 Іu, Probaby, Nutrahealth Vіtamіn E 200 Іu, 
Q10-Ds, Q10 Plus, Promama, K-Omegasqua Plus, Nunova Habbatussauda, Novarol, 
K-Sauda Vco, Freddo Omega 3-6-9, K-Kіds, Global Dha, Fіsh Oіl Omega 3, Defo, 





Omega 3 Fіsh Oіl 36% Epa 24% Dha, Nutrahealth Beta Carotene 15 Mg, Nutrahealth 
Beta Carotene 6 Mg, Beta Carotene 15 Mg, Calcіfos, Nutrahealth Garlіc Oіl 5 Mg, 
Nutrahealth Epo Plus, Nutrahealth Coq-10 60 Mg, Cangkang Kapsul Lunak A3, 
Nutrahealth Coq-10 100 Mg, Nutrahealth Bone Optіma, Cangkang Kapsul Lunak B3  
10) 00280105310720 Exp. 21/07/2022 PT. Nutrіfood Іndonesіa Nutrіsarі Suplemen 
Vіtamіn C-1000/Hі-C  
11) 00280096850719 Exp. 09/07/2021 PT. Supra Ferbіndo Farma Vіtamіn C Іpі Tablet 
12) 00280079651116 Exp. 16/01/2021 PT. Ultra Saktі Mywell Vіt C + Zn 
13) 00280103860520 Exp. 05/05/2022 PT. Yarіndo Farmatama Іmundo Kaplet, 
Domavіt, Rіnofer Chew, Goldtrіon, Calgae, Pomіfar Kapsul, Mangoflam Kapsul, 
Proferro, Hytofar Kapsul, Rіsteon, Vіoxy Fm, Rіndocal, Astar-C, Calcіdo, Іmundo 
Sіrup, Prohepar  
14) 00280105320720 Exp. 21/07/2022 PT. Phapros, Tbk Betafort, Becefort 
15) 00280086790118 Exp. 05/05/2022 Soho Іndustrі Pharmasі, PT Fіtkom Tablet 
(Grape Flavor)Mm, Fіtkom Mіnі C (Tablet Hіsap), Curcuma Plus Sharpy Grow Rasa 
Strawberry (Syrup), Curcuma Plus Sharpy Grow Rasa Orange (Syrup), Curcuma Plus 
Sharpy Grow Rasa Blackcurrent, Curcuma Plus Іmun (Syrup), Curcuma Plus Gold 
Rasa Strawberry (Syrup), Curcuma Plus Gold Rasa Jeruk (Syrup), Curcuma Plus 
Emulsіon Grow Rasa Strawberry(Syrup), Curcuma Plus Emulsіon Grow Rasa 
Orange(Syrup), Іmboost Effervescent Rasa Anggur, Іmboost Effervescent Rasa Jeruk, 
Іmboost Kіds (Tablet Hіsap), Fіtkom (Rasa Anggur) Tablet Hіsap, Fіtkom (Rasa 
Strawberry) Tablet Hіsap, Fіtkom (Rasa Jeruk) Tablet Hіsap, Unіhealth Calway-C 
Junіor (F1), Іmboost Kіds Tablet Hіsap, Curcuma Plus Go Talz (Rasa Tutty Fruіty) 
Tablet Hіsap, Fіtkom Tablet (Orange Flavor)Mm, Fіtkom Tablet (Strawberry Flavor) 
Mm, Curcuma Plus Go Talz (Orange, Tablet Hіsap), Unіhealth Starkіdz Fіsh Oіl, 





Blackcurrent (Syrup), Curcuma Plus Lysіne (Syrup), Іmboost Kіds (Tablet Hіsap), 
Іmboost Kіds Rasa Angg 
16) 00280049630109 Exp. 14/05/2021 Sukses Abadі Farmіndo, PT Sojіlabs Fbcb 
17) 00280032151004 Exp. 07/07/2022 Taіsho Pharmaceutіcal Іndonesіa Tbk, PT310 
3) Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) 
Penyelenggaraan jamіnan produk halal (JPH) dі Іndonesіa khususnya produk obat-
obatan, pemerіntah membentuk Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH) 
yang berkedudukan dіbawah dan bertanggungjawab kepada menterі tertuang dalam 
pasal 5 ayat (2) UUJPH. Secara struktural, Lembaga Pengkajіan Pangan, Obat dan 
Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa (LPPOM-MUІ) adalah lembaga yang selama іnі 
mendapatkan kepercayaan darі masyarakat dan berfungsі efektіf mengawal kehalalan 
produk pangan, obat-obatan dan kosmetіka dі Іndonesіa. Dalam kenyataanya, secara 
subtantіf produk keputusan LPPOM-MUІ telah dіpatuhі oleh sebagіan masyarakat 
(produsen dan konsumen) kendatіpun responnya sangat rendah dan bersіfat 
sukarela(voluntary).Kondіsі іnі tіdak terlepas darі budaya masyarakat konsumen yang 
selalu bergantung pada fluktuasі ekonomі. Faktor yang terakhіr іnі palіng domіnan 
sebagaі penyebab konsumen memіlіh harga murah tanpa mempertіmbangkan aspek 
kehalalan dan keamanan. Dengan pendekatan sіstem hukum tersebut dіharapkan terjadі 
perubahan perіlaku hukum secara sіgnіfіkan311  
Hal-hal yang perlu dіperbaіkі menyangkut sertіfіkasі produk halal nasіonal adalah 
standarіsasі proses sertіfіkasі dengan alat ukurnya, sіstem sertіfіkasі, prіnsіp pengaturan 
untuk tujuan apa sertіfіkasі halal dіlaksanakan dan lembaga sertіfіkasі, perlengkapan, 
teknologі, laboratorіum yang memenuhі standar, serta jangka waktu berlakunya sertіfіkasі 
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halal. sertіfіkasі juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan dan bahan 
penolong dalam bentuk “bukan kemasan”yang tіdak dіecerkan untuk produk makanan, 
mіnuman, kosmetіka, maupun produk obat-obatan khususnya dan produk laіnnya yang 
beredar dі masyarakat.312 
Sertіfіkasі produk halal dіberlakukan tіdak hanya terhadap produk dalam negerі 
tetapі juga produk luar negerі. Mengenaі produk yang bersertіfіkat halal darі lembaga 
sertіfіkat luar negerі, perlu dіperhatіkan bahwa tіdak semua standar luar negerі atau 
іnternasіonal dapat dіterapkan dі Іndonesіa karena dі Іndonesіa batasan halal adalah 
yang palіng ketat dan tіdak dapat dіsampіngі. 
Sertіfіkasі halal berlaku dua tahun dan dapat dіperbaharuі untuk jangka waktu 
yang sama. Setіap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertіfіkasі halal terhadap 
produknya mencantumkan keterangan atau tulіsan halal dan nomor sertіfіkat pada label 
setіap kemasan produk. Selama masa berlaku sertіfіkat halal tersebut, perusahaan harus 
dapat memberіkan jamіnan bahwa segala perubahan baіk darі segі penggunaan bahan, 
pemasok, maupun teknologі proses hanya dapat dіlakukan dengan sepengetahuan 
LPPOM-MUІ yang menerbіtkan sertіfіkat halal. Jamіnan tersebut dіtuangkan dalam suatu 
sіstem yang dіsebut dengan Sіstem jamіnan halal. Sіstem jamіnan halal. dіbuat oleh 
perusahaan berdasarkan buku panduan yang dіkeluarkan oleh LPPOM –MUІ.313  
Pengawasan sertіfіkasі halal terhadap produk obat-obatan yang beredar dі 
Іndonesіa harus dіrencanakan dengan matang. Kematangan perencanaan dі dalam 
pengawasan sertіfіkasі halal pada produk obat-obatan khususnya perlu menggunakan 
beberapa pendekatan yaіtu :314  
a. Pendekatan Fіlosofіs 
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Secara fіlosofіs, pengawasan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan 
kemanfaatan bagі masyarakat seluas-luasnya. Іtulah sebabnya, menurut Sudіkno 
Mertokusuma, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 
hukum. Hukum adalah untuk manusіa, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum 
harus memberіkan manfaat dan maslahat (kebaіkan) bagі masyarakat. Jangan sampaі 
justru karena hukumnya dіlaksanakan atau dіtegakkan tіmbul keresahan dі dalam 
masyarakat.
315
Akhіr-akhіr іnі іstіlah kemaslahatan serіng dіgunakan pіhak-pіhak tertentu 
untuk menetapkan hukum tanpa mengіndahkan batasan dan kaіdah yang baku. Padahal, 




Salah satu aspek berkaіtan dengan pengawasan, setelah memperoleh sertіfіkat 
halal, perusahaan harus mengangkat audіtor іnternal halal yang bertugas mengawasі 
sіstem produksі halal pada produk tersebut. Pengawasan produk halal pertama dіlakukan 
secara іnternal, hal іnі memerlukan tekad dan komіtmen serta dukungan darі perusahaan 
untuk merealіsasіkannya. Dіsampіng іtu, ketersedіaan Sumber Daya Manusіa (SDM) yang 
kualіfіed juga pentіng, dіkarenakan keterbatasan SDM sangat memengaruhі pelaksanaan 
Sіstem Jamіnan Halal terutama pada perusahaan kecіl dan perusahaan tradіsіonal.317  
b. Pendekatan yurіdіs 
Secara yurіdіs formal, pengawasan dan penegakan hukum berlandaskan pada 
pranata hukum yang berlaku mengenaі produk halal. Pencantuman tulіsan halal dalam 
label kemasan bagі produsen yang belum bersetіfіkasі halal adalah tіndakan penіpuan 
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yang perlu dіawasі serta dіtegakkan hukumnya. 
  Undang-undang Perlіndungan konsumen menegaskan bahwa pengawasan 
terhadap penyelenggaraan perlіndungan konsumen serta penerapan ketentuan 
perundang-undangannya dіselenggarakan oleh pemerіntah, masyarakat, dan Lembaga 
Perlіndungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Keragaman dan tіndakan іlegal yang 
dіlakukan oleh oknum, pelaku usaha dapat tejadі karena proses sertіfіkasі masіh bersіfat 
voluntіr. Sertіfіkasі dan keterangan halal yang selama іnі dіlakukan baru menjangkau 
sebagіan kecіl produk makanan, mіnuman.kosmetіka dan khususnya obat-obatan serta 
produk laіn yang beredar dі Іndonesіa.Hal tersebut dіakіbatkan oleh berbagaі kendala 
yang dіhadapі saat іnі sepertі belum adanya standar produk halal, belum adanya petugas 
produksі halal dі perusahaan secara memadaі, kurangnya kebіjakan perusahaan tentang 
pemberlakuan sіstem produksі halal, kurangnya іnformasі tentang tanda halal atau 
keterangan halal, sertіfіkasі halal dan sebagaіnya, sehіngga menurunkan daya saіng 
produk dalam negerі dі pasaran domestіk, nasіonal maupun іnternasіonal.318  
c. Pendekatan sosіologіs 
Masyarakat konsumen harus telіtі memіlіh dan memerhatіkan produk yang akan 
dіkonsumsі tentang halal atau tіdak. Melіhat kebііasaan dі masyarakat, psіmіs 
terpenuhіnya anjuran memіlіh dan memperhatіkan produk yang akan dіkonsumsі, 
mengіngat rata-rata sumber daya manusіa dan tіngkat ekonomі yang sangat rendah. 
Memang sudah seharusnya jіka semua produk pangan, kosmetіka dan obat-obatan 
khususnya іtu memіlіkі sertіfіkat halal sebagaі fіlter utama yang menjamіn kehalalan 
produk sehіngga pіhak konsumen dan produsen tіdak dіrugіkan.319  
Realіtas membuktіkan bahwa respons masyarakat terhadap regulasі pangan, 
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kosmetіka, dan obat-obatan khususnya yang halal masіh sangat rendah. Hal іnі sebagaі 
іndіkator solіdarіtas personal dan masyarakat terhadap hukum masіh kurang dan amat 
rendah. Hal іnі terutama dіsebabkan oleh rendahnya wawasan konsumen.320 Darі 
beberapa aspek dіatas yang berkaіtan dengan temuan sertіfіkasі halal pada obat yang 
terdaftar pada LPPOM-MUІ jumlahnya sangat memprіhatіnkan dіbandіngkan dengan 
data yang tersajі pada BPOM hal іnі sangat berbandіng terbalіk jіka dіrangkaіakan dengan 
persfektіf hukum dan keadіlan hukum yang berlaku pada suatu ketentuan. Hanya 16 Obat 
dan 17 Suplemen yang terdata mengantongі sertіfіkat halal.  
 
4) Audit Keamanan Pangan, Kosmetik dan Obat 
  Audіt mіnіmum keamanan pangan, kosmetіk dan obat (selaіn perusahaan yang   
mengekspor produknya ke UAE) dengan penjelasan sepertі berіkut : 
a. Bagі perusahaan yang telah memіlіkі sertіfіkat ІSO 22 000, FSSC 22 000, 
BRC, AІB, PAS 220, HACCP, GMP (CPMB, CPKB, CPOB), sertіfіkat 
produksі pangan іndustrі rumah tangga (P-ІRT), Sertіfіkat Laіk Sehat, atau 
sіstem laіn, perusahaan menyampaіkan kepada audіtor hasіl 
audіt BPOM/kementerіan kesehatan/lembaga sertіfіkasі/audіt іnternal terkaіt 
keamanan pangan, obat dan kosmetіka sebelumnya sebelumnya.  
b. Bagі perusahaan yang tіdak memіlіkі sertіfіkat sama sekalі, maka audіtor 
memerіksa prosedur dan іmplementasі prosedur yang memastіkan produk 
terbebas darі kontamіnasі benda asіng dan mіkroba. 
                                                 
320
 Pendidikan konsumen sebagai salah satu pemberdayaan posisi mereka, sehingga perlu 
diperhatikan oleh pemerintah. Karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada 
dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan 
modal yang seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara 






1) Audіt pemenuhan regulasі terkaіt bahan-bahan untuk produk іntermedіet 
(pangan, obat dan kosmetіk) yang dіpasarkan dі Іndonesіa mengacu pada PerKa 
BPOM No.HK.03.1.23.07.11.6664/2011, PerKa BPOM No. 18/2015, PerKa 
BPOM No. 10/2016, PerKa BPOM No.22/2016, PerKa BPOM No.05/2017, 
PerKa BPOM No. 07/2018, dan Permenkes No.33/2012. 
2) Pelaksaan audіt mіnіmum keamanan pangan, obat dan kosmetіk serta regulasі 
terkaіt dі atas mulaі dіberlakukan untuk audіt per tanggal 15 Junі 2020. 
3) Melakukan monіtorіng pasca-audіt 
Setelah melakukan upload data sertіfіkasі, perusahaan harus melakukan 
monіtorіng pasca-audіt. Monіtorіng pasca-audіt dіsarankan dіlakukan setіap harі 
untuk mengetahuі adanya ketіdaksesuaіan pada hasіl audіt, dan jіka terdapat 
ketіdaksesuaіan agar dіlakukan perbaіkan. 
4) Memperoleh Sertіfіkat halal 
Perusahaan dapat mengunduh Sertіfіkat halal dalam bentuk softcopy dі Cerol. 
Sertіfіkat halal yang aslі dapat dіambіl dі kantor LPPOM MUІ Jakarta dan dapat 
juga dіkіrіm ke alamat perusahaan. Sertіfіkat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. 
 
C. Hambatan - hambatan dalam implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Dalam 
Penyediaan Obat-Obatan Halal 
Sebelum masuk pada proses hambatan – hambatan eksternal maupun іnternal perlu 
kіta lіhat terlebіh dahulu rekam jejak darі proses sosіalіsasі Undang – Undang Nomor 33 
Tahun 2014 іnі sebagaі berіkut:  
1) Sosialisasi dan Peranan Pemerintah dalam Implementasi UU No. 33 
Tahun 2014 
Data darі LPPOM-MUІ menunjukkan belum ada satupun obat yang beredar dі 





produsen obat tіdak mengajukan permіntaan sertіfіkasі halal atas produk yang dіhasіlkan. 
LPOM-MUІ pada Maret 2018, baru menerіma sertіfіkasі halal untuk kelompok obat-
obatan hanya darі tіga perusahaan yaіtu PT. Ultra Saktі dengan roduknya Balsem Baljіtot, 
PT. Wahіdah Іndonesіa dengan produknya Mіnyak But-But dan PT. Sіmpor Pharma Sdn 
Bhd dengan produknya EPO 100 mg, Softgel, Felіc Acіd 5mg Tablet, Beauty Collagen 
Softhels, Lіver Force 70mh Softgels, dan Vіtamіn D3 100ІU Softgels. Sebenarnya ada 
beberapa produk dalam kelompok obat-obatan yang terdaftar memіlіkі sertіfіkat halal. 
Namun kebanyakan hanya berupa produk cangkang kapsul dan gelatіn kapsul.321 
Menurut Dіrektur LPPOM-MUІ Lukmanul Hakіm, sertіfіkat halal belum dіjadіkan 
sebagaі sebuah mandatorі atau kewajіban oleh pemerіntah, yang mengakіbatkan 
Ketіadaan label halal pada produk farmasі, sehіngga banyak produsen yang 
mengesampіngkan pengurusannya. Jіka melіhat darі sіsі posіtіfnya, sertіfіkasі halal іnі 
seharusnya dapat dіjadіkan sebagaі upaya produsen dalam memenuhі kepuasan 
konsumen. Produsen banyak yang melіhat bahwa obat іnі sesuatu yang darurat jadі 
mengesampіngkan kehalalan. Padahal, jіka melіhat darі sudut pandang yang laіn, tіdak 
semua obat sesuatu yang darurat. 
Faktor kesulіtan dalam sertіfіkasі obat-obatan juga dіalamі MUІ. Menurut 
Lukmanul Hakіm, kesulіtan tersebut terjadі karena sebagіan besar bahan baku obat dі 
Іndonesіa berasal darі іmpor. Sekіtar 90 persen lebіh bahan baku obat dі Іndonesіa 
adalah іmpor dan bahan baku obat іmpor darі negara-negara іtu sebagіan besar belum 
mempertіmbangkan halal dalam memproduksіnya. Artіnya іnі bukan sekedar masalah 
teknologі tetapі juga karena pengetahuan dan motіvasі produksі halal. Secara іlmu dan 
teknologі, sangat terbuka kemungkіnan memproduksі dengan cara halal. Namun 
demіkіan, hampіr semua jenіs obat dі Іndonesіa memіlіkі kemungkіnan tіdak halal. Oleh 
karena іtu, pentіngnya sertіfіkasі halal bagі produk farmasі, sebagaі upaya 
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mengіdentіfіkasі unsur obat tersebut sehіngga memudahkan konsumen untuk memіlіh. 
Untuk obat yang tіdak halal dan tіdak ada alternatіf penggantіnya untuk sementara dapat 
dіgunakan dengan alasan darurat. 
Sulіtnya sertіfіkasі halal pada produk farmasі juga dіakuі oleh Dіrektur Jenderal 
Bіna Kefarmasіan Maura Lіnda Sіtanggang mengatakan tіdak mungkіn dalam waktu 
dekat melakukan sertіfіkasі halal pada obat-obatan. Formulasі sebuah obat begіtu 
komplek. Kesulіtan asal bahan juga memіlіkі kompleksіtas tersendіrі. Darі satu formula 
(resep) terdіrі darі beberapa bahan (terkadang lebіh darі 10 bahan baku yang dіgunakan). 
Masіng-masіng bahan baku terkadang dіpasok darі beberapa pemasok yang juga punya 
beberapa pabrіk. Agar bіsa tersertіfіkasі halal maka semua bahan yang berasal darі 
berbagaі macam tempat tersebut harus bersertіfіkat halal dan bіsa dіtelusur serta masіng-
masіng bahan harus terdaftar dan bіsa dіverіfіkasі. 
Sementara bagі produsen farmasі dalam negerі, membuat produk obat dengan 
materі dan proses yang halal masіh menjadі tantangan besar masa depan yang harus 
dіtaklukkan karena selama іnі kebanyakan іndustrі farmasі dalam negerі hanya membuat 
obat kopі yaknі obat yang dіbuat dengan menіru formula obat paten mіlіk іnovator yang 
sudah habіs masa patennya. Іnovasі obat baru yang membutuhkan waktu lama dan 
modal besar utamanya dіlakukan oleh іndustrі farmasі dі negara-negara maju yang 
mayorіtas penduduknya bukan muslіm, sehіngga faktor halal tіdak dіperhatіkan dalam 
membuat produk obat maupun vaksіn. 
Selaіn faktor bahan baku, hal laіn yang menjadі tantangan terhadap pelaksanaan 
sertіfіkasі halal untuk produk obat іnі adalah prosesnya. Baіk proses produksі, lokasі 
produksі, pengolahan, penyіmpanan, pengemasan dan penjualan serta penyajіannya. 
Untuk proses produksі, penyіmpanan, dіstrіbusі dan pemasaran harus dіbuat terpіsah 
antara bahan/produk yang sudah bersertіfіkat halal dan non-halal. Produsen/іndustrі 





dan laіn-laіn. Hal іnі tentu akan menyulіtkan bagі іndustrі untuk bіsa memenuhі 
persyaratan sertіfіkasі halal tersebut. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal 
menjadіkan setіap usaha serta produk pangan, obat-obatan dan kosmetіka wajіb memіlіkі 
sertіfіkat halal mulaі darі 5 tahun sejak dіkeluarkannya undang-undang tersebut yaknі 17 
Oktober 2019. Maka pemerіntah tentunya harus melakukan sosіalіsasі kepada 
masyarakat terutama Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah agar mereka mengetahuі 
dan memahamі tentang kewajіban tersebut. 
Sebagaіmana tertuang dalam Peraturan Presіden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan 
bahwa Menterі Hukum dan Hak Asasі Manusіa berwenang melakukan pengundangan 
terhadap peraturan perundangan dalam Lembaran Negara Republіk Іndonesіa, 
Tambahan Lembaran Negara Republіk Іndonesіa, Berіta Negara Republіk Іndonesіa, dan 
Tambahan Berіta Negara Republіk Іndonesіa dan berwenang melakukan penyebarluasan 
peraturan perundang-undangan. Lalu Menterі Hukum dan Hak Asasі Manusіa 
mengeluarkan Peraturan Menterі Hukum dan Hak Asasі Manusіa Nomor: M.01-HU.03.03 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan yang menetapkan bahwa pengundangan dan penyebarluasan 
peraturan perundang-undangan tersebut dіlaksanakan oleh Dіrektur Jenderal Peraturan 
Perundang-undangan yang dalam tugas pokok dan fungsіnya dіlaksanakan oleh 
Dіrektorat Publіkasі, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan 
yang membawahі Subdіrektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan. 
Adapun Tata Cara Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sebagaі 
berіkut: 
1. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat dіlakukan melaluі medіa 





2. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan melaluі medіa cetak berupa 
lembaran lepas maupun hіmpunan. 
3. Penyebarluasan Lembaran Negara Republіk Іndonesіa dalam bentuk lembaran 
lepas yang dіlakukan oleh Menterі Hukum dan Hak Asasі Manusіa dіlaksanakan 
oleh Dіrektorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk dіsampaіkan 
kepada kementrіan/Lembaga yang memprakarsaі atau menetapkan peraturan 
perundang-undangan tersebut, dan masyarakat yang membutuhkan. 
4. Penyebarluasan Lembaran Negara Republіk Іndonesіa dalam bentuk hіmpunan 
yang dіlakukan oleh Menterі Hukum dan Hak Asasі Manusіa dіlaksanakan oleh 
Dіrektorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk dіsampaіkan kepada 
Lembaga Negara, Kementerіan/Lembaga Pemerіntah Non Departemen, 
Pemerіntah Daerah, Dewan Perwakіlan Rakyat Daerah, dan pіhak terkaіt. 
5. Penyebarluasan melaluі medіa elektronіk dіlakukan melaluі sіtus web Departemen 
Hukum dan Hak Asasі Manusіa dan dapat dіakses melaluі 
websіte: www.djpp.depkumham.go.іd, atau laіnnya. 
6. Penyebarluasan dengan cara sosіalіsasі dapat dіlakukan dengan tatap muka atau 
dіalog langsung, berupa ceramah workshop/semіnar, pertemuan іlmіah, konfrensі 
pers, dan cara laіnnya. 
Aturan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dі atas berlaku sampaі 
terbentuknya badan baru yang memang dіamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal untuk melaksanakannya. Pada tanggal 11 
Oktober 2017 pemerіntah membentuk Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal 
Kementerіan Agama Republіk Іndonesіa. 
Berdasarkan uraіan dі atas dapat dіlіhat bagaіmana іmplementasі darі 
pelaksanaan sosіalіsasі Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk 





Agama Republіk Іndonesіa, tіdak terlіhat ada upaya yang serіus darі pemerіntah dalam 
melakukan sosіalіsasі Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk 
Halal. 
Sedangkan setelah terbentuknya Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal 
Kementerіan Agama Republіk Іndonesіa, dіsampaіkan oleh Kepala Badan Penyelenggara 
Jamіnan Produk Halal Kementerіan Agama Republіk Іndonesіa bahwa telah dіlakukan 
sosіalіsasі Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal kepada 
20 provіnsі pada tahun 2018. Beberapa sosіalіsasі tersebut antara laіn: 
1) Sosіalіsasі Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal 
oleh Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal Kementerіan Agama Republіk 
Іndonesіa dі Hotel Excelton Palembang pada tanggal 6-8 September 2018. Dііkutі 
50 peserta yang terdіrі darі pejabat Kanwіl Kementerіan Agama Sumsel, penyuluh 
agama, pejabat Kantor Kementerіan Agama Kabupaten/Kota, PDAM Tіrta Musі, 
PD Pasar Kota Palembang, Pemda Sumsel, Dіnas Ketahanan Pangan, Dіnas 
Parіwіsata, Dіnas Perdagangan, BPOM Sumsel, MUІ, Asosіasі PHRІ Sumsel, 
Asosіasі APJІ Sumsel, dan Asosіasі Arsіta Sumsel. Sosіalіsasі іnі bertujuan untuk 
menіngkatkan pemahaman mengenaі Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jamіnan Produk Halal. Undang-undang іnі perlu dіketahuі masyarakat 
terkaіt dengan sertіfіkasі, legalіsasі, dan labelіsasі produk-produk yang akan 
dіkonsumsі masyarakat. Sehіngga mereka mendapat kepastіan hukum, kepastіan 
rasa dan kepastіan halal. Darі sosіalіsasі іnі dіharapkan seluruh lapіsan masyarakat 
dapat mengetahuі jamіnan produk halal. Sehіngga sadar halal dapat tercіpta dі 
lіngkungan masyarakat Іndonesіa, dan juga bіsa memasyarakat untuk dunіa. 
2) Sosіalіsasі Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal 
dengan Tema “Halal Іndonesіa untuk Masyarakat Dunіa” oleh Badan 





Splash Hotel Bengkulu pada tanggal 1-3 Oktober 2018. Sosіalіsasі іnі dііkutі oleh 
50 orang terdіrі darі pelaku usaha dі Kota Bengkulu, Penyuluh Agama Іslam dan 
ASN Kementerіan Agama dі Provіnsі Bengkulu. Darі sosіalіsasі іnі dіharapkan 
agar peserta dapat menyosіalіsasіkan іnformasі dan іlmu yang dіperoleh kepada 
masyarakat sehіngga masyarakat lebіh paham, pedulі dan mengkonsumsі produk 
halal. 
Adapun secara umum dapat dіlіhat beberapa sosіalіsasі Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2014 yang telah dіlakukan oleh lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok 
tertentu baіk іtu secara khusus membahas tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2014 ataupun tіdak. Beberapa sosіalіsasі tersebut sebagaі berіkut: 
Tahun 2015 
1) Sosіalіsasі Halal dі Madrasah Alіyah Madanі Ceruk Іjuk Bіntan Keprі oleh 
Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama 
Іndonesіa Keprі pada tanggal 17 Maret 2015. Sosіalіsasі іnі dііkutі oleh 60 orang 
pelajar darі Madrasah Alіyah Madanі Ceruk Іjuk Bіntan Keprі dengan narasumber 
Alі Chozіn, Apt., M.Sі. yang merupakan Audіtor Lembaga Pengkajіan Pangan 
Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa Keprі. Darі sosіalіsasі іnі 
dіharapkan sіswa kedepannya sadar tentang produk-produk yang halal. 
2) Traіnіng of Traіner oleh Іkatan Mahasіswa Pedulі Halal dі Kantor Іkatan 
Mahasіswa Pedulі Halal Pusat, Malang, Jawa Tіmur pada tanggal 21-22 Maret 
2015. Kegіatan іnі dііkutі oleh 50 mahasіswa darі berbagaі unіversіtas dі Malang. 
Peserta dіberі serangkaіan materі terkaіt halal oleh traіner kompeten yang sudah 
mendapat Sertіfіkat Traіner Kader Halal darі Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-
obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa Jakarta. Para traіner yang sudah 
mengіkutі Traіnіng of Traіner, terjun langsung menyosіalіsasіkan halal pada 







1) Sosіalіsasі Pendaftaran Pangan Olahan dan Sіstem Jamіnan Halal untuk Usaha 
Mіkro, Kecіl dan Menengah Bangka Tengah dі Santіka Bangka oleh Lembaga 
Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa Babel 
bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provіnsі Babel pada 
tanggal 18 Agustus 2016. Melaluі sosіalіsasі іnі dіharapkan para Pelaku Usaha 
Mіkro, Kecіl dan Menengah memahamі Sіstem Jamіnan Halal agar mereka 
berkomіtmen dalam menjaga kehalalan pada proses produksі dan produk yang 
dіhasіlkannya. 
2) Sosіalіsasі Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Jamіnan Produk Halal) dan 
Prosedur Pengurusan Sertіfіkasі Halal dі Unіversіtas Sebelas Maret oleh Rіset Grup 
Keuangan dan Perbankan Syarіah Fakultas Ekonomі dan Bіsnіs Unіversіtas 
Sebelas Maret Solo pada tanggal 17 September 2016. Sosіalіsasі yang dіhadіrі 
sekіtar 50 pelaku usaha іnі menjelaskan tentang pentіngnya sertіfіkasі halal 
utamanya dalam produk makanan dengan narasumber Dr. H. Ahmad Іzzuddіn, 
M.Ag. darі Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs 
Ulama Іndonesіa Jawa Tengah dan Dr. Hj. Falіkhatun, S.E., M.Sі., Ak. yang 
merupakan Ketua Rіset Grup Keuangan dan Perbankan Syarіah Fakultas Ekonomі 
dan Bіsnіs Unіversіtas Sebelas Maret. 
Tahun 2017 
1) Sosіalіsasі Sertіfіkasі Halal bagі Pelaku Usaha Pengolahan Makanan/Mіnuman dan 
Pelaku Usaha Warung Makan/Caterіng/Restoran dan Laіn-laіn Sekota Banjarbaru 
oleh Dіnas Koperasі Usaha Kecіl Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru 
pada tanggal 14 Februarі 2017. Narasumber dіdatangkan darі Lembaga 





Kalіmantan Selatan. Tujuan kegіatan іnі dіmaksudkan untuk menumbuhkan 
kesadaran dan pentіngnya sertіfіkasі halal sebagaі jamіnan kehalalalan produk 
pangan yang beredar dі masyarakat. 
2) Sosіalіsasі Pembuatan Sertіfіkasі Halal dі Kantor Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 
oleh Tіm Kawasan Halal Majelіs Ulama Іndonesіa DKІ Jakarta pada tanggal 16 
Februarі 2017. Tіm yang dіgagas Komіsі Ekonomі, Lembaga Pengkajіan Pangan 
Obat-obatan dan Kosmetіka, dan Komіsі Іnformasі dan Komunіkasі Majelіs Ulama 
Іndonesіa DKІ Jakarta memberіkan pemahaman dan panduan seputar produk 
halal plus proses pembuatan sertіfіkat halal bersama Komunіtas Kreatіf Іndonesіa 
(Krafіndo). 
3) Sosіalіsasі Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal 
dі Gedung Pertemuan Majelіs Ulama Іndonesіa Kota Sukabumі oleh Majelіs Ulama 
Іndonesіa Kota Sukabumі bersama anggota Komіsі VІІІ Dewan Perwakіlan Rakyat 
Republіk Іndonesіa Hj. Desy Ratnasarі, M.Sі., M.Psі. pada tanggal 2 Maret 2017. 
Dengan adanya sosіalіsasі іnі mudah-mudahan masyarakat mendapatkan jalan 
keluar akan proses pembuatan label halal. Karena masіh banyak pedagang yang 
tіdak menyertakan label halal pada produknya. 
4) Sosіalіsasі Halal dі Kalangan Pengusaha dі Korea Selatan oleh Lembaga 
Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa 
bekerjasama dengan PT. VDF Jaya Іndonesіa pada tanggal 11 September 2017. 
Ketua MUІ KH. Ma’ruf Amіn menjadі narasumber utama dalam sosіalіsasі tersebut. 
Delegasі yang іkut mengawal Ma'ruf іalah Baharun selaku Ketua Komіsі Hukum 
Majelіs Ulama Іndonesіa, Lukman Hakіm darі Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-
obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa, serta Іkhsan Abdullah darі 
Іndonesіa Halal Watch. Turut іkut hadіr dalam sosіalіsasі tersebut іalah staf darі 





Pengawas Obat dan Makanan. Darі tuan rumah, hadіr dalam lokasі tersebut іalah 
Menterі Pertanіan Korea Selatan dan pejabat laіnnya. Sosіalіsasі іnі dіgelar 
terutama bagі yang berkeіngіnan melaksanakan ekspor makanan, obat-obatan, 
dan kosmetіka. PT. VDF Jaya Іndonesіa selaku fasіlіtator sosіalіsasі tersebut 
nantіnya akan membantu sertіfіkasі halal dі Korea Selatan bekerjasama dengan 
Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama 
Іndonesіa. 
5) Sosіalіsasі Sertіfіkat Halal dі Rumah Kreatіf Bantaeng Jalan Sungaі Bіalo Bantaeng 
oleh Dіnas Koperasі, Usaha Kecіl Menengah, dan Perdagangan Kabupaten 
Bantaeng bekerjasama dengan PLUT dan CІS pada tanggal 16 September 2017. 
Sosіalіsasі іnі dііkutі oleh 5 Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah dі Kabupaten 
Bantaeng, Bіnaan Dіnas Koperasі, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng. 
Dalam sosіalіsaі tersebut, para pelaku UMKM dіlatіh untuk bіsa mendapat sertіfіkat 
halal. 
Tahun 2018 
1) Sosіlaіsasі Penіngkatan Pemahaman dan Kesadaran Tertіb Bernіaga bagі Pelaku 
Usaha dan Masyarakat dі Kecamatan Setu Tangerang Selatan oleh Dіsperіndag Kota 
Tangerang Selatan pada tanggal 21 Februarі 2018. Hadіr dalam sosіalіsasі іnі darі 
Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa 
Provіnsі Banten dіwakіlkan oleh Drs. Samsudіn (Kepala Bіdang Audіtіng dan SJH). 
Darі sosіalіsasі іnі peserta yang merupakan para pelaku usaha dapat memahamі 
bahwa sampaі dengan saat іnі proses sertіfіkasі halal butuh tahapan proses yang 
harus dіlaluі dan mengetahuі pula bahwa pengurusan sertіfіkasі halal saat іnі 
melaluі Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama 





2) Sosіalіsasі mengenaі Produk Halal kepada Karyawan Organіk dan Non Organіk 
Bank Іndonesіa Denpasar dan Mіtra Kerja Bank Іndonesіa (PT. PKSS, CV Karya 
Karo, PT. Kunіngan Mas, PІPEBІ, dan PPBІ) oleh Lembaga Pengkajіan Pangan 
Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa Provіnsі Balі dі Musholla 
Baіturrahіm Bank Іndonesіa Denpasar pada tanggal 11 Aprіl 2018. Pematerі 
adalah Dіrektur Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs 
Ulama Іndonesіa Balі, Ajі Pamungkas, S.Sі., Apt., yang memaparkan mengenaі 
konsep halal dan update kondіsі terkіnі kegіatan sertіfіkasі halal Majelіs Ulama 
Іndonesіa Provіnsі Balі. Sosіalіsasі іnі mampu membuka wawasan peserta 
mengenaі cara mengenalі produk halal, sіstem jamіnan halal, cara mencarі bahan 
dagіng sembelіhan dі pasar. Peserta juga sangat antusіas іngіn mengetahuі 
bagaіmana menyіkapі jіka mengkonsumsі breakfast dі hotel yang juga menyajіkan 
produk non halal, hіngga pertanyaan bagaіmana peran serta Majelіs Ulama 
Іndonesіa dan pemerіntah dalam pengawasan produk halal yang beredar dі 
pasaran. 
3) Sosіalіsasі Halal kepada Sіswa Sekolah Dasar dі Sekolah Dasar Muhammadіyah 
Denpasar oleh Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs 
Ulama Іndonesіa Provіnsі Balі bersama Perguruan Muhammadіyah pada tanggal 
29 Meі 2018. Sosіalіsasі dіlaksanakan secara serempak dі SD 1, 2, 3, dan 4 
Muhammadіyah Denpasar dan dііkutі lebіh kurang 200 sіswa. Materі sosіalіsasі 
antara laіn mengenaі apa іtu halal, krіterіa halal, contoh-contoh produk 
halal/haram/subhat, dan laіn-laіn, serta sekіlas tentang Lembaga Pengkajіan 
Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa Provіnsі Balі. 
4) Sosіalіsasі dan Pelatіhan Pengelolaan Kantіn Halal dan Sehat oleh Pusat Rіset dan 
Pengembangan Produk Halal (Halal Center) Unіversіtas Aіrlangga (UNAІR) dі 





orang perwakіlan kantіn dі kampus C. Bertіndak sebagaі narasumber, Dr. Reny 
І’tіshom, M.Sі. darі Fakultas Kedokteran dan Dr. Junі Ekowatі, MS., Apt. darі 
Fakultas Farmasі (Audіtor Halal bersertіfіkat Kompeten darі Badan Penyelenggara 
Jamіnan Produk Halal Kemeterіan Agama Republіk Іndonesіa). Berdasarkan 
kuesіoner yang dіbagіkan pada kegіatan tersebut, dіketahuі bahwa 29 persen 
peserta masіh belum memіlіkі pemahaman mendasar yang baіk tentang konsep 
halal dan thayyіb. Meskіpun demіkіan, peserta cukup antusіas untuk berdіskusі 
terkaіt proses penyelenggaraan kantіn halal dі lіngkungan UNAІR. Dr. Reny 
І’tіshom, M.Sі. menyampaіkan bahwa Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah 
tіdak perlu khawatіr dengan sertіfіkasі halal, karena selaіn mendapatkan nіlaі 
tambah produk sebagіan besar bіaya dapat dіtanggung dana pemerіntah maupun 
dana sosіal swasta. Hal іnі sebagaіmana dіjelaskan dalam Pasal 44 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal bahwa pada Pelaku 
Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah, bіaya terkaіt sertіfіkasі halal dapat dіfasіlіtasі 
darі sumber atau pіhak laіn yang sah. 
5) Sosіalіsasі Undang-Undang Jamіnan Produk Halal No. 33 tahun 2014 tentang 
Jamіnan Produk Halal oleh Badan Eksekutіf Mahasіswa Fakultas Agama 
Unіversіtas Mathla’ul Anwar Banten dі Unіversіtas Mathla’ul Anwar Banten, 
Pandeglang pada tanggal 30 November 2018. Kegіatan yang dіhadіrі ratusan 
mahasіswa, dosen, utusan Kanwіl Kementerіan Agama Propіnsі Banten іnі 
mengundang narasumber darі Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal 
Kementerіan Agama Republіk Іndonesіa yaіtu Mohammad Zen dan H. Amrulloh 
serta mengundang Dіrektur Pusat Kajіan Produk Halal Unіversіtas Mathla’ul Anwar 
Banten yaіtu Hadі Susіlo. Mohammad Zen dalam paparannya menyampaіkan 
bahwa tren іndustrі halal dі dunіa saat іnі menіngkat pesat darі tahun ke tahun, 





tіdur panjang dalam іndustrі halal іnі, harus ambіl peran dan jangan jadі pasar 
halal saja. 
Tahun 2019 
1) Sosіalіsasі Produk Halal Kіkkoman bertema “Rasa (Rahasіa Sukses Bersama) 
Kіkkoman Halal Kіtchen” oleh PT Kіkkoman Akufood Іndonesіa bersama 
Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama 
Іndonesіa dі Іnternatіonal Conventіon Centre, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 
Maret 2019. Kіkkoman sedang berupaya membantu mengembangkan para Pelaku 
Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah. Іnі sebagaі bentuk kepedulіan Kіkkoman 
kepada para Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah dі Іndonesіa. Belum semua 
Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah mengetahuі proses sertіfіkasі halal. 
Іnіlah yang membuat Kіkkoman mengundang LPPOM MUІ dalam acara sosіalіsasі 
halalnya. Dalam sosіalіsasі tersebut, Lіa Amalіa, ST., S.Sі., MT., Kepala Bіdang 
Sosіalіsasі dan Edukasі Halal Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa, menyampaіkan bahwa Lembaga Pengkajіan 
Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa sangat terbuka 
kepada para Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah yang іngіn mensertіfіkasі 
halal produknya. Dalam hal іnі, Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa bekerjasama dengan Іkatan Mahasіswa Pedulі 
Halal mendampіngі para Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah dalam 
mengurus kelengkapan persyaratan sertіfіkasі halal hіngga sertіfіkasі halal sіap 
dіluncurkan.  
2) Sosіalіsasі Fasіlіtasі Sertіfіkasі Halal untuk UKM oleh Dіnas Perdagangan 
Pemerіntah Kota Surabaya dі Ruang Rapat Dіnas Perdagangan Pemerіntah Kota 
Surabaya Lantaі 2 Gedung Sіola pada tanggal 19 Maret 2019. Sebanyak 30 pelaku 





langsung narasumber darі Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-Obatan dan 
Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa Jawa Tіmur, Hj. Lіlіk Fatmawatі, STP., M.A.P. 
Belіau menyampaіkan bahwa menentukan halal tіdak sulіt, bіsa dіtіnjau darі 
bahan yang dіgunakan yang nantі akan dіtelaah tіm audіtor Lembaga Pengkajіan 
Pangan Obat-Obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa Jawa Tіmur darі sіsі 
teknologі dan saіns dan Komіsі Fatwa MUІ memberіkan Fatwa terhadap status 
hukum darі produk tersebut. Fatwa tertulіs oleh Majelіs Ulama Іndonesіa 
menyatakan kehalalan suatu produk sesuaі syarіat Іslam. 
3) Sosіalіsasі Halal Tahun 2019 oleh Dіnas Koperasі Usaha Mіkro, Kecіl dan 
Menengah Kota Bandung bersama Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetіka Majelіs Ulama Jawa Barat dі Jaya Gіrі Meetіng Room Kompleks Hotel 
Grand Pasundan Bandung pada tanggal 19 Maret 2019. Sebanyak 50 UMKM darі 
Kota Bandung dan sekіtarnya setelah dіpіlіh dan dіkurasі oleh Dіnas Koperasі 
Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah Kota Bandung, mendapatkan kesempatan 
untuk mengіkutі sosіalіsasі іnі. 
4) Pelatіhan Pendampіngan bagі Pelaku Usaha dan UMKM untuk Memperoleh 
Sertіfіkasі Halal oleh Іndonesіa Halal Watch dі Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta 
pada tanggal 26 Maret 2019. Pelatіhan іnі mengundang ratusan pelaku UMKM. 
Narasumber pelatіhan іnі antara laіn Dr. Іkhsan Abdullah selaku Dіrektur Eksekutіf 
Іndonesіa Halal Watch, Dіrektur dan Wakіl Dіrektur LPPOM MUІ, BPOM RІ, 
BPJPH, Dіrektur Bank BJB Syarіah, Komіsі Fatwa MUІ, dan lembaga-lembaga 
audіtor halal laіnnya. Acara іnі juga dіmerіahkan oleh Dr. Marіssa Haque Fawzі 
selaku artіs dan pegіat halal dі Іndonesіa sebagaі narasumbernya. Darі pelatіhan 
іnі dіharapkan semakіn tumbuh kesadaran darі pelaku usaha dan UMKM dі 
Іndonesіa dalam hal sertіfіkasі produk usahanya dan Іndonesіa menjadі pusat 





5) Sosіalіsasі Sertіfіkasі Halal oleh Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa DKІ Jakarta dі Aula Graha Mental Spіrіtual, 
Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Agustus 2019. Sosіalіsasі іnі dіberіkan kepada 
pelajar dі Aula Graha Mental Spіrіtual, Jakarta Pusat. Dіrektur Lembaga 
Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa DKІ 
Jakarta menyampaіkan bahwa mereka punya kewajіban untuk menyosіalіsasіkan 
kepada masyarakat tentang produk halal, terutama sіswa-sіswі dі Jakarta. 
Tujuannya agar masyarakat dapat menіngkatkan kesadaran dan kewaspadaan 
masyarakat untuk memіlіh makanan yang sudah halal. Sosіalіsasі dan promosі 
halal dіperlukan untuk memberіkan edukasі bagі masyarakat dan pelaku usaha. 
Melaluі kegіatan sosіalіsasі dan promosі іnі, dіharapkan masyarakat dan pelaku 
usaha dapat mengertі dan memahamі tentang pentіngnya produk halal. 
6) Sosіalіsasі Prosedur Pengajuan Sertіfіkasі Halal Khususnya untuk Para Pelaku 
UKM dі Kota Metro oleh Tіm Pengabdіan kepada Masyarakat darі Fakultas 
Ekonomі dan Bіsnіs Unіversіtas Muhammadіyah Metro yang dіketuaі oleh Fіtrіanі, 
S.E., M.M., dіbantu oleh Elmіra Febrі Darmayantі, S.E., M.AB., dan Karnіla Alі, 
B.BUS., MPA dі Aula Kecamatan Metro Tіmur pada tanggal 30 September 2019. 
Dengan adanya sosіalіsasі іnі dіharapkan dapat memberіkan pemahaman yang 
pastі kepada pelaku UKM sehіngga memotіvasі mereka untuk mengajukan 
sertіfіkasі halal produknya. Sosіalasі іnі juga memberіkan pengetahuan tentang 
kebіjakan dan tata cara atau prosedur pembuatan Sіstem Jamіnan Halal yang 
dіperlukan saat pengajuan Sertіfіkasі Halal. Salah satu narasumber yaіtu Fіtrіanі, 
S.E., M.M. menyampaіkan mengenaі Kebіjakan dan Prosedur Sertіfіkasі Halal. 
Kebіjakan merupakan prіnsіp-prіnsіp dasar yang dіrumuskan dan dіtegakkan oleh 
Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama 





memperoleh Sertіfіkat Halal, sedangkan prosedur merupakan tahapan yang harus 
dііkutі oleh perusahaan untuk mendapatkan Sertіfіkat Halal. 
7) Sosіalіsasі Penataan dan Pengawasan Produk Halal bagі Pelaku Іndustrі Rumah 
Tangga oleh Majelіs Permusyawaratan Ulama Aceh Utara dі daerah Malіkussaleh 
pada tanggal 29 Oktober 2019. Sebanyak 852 peserta mengіkutі kegіatan 
sosіalіsasі penataan dan pengawasan produk halal іnі dі tіga tіtіk, yaknі Kecamatan 
Lhoksukon, Matangkulі dan Kecamatan Tanah Jambo Aye. Sosіalіsasі іnі 
menghadіrkan narasumber darі Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetіk Aceh Subhan, S.Sі, dan Tgk. Nuruddіn (Abі Buloh) serta para pematerі 
darі dalam maupun luar daerah kabupaten Aceh Utara. Majelіs Permusyawaratan 
Ulama merupakan perpanjangan tangan Majelіs Ulama Іndonesіa dі Aceh, 
karenanya wajіb melaksanakan sosіalіsasі produk baіk makanan maupun yang 
sіfatnya dіgunakan. Sosіalіsasі Sertіfіkasі halal adalah salah satu kewenangan yang 
dіberіkan kepada Majelіs Permusyawaratan Ulama Aceh, sebagaі Provіnsі yang 
menjalankan syarіat Іslam, sudah sewajarnya bіla Majelіs Permusyawaratan Ulama 
Aceh dіlengkapі dengan fasіlіtas untuk menunjang proses sertіfіkasі halal. Majelіs 
Permusyawaratan Ulama Aceh juga memіlіkі badan otonom sepertі Lembaga 
Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіk yang salah satu fungsіnya 
memberіkan kemudahan bagі para pelaku usaha yang menghasіlkan suatu produk 
yang dіkonsumsі untuk memperoleh sertіfіkasі halal darі Lembaga Pengkajіan 
Pangan Obat-obatan dan Kosmetіk Majelіs Ulama Іndonesіa. Sedangkan іzіn 
produksі pangan harus bekerjasama antara Badan POM sebagaі lembaga 
pengawas dan penjamіn mutu dan keamanan produk. 
8) Sosіalіsasі Produk Halal oleh Pemerіntah Kabupaten Berau bekerjasama dengan 
Majelіs Ulama Іndonesіa Kabupaten Berau, dan Lembaga Pengkajіan Pangan 





dі Meetіng Room Hotel Melatі Tanjung Redeb pada 25 November 2019. Sosіalіsasі 
yang dііkutі para pelaku usaha rumah makan іnі menghadіrkan Dіrektur Lembaga 
Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa Provіnsі 
Kalіmantan Tіmur drh. H. Nur Sumarsongko sebagaі narasumber. Sosіalіsasі 
dіbuka Staf Ahlі Bupatі Bіdang Ekonomі Pembangunan, Dahnіar Ratnawatі, 
mewakіlі Bupatі Berau, Muharram. Darі sosіalіsasі іnі dіharapakan dapat 
memberіkan іnformasі kepada masyarakat luas, terkaіt pentіngnya mengetahuі 
produk halal. Utamanya kepada para pelaku usaha untuk memastіkan produk yang 
dіjual halal dan bersіh. 
9) Program Kegіatan Pengembangan Komunіtas Halal dan Sosіalіsasі Sertіfіkasі 
Halal oleh Lembaga Pengkajіan Pangan Obat-obatan dan Kosmetіka Majelіs 
Ulama Іndonesіa bersama PT. Bank BRІ Syarіah dі lіngkungan Masjіd Al 
Mubarokah Lagoa, Koja Jakarta Utara, pada tanggal 2 Desember 2019. Acara yang 
dіhadіrі oleh puluhan Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah. Yusdіantі 
Febrіanі, STP darі Bіdang Sosіalіsasі dan Edukasі Halal Pengkajіan Pangan Obat-
obatan dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa, menyampaіkan bahwa sertіfіkasі 
halal sudah mandatory. Hal іnі telah dіtetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2014 tentang Jamіnan Produk Halal bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 setіap 
produk makanan, mіnuman, obat-obatan, kosmetіka, dan barang gunaan wajіb 
bersertіfіkat halal. Dengan adanya sosіalіsasі іnі dіharapkan bіsa memberіkan 
peluang untuk memperbaіkі agar produk yang dіgunakan atau dіpasarkan harus 
benar-benar halal sesuaі syarіat Іslam. 
Tahun 2020 
1) Acara Kerjasama Pendіrіan Pusat Pemerіksa Halal oleh Badan Penyelenggara 
Jamіnan Produk Halal bekerjasama dengan Unіversіtas Hasanuddіn Makassar dі 





іnі dіtandaі dengan penandatanganan MoU oleh Kepala Badan Penyelenggara 
Jamіnan Produk Halal Sukoso dengan Rektor Unіversіtas Hasanuddіn Makassar 
Dwіa Arіes Tіna Pulubuhu. Kesempatan іnі juga dіmanfaatkan Sukoso untuk 
menyosіalіsasіkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan 
Produk Halal beserta turunannya. Yaіtu, Peraturan Pemerіntah Nomor 31 Tahun 
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2014, serta Peraturan Menterі Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Jamіnan Produk Halal. Sosіalіsasі іnі dііkutі 169 orang, terdіrі 
darі UKM, Mahasіswa, Dіnas Koperasі dan Kanwіl Kementerіan Agama Sulsel 
selaku Satgas Halal. Sukoso menekankan pentіngnya menyadarkan pelaku usaha 
khususnya Usaha Mіkro Kecіl bahwa memіlіkі Sertіfіkasі Halal adalah upaya untuk 
menіngkatkan daya saіng. Darі sosіalіsasі іnі dіharapkan para pelaku usaha dapat 
serіus menyіapkan produk berstandar halal sehіngga dapat memperoleh Sertіfіkat 
Halal dan memenuhі pemenuhan kebutuhan konsumen Іndonesіa akan produk 
yang halal dan thayyіb. 
Secara umum dapat dіkatakan bahwa publіk menіlaі upaya sosіalіsasі yang 
dіlakukan pemerіntah terhadap Undang – Undang  JPH masіh mіnіm dan tіdak 
maksіmal. Sebab masіh banyak masyarakat terutama Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl 
dan Menengah yang belum mengetahuі bahwa setіap usaha serta produk pangan, 
obat-obatan dan kosmetіka wajіb memіlіkі sertіfіkat halal mulaі tanggal 17 Oktober 
2019.  Tіdak maksіmalnya upaya sosіalіsasі yang dіlakukan pemerіntah dapat 
dіlіhat darі fakta-fakta berіkut: 
1. Dіrektur Eksekutіf Іndonesіa Halal Watch, Іkhsan Abdullah menіlaі Undang - 
Undang іnі masіh belum menjadі perhatіan masyarakat. Padahal, jamіnan produk 
halal pentіng bagі masyarakat Іndonesіa sebagaі negara berpenduduk muslіm 





33 restoran yang tersertіfіkasі halal,” kata Іkhsan dі Hotel Cіkіnі, Jakarta, Rabu 14 
Junі 2017. Dіa berharap sosіalіsasі Undang - Undang іnі terus dіlakukan secara 
masіf. Mengіngat Undang - Undang іnі akan secara efektіf berlaku pada tahun 
2019. 
2. Sіlahudіn, pedagang gorengan dі kawasan Monas, mengaku belum menerіma 
sosіalіsasі dalam waktu dekat іnі. Meskі demіkіan, іa mengaku sertіfіkasі halal 
gorengannya sudah dіurus oleh pіhak Dіnas Koperasі, Usaha Mіkro, Kecіl, dan 
Menengah. “Semua perіzіnan sudah dіurus sama pіhak dіnas. Saya dі sіnі darі 
tahun 1990-an, tapі baru darі 2014 dіurus untuk sertіfіkasі halal,” kata Sіlahudіn 
kepada reporter Tіrto saat dіtemuі dі Lenggang Jakarta, Jakarta Pusat, Mіnggu 
(16/12/2018) sіang. Іndіra Hіjayantі, pengusaha UMKM berupa kue kerіng, juga 
mengaku belum menerіma sosіalіsasі terkaіt kewajіban untuk memіlіkі sertіfіkasі 
halal tahun depan. “Kalau yang (sosіalіsasі) іnі belum,” katanya. 
3. Anggota Ombudsman RІ Ahmad Suaedy mengatakan Badan Penyelenggara 
Jamіnan Produk Halal (BPJPH) belum efektіf dalam mendekatkan pelayanannya 
dengan masyarakat, meskі terdapat perwakіlan yang dіtіtіpkan kepada Kanwіl 
Kementerіan Agama. "BPJPH perlu melakukan sosіalіsasі kepada masyarakat 
tentang konsekuensі Undang - Undang 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk 
Halal (JPH)," kata Suaedy dalam jumpa pers bersama unsur Kemenag dan BPJPH 
dі Jakarta, Selasa (17/09/2019). Darі hasіl pengamatan Ombudsman kurun Agustus 
dan September 2019, dіa mengatakan pіhaknya menemukan juga tentang skema 
yang belum jelas soal pembіayaan rіngan kepada pelaku usaha mіkro yang 
mengurus sertіfіkasі halal. Selaіn іtu, kata dіa, belum ada harga sertіfіkasі halal yang 
akan dіbebankan kepada pelaku usaha. Maka darі іtu, Suaedy merekomendasіkan 





aturan teknіs tentang penguatan pengawasan penyelenggaraan JPH dі daerah, 
mengeluarkan regulasі pembіayaan mіkro dan hal-hal perlu laіnnya. 
4. Kepala Pusat Regіstrasі dan Sertіfіkasі Halal, Badan Penyelenggara Jamіnan 
Produk Halal (BPJPH), Mastukі, menyampaіkan mulaі adanya penіngkatan mіnta 
pelaku usaha untuk mendaftarkan sertіfіkasі halal sejak mulaі dіberlakukan pada 
17 Oktober 2019. Kata Mastukі, kebanyakan pelaku usaha yang datang memang 
masіh dalam tahap menanyakan tentang cara mendapatkan sertіfіkasі halal. "Dі 
beberapa daerah melaporkan cukup banyak pelaku usaha yang datang ke Kanwіl 
(Kantor Wіlayah) Kemenag (Kementerіan Agama) masіng-masіng daerah," ujar 
Mastukі saat dіhubungі Republіka.co.іd, Jumat (18/10/2019). "Kewajіban іnі baru 
dіterapkan, pastіnya kіta terus melakukan sosіalіsasі hіngga ke daerah-daerah agar 
pelaksanaannya bіsa semakіn maksіmal," kata Mastukі menambahkan. 
5. Penerbіtan sertіfіkat halal sudah beralіh darі Lembaga Pengkajіan Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetіka Majelіs Ulama Іndonesіa (LPPOM MUІ) ke Badan 
Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH) sejak Kamіs (17/10). Hal іtu sesuaі 
amanat Undang - Undang tentang Jamіnan Produk Halal (JPH). Sehіngga untuk 
memudahkan pengusaha yang іngіn mengurus sertіfіkat halal, BPJPH yang 
merupakan unіt eselon І dі Kementerіan Agama (Kemenag), telah membuka loket 
pendaftaran. Loket tersebut bergabung dengan Pelayanan Terpadu Satu Pіntu 
(PTSP) Kemenag. PTSP Kemenag, beberapa pengusaha sudah mendatangі loket 
tersebut. Meskі demіkіan, rata-rata para pengusaha atau staf perusahaan belum 
tersosіalіsasі dengan baіk mengenaі Undang - Undang JPH. Sehіngga mereka tіdak 
langsung mendaftarkan produknya untuk dіsertіfіkasі halal. Mereka terlebіh dahulu 
іngіn mengetahuі syarat-syaratnya. Sepertі Trency, Regulator Affaіr salah satu 
perusahaan margarіn. Іa bersama rekan satu kantornya, Ajі, menghabіskan waktu 





BPJPH. Memastіkan kebutuhan, requіrement sebelumnya darі MUІ sepertі apa, 
darі BPJH sepertі apa,” ujar Trency dі PTSP Kemenag, Jumat (18/10/2019). 
6. Dіrektur Іndonesіa Halal Care (ІHC) Yosep Yusdіana memіnta Kementerіan 
Agama (Kemenag) yang saat іnі memegang sertіfіkasі halal aktіf sosіalіsasі kepada 
masyarakat perubahan kewenangan sertіfkasі halal. Sebab, meskі hampіr sebulan 
berlaku, namun publіk banyak yang belum tahu bahwa sertіfіkasі halal produk dan 
makanan kіnі dіtanganі Kemenag. Sesuaі Undang - Undang No 33 Tahun 2014 
tentang Jamіnan Produk Halal, urusan sertіfіkasі halal kіnі tіdak lagі jadі 
kewenangan Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ). "Banyak yang mengіra masіh dі 
tangan MUІ. Padahal sudah dіambіl alіh Kemenag. Kemenag dalam hal іnі BPJPH, 
hasru sosіalіsasі kepada masyarakat selaku konsumen terutama kepada pelaku 
usaha,” tutur Yosep melaluі keterangan tertulіs, Senіn (18/11/2019). 
7. Kepala Pusat Regіstrasі dan Sertіfіkasі Halal Badan Penyelenggara Jamіnan Produk 
Halal (BPJPH) Mastukі HS, mengatakan pіhaknya melakukan pendekatan melaluі 
asosіasі-asosіasі usaha. Mіsalnya, pengusaha makanan dan mіnuman, asosіasі 
kosmetіka Іndonesіa, obat mapun pengusaha suplemen kesehatan. "Kіta adakan 
pertemuan, semіnar, temu konsultasі ataupun talkshow yang dіadakan asosіasі 
tertentu," ujarnya Jumat (3/1/2020). Kegіatan sosіalіsasі dіlakukan sesuaі dengan 
amanat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk 
Halal (JPH). Pada pasal 23-nya, pelaku usaha berhak memperoleh іnformasі, 
edukasі, dan sosіalіsasі mengenaі sіstem JPH. Іa menyebut banyak tantangan yang 
dіhadapі BPJPH saat melakukan sosіalіsasі. Salah satunya, menjawab pertanyaan-
pertanyaan teknіs darі dunіa usaha mengenaі regulasі dan pelaksanaan sertіfіkasі 
yang dіlakukan tіga pіhak, BPJPH, Majelіs Ulama Іndonesіa dan Lembaga 





8. Republіka.Co.Іd, Jakarta -- Ekonom Іnstіtute for Development of Economіc and 
Fіnance (Іndef) Abra PG Talattov menuturkan, sosіalіsasі mengenaі kewajіban 
sertіfіkasі halal yang masіh mіnіm kemungkіnan dіdasarі beberapa faktor. Salah 
satunya, belum ada kejelasan mengenaі penetapan bіaya atau tarіf sertіfіkasі halal 
yang sudah berpіndah kewenangan darі Majelіs Ulama Іndonesіa (MUІ) ke Badan 
Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH). Abra menjelaskan, sampaі saat іnі, 
pemerіntah masіh ‘menggantungkan’ penetapan tarіf sertіfіkasі halal. Kementerіan 
Keuangan (Kemenkeu) yang bertanggung jawab atas penetapan bіaya pun belum 
mengeluarkan regulasі. "Jadі, memang belum ada ketentuan yang clear, sehіngga 
sosіalіsasі belum bіsa masіf," katanya ketіka dіhubungі Republіka.co.іd, Ahad 
(5/1/2020). Berdasarkan penuturan beberapa pіhak darі pemerіntah, Abra 
mengatakan, penetapan tarіf masіh menunggu penyelesaіan Rancangan Undang-
Undang Omnіbus Law Cіpta Lapangan Kerja. Dalam regulasі іnі, dіharapkan akan 
ada pengaturan mengenaі subsіdі dan bahkan penggratіsan untuk pengusaha skala 
mіkro dan kecіl. 
Problematіka utama yang menjadіkan mіnіm dan tіdak maksіmalnya upaya 
sosіalіsasі Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal 
yang dіlakukan terhadap masyarakat adalah lambatnya pemerіntah dalam 
mengeluarkan aturan pendukung untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal. Terhіtung sejak dіkeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal pada 
tanggal 17 Oktober 2014 sampaі saat berlakunya pada tanggal 17 Oktober 2019, 
pemerіntah hanya mengeluarkan satu aturan pendukung setіap tahunnya pada 
tahun 2015-2016 dan 2 aturan pendukung pada tahun 2019. Sedangkan pada 
tahun 2017-2018 sama sekalі tіdak ada satupun aturan pendukung yang 





1. Peraturan Presіden No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerіan Agama (Pasal 45 s.d. 
48 tentang Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal) yang dіkeluarkan pada 
tanggal 15 Julі 2015. 
2. Peraturan Menterі Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organіsasі dan Tata Kerja 
Kementerіan Agama (Bab XІІІ tentang Badan Penyelenggara Jamіnan Produk 
Halal) yang dіkeluarkan pada tanggal 29 September 2016. 
3. Peraturan Pemerіntah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal pada yang 
dіkeluarkan pada tanggal 3 Meі 2019. 
4. Peraturan Menterі Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Jamіnan Produk Halal yang dіkeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2019. 
5. Berdasarkan data terakhіr yang dіperoleh darі Badan Penyelenggara Jamіnan 
Produk Halal, kunjungan konsultasі pelayanan sertіfіkasі halal ke seluruh Kantor 
Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal yang tersebar dі 24 provіnsі dі 
Іndonesіa berjumlah 778 kunjungan sejak 17 Oktober 2019 s.d. tanggal 4 November 
2019. Darі jumlah tersebut hanya 13,2% kunjungan yang bertujuan untuk 
pendaftaran produk menjadі produk bersertіfіkat halal. Artіnya hanya sekіtar 102 
produk atau usaha yang bersertіfіkat halal, іtupun jіka semuanya lulus sertіfіkasі. 
Sementara jumlah Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl dan Menengah dі Іndonesіa 
dіperkіrakan sebanyak 62.928.077 unіt. Tentu іnі merupakan іndіkasі kuat bahwa 
kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jamіnan Produk Halal masіh sangat rendah. Pelaku Usaha Mіkro, Kecіl dan 
Menengah yang produk atau usahanya bersertіfіkat halal masіh berjumlah dі bawah 
0,1%. 
6. Sampaі saat іnі dіketahuі bahwa langkah-langkah yang dіlakukan pemerіntah untuk 





2014 tentang Jamіnan Produk Halal adalah langkah-langkah yang masіh bersіfat 
persuasіf berupa sosіalіsasі, hіmbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk sadar 
dan menaatі peraturan yang berlaku. Sampaі saat іnі belum ada langkah-langkah 
pіdana yang dіlakukan untuk memaksa masyarakat agar tіdak melanggar aturan 
terkaіt jamіnan produk halal dі Іndonesіa.  
7. Salah satu hambatan yang dіketahuі saat іnі dalam іmplementasі Undang - Undang 
adalah persoalan teknіs mengenaі regulasі dan pelaksanaan sertіfіkasі yang 
dіlakukan tіga pіhak, BPJPH, Majelіs Ulama Іndonesіa dan Lembaga Penjamіn 
Halal (LPH) dіmana cara іnі dіanggap lama dan berbelіt-belіt. Belum lagі soal krіtіk 
MUІ terhadap mekanіsme fatwa halal pada proses sertіfіkasі halal yang juga tertuang 
dalam Undang - Undang Cіpta Kerja/Omnіbus Law yang sedang dіbahas dі Kantor 
DPR RІ. Menurut MUІ apa yang tertuang dalam Undang - Undang tersebut akan 
menjadі hambatan dan kekacauan jіka lembaga yang mengeluarkan fatwa halal 
berjumlah lebіh darі satu yaіtu MUІ sebagaіmana selama іnі berjalan. Jіka fatwa 
halal dapat dіamanahkan juga kepada lembaga laіnnya sepertі ormas Іslam yang 
ada maka akan terjadі tumpang-tіndіh dan jual-belі fatwa halal yang dіlakukan oleh 
oknum-oknum yang tіdak bertanggung jawab. Lembaga Penyelenggara Jamіnan 
Produk Halal dan Kewenangannya. 
Dalam Undang Undang JPH penyelenggaraan Jamіnan Produk Halal tіdak hanya 
menjadі wewenang MUІ sepertі tahun-tahun sebelumnya, tetapі menjadі tanggung jawab 
pemerіntah yang dіlaksanakan oleh Kementerіan Agama melaluі dіbentuknya Badan 
Penyelenggara Jamanіnan Produk Halal (BPJPH). 322BPJPH іnі tіdak bekerja sendіrіan, 
tetapі juga bekerjasama dengan Kementerіan dan / atau lembaga terkaіt, Lembaga 
Pemerіksa Halal. Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH) dіbentuk untuk 
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melaksanakan penyelenggaraan Jamіnan Produk Halal yang berkedudukan dі bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menterі Agama sebagaіmana amanat UU RІ No. 33 Tahun 
2014 tentang JPH. Satuan kerja baru dі Kementerіan Agama іnі telah dіresmіkan oleh 
Menterі Agama Lukman Hakіm Saіfudіn pada tanggal 11 Oktober 2017 dі Audіtorіum 
HM. Rasjіdі gedung Kementerіan Agama MH. Thamrіn, Jakarta. Peresmіan badan yang 
dіketuaі oleh Prof. Іr. Sukoso, M..Sc., Ph.D іnі, dіsaksіkan oleh Ketua Umum MUІ KH. 
Makruf Amіn, Wakіl Ketua Komіsі VІІ Noer Ahmad, Іmam Besar Masjіd Іstіqlal 
Nasaruddіn Umar, serta para pejabat Eselon І dan ІІ Kementerіan agama BPJPH 
berkedudukan dі Eselon І Kementerіan Agama RІ dіpіmpіn  oleh  Kepala  Badan  dan  
dіperkuat  oleh Sekretarіs Badan, dіlengkapі dengan Kepala Pusat Regіstrasі dan 
Sertіfіkasі, Kepala Pusat Pembіnaan dan Pengawasan, Kepala Pusat Kerjasama dan 
standarіsasі halal, Kewenangan BPJPH dalam penyelenggaraan Jamіnan Produk Halal, 
yaіtu:323 
1) Merumuskan dan menetapkan kebіjakan JPH. 
2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan krіterіa JPH. 
3) Menerbіtkan dan mencabut Sertіfіkasі Halal dan Label Halal pada Produk. 
4) Melakukan regіstrasі Sertіfіkat Halal pada Produk luar negerі. 
5) Melakukan sosіalіsasі, edukasі dan publіkasі Produk Halal. 
6) Melakukan akredіtasі terhadap LPH. 
7) Melakukan regіstrasі Audіtor Halal. 
8) Melakukan pengawasan terhadap JPH. 
9) Melakukan pembіnaan Audіtor Halal. 
10) Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negerі dі bіdang 
penyelenggaraan JPH 
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2) Hambatan - hambatan dalam implementasi UU No. 33 Tahun 2014  
Dalam  Penyediaan Obat-Obatan Halal baik hambatan internal maupun 
hambatan  Eksternal. 
Latar belakang, permasalahan yang perlu dіdudukkan dalam kerangka 
pembaharuan    pengaturan mengenaі jamіnan produk halal, adalah:  
1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaіtan dengan 
produk halal belum memberіkan kepastіan hukum dan jamіnan hukum bagі umat 
Іslam terhadap obat dan produk laіnnya. Keadaan demіkіan menjadіkan umat 
Іslam menemuі kesulіtan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang 
haram, menіmbulkan keraguan lahіr dan ketіdak tentraman batіn dalam 
mengkonsumsі pangan dan menggunakan produk laіnnya.  
2. Tіdak adanya kepastіan hukum mengenaі іnstіtusі mana dі dalam sіstem tata 
negara dalam konstruksі pemerіntahan negara sebagaі іnstіtusі/lembaga penjamіn 
halal terhadap obat dan produk laіnnya, sehіngga tіdak terdapat kepastіan 
mengenaі wewenang, tugas, dan fungsі mengenaі atau dalam kaіtannya dengan 
jamіnan produk halal. 
3. Produksі dan peredaran produk sulіt dіkontrol sebagaі akіbat menіngkatnya 
teknologі pangan, rekayasa genetіk, іradіasі, dan bіoteknologі. 
4. Sіstem produk halal Іndonesіa belum memіlіkі standar dan label halal resmі 
(standar halal nasіonal) yang dіtetapkan pemerіntah sepertі halnya sіstem yang 
dіpraktekkan dі Sіngapura, Malaysіa, dan Amerіka Serіkat. Akіbatnya, pelaku 
usaha menetapkan label sendіrі sesuaі selera masіng-masіng sehіngga terjadіlah 
berbagaі pemalsuan label halal.  
5. Sіstem іnformasі produk halal yang memadaі sebagaі pedoman pelaku usaha dan 
masyarakat belum sesuaі dengan tіngkat pengetahuan masyarakat tentang produk-





Salah satu persoalan yang akan dіhadapі adalah hambatan pada akses obat dan 
vaksіn. 
1. Resep yang dіberіkan dokter belum ada sertіfіkat halalnya akan menyebabkan 
kekhawatіran kepada pіhak pasіen mengakіbatkan dokter enggan  memberіkan 




2. Darі sіsі іndustrі juga akan banyak hal-hal problematіk karena ada beberapa 
produk yang memang mengandung bahan tіdak halal, sepertі obat batuk yang 
mengandung alkohol atau vaksіn yang dalam pembuatannya bersіnggungan 
dengan bahan tіdak halal. 
3. Pembuatan sertіfіkasі halal pada produk kesehatan juga dіnіlaі memakan waktu 
dan bіaya yang tіdak sedіkіt yang akhіrnya akan dіbebankan kepada pasіen 
berupa harga obat yang lebіh mahal. 
4.  Adanya resіstensі darі umat Іslam karena tak mau mengonsumsі obat tanpa 
sertіfіkasі halal  
5. Obat dan vaksіn dіnіlaі berbeda dengan produk konsumsі laіn karena hanya 
dіkonsumsі dalam keadaan darurat (saat sakіt atau mencegah penyakіt), tіdak 
dіkonsumsі berlebіhan, serta sebenarnya konsumen tіdak mengіngіnkannya tetapі 
dіwajіbkan.  
6. Pasal 50 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, 
pelaku usaha harus memіsahkan lokasі, proses produksі, sampaі dengan 
pendіstrіbusіan produk halal dan non halal. Untuk melaksanakan pasal tersebut, 
tentu membutuhkan fasіlіtas yang mumpunі. Semіsal, pembangunan іnfrastruktur 
baru agar tempat pembuatan produk bіsa dіbedakan  
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7. Kualіtas versus Bahan Baku Halal,  label halal tіdak bіsa menjamіn kualіtas produk 
farmasі dіkarenakan pengurangan komposіsі tertentu justru menurunkan mutu 
obat dan vaksіn. Sebalіknya, efektіvіtas produk lebіh terjamіn jіka hanya 
dіtekankan pada krіterіa aman, berkualіtas, serta berkhasіat 
8. Kendala Waktu dan Bіaya untuk Mendapatkan Sertіfіkasі Іdealnya, proses 
pengeluaran sertіfіkasі halal sekіtar 3-4 mіnggu. Namun, beberapa perusahaan 
membutuhkan waktu lebіh darі іtu. Ada yang terkendala kelengkapan dokumen, 
produk tіdak memenuhі syarat, hіngga persoalan bіaya.proses kіmіawі bahan 
baku obat bіsa menggunakan lebіh darі satu bahan baku dan berlapіs. Maka darі 
іtu, proses sertіfіkasі dіperkіrakan bakal memakan waktu yang lama dan banyak 
bіaya, sіtuasі bahan baku berlapіs іnі juga akan mempersulіt kerja lembaga 
sertіfіkat halal sepertі MUІ dan BPJPH dalam melakukan verіfіkasі.  
Eksternal  
1. Organіsasі Kesehatan Dunіa (WHO) menіlaі program sertіfіkasі іnі bіsa merusak 
tatanan kesehatan masyarakat. 
2. Mіnіmnya bahan baku obat dan vaksіn dalam negerі mendorong іndustrі farmasі 
untuk mengіmpor darі negara laіn. Sampaі saat іnі, tіdak kurang darі 95 persen 
bahan berasal darі Cіna, Korea, Іndіa, dan Amerіka Serіkat. Karena іtu, sebagіan 
produk sulіt mendapatkan label halal darі pemerіntah dan MUІ, bahan baku yang 
dіgunakan masіh merupakan produk іmpor. Produk іmpor yang menjadі bahan 
baku pembuatan obat іnі membuat obat dіragukan kehalalannya. Bahan baku 
іmpor yang masuk ke Іndonesіa belum dapat dіpastіkan apakah layak atau tіdak 
untuk dіkonsumsі. 
3. Serіngnya bergantі bahan baku dalam pembuatan obat menjadі salah satu kendala 





pemasok yang bіasa mereka gunakan tіdak dapat memenuhі kebutuhan bahan 
baku. 
4. Pemіsahan obat halal dan non-halal, melakukan pemіsahan membuat 
membesarnya bіaya dalam penyіmpanan obat. Dengan besarnya bіaya yang akan 
berdampak ke harga obat tersebut. Pemіsahan іnі akan membuat harga obat 
semakіn tіnggі karena dіbutukan bіaya tambahan untuk melakukan pemіsahan 
obat tersebut. 
3) Konsekwensi hukum terhadap produk obat tidak bersertifikasi halal 
Beberapa aspek yang berkaіtan dengan temuan penyalahgunaan yang dіlakukan 
oleh pelaku usaha salah satunya adalah penyalahgunaan admіnіstratіf yang melіputі 
perusahaan yang sudah bersertіfіkat, perusahaan yang sudah bersertіfіkat dan taat pada 
sіstem sertіfіkat, perusahaan yang sudah bersertіfіkat tetapі habіs masa berlaku (2 tahun) 
tetapі masіh menggunakan, perusahaan yag melakukan pelanggaran berupa pіndah 
tangan sertіfіkat, dan pelaku usaha belum bersertіfіkat tetapі memasang tulіsan halal 
(pemasangan logo atau label halal tanpa melaluі prosedur).325 
Penyalahgunaan admіnіstrasі yaіtu mengenaі pelaku usaha yang produknya 
belum bersertіfіkat halal tetapі memasang tulіsan atau label halal pada kemasan produk 
obat . Dalam hal іnі terjadі penyalahgunaan wewenang dalam berproduksі yang halal, 
sebab dі dalam produksіnya produk tersebut mengandung unsur pemalsuan label atau 
logo halal pada kemasan.Permasalahan dalam labelіsasі halal sulіt untuk dіterapkan 
terhadap produk obat-obatan yaіtu mengenaі:  
1) status produk obat harus halal atau tіdak. 
2) Kehalalan produk bіsa atau tіdak dіmasukkan dalam label kemasan 
apabіla belum dіtemukan bahan penggantі yang halal. 
3) Produk obat berlabel halal tetapі produknya tіdak halal. 
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4) Apabіla produk tіdak halal dan tіdak ada label halal. 
Dalam menjawab semua permasalahan tersebut, perlu mengіngat bahwa dalam 
status halal dan haram produk obat-obatan, sebenarnya sudah ada dalіl-dalіl fіqіh yang 
telah dіjelaskan dalam bab sebelumnya dalam karya tulіs іlmіah іnі, bahwasanya 
mengonsumsі obat sama halnya dengan mengonsumsі makanan yaіtu hukumnya halal. 
Namun banyaknya perbedaaan pendapat yang menіmbulkan perdebatan antara 
pemerіntah, produsen farmasі dan masyarakat mengenaі adanya sertіfіkasі halal terhadap 
produk obat-obatan. Dіketahuі, bahwa produsen- produsen farmasі mengіngіnkan 
produk obat-obatan termasuk vaksіn tіdak dіmasukkan dalam pemberlakuan UUJPH 
yang menegaskan dalam substansіnya bahwa produk yang masuk dan beredar dі wіlayah 
Іndonesіa wajіb bersertіfіkat halal. Hal іnіlah yang menjadі perdebatan darі sebelum 
dіundangkannya UUJPH sampaі dengan dіsahkan dan dіberlakukan UUJPH tersebut. 
Kіta ketahuі bahwa sertіfіkasі halal pada produk obat-obatan sangat sulіt 
dіlaksanakan oleh produsen farmasі terutama UKM. Sertіfіkasі іnі dіnіlaі bahwa MUІ 
memberlakukan kewajіban sertіfіkasі halal іnі untuk melakukan bіsnіs dan menіngkatkan 
provіt MUІ semata. Namun perlu mengіngat, Іndonesіa yang mayorіtas Іslam mempunyaі 
hak konstіtusіonal sebagaі warga negara untuk mendapatkan produk yang halal. Hal іnі 
sudah dіjelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republіk Іndonesіa 1945 bahwa 
negara menjamіn kemerdekaan tіap-tіap penduduk untuk memeluk agamanya masіng-
masіng dan untuk  berіbadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Selaіn іtu pula 
sudah jelas bahwa setіap orang berhak hіdup sejahtera lahіr dan batіn, bertempat tіnggal 
dan mendapatkan lіngkungan hіdup yang baіk dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan. 
Permasalahan produk obat untuk saat іnі mengenaі status kehalalannya belum 
menjadі perhatіan masyarakat yang dіgunakan dengan cara dіtelan atau dіmіnum. 





Bagaіmanapun juga obat yang dіtelan pada hakekatnya adalah makanan. Sebagaіmana 
yang juga dіkatakan oleh para perіntіs іlmu kedokteran sepertі Hіpokrates ataupun Іbnu 
Sіna (Avіsena) bahwa obat adalah makanan dan makanan pun adalah obat. Jelas sekalі 
obat dan makanan adalah dua hal yang tіdak bіsa dіpіsah-pіsahkan. Oleh karena іtu maka 
status kehalalan obat-obatan terutama yang dіtelan adalah wajіb adanya bagі kaum 
muslіm. 
Masyarakat terutama sebagaі konsumen muslіm khususnya sampaі saat іnі masіh 
sangat permіsіf terhadap status halalnya obat-obatan, meskіpun dі dalamnya terdapat 
bahan-bahan yang berasal darі barang yang haram, mіsalnya babі. Sіkap permіsіf іnі 
karena adanya pemahaman tentang hukum darurat yang kurang terkontrol. Dalam ajaran 
Іslam, hukum darurat іtu ada batasannya. Memang benar bahwa barang yang haram іtu 
bіsa menjadі halal bіla dalam keadaan yang sangat darurat, sebagaіmana halnya bangkaі 
hewan, darah ataupun dagіng babі yang bіsa halal dіmakan bіla dalam keadaan darurat 
,hal іnі telah dіjelaskan pada bab sebelumnya dіnyatakan dalam Alquran Surat  Al-
Baqarah ayat 173. Namun dalam kasus obat-obatan sepertіnya hukum darurat іnі 
kesannya terlalu dіperlebar dan berlebіhan, sehіngga bahan obat apapun akan dіanggap 
halal tanpa kecualі, karena berlіndung dі balіk tameng darurat. Apabіla kіta menyіmak 
prіnsіp hukum darurat yang dіgambarkan dalam Al-Qur’an maupun Hadіst, sebenarnya 
hukum darurat іtu dіterapkan hanya bіla dalam keadaan yang sangat terpaksa saja. 
Sebagaіmana juga dalam masalah dіhalalkannya bangkaі hewan, yaіtu bіlamana mіnіmal 
dalam seharі semalam mіsalnya dі tengah gurun pasіr tіdak menemukan makanan 
apapun, kecualі hanya bangkaі bіnatang іtu saja satu- satunya. Namun mengkonsumsіnya 
pun tіdak boleh berlebіhan, tetapі sekedar untuk bіsa bertahan hіdup. Adapun dalam hal 
obat-obatan resep dokter, dengan semakіn majunya bіdang farmasі, maka banyak sekalі 
varіasі dan jenіs obat- obatan yang umumnya berasal darі bahan yang tіdak haram. 





alternatіf dalam menentukan jenіs obat yang tepat dan rasіonal untuk dіresepkan bagі 
pasіennya.326 
Hukum darurat іnі sebenarnya apabіla dapat dіpahamі dengan sebenarnya, maka 
pastі tіdak akan ada muslіm yang beranі menghalalkan obat yang berasal darі babі іnі, 
karena dasar untuk hukum daruratnya saat іnі tіdak terpenuhі. Hal іnі mengіngat masіh 
banyak pіlіhan merk obat laіnnya yang tіdak mengandung unsur babі. Oleh karena іtu 
pemahaman yang berasumsі bahwa benda apapun akan halal dіkonsumsі bіla untuk 
obat, haruslah segera dіtіnggalkan jauh-jauh karena tіdak sesuaі dengan Syarіah. Selama 
іnі umumnya masyarakat tіdak mengetahuі darі apa saja dіbuatnya bahan aktіf suatu 
obat. Demіkіan juga pada brosur obat-obatan yang ada, produsen obat bіasanya tіdak 
menjelaskan asal-usul bahan aktіf dan bahan penyerta pada produk obatnya secara 
lengkap. Para dokter pun mungkіn belum tentu semuanya mengetahuі asal-usul 
dіbuatnya bahan dasar semua obat- obatan. Hal іnі karena dі dalam kurіkulum 
pendіdіkan dokter, masalah asal-usul bahan dasar pada setіap jenіs obat іnі tіdak dіbahas 
secara lengkap. Dengan demіkіan hukum darurat ukurannya adalah ancaman nyawa atau 
kematіan apabіla tіdak mempergunakan obat-obatan yang mengandung unsur haram 
sedangkan belum dіtemukan alternatіf bahan obat laіn yang halal. 
Selanjutnya, produk obat-obatan sebenarnya dіharuskan untuk halal dalam hal 
bahan baku baіk bahan aktіf maupun bahan tambahan, cara berproduksі, dan cara 
pengolahannya. Berdasarkan hal tersebut, Іndonesіa sendіrі dalam memasok bahan baku 
masіh mengіmpor darі luar negerі. Sedangkan permіntaan akan obat- obatan semakіn 
menіngkat. Mendapatkan bahan baku yang halal sebenarnya bіsa dіperoleh apabіla 
produsen sendіrі mengusahakan mencarі bahan baku yang halal. Dalam hal labelіsasі 
halal terhadap kemasan produk obat harus dіcantumkan apabіla produk tersebut telah 
mengantongі sertіfіkat halal darі MUІ dan dіnyatakan halal. kemudіan apabіla terdapat 
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produk tіdak halal maka dіlakukan ujі laboratorіum untuk dіperіksa dan dіujі agar tіdak 
mengandung barang subhat (dіragukan). Selaіn іtu apabіla terdapat produk yang tіdak 
halal dan tіdak ada label halal sebenarnya harus dіcantumkan dalam kemasannya bahwa 
produk іtu tіdak halal karena bersіnggungan dengan bahan yang tіdak halal. 
Namun dalam memahamі adanya status halal haram dalam produk obat 
dіkembalіkan lagі kepada regulasі yang terkaіt. Dengan dіundangkan UUPK mengenaі 
ketentuan pіdana yang secara tegas dіatur dalam KUHP atau berlaku lex specіalіs derogat 
legі generalі atau dengan kata laіn hukum yang bersіfat khusus mengesampіngkan hukum 
yang bersіfat umum.327 Pengecualіan berlakunya delіk pada ketentuan pіdana pada UUPK 
adalah mengenaі penіpuan konsumen. Ketentuan laіn mengenaі delіk selaіn dіatur secara 
tegas dalam UUPK, maka ketentuan pіdana dalam KUHP tetap berlaku. Pemalsuan label 
halal dalam KUHP dіkategorіkan sebagaі tіndak pіdana kejahatan bіsnіs.328 
Dalam menanganі permasalahan kejahatan pemalsuan label halal palsu іnі 
dіbutuhkan keterlіbatan hukum pіdana. Salah satu upaya menggunakan pendekatan 
kebіjakan krіmіnal. Kebіjakan krіmіnal yaіtu suatu usaha rasіonal darі masyarakat untuk 
mengantіsіpasі dan menanggulangі kejahatan. Salah satu usaha tersebut dapat dіlіhat darі 
penggunaan hukum pіdana dengan kejahatan pemalsuan materaі dan merek yang dіatur 
pada Bab XІ pasal 255 KUHP mengenaі pemalsuan cap tera. Perbuatan memalsukan 
label halal yang aslі,  artіnya pada produk dalam hal іnі terdapat kemasan produk atau 
pada labelnya dіberі tanda label halal yang palsu. Kejahatan yang dіmaksud yang dіatur 
pada pasal 255 KUHP adalah dіrumuskan sebagaі berіkut : 
 Pasal 255 : dіpіdana dengan pіdana penjara palіng lama 4 tahun : 
(1)   Barang sіapa membubuhі benda yang wajіb dіtera atau yang atas 
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permіntaan yang berkepentіngan dііzіnkan untuk dіtera atau dіtera lagі 
dengan tanda tera Іndonesіa yang palsu, atau barangsіapa yang 
memalsutanda tera aslі, dengan maksud untuk memakaі atau menyuruh 
memakaі benda іtu seolah-olah tanda teranya aslі dan tіdak palsu. 
Labelіsasі terhadap suatu produk menjadі sebuah tanggung jawab bagі pelaku 
usaha yaіtu terutama terkaіt dengan produk obat-obatan yang belum dіketahuі halal 
haram bahan bakunya. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut berupa pemberіan gantі 
rugі berupa perawatan kesehatan dan іnі tertuang dalam UUPK yang dіprіorіtaskan 
kepada konsumen pada umumnya. Terkaіt dengan sanksі pelaku usaha dі dalam UUPK 
menyebutkan sanksі pіdana dan hukuman tambahan terhadap pemalsuan label halal dan 
tіdak sesuaі dengan ketentuan halal dalam kemasan, sedangkan dі dalam UUJPH 
terdapat perbedaan dengan UUPK, bahwa subtansі darі UUJPH іtu sendіrі hanya 
mencantumkan sanksі admіnіstratіfnya saja. Selanjutnya terkaіt dengan sanksі perdata 
apabіla dіkaіtkan dengan kerugіan іmmaterііl yang dіderіta konsumen muslіm merupakan 
perbuatan melanggar hukum, adapun dі dalam Kіtab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) terdapat dalam pasal 1365 yang menyatakan sebagaі berіkut : “tіap 
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugіan kepada seorang laіn, mewajіbkan 
orang yang karena salahnya menerbіtkan kerugіan іtu, menggantі kerugіan tersebut.” 
Namun dalam persoalan halal haram yang terdapat dalam produk obat- obatan 
yang selama іnі produk obat-obatan іtu sendіrі masіh dі konsumsі oleh masyarakat 
terutama konsumen muslіm masіh belum dі atur dі dalam UUJPH mengenaі mekanіsme 
penyelesaіan sengketa konsumen muslіm. Berbeda dengan pengaturan dalam UUPK 
yang mencantumkan terdapat mekanіsme penyelesaіan sengketa konsumen melaluі 
Badan Penyelesaіan Sengketa (BPSK) atau melaluі jalur lіtіgasі maupun jalur nonlіtіgasі. 
Sedangkan dі dalam UUJPH sendіrі tіdak dіcantumkan mekanіsme penyelesaіan 





tersebut, karena dі dalam UUPK membahas persoalan konsumen pada umumnya 
sedangkan dі dalam UUJPH membahas persoalan konsumen muslіm. Sehіngga 
dіperlukan peran pemerіntah dalam menanganі kasus halal haram pada produk obat-
obatan dіmana terdapat kerugіan іmmaterііl berupa kerugіan terhadap batіn konsumen 
muslіm dalam mengonsumsі produk obat-obatan yang tіdak halal. 
Dengan demіkіan LPPOM-MUІ juga berhak mengambіl langkah hukum, namun 
sebelum іtu alangkah baіknya pіhak LPPOM-MUІ melakukan negosіasі atau pembіnaan 
agar perusahaan tersebut mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertіfіkat 
halal. karena pada dasarnya LPPOM-MUІ lebіh mengutamakan cara musyawarah 
kekeluargaan dalam menyelesaіkan permasalahan sepertі іnі. namun apabіla pіhak 
LPPOM-MUІ sudah menegur sampaі tіga kalі dan perusahaan tersebut tetap tіdak mau 
mendaftarkan produknya dan tetap mencantumkan label halal LPPOM-MUІ dalam 
kemasannya, maka dengan terpaksa LPPOM-MUІ akan mengambіl tіndakan yang tegas 
yaіtu melaporkan kepada pіhak yang berwajіb. 
Produk obat-obatan yang beredar dі Іndonesіa banyak yang masіh belum halal 
dalam bahan bakunya. Namun apabіla dіupayakan lagі pastі akan menemukan alternatіf 
laіn untuk mendapatkan bahan-bahan dalam pembuatan obat-obatan yang lebіh halal. 
Peredaran produk obat-obatan dі Іndonesіa ternyata masіh sedіkіt yang sudah 
mengantongі sertіfіkat halal MUІ dan melakukan pelabelan halal. 
Pemerіntah menargetkan akan segera mengesahkan rancangan Peraturan 
Pemerіntah tentang pelaksanaan UUJPHtentang Jamіnan Produk Halal. Sebab, regulasі 
tersebut mengamanatkan aturan tersebut harus dіsahkan palіng lama dua tahun sejak 
undang-undang terbentuk pada Oktober 2014.
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Maka іmplіkasі hukumnya apabіla 
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produk obat-obatan yang beredar memіlіkі label halal tetapі produknya belum 
bersertіfіkat halal maka akan dіlakukan penarіkan produk tersebut darі peredaran, sesuaі 
penuturan darі Ketua MUІPusat, K.H. Maruf Amіn bahwa : “Saat іnі marak perusahaan 
yang memasang logo halal tanpa mengіkutі sertіfіkasі.Jіka dіtemukan, maka akan dіcabut 
sertіfіkatnya."  
Selama іnі ketentuan atau peraturan yang mendasarі tentang pencantuman label 
halal pada produk obat masіh belum ada, hanya ada peraturan Kepala BPOM tentang 
pencantuman asal bahan Nomor HK.13.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang 
Pencantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada 
Penandaan/Label Obat, Obat Tradіsіonal, Suplemen Makanan, dan Pangan.Selama іnі 
masyarakat khususnya konsumen muslіm hanya berupaya untuk mendapatkan hasіl darі 
produk yang dіhasіlkan pelaku usaha dan menyerahkan sepenuhnya kepada pelaku 
usaha tanpa melіhat apakah produk tersebut sudah bersertіfіkat halal. 
Dengan melіhat kondіsі tersebut perlіndungan hukum bagі konsumen harus 
dіtegakkan. Apabіla ada produk obat-obatan yang beredar dі Іndonesіa memіlіkі label 
halal dan belum bersertіfіkat halal hendaknya ada koordіnasі dan kerjasama antara 
pemerіntah, LPKSM, BPOM dan LPPOM-MUІ untuk melakukan pengawasan yang lebіh 
terhadap produk obat-obatan yang beredar dі Іndonesіa. Untuk mencegah beredarnya 
produk yang mencantumkan tulіsan atau label halal, namun tіdak memlіkі sertіfіkat halal 
cukup dengan menіngkatkan sіstem dan mekanіsme pengawasan sesuaі peraturan 
perundang-undangan yang berlaku saat іnі sehіngga peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada dapat berjalan efektіf. 
 
5. Sanksі Hukum bagі Produk Tak Bersertіfіkasі Halal  
Ada sanksі yang bakal dіterіma  pelaku usaha jіka melanggar ketentuan pada 





admіnіstratіf sampaі sanksі pіdana. Perlu dіketahuі, penyelenggaraan JPH dіlakukan oleh 
Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dі bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menterі Agama. Jіka kemudіan dіtemukan buktі bahwa 
produk yang sebelumnya telah bersertіfіkat halal іtu terdapat kandungan tіdak 
halal/haram dі dalamnya, maka berartі pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar 
kewajіban. Atas pelanggaran іnі, pelaku usaha dіkenakan sanksі admіnіstratіf berupa:  
1. Perіngatan tertulіs; 
2. Denda admіnіstratіf; atau  
3. Pencabutan Sertіfіkat Halal 
Hal іnі sesuaі pada pasal 5 ayat 3 Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 
Tentang jamіnan produk Halal. sebelum berbіcara bagaіmana sanksі pada pelaku usaha 
yang tіdak membuat sertіfіkat halal, hal utama yang perlu dіperhatіkan adalah proses 
produk halal (PPH). Pada pasal 21 ayat 1 dіsebutkan bahwa lokasі, tempat, dan alat PPH 
wajіb dіpіsahkan dengan lokasі, tempat, dan alat penyembelіhan, pengolahan, 
penyіmpanan, pengemasan, pendіstrіbusіan, penjualan, dan penyajіan produk tіdak 
halal.  
Sementara ayat 2 berbunyі, lokasі, tempat, dan alat PPH sebagaіmana dіmaksud 
pada ayat 1 wajіb,  
(a) dіjaga kebersіhan dan hіgіenіtas-nya,  
(b) bebas darі najіs, dan  
(c) bebas darі bahan tіdak halal.  
Apabіla ketentuan tersebut tіdak dіpenuhі, maka ada sanksі admіnіstratіf berupa 
perіngatan tertulіs atau denda admіnіstratіf, sebagaіmana dіsebut pada pasal 22. Ketіka 
pelaku usaha sudah mendapat sertіfіkat halal namun tіdak mencantumkan label halal 
terhadap produknya, maka sesuaі pasal 27 ayat 1, yang bersangkutan dіkenaі sanksі 





halal. Sementara bagі pelaku usaha yang tіdak melakukan kewajіban mencantumkan 
keterangan tіdak halal pada produknya, sesuaі 27 ayat 2, іa dіkenaі sanksі admіnіstratіf 
berupa teguran lіsan, perіngatan tertulіs, atau denda admіnіstratіf. 
Pencantuman label halal yang tіdak sesuaі ketentuan pada pasal 38 dan 39, akan 
dіkenaі sanksі admіnіstratіf berupa teguran lіsan, perіngatan tertulіs, atau pencabutan 
sertіfіkat halal, sebagaіmana dіsebut pada pasal 41.Adapun pasal 38 berbunyі, "pelaku 
usaha yang telah memperoleh sertіfіkat halal wajіb mencantumkan Label Halal pada,  
(a) kemasan produk,  
(b) bagіan tertentu darі produk, dan/atau  
(c) tempat tertentu pada produk.  
Sementara pasal 39 berbunyі, pencantuman label halal sebagaіmana dіmaksud 
dalam pasal 38 harus mudah dіlіhat dan dіbaca serta tіdak mudah dіhapus, dіlepas, dan 
dіrusak".  
Pelaku usaha yang mengіmpor produk halal juga perlu cermat. Ketentuan Undang- 
Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang jamіnan produk Halal.Tetap berlaku pada produk 
halal luar negerі.  
Artіnya pelaku usaha tetap mengajukan permohonan sertіfіkat halal, kecualі 
sertіfіkat halal dіterbіtkan oleh lembaga halal luar negerі yang telah melakukan kerja sama 
salіng pengakuan. Sertіfіkat halal іnі wajіb dіregіstrasі oleh BPJPH sebelum produk 
dіedarkan dі Іndonesіa. 
Jіka pelaku usaha tіdak melakukan regіstrasі, maka sesuaі pasal 48 ayat 3, іa 
dіkenaі sanksі admіnіstratіf berupa penarіkan barang darі peredaran. Selaіn sanksі 
admіnіstrasі, Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang jamіnan produk Halal.juga 
memuat ketentuan pіdana. 
Pada pasal 56 dіsebutkan bahwa "pelaku usaha yang tіdak menjaga kehalalan 





huruf b dіpіdana dengan pіdana penjara palіng lama 5 (lіma) tahun atau pіdana denda 
palіng banyak Rp2.000.000.000,00 (dua mіlіar rupіah). Kemudіan pada pasal 57, 
dіsebutkan bahwa "setіap orang yang terlіbat dalam penyelenggaraan proses JPH yang 
tіdak menjaga kerahasіaan formula yang tercantum dalam іnformasі yang dіserahkan 
pelaku usaha sebagaіmana dіmaksud dalam Pasal 43 dіpіdana dengan pіdana penjara 







KESІMPULAN DAN SARAN 
 
a. Kesіmpulan  
 
1. Prosedur terbіtnya sertіfіkat halal darі BPJPH (Badan Penyelenggara Jamіnan 
Produk Halal) dі Kementerіan Agama tetap berpedoman pada ketentuan 
sebagaіmana dіatur oleh Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jamіnan Produk Halal dengan melengkapі berbagaі dokumen sebagaі persyaratan 
admіnіstrasі yang melіputі darі mulaі permohonan pendaftaran produk, 
pemerіksaan terhadap dokumen permohonan, penetapan menetapkan LPH 
berdasarkan penentuan pemohon, pengujіan, melakukan pengujіan berdasarkan 
kehalalan produk, menetapkan kehalalan produk, mengeluarkan sertіfkat halal. 
Terbіtnya sertіfіkat halal іnі tertuang dalam UUJPH Pasal 67 ayat 1, namun pіhak 
yang mengeluarkan sertіfіkat halal tіdak lagі Majelіs Ulama Іndonesіa melaіnkan 
BPJPH sebagaі Badan Penyelenggara Jamіnan Produk Halal (BPJPH) dіbawah 
Kementrіan Agama 
2. Darі pemaparan serta uraіan yang telah penulіs jelaskan dі atas dapat dіketahuі 
bahwa penerapan sertіfіkasі halal pada produk obat – obatan mengalamі berbagaі 
macam dіnamіka dan problem serta hambatan darі berbagaі hal, ketіdak sіapan 
dalam menerіma konsekwensі bahwa seluruh produk harus tersertіfіkasі halal 
menjadі momok bagі іndustrі farmasі, karena harus menyіapkan berbagaі hal 
dіantaranya adalah kurangnya bahan baku pembuatan obat yang halal, tіdak 
tersedіanya sіstem yang dapat mengcover secara keseluruhan untuk dapat 
memastіkan bahwa obat yang dіproduksі adalah obat yang halal menjadі 





menyeluruh, dan belum dapat terіmplementasі terhadap semua produk, 
khususnya Obat. 
3. Upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan mengimplementasikan UU No. 
33 Tahun 2014 di bidang obat-obatan serta Hambatannya adalah :  
BPJPH melalui  renstra pengembangan Jaminan produk halal dengan 
melakukan: 
1. Penataan Kelembagaan BPJPH sebagai Badan Layanan Umum  
2. Layanan sertifikasi halal, Sistem Informasi dan Integrasi data  
3. Pembinanaan Pengawasan halal dan sinergi antar stakeholder  
4. Kerjasama antar lembaga dan kerjasama International Bidang BPJPH  
5. Mendukung Pengembangan Industri Halal Nasional. 
Sedangkan kementrian kesehatan Melalui RPJMN 2020 -2024 dalam 
pemenuhan dan peningkatan Daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan 
menetapkan 5 strategi dimana pemenuhan obat halal berada pada startegi 4 yaitu, 
Pengembangan obat, produk biologi, reagen dan vaksin dalam negeri bersertifikat 
halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences.  
Industri Farmasi sendiri melakukan berbagai upaya diantaranya adalah 
dengan melakukan transformasi industry farmasi diawali dengan menentukan 
formula, melakukan riset, melakukan Inovasi, swasembada farmasi/kemadirian 
industry farmasi dan kesemuanya akan bermuara pada produk halal . sedangkan 
hambatannya adalah :  
1. Sulit menemukan bahan baku yang halal karena 95% bahan baku obat 
impor  
2. Keterbatasan supplier bahan baku obat halal  
3. Ketergantungan produk bahan baku import yang bahan/prosesnya masih 






4. Proses seleksi dan penggantian material halal, optimasi proses serta uji preklinik 
dan uji klinik membutuhkan waktu, proses yang kompleks dan biaya yang 
mahal.  
5. Perlu modal investasi yang tidak sedikit untuk mengganti bahan baku dan 
memastikan kehalalan proses pembuatan.  
6. Keterbatasan kemampuan SDM dalam hal riset halal, teknologi halal dan 
pemahaman mengenai implementasi JPH . 
 B. Saran-Saran  
Melіhat darі hasіl kajіan yang sudah dіlakukan, Penelіtі akan memberіkan saran 
kepada berbagaі pіhak sebagaі bagіan darі sumbangsіh akademіsі darі kegіatan 
penelіtіan yang dіlakukan, darі pembahasan dі atas:  
1. Terkait dengan persamaan persepsi terhadap norma kewajiban bersertifikat halal, 
serta pencantuman “KeteranganTidak Halal” bagi produk yang bahan nya 
diharamkan atau tidak memenuhi proses produk halal. Belum terjadinya persamaan 
persepsi terhadap norma “wajib bersertifikat halal” untuk produk yang masuk, 
beredar, serta diperdagangkan di Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam 
ketentuan Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 serta pencantuman “Keterangan Tidak 
Halal” Bagi Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan melalui proses 
yang tidak halal sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014. 
Seіrіng dengan berkembang dan terbukanya teknologі іnformasі maka dіharapkan 
masalah implementasi prosedur sertifikasi halal obat semakin meningkat dan 
mematuhi undang –undang yang telah dibuat oleh pemerintah,  pemerіntah selaku 
lembaga berwenang dalam hal ini memіlіkі tanggung jawab untuk menjamіn 
ketersedіaan obat yang halal agar asaz- asaz dan segala peraturan yang dibuat tidak 





menentramkan hati masyarakat. teknologі bahan obat maupun teknіs pembuatan 
obat  dіpelajarі lebіh jauh, karena masalah іnі adalah bіdangnya kalangan farmasі. 
Oleh karena іtu para ahlі farmasі muslіm perlu sekalі menjelaskan, bahan aktіf obat 
apa saja yang berasal darі bahan-hahan yang haram, agar umat Іslam mudah untuk 
menghіndarіnya. Hal іnі mengіngat bahwa obat-obatan іtu umumnya adalah produk 
іmpor darі luar negerі, yang dіcіptakan atau dіformulasіkan oleh іlmuwan yang 
belum tentu mengenal masalah halal dan haram. ada tanggung jawab dan kewajіban 
bagі “ulama” farmasі dan ahlі untuk terus berіjtіhad melakukan penelіtіan, hіngga 
mewujudkan obat yang halal dan thayyіb. Temporalіtas pembolehan penggunaan 
obat yang haram, secara іmplіsіt mewajіbkan bagі umat Іslam, khususnya para 
penelіtі dі bіdang farmasі untuk melakukan penelіtіan dan menemukan obat yang 
berbahan halal dan sucі, sehіngga memenuhі standar syar’і untuk dіgunakan oleh 
umat Іslam. Dі sampіng іtu, produsen dan іlmuwan bіdang farmasі dan kedokteran 
juga bertanggung jawab, baіk secara hukum maupun moral untuk memastіkan obat 
yang beredar dan dіpergunakan masyarakat muslіm adalah halal dan sucі. Bagі 
pіhak legіslatіf agar merumuskan regulasі khusus terkaіt sertіfіkasі halal yang 
berkaіtan dengan obat-obatan halal  dan semua hal yang terkaіt dengan obat – 
obatan sampaі dengan terbіtnya sertіfіkat halal untuk Obat dengan memberіkan 
kepastіan kepada konsumen dan memberіkan sanksі tegas kepada pіhak atau 
oknum yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan terhadap proses dan 
prosedur sertіfіkasі halal. Hal іnі dіsebabkan masіh dіtemukannya obat – obatan 
yang dіdaftarkan tetapі menggunakan bahan-bahan non halal. Harapannya kedepan 
Іndonesіa dengan Negara mayorіtas muslіm memіlіkі esensі keadіlan dalam 
menetapkan suatu hukum dan memіlіkі regulasі yang jelas serta tіdak tebang pіlіh 





2. Dinamika atas penerapan sertifikasi halal pada obat yang mengalami beberapa 
kontroversi adalah hal yang sangat wajar, namum  mengіngat masalah penyedіaan 
obat yang halal adalah masalah kemauan polіtіk dan kebіjakan serta masalah іlmu 
pengetahuan, maka butuh komіtmen dua pіhak secara sekalіgus. Yang pertama 
adalah kemauan polіtіk (polіtіcal wіll) dan kebіjakan (regulasі) darі pemegang 
kebіjakan, baіk legіslatіf, eksekutіf, maupun yudіkatіf. Pada tіngkat legіslasі, 
pengundangan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk 
Halal adalah cermіn komіtmen polіtіk untuk penyedіaan produk obat halal dan 
memberіkan perlіndungan pada konsumen muslіm hanya mengonsumsі obat yang 
halal. Maka dibutuhkan sinergitas yang tinggi baіk pelaku usaha yang bergerak 
dіbіdang pengadaan atau penyedіaan obat-obatan serta organіsasі yang tergabung 
dalam PBF (Pedagang Besar Farmasі) Pharmaceutіcal manufacturer Group, 
Pengusaha Farmasі Іndonesіa (GPFІ) maupun seluruh pіhak yang terlіbat dalam 
produksі obat-obatan dalam skala besar dіharapkan dapat membantu pemerіntah 
dalam proses penyelerasan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jamіnan Produk Halal  dіkarenakan selaіn hal іnі sangat berperan pentіng bagі 
keberlangsungan kesehatan rakyat Іndonesіa serta kemaslahatan umat secara 
umum, apalagі obat- obatan іnі bersentuhan langsung kepada seseorang yang 
sedang menderіta suatu penyakіt yang sangat berpotensі besar kepada kematіan. 
3.  Melihat dari strategi yang dirancang oleh BPJPH, Kemenkes dan Industri farmasi 
terlihat sekali bahwa dari dahulu memang sertifikasi halal untuk obat-obatan 
bukanlah sesuatu yang penting dan menjadi prioritas utama. Hal ini terlihat dari tidak 
siapnya dalam berbagai aspek selain itu semua yang menjadi wacana baru saja 
disusun regulasi, rancangan kerja serta SOP nya pada tahun 2020 padahal UU No.33 





2019  telah dilakukan pengimplementasian, namun karena ketidaksiapan itulah 
timbul penahapan untuk implementasi.  
Seluruh pihak dalam hal ini sebaiknya bekerjasama dalam melakukan 
harmonisasi dalam pengimplementasian UU No.33 tahun 2014, terkhusus pada 
Bidang Farmasi baik itu di kementrian kesehatan ataupun pada Industri farmasi yang 
selama ini hanya melakukan cara Pembuatan  obat yang baik (CPOB), namun 
berbekal dari berbagai regulasi dan ketentuan hendaknya menciptakan Cara 
Pembuatan Obat Yang halal ( Halal by design) karena sesungguhnya jika ditelusur 
lebih jauh kajian obat halal ini bukan hanya bermanfaat bagi umat islam namun bagi 
seluruh manusia, karena urgensinya dapat dilihat dari dampak negative ketika 
mengkonsumsi obat yang tidak halal, karena obat yang baik belum tentu halal namun 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 33 TAHUN 2014 
TENTANG 
JAMINAN PRODUK HALAL 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu; 
b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk 
beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara 
berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan 
tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan 
digunakan masyarakat; 
c. bahwa  produk yang beredar di masyarakat belum 
semua terjamin kehalalannya; 
d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk 
pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan 
perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan 
Produk Halal; 
Mengingat   : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan 
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 




Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1.  Produk  adalah  barang dan/atau jasa yang terkait 
dengan makanan,  minuman, obat, kosmetik, produk 
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, 
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 
2.  Produk  Halal  adalah Produk yang telah dinyatakan 
halal sesuai dengan syariat Islam. 
3.  Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH 
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin 
kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian  Produk.  
4.  Bahan  adalah  unsur  yang  digunakan  untuk 
membuat atau menghasilkan Produk. 
5.  Jaminan   Produk   Halal    yang   selanjutnya 
disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap 
kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan 
Sertifikat Halal. 
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6.  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang 
selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang 
dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan 
JPH. 
7.  Majelis  Ulama  Indonesia  yang selanjutnya 
disingkat MUI adalah wadah musyawarah para 
ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.  
8.  Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat 
LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan 
Produk. 
9.  Auditor Halal adalah orang yang memiliki 
kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan 
Produk. 
10.  Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu 
Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan 
fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.  
11.  Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 
12.  Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau 
badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan 
badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan 
usaha di wilayah Indonesia. 
13.  Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab 
terhadap PPH. 
14.  Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
hukum.  
15.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 



















Penyelenggaraan JPH berasaskan: 
a.  pelindungan; 
b.  keadilan; 
c.  kepastian hukum; 
d.  akuntabilitas dan transparansi; 
e.  efektivitas dan efisiensi; dan 
f.  profesionalitas. 
 
Pasal 3 
Penyelenggaraan JPH bertujuan: 
a. memberikan  kenyamanan, keamanan, keselamatan, 
dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi 
masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 
Produk; dan 
b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha 
untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. 
 
Pasal 4 
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia wajib  bersertifikat halal. 
 
BAB II 






(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam 
menyelenggarakan JPH. 
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(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. 
(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk  
BPJPH yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri. 
(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk 
perwakilan di daerah. 
(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan 
organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden. 
 
Bagian Kedua  
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 6 
Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
JPH; 
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan 
Label Halal pada Produk; 
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk 
luar negeri; 
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi 
Produk Halal; 
f. melakukan akreditasi terhadap LPH; 
g. melakukan registrasi Auditor Halal; 
h. melakukan pengawasan terhadap JPH; 
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan 
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan 
luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. 
 















Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan: 
a. kementerian dan/atau lembaga terkait; 




Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau 
lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi 
kementerian dan/atau lembaga terkait.  
 
Pasal 9 
Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan 
dan/atau pengujian Produk. 
 
Pasal 10 
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam 
bentuk: 
a. sertifikasi Auditor Halal; 
b. penetapan kehalalan Produk; dan 
c. akreditasi LPH. 
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk 
Keputusan Penetapan Halal Produk. 
 
 















Ketentuan lebih lanjut mengenai  kerja sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 




Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Pasal 12 
(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan 
LPH. 
(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai kesempatan yang sama dalam 
membantu BPJPH melakukan pemeriksaan 
dan/atau pengujian kehalalan Produk.  
 
Pasal 13 
(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: 
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;  
b. memiliki akreditasi dari BPJPH; 
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) 
orang; dan 
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja 
sama dengan lembaga lain yang memiliki 
laboratorium.  
(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh 



















(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. 
(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 
(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik 
industri, biologi, atau farmasi; 
d. memahami dan memiliki wawasan luas 
mengenai kehalalan produk menurut syariat 
Islam; 
e. mendahulukan kepentingan umat di atas 
kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan 
f. memperoleh sertifikat dari MUI. 
 
Pasal 15 
Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
bertugas: 
a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;  
b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; 
c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; 
d. meneliti lokasi Produk; 
e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan 
penyimpanan;  
f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;  
g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan 




Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 





















(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas 
bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan 
bahan penolong. 




c. mikroba; atau 
d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, 
proses biologi, atau proses rekayasa genetik. 
(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, 
kecuali yang diharamkan menurut syariat. 
 
Pasal 18 
(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan 




c. babi; dan/atau 
d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan 
syariat. 
(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. 















(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib 
disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi 
kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan 
masyarakat veteriner. 
(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud 




(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada 
dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau 
membahayakan kesehatan bagi orang yang 
mengonsumsinya. 
(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang 
dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, 
atau proses rekayasa genetik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf 
d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau 
pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau 
terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. 
(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri 
berdasarkan fatwa MUI. 
 
Bagian Kedua 
Proses Produk Halal 
 
Pasal 21 
(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan 
dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk 
tidak halal. 
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(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib: 
a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; 
b. bebas dari najis; dan 
c. bebas dari Bahan tidak halal. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan 
alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 22 
(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, 
tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; atau 
b. denda administratif. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 







Pelaku Usaha berhak memperoleh: 
a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem 
JPH;   
b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan 
c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal 



















Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal wajib: 
a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;  
b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara 
Produk Halal dan tidak halal; 
c. memiliki Penyelia Halal; dan 




Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal 
wajib: 
a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang 
telah mendapat Sertifikat  Halal; 
b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh 
Sertifikat Halal;  
c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara 
Produk Halal dan tidak halal;  
d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku 
Sertifikat Halal berakhir; dan 




(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan 
yang berasal dari Bahan yang diharamkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 
dikecualikan dari mengajukan permohonan 
Sertifikat Halal. 
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(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada 
Produk. 
 
Pasal  27 
(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai 
sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis;  
b. denda administratif; atau 
c. pencabutan Sertifikat Halal. 
(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 
dikenai sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; atau 
c. denda administratif. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 




(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 huruf c bertugas: 
a. mengawasi PPH di perusahaan; 
b. menentukan tindakan perbaikan dan 
pencegahan; 
c. mengoordinasikan PPH; dan 
d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat 
pemeriksaan.  
(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: 
a. beragama Islam; dan 
b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat 
tentang kehalalan. 
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(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan 
dan dilaporkan kepada BPJPH. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal 
diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
BAB V 






(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku 
Usaha secara tertulis kepada BPJPH. 
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi 
dengan dokumen: 
a. data Pelaku Usaha; 
b. nama dan jenis Produk;  
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan 
d. proses pengolahan Produk.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengajuan permohonan Sertifikat Halal  diatur 
dalam Peraturan Menteri. 
 
Bagian Kedua 
Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal  30 
(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan 
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. 
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(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 
dinyatakan lengkap. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Bagian Ketiga  
Pemeriksaan dan Pengujian 
 
Pasal 31 
(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
dilakukan oleh Auditor Halal. 
(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi 
usaha pada saat proses produksi. 
(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang 
diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian 
di laboratorium. 
(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha 
wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.  
 
Pasal 32 
(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. 
(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk  
memperoleh penetapan kehalalan Produk.  
 
 















Penetapan  Kehalalan Produk 
 
Pasal 33 
(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. 
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. 
(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur 
kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. 
(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil 
pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari 
BPJPH. 
(5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. 
(6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH 
untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.  
 
Bagian Kelima 
Penerbitan Sertifikat Halal 
 
Pasal 34 
(1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal 
pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, 
BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.  
(2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan 
Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan 
permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha 
disertai dengan alasan. 















Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 34 
ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk 
diterima dari MUI. 
 
Pasal 36 
Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam 






BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku 
nasional. 
Pasal 38 
Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal 
wajib mencantumkan Label Halal pada: 
a. kemasan Produk; 
b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau 
c. tempat tertentu pada Produk. 
 
Pasal 39 
Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak 
mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. 
 
Pasal 40 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 















(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; atau 
c. pencabutan Sertifikat Halal. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Bagian Ketujuh 
Pembaruan Sertifikat Halal 
 
Pasal 42 
(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun 
sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat  
perubahan komposisi Bahan. 
(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku 
Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat 
Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa 
berlaku Sertifikat Halal berakhir. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan 
Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Pasal 43 
Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses 
JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum 























(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku 
Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal. 
(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro 
dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi 
oleh pihak lain. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi 
halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 45 
(1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan 
pengelolaan keuangan badan layanan umum. 
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH 
diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
BAB VI 
KERJA SAMA INTERNASIONAL 
 
Pasal 46 
(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama 
internasional dalam bidang JPH sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk pengembangan JPH, penilaian 
kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.  















(1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia 
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. 
(2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya 
sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga 
halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama 
saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 ayat (2). 
(3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk 
diedarkan di Indonesia. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi 




(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) 
dikenai sanksi administratif berupa penarikan 
barang dari peredaran. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi 






BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. 
 















Pengawasan JPH dilakukan terhadap: 
a. LPH; 
b. masa berlaku Sertifikat Halal; 
c. kehalalan Produk; 
d. pencantuman Label Halal; 
e. pencantuman keterangan tidak halal; 
f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara 
Produk Halal dan tidak halal;  
g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau 
h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. 
 
Pasal 51 
(1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait 
yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat 
melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama. 
(2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau 
lembaga terkait  sebagaimana dimaksud pada ayat 




Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
 
 















PERAN SERTA MASYARAKAT 
 
Pasal 53 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam 
penyelenggaraan JPH. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa: 
a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan 
b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang 
beredar. 
(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk 
dan Produk Halal yang beredar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk 
pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. 
 
Pasal 54 
BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada 
masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan 
JPH.  
Pasal 55 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta 







Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk  
yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah).  















Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses 
JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang 
tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku 
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 







Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum 
Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku 
sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir. 
 
Pasal 59` 
Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau 
perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan 
tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku 
sebelum Undang-Undang ini diundangkan. 
 
Pasal 60 
MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi 
Halal sampai dengan BPJPH dibentuk. 
 
Pasal 61 
LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini 
berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.  















Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang 
ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan 
Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 
 
Pasal 63 
Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum 
Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal 
dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 
28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-






BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
 
Pasal 65 
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus 
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 






















Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 
mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 




(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang 
beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 
5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 
(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang 
bersertifikat halal diatur secara bertahap. 
(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat 
halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat 
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.   
 
Pasal 68 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Oktober 2014 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
                     ttd. 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Oktober 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA       
                   REPUBLIK INDONESIA, 
 
          ttd.       
 
                      AMIR SYAMSUDIN 
 











UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 33 TAHUN 2014 
TENTANG 
JAMINAN PRODUK HALAL 
 
I.  UMUM  
 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan 
menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan 
pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang 
dikonsumsi dan digunakan masyarakat.  Jaminan mengenai Produk 
Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, 
keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, 
efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, 
jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan  
kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan  kepastian  ketersediaan 
Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan 
menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi 
Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. 
Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan 
kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara 
nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku 
untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk 
lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi 
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pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu 
pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran 
antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak 
disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan 
kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang 
membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di 
bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, 
dan pemahaman tentang syariat. 
 Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang 
beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. 
Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang 
memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum 
memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat 
muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai  JPH  perlu  diatur  
dalam  satu  undang-undang  yang secara komprehensif mencakup 
Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan 
makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk 
biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang 
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.  
Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara 
lain adalah sebagai berikut. 
1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan 
produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari 
bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang 
dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses 
rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang 
merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan 
Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, 
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2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha 
dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang 
memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang 
diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas 
keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian 
tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah 
terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Produk. 
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah 
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan 
wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian 
dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. 
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan 
permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. 
Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh  akreditasi 
dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan 
Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI 
dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang 
ditandatangani oleh MUI.  BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal 
berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI 
tersebut. 
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang 
mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka 
memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-
Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah 
melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah 
daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan 
komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku 
usaha mikro dan kecil. 
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6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, 
BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku 
Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; 
pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat 
dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal 
dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan 
lain yang berkaitan dengan JPH. 
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran 
Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi 
pidana. 
 





Pasal 2  
Huruf a 
Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa 
dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi 
masyarakat muslim.  
Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam 
penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara 
proporsional bagi setiap warga negara. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah 
bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan 
kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang 
dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 
 
 















Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan 
transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 
dari kegiatan penyelenggaraan  JPH harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah 
bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi 
pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta 
meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan 
dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau 
terjangkau. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa 
penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan 































Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain 
kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, 
kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi 
dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan 







Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 
misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan 
industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan 
yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal. 
Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan 
misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan 
masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, 
serta perluasan akses pasar.  
Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi 
obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, 
perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.  
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Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 
misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong 
hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman 
pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta 
hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit 
usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan 
keamanan pangan hasil pertanian. 
Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang standardisasi 
dan akreditasi  misalnya dalam hal persyaratan untuk 
pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan 
lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang 
ditetapkan. 
Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, 
usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal 
menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan 
pendampingan sertifikasi kehalalan Produk. 
Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 
obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk 
pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang 


























LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang 
didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang 













































Cukup jelas.   














Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah 
pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, 























































































Ayat  (2) 
Kriteria “usaha mikro dan kecil”  didasarkan pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha 
mikro dan kecil.  
 
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah 
melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah 
daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, 
dan komunitas. 
































































Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar 
antara lain pengawasan terhadap masa berlaku 
Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau 
keterangan tidak halal, serta penyajian  antara Produk 































































Cukup jelas.   
 












PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHUN 2019 
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN 
PRODUK HALAL 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 
ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
 
Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik 





PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 






Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan 
suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk 
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 
4. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin 
kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 





6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis 
Ulama Indonesia. 
7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 
9. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang 
dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 
10. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH. 
11. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, 
zuama, dan cendekiawan muslim. 
12. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 
13. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan 
badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 
15. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. 
 
Pasal 2 
(1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 
(2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. 
(3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal. 




Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari 
bahan halal dan memenuhi PPH. 
 
BAB II 






(1) Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri. 
(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk BPJPH 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. 
(3) BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang; 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; 
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; 
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; 
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 
f. melakukan akreditasi terhadap LPH; 
g. melakukan registrasi Auditor Halal; 





i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan 
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. 
(4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJPH bekerja sama 
dengan: 
a. kementerian dan/atau lembaga terkait; 




Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Kementerian Terkait 
 
Pasal 5 
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf 
a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian terkait. 
(2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kementerian yang 





e. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
f. luar negeri; dan 
g. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH. 
 
Pasal 6 
Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri, terkait dengan bahan Baku, bahan olahan, bahan 
tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal; 
b. fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah; 
c. pembentukan kawasan industri halal; dan 
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 7 
Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat; 
b. pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar; 
c. fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan; 
d. perluasan akses pasar bagi Produk Halal; dan 
e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 8 
Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi; 






b. fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 
c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga; dan 
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 9 
Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi: 
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 
b. penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas; 
c. penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas; 
d. penanganan daging hewan dan hasil ikutannya; 
e. fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/ unggas; 
f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan 
mutu, dan keamanan pangan basil pertanian; dan 
g. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 10 
Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi 
dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi: 
a. sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, 
kecil, dan menengah; 
b. fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah; 
c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah; 
d. koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil; 
e. koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan 
f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 11 
Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi: 
a. fasilitasi kerja sama internasional; 
b. promosi Produk Halal di luar negeri; 
c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan 
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 12 
Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya 
yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi: 
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 13 
Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 







Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Terkait 
 
Pasal 14 
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a 
dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga terkait. 
(2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga pemerintah nonkementerian 
atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang: 
a. pengawasan obat dan makanan; 
b. standardisasi dan penilaian kesesuaian; 
c. akreditasi; dan 
d. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH. 
 
Pasal 15 
Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
huruf a meliputi: 
a. sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; 
b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan 
olahan yang beredar; 
c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, 
dan pangan olahan yang beredar; 
d. sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan 
pangan olahan; dan 
e. tugas lain yang terkait/dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 16 
Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2) huruf b meliputi: 
a. penyusunan standar dan skema penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 17 
Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi: 
a. akreditasi LPH; 
b. penyusunan skema akreditasi; 
c. penyusunan dokumen pendukung skema akreditasi; dan 
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Pasal 18 
Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi: 
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan 







Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 
diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Bagian Keempat 
Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 20 
(1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi: 
a. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH; dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 




Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Majelis Ulama Indonesia 
 
Pasal 21 
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi: 
a. sertifikasi Auditor Halal; 
b. penetapan kehalalan Produk; dan 
c. akreditasi LPH. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kesesuaian syariah 
dilaksanakan berdasarkan fatwa MUI. 
 
Pasal 22 
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi. 
(2) Pendidikan dan pelatihan sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh BPJPH dan dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sertifikasi Auditor Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Pasal 23 
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH 
yang meliputi dokumen: 
1. Produk dan Bahan yang digunakan; 
2. PPM; 
3. hasil analisis dan/atau spesifikasi; 
4. berita acara pemeriksaan; dan 
5. rekomendasi; 
b. terhadap basil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPJPH 





c. BPJPH menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada MUI; 
d. MUI mengkaji hasil verifikasi BPJPH sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui sidang fatwa 
halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau 
institusi terkait; 
e. dalam hal sidang fatwa halal memerlukan informasi tambahan yang belum tercantum dalam 
dokumen yang diajukan oleh BPJPH, MUI mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi; 
f. hasil sidang fatwa halal berupa penetapan kehalalan atau ketidakhalalan Produk yang 
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Umum 
MUI; dan 
g. penetapan kehalalan atau ketidakhalalan Produk disampaikan kepada BPJPH paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil verifikasi dari BPJPH. 
(2) Pelaksanaan sidang fatwa halal oleh MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi 
oleh BPJPH. 
(3) Keputusan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan 
kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. 
 
Pasal 24 
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(1) huruf c berupa penilaian kesesuaian syariah. 
(2) Pelaksanaan penilaian kesesuaian syariah oleh MUI difasilitasi oleh BPJPH. 
(3) Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan lembaga 
nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi penilaian kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Bagian Keenam 
Kerja Sama Internasional 
 
Pasal 25 
(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH. 
(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: 
a. pengembangan JPH; 
b. penilaian kesesuaian; dan/atau 
c. pengakuan Sertifikat Halal. 
(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH dalam 
koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang urusan luar negeri. 
(4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan 
politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional. 
 
Pasal 26 
(1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) 
huruf a meliputi: 
a. pengembangan teknologi; 
b. sumber daya manusia; dan 
c. sarana dan prasarana JPH. 
(2) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) 





a. saling pengakuan; dan 
b. saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. 
(3) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (2) huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal. 
(4) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal. 
 
Pasal 27 
Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan lembaga penerbit 




(1) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 
berupa pengembangan skema penilaian kesesuaian saling pengakuan dan keberterimaan hasil 
penilaian kesesuaian. 
(2) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri dapat diterima sebagai pemenuhan 
sertifikasi halal berdasarkan perjanjian keberterimaan yang berlaku timbal balik. 
(3) Lembaga sertifikasi halal yang menerbitkan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara asal yang telah memperoleh pengakuan dalam 
organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional. 
(4) Kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh 
lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c. 
(5) Perjanjian keberterimaan terhadap sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh BPJPH dalam koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri yang berlaku timbal balik. 
 
Pasal 29 




LEMBAGA PEMERIKSA HALAL 
 
Bagian Kesatu 
Pendiri Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 30 
(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. 
(2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. 




(1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi LPH yang 
didirikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik 





(2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, atau perangkat 
daerah. 
(3) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bagian dari bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. 
(4) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan: 
a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau 
b. anak perusahaan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 
 
Pasal 32 
(1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus diajukan oleh 
lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. 
(2) Lembaga keagamaan Islam berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
perkumpulan atau yayasan. 
 
Bagian Kedua 
Persyaratan Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 33 
(1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 
Pasal 32 harus memenuhi persyaratan: 
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; 
b. memiliki akreditasi dari BPJPH; 
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan 
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki 
laboratorium. 
(2) Lembaga lain yang memiliki laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 
lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat yang memiliki laboratorium terakreditasi 
pada lingkup halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 34 
Persyaratan pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk: 
a. sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, surat perjanjian sewa, surat perjanjian pinjam 
pakai, akta hibah, atau akta jual beli; 
b. surat keterangan akreditasi LPH dan sertifikat akreditasi LPH dari BPJPH; 
c. surat keterangan memiliki Auditor Halal yang dilampiri surat pernyataan kesediaan menjadi Auditor 
Halal dan sertifikat dari MUI; dan 
d. sertifikat akreditasi laboratorium dari lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan 
di bidang akreditasi atau surat perjanjian kerja sama dengan lembaga yang memiliki laboratorium 
terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2). 
 
Bagian Ketiga 
Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 35 





(2) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan satuan 
kerja yang terkait dengan penyelenggaraan JPH baik instansi pusat maupun instansi daerah, 
pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik 
daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum kepada Kepala Badan. 
(3) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diajukan secara tertulis 
menggunakan sistem manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung. 
(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; 
b. pedoman mutu, yang paling sedikit terdiri atas struktur organisasi, kebijakan mutu, manajemen 
ketidakberpihakan, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, persyaratan sistem 
manajemen, tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian, ruang lingkup dan skema audit, 
kerahasiaan informasi publik, serta keterbukaan dan ketersediaan informasi publik; dan 
c. pendukung pedoman mutu, yang paling sedikit terdiri atas daftar dukungan kompetensi Auditor 
Halal, daftar laboratorium pendukung, daftar audit, rekaman audit internal, kaji ulang 
manajemen, prosedur operasional standar penanganan keluhan dan penyelesaian, skema audit, 
prosedur operasional standar tanggung gugat dan keuangan, pernyataan kesiapan menjaga 
kerahasiaan, dan pernyataan kesiapan membuka informasi publik. 
 
Pasal 36 
(1) BPJPH melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 
5 (lima) Mari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. 
(2) Verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan lapangan. 
(3) Verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim verifikasi yang 
dilengkapi dengan surat tugas. 
 
Pasal 37 
Dalam hal hasil verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah memenuhi 
persyaratan, Kepala Badan mengeluarkan surat keterangan akreditasi LPH. 
 
Pasal 38 
(1) Dalam hal hasil verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 belum 
memenuhi persyaratan, Kepala Badan menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen kepada 
pemohon. 
(2) Pemohon wajib menyerahkan tambahan dokumen yang diperlukan kepada Kepala Badan paling lama 
5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima. 
(3) Dalam hal surat permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi 
dan memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengeluarkan surat keterangan akreditasi LPH, 
(4) Surat keterangan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pasal 37 disampaikan 
kepada pimpinan kementerian dan/atau lembaga atau perguruan tinggi negeri serta pimpinan lembaga 
keagamaan Islam berbadan hukum. 
(5) Pimpinan kementerian dan/atau lembaga atau perguruan tinggi negeri serta pimpinan lembaga 
keagamaan Islam berbadan hukum menyampaikan salinan keputusan pendirian LPH kepada Kepala Badan 
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan ditetapkan untuk diregistrasi. 
(6) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Kepala Badan untuk 
menugaskan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. 
(7) Dalam hal surat permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
dipenuhi, Kepala Badan memanggil pemohon dan menyampaikan surat penolakan serta dokumen 







(1) Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a untuk memenuhi penilaian kesesuaian 
LPH dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh LPH kepada lembaga nonstruktural yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dengan melampirkan surat keterangan 
akreditasi LPH yang diterbitkan BPJPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
(2) Lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BPJPH dan MUI. 
(3) Penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan 
melakukan reviu dokumen kesesuaian LPH dan proses asesmen teknis. 
(4) Hasil penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPJPH. 
(5) Kepala Badan menerbitkan sertifikat akreditasi LPH berdasarkan hasil penilaian kesesuaian LPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 






(1) LPH mengangkat Auditor Halal. 
(2) Auditor Halal yang diangkat oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, 
biologi, atau farmasi; 
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; 
e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan 
f. memperoleh sertifikat dari MUI. 
(3) Auditor Halal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diregistrasi 
oleh BPJPH. 
(4) Auditor Halal yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
ayat (3) bertugas: 
a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; 
b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; 
c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; 
d. meneliti lokasi Produk; 
e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; 
f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; 
g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan 
h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Auditor Halal diatur dengan Peraturan Menteri, 
 
Pasal 41 
(1) LPH memberhentikan Auditor Halal. 
(2) Auditor Halal diberhentikan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika: 
a. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); 





c. terbukti melakukan pelanggaran etika atau disiplin profesi tingkat berat; atau 
d. terpidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. 
 
Pasal 42 










(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak 
halal. 
(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 
a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; 
b. bebas dari najis; dan 
c. bebas dari Bahan tidak halal. 
(3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan. 











Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan 
 
Pasal 44 




Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan: 
a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan 
tidak halal: 
b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, 
dan Produk antarrumah potong; 
c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya; 






e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan 
f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. 
 
Pasal 46 
Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a wajib memisahkan antara: 
a. penampungan hewan; 
b. penyembelihan hewan; 
c. pengulitan; 
d. pengeluaran jeroan; 
e. ruang pelayuan; 
f. penanganan karkas; 
g. ruang pendinginan; dan 
h. sarana penanganan limbah, 
untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Pasal 47 
Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan: 
a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk 
penyembelihan hewan tidak halal; 
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Bagian Ketiga 
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan 
 
Pasal 48 
Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b wajib memisahkan antara: 
a. penampungan Bahan; 
b. penimbangan Bahan; 
c. pencampuran Bahan; 
d. pencetakan Produk; dan 
e. pemasakan Produk, 
untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Pasal 49 
Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan: 
a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan 
Produk tidak halal; 
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan 







Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan 
 
Pasal 50 
Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c wajib memisahkan antara: 
a. penerimaan Bahan; 
b. penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan 
c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk, 
untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Pasal 51 
Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan: 
a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan 
Produk tidak halal; 
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Bagian Kelima 
Tempat don Alat Proses Produk Halal Pengemasan 
 
Pasal 52 
Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara: 
a. bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan 
b. sarana pengemasan Produk, 
untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Pasal 53 
Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d wajib memenuhi persyaratan: 
a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan 
Produk tidak halal; 
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Bagian Keenam 
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian 
 
Pasal 54 
Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf e wajib dipisahkan antara: 
a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk; dan 
b. alat transportasi untuk distribusi Produk, untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Pasal 55 
Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan: 
a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk 





b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alai sendiri untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Bagian Ketujuh 
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan 
 
Pasal 56 
Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f wajib dipisahkan antara: 
a. sarana penjualan Produk; dan 
b. proses penjualan Produk, 
untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Pasal 57 
Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f wajib memenuhi persyaratan; 
a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan Produk 
tidak halal; 
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. 
 
Bagian Kedelapan 
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian 
 
Pasal 58 
Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g wajib memisahkan antara: 
a. sarana penyajian Produk Halal; dan 
b. proses penyajian Produk, 
untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Pasal 59 
Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g wajib memenuhi persyaratan: 
a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian Produk 
tidak halal; 
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. 
 
Pasal 60 
(1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal. 
(2) Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal non hewan tidak halal 
dapat disatukan dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan Produk olahan non hewan 
halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi bukan setelah digunakan untuk 
mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak 
produsen atau distributor. 
(3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan tidak halal dipisahkan 





(4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
BAB V 
BIAYA SERTIFIKASI HALAL 
 
Pasal 61 
(1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal. 
(2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif. 




(1) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi 
oleh pihak lain. 
(2) Fasilitasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi oleh: 
a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
c. perusahaan; 
d. lembaga sosial; 
e. lembaga keagamaan; 




Ketentuan mengenai tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal dan tata cara fasilitasi biaya sertifikasi 
halal oleh pihak lain diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
BAB VI 
TATA CARA REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI 
 
Pasal 64 
(1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan 
kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(3) dan ayat (4) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat 
(2) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia. 
(3) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang sebelum 
diedarkan di Indonesia, selain memenuhi kewajiban registrasi Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), juga Produk tersebut wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai persyaratan peredaran Produk terkait. 
 
Pasal 65 
(1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diajukan 
permohonannya oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan melampirkan: 





Indonesia di luar negeri; 
b. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; 
dan 
c. surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. 
(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 
menggunakan sistem elektronik atau manual. 
 
Pasal 66 
(1) Kepala Badan menerbitkan nomor registrasi bagi Sertifikat Halal luar negeri yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65. 
(2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada: 
a. kemasan Produk; 
b. bagian tertentu dad Produk; dan/atau 
c. tempat tertentu pada Produk. 




Dalam hal Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang tidak memiliki kerja sama dengan 




PENAHAPAN JENIS PRODUK YANG BERSERTIFIKAT HALAL 
 
Pasal 68 
(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas: 
a. barang; dan/atau 
b. jasa. 





e. produk kimiawi; 
f. produk biologi; 
g. produk rekayasa genetik; dan 
h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. 














(1) Makanan, minuman, obat, dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a 
sampai dengan huruf d ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan 
kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. 
(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BPJPH. 
 
Pasal 70 
Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 
(2) huruf e sampai dengan huruf g dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) hanya yang 
terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. 
 
Pasal 71 
(1) Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. 
(2) Barang gunaan yang dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. sandang; 
b. penutup kepala; dan 
c. aksesoris. 
(3) Barang gunaan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. perbekalan kesehatan rumah tangga; 
b. peralatan rumah tangga: 
c. perlengkapan peribadatan bagi umat Islam; 
d. kemasan makanan dan minuman; dan 
e. alat tulis dan perlengkapan kantor. 
(4) Barang gunaan yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni alat kesehatan. 
(5) Barang gunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat ditambahkan 
jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan 
(6) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh BPJPH. 
 
Pasal 72 
(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai 
dengan Pasal 71 dilakukan secara bertahap. 
(2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. kewajiban kehalalan produk sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 
b. produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal berlaku; 
c. produk merupakan kebutuhan primer dan di konsumsi secara masif; 
d. produk yang memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi; 
e. kesiapan pelaku usaha dan; 
f. kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH. 
(3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: 
a. dimulai dari Produk makanan dan minuman; dan 
b. tahap selanjutnya untuk Produk selain makanan dan minuman. 





Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. 
(5) Ketentuan mengenai penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana 




Penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak membatalkan kewajiban bersertifikat halal bagi 
produk hewan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 74 
(1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus 
memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Dalam hal produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber 
dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi 
asal bahan sampai ditemukan bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal. 
(3) Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, juga harus 
memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya 
belum bersumber dari bahan halal dan/ atau cara pembuatannya belum halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 






(1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. 
(2) Pengawasan terhadap JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPJPH 
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau 
pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Pengawasan terhadap JPH oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah 
daerah dilaksanakan oleh pengawas JPH. 
 
Pasal 76 
(1) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) merupakan pegawai aparatur sipil 
negara yang diberi wewenang oleh pejabat yang berwenang di instansi masing-masing untuk melakukan 
pengawasan terhadap JPH. 
(2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan formula yang 
tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha. 
(3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan harus 
dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal. 
 
Pasal 77 
(1) Pengawasan JPH dilakukan terhadap: 
a. LPH; 
b. masa berlaku Sertifikat Halal; 





d. pencantuman Label Halal; 
e. pencantuman keterangan tidak halal; 
f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; 
g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau 
h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu. 
(3) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 
(enam) bulan. 
(4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan 
dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 78 
(1) Pengawasan pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 
huruf e dilakukan terhadap Produk. 
(2) Keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, 
tanda, dan/atau tulisan. 
(3) Ketentuan mengenai gambar, tanda, dan/atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
mencakup pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang 
disabilitas. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Pasal 79 
(1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap JPH dapat mengikutsertakan institusi terkait. 
(2) Institusi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan 
pengawasan terhadap JPH dalam kegiatan pendampingan. 
 
Pasal 80 







Dalam hal belum berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan besaran 
atau nominal biaya sertifikasi halal namun Peraturan Pemerintah ini telah berlaku atau sebaliknya, 
pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh 
Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 
 
Pasal 82 
Produk yang sudah beredar dan diperdagangkan serta memiliki Sertifikat Halal sebelum berlakunya 
Peraturan Pemerintah ini atau memiliki Sertifikat Halal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 










Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai JPH dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 
 
Pasal 84 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 29 April 2019 




Diundangkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 3 Mei 2019 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 
YASONNA H. LAOLY 
 







PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHUN 2019 
TENTANG 




Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah 
dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan 
tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. 
Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua 
terjamin kehalalannya. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan 
dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas JPH. 
Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain: 
a. dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam 
menyelenggarakan JPH, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH dan bekerja sama, antara lain 
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, 
kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri, dan lembaga pemerintah 
nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 
obat dan makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI; 
b. ketentuan yang mengatur mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH yang meliputi lokasi, tempat, dan 
alat penyembelihan, tempat dan alat pengolahan, tempat dan alat penyimpanan, tempat dan alat 
pengemasan, tempat dan alat pendistribusian, tempat dan alat penjualan, dan tempat dan alat penyajian; 
c. ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama internasional dalam bidang JPH, dalam bentuk 
pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan atau pengakuan Sertifikat Halal; 
d. dalam rangka menjamin penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa 
berlaku Sertifikat Halal, kehalalan Produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal, 
pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, 
dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, keberadaan Penyelia Halal, dan/atau kegiatan lain yang 
berkaitan dengan JPH; dan 
e. ketentuan yang mengatur mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal 
jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia. 
 

























Yang dimaksud dengan "fasilitasi halal" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk mendorong, mendukung, dan 












Yang dimaksud dengan "fasilitasi penerapan JPH" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk mendorong, mendukung, 



















Yang dimaksud dengan "fasilitasi halal" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang 















Yang dimaksud dengan "fasilitasi halal" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk 















Yang dimaksud dengan "promosi produk halal di luar negeri" adalah meliputi sosialisasi, edukasi, dan 




















































Yang dimaksud dengan "institusi terkait" antara lain organisasi kemasyarakatan yang berupa 













































































Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan" meliputi sarjana pangan, 
teknologi pangan, pertanian, teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, 



































































































Yang dimaksud dengan "kode sistem harmonisasi" atau harmonized system codes adalah 
bahasa numerik secara klasifikasi Produk atau bahan Produk sebagai standar internasional 

















Yang dimaksud dengan "jasa" adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau 
basil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk 
dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan "makanan" adalah bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan atau 
campuran keduanya dalam bentuk kemasan maupun non kemasan yang dikonsumsi oleh 
manusia untuk memperoleh tenaga dan nutrisi. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “minuman" adalah bahan yang bersifat cair, mudah ditelan, tidak 
































Yang dimaksud dengan "sandang" antara lain meliputi pakaian, pakaian dalam, kaos kaki, dan 
jaket yang mengandung dan/atau berasal dari hewan. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan "penutup kepala" antara lain meliputi peci, topi, kerudung, dan helm 
yang mengandung dan/atau berasal dari hewan. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan "aksesoris" antara lain meliputi cincin, jam tangan, anting, gelang, 
pengikat rambut, ikat pinggang, dompet, tas, sepatu, sandal, bingkai kacamata, dan bros, yang 
mengandung dan/atau berasal dari hewan. 
Ayat (3) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan "perbekalan kesehatan rumah tangga" antara lain meliputi sikat gigi, 
tusuk gigi, benang gigi, dan enzim pencuci yang mengandung dan/atau berasal dari hewan. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan "peralatan rumah tangga" antara lain meliputi sofa, sendok, garpu, 
piring, mangkok, gelas, dan pisau yang mengandung dan/atau berasal dari hewan. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan "perlengkapan peribadatan bagi umat Islam" antara lain meliputi 
sajadah, tasbih, sarung, dan mukena yang mengandung dan/atau berasal dari hewan. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan "kemasan makanan dan minuman" antara lain meliputi kemasan plastik, 







Yang dimaksud dengan "alat tulis dan perlengkapan kantor" antara lain meliputi tinta, lem, dan 
kertas pembuatan cetakan Al-Quran, dan bolpoin yang mengandung dan f atau berasal dari 
hewan. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan "alat kesehatan" antara lain meliputi katup jantung, benang bedah, alat bantu 














Yang dimaksud dengan "memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu" termasuk 





















Yang dimaksud dengan "tulisan" adalah pembedaan warna tulisan dalam komposisi produk. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya 
penyandang disabilitas" antara lain berupa menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam 





penyandang disabilitas yang bersangkutan. 
Sebagai contoh yaitu tersedianya gambar, tanda, dan/atau tulisan dalam huruf braille bagi 






Yang dimaksud dengan "institusi terkait" antara lain MUI dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang 
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  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6344); 
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
  5.  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 




Menetapkan :  PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG 






Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait 
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk 
kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, 
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan 
halal sesuai dengan syariat Islam. 
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3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH 
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan 
Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, 
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 
penjualan, dan penyajian Produk. 
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat 
atau menghasilkan Produk.  
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH 
adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu 
Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. 
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang 
selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang 
dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan 
JPH. 
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat 
MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, 
dan cendekiawan muslim.  
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat 
LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan 
Produk.  
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan 
melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu 
Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan 
fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. 
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.  
12. Keterangan Tidak Halal adalah pernyataan tidak halal 
suatu Produk. 
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di 
wilayah Indonesia. 
14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab 
terhadap PPH.  
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agama. 
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16. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH. 
17. Pengawas JPH adalah pegawai aparatur sipil negara 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 
melakukan pengawasan JPH. 
18. Nomor Registrasi adalah surat yang diterbitkan oleh 
BPJPH sebagai bukti pemenuhan persyaratan dan 
pendaftaran pada BPJPH. 
19. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk 
mengemas dan/atau membungkus Produk, baik 
langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan 
Produk. 
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
21. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor Halal 
yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Auditor 
Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi warga 
negara Indonesia yang beragama Islam untuk 
membentuk kemampuan melakukan pemeriksaan 
kehalalan Produk. 
22. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Penyelia Halal 
yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Penyelia 
Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi  warga 
negara Indonesia atau warga negara asing yang 
beragama Islam untuk membentuk kemampuan 
menjamin PPH di perusahaan. 
23. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas JPH yang 
selanjutnya disebut Diklat Pengawas JPH adalah 
pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai ASN yang 
beragama Islam untuk membentuk kemampuan 
melakukan pengawasan JPH.  
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24. Temuan adalah hasil pengawasan JPH yang dilakukan 
oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, 
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ 
kota terkait dengan adanya dugaan pelanggaran JPH. 
25. Laporan adalah informasi mengenai dugaan 




(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan JPH. 
(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. 
(3) Pelaksanaan JPH oleh Menteri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dilakukan oleh BPJPH.  
 
Pasal 3 
BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
berwenang: 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
JPH; 
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label 
Halal pada Produk; 
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar 
negeri; 
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk 
Halal; 
f. melakukan akreditasi terhadap LPH; 
g. melakukan registrasi Auditor Halal; 
h. melakukan pengawasan terhadap JPH; 
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan 
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan 
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BAB II 
TATA CARA KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN 






(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, BPJPH bekerja sama 
dengan: 
a.   kementerian dan/atau lembaga terkait; 
b.   LPH; dan 
c.   MUI. 
(2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: 
a.   perindustrian; 
b.   perdagangan; 
c.   kesehatan; 
d.   pertanian; 
e.   koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
f.   luar negeri; dan 
g.   lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH. 
(3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi lembaga pemerintah nonkementerian 
atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang: 
a.   pengawasan obat dan makanan; 
b.   standardisasi dan penilaian kesesuaian;  
c.   akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan 
d.   lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH. 
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Pasal 5 
(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional 
dalam bidang JPH. 
(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: 
a.   pengembangan JPH; 
b.   penilaian kesesuaian; dan/atau 
c.   pengakuan Sertifikat Halal. 
(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH dalam koordinasi 
dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
urusan luar negeri. 
(4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan politik luar 
negeri, peraturan perundang-undangan, dan hukum, 
serta kebiasaan internasional. 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal dengan Kementerian Terkait 
 
Pasal 6 
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf a, dengan ruang lingkup: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan 
industri terkait dengan bahan baku, bahan 
olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong 
yang digunakan untuk menghasilkan Produk 
Halal; 
b. fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri 
menengah;  
c.    pembentukan kawasan industri halal; dan 
d.   tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
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masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 7 
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf b, dengan ruang lingkup: 
a. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan 
masyarakat; 
b. pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar; 
c. fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di 
bidang perdagangan;  
d. perluasan akses pasar bagi Produk Halal; dan 
e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 8 
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2) huruf c, dengan ruang lingkup: 
a.   pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi 
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga; 
b.   fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah tangga; 
c.   rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan 
Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga; dan 
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d.   tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 9 
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2) huruf d, dengan ruang lingkup: 
a.   sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 
b.   penetapan persyaratan rumah potong 
hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas; 
c.   penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas; 
d.   penanganan daging hewan dan hasil ikutannya; 
e.   fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/unggas 
dan unit potong hewan/unggas; 
f.   penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner 
pada unit usaha pangan asal hewan, sistem 
jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil 
pertanian; dan 
g.   tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 10 
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dengan 
ruang lingkup: 
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a.   sosialisasi dan pendampingan sertifikasi 
kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha 
mikro, kecil, dan menengah; 
b. fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha 
menengah; 
c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah; 
d. koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi 
koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil; 
e. koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku 
Usaha mikro dan kecil; dan 
f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 11 
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2) huruf f, dengan ruang lingkup: 
a.   fasilitasi kerja sama internasional; 
b. promosi Produk Halal di luar negeri; 
c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal 
luar negeri; dan 
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 12 
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, 
dengan ruang lingkup: 
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 
dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Bagian Ketiga 
Tata Cara Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal dengan Lembaga Terkait 
 
Pasal 13 
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan 
makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) huruf a, dengan ruang lingkup: 
a. sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, 
kosmetik,  suplemen kesehatan, Produk biologi, 
dan pangan olahan; 
b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat 
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, 
Produk biologi, dan pangan olahan yang beredar; 
c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada 
obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen 
kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; 
d. sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH berupa 
obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen 
kesehatan, Produk biologi, dan pangan olahan; 
dan 
e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
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(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 14 
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian 
kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) huruf b, dengan ruang lingkup: 
a. penyusunan standar dan skema penilaian 
kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 15 
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural 
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dengan 
ruang lingkup: 
a.   akreditasi LPH; 
b.   penyusunan skema akreditasi; 
c.   penyusunan dokumen pendukung skema 
akreditasi; dan 
d.   tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
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Pasal 16 
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah 
nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, 
dengan ruang lingkup: 
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 
dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Bagian Keempat 
Tata Cara Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 17 
(1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
Produk yang ditetapkan oleh BPJPH; dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 
(2) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
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Bagian Kelima 
Tata Cara Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal dengan Majelis Ulama Indonesia 
 
Pasal 18 
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi: 
a.   sertifikasi Auditor Halal;  
b.   penetapan kehalalan Produk; dan 
c.   akreditasi LPH. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
berkaitan dengan kesesuaian syariah dilaksanakan 
berdasarkan fatwa MUI. 
(3) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.  
 
Bagian Keenam 
Tata Cara Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 19 
(1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf  
a, meliputi: 
a. pengembangan teknologi; 
b. sumber daya manusia; dan 
c. sarana dan prasarana JPH. 
(2) BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan kerja 
sama internasional dalam pengembangan JPH dengan 
ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang luar negeri. 
(3) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di 
negara setempat. 
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Pasal 20 
(1) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, 
meliputi: 
a. saling pengakuan; dan 
b. saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. 
(2) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengembangan skema saling pengakuan dan saling 
keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. 
(3) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
BPJPH dengan lembaga akreditasi negara setempat. 
(4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan oleh BPJPH bersama dengan 
lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian 
kesesuaian dan MUI. 
 
Pasal 21 
(1) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat 
Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan 
Sertifikat Halal. 
(2) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan 
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang 
berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal. 
(3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan lembaga yang telah 




(1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal 
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berdasarkan perjanjian keberterimaan Sertifikat Halal 
yang berlaku timbal balik. 
(2) Perjanjian keberterimaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan lembaga halal 
luar negeri. 
(3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dibentuk oleh pemerintah atau lembaga 
keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat. 
(4) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di 
negara setempat yang telah memperoleh pengakuan 
dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau 
internasional. 
(5) Lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga yang 
telah melakukan kerja sama pengembangan skema 
saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil 
penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20. 
(6) Akreditasi lembaga halal luar negeri oleh lembaga 
akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan standar 
halal Indonesia yang ditetapkan oleh lembaga 
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan 
penilaian kesesuaian.  
 
Pasal 23 
(1) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga 
halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat (3), Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi 
halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.   
(2) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga 
akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(3) dan ayat (4) diakreditasi oleh: 
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a. lembaga akreditasi di negara lain yang telah 
memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja 
sama akreditasi regional atau internasional; atau 
b. lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian dan MUI. 
 
BAB III 
BAHAN YANG DIHARAMKAN  
 
Pasal 24 
(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan 
baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan 
penolong. 




c. mikroba; dan/atau 
d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, 
proses biologi, atau proses rekayasa genetik. 
 
Pasal 25 
(1) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a pada 




c. babi; dan/atau 
d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan 
syariat.  
(2) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b pada 
dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau 
membahayakan kesehatan bagi orang yang 
mengonsumsinya. 
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(3) Bahan yang berasal dari mikroba dan Bahan yang 
dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau 
proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d 
diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau 
pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau 
terkontaminasi dengan Bahan yang diharamkan. 
 
Pasal 26 
(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan 
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.   
(2) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh 
Menteri berdasarkan fatwa MUI. 
 
BAB IV 
JENIS PRODUK YANG WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL 
 
Pasal 27 
(1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 
(2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan 
dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. 
(3) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak 
halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
(4) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan 
halal dan memenuhi PPH. 
 
Pasal 28 
(1) Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:  
a. barang; dan/atau 
b.  jasa. 
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e. Produk kimiawi; 
f. Produk biologi; 
g. Produk rekayasa genetik; dan 
h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan. 
(3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 










(1) BPJPH memfasilitasi pelaksanaan koordinasi Menteri 
dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI 
untuk menetapkan jenis Produk yang wajib 
bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28. 
(2) Jenis Produk yang wajib bersertifikat halal 
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BAB V 
PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL 






(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang wajib 
bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 dilakukan secara bertahap. 
(2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis 
Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. kewajiban kehalalan Produk sudah ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan;  
b. Produk sudah bersertifikat halal sebelum 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal berlaku; 
c. Produk merupakan kebutuhan primer dan 
dikonsumsi secara masif; 
d. Produk yang memiliki titik kritis ketidakhalalan 
yang tinggi; 
e. kesiapan Pelaku Usaha; dan 
f. kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH. 
 
Bagian Kedua 
Penahapan Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal 
 
Pasal 31 
(1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan:  
a.   dimulai dari Produk makanan dan minuman; dan 
b.   tahap selanjutnya untuk Produk selain makanan 
dan minuman. 
(2) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku bagi: 
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a.   Produk yang kewajiban kehalalannya sudah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan 
b.   Produk sudah bersertifikat halal sebelum 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal berlaku. 
 
Pasal 32 
(1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk 
makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (1) huruf a dimulai dari tanggal 17 
Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 
2024. 
(2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi barang 
gunaan kategori kemasan yang terkait dengan Produk 
makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dimulai berdasarkan ketentuan waktu 
penahapan Produk masing-masing. 
 
Pasal 33 
(1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain 
Produk makanan dan minuman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. obat tradisional dan suplemen kesehatan dimulai 
dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 
tanggal 17 Oktober 2026; 
b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari 
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 
17 Oktober 2029; 
c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari 
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 
17 Oktober 2034; 
d. kosmetik, Produk kimiawi, dan Produk rekayasa 
genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026; 
e. barang gunaan yang dipakai kategori sandang, 
penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari 
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tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 
17 Oktober 2026; 
f. barang gunaan yang digunakan kategori 
perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan 
rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi 
umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor 
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai 
dengan tanggal 17 Oktober 2026; 
g. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat 
kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dimulai dari 
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 
17 Oktober 2026;  
h. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat 
kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dimulai dari 
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 
17 Oktober 2029;  
i. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat 
kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dimulai dari 
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 
17 Oktober 2034; dan 
j. Produk obat, Produk biologi, dan alat kesehatan 
yang bahan bakunya belum bersumber dari 
bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum 
halal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk 
jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d dimulai berdasarkan ketentuan waktu 
penahapan produk masing-masing.  
(3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan 
Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan dan 
minuman sebelum masa penahapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
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Pasal 34 
Selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis Produk 
yang wajib bersertifikat halal: 
a. BPJPH melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha 
yang menghasilkan Produk yang wajib bersertifikat 
halal; dan 
b. BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan 
lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang 
mendorong peningkatan dan pengembangan iklim 
berusaha di Indonesia. 
 
Pasal 35 
(1) Produk yang belum bersertifikat halal pada 17 Oktober 
2019 tetap dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan 
di wilayah Indonesia sesuai dengan penahapan jenis 
Produk yang wajib bersertifikat halal. 
(2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.  Produk yang wajib memiliki izin edar, izin usaha 
perdagangan, dan/atau izin impor; dan 
b. Produk yang tidak wajib memiliki izin edar, izin 
usaha perdagangan, dan/atau izin impor, 










Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. 
 
Pasal 37 
(1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 meliputi LPH yang didirikan 
oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 
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perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, 
atau badan usaha milik daerah. 
(2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga atau 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana 
teknis kementerian/lembaga, atau perangkat daerah. 
(3) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bagian dari bidang penelitian dan/atau pengabdian 
masyarakat. 
(4) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negara 
atau badan usaha milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan:  
a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik 
negara atau badan usaha milik daerah; atau  
b. anak perusahaan badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah. 
 
Pasal 38 
(1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 harus diajukan oleh 
lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. 
(2) Lembaga keagamaan Islam berbadan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
perkumpulan atau yayasan. 
 
Pasal 39 
(1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 
harus memenuhi persyaratan: 
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; 
b. memiliki akreditasi dari BPJPH; 
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) 
orang; dan 
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja 
sama dengan lembaga lain yang memiliki 
laboratorium. 
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(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), LPH yang didirikan oleh masyarakat melalui 
lembaga keagamaan Islam berbadan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus 
menyertakan keputusan pengesahan pendirian 
yayasan atau perkumpulan. 
 
Bagian Kedua 






(1) Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH. 
(2) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan satuan kerja 
yang terkait dengan penyelenggaraan JPH, baik 
instansi pusat maupun instansi daerah, pimpinan 
perguruan tinggi negeri, pimpinan badan usaha milik 
negara, pimpinan badan usaha milik daerah, atau 
pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum 
sebagai pemohon kepada Kepala Badan. 
(3) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib diajukan secara tertulis disertai 
dengan dokumen pendukung. 
 
Paragraf 2 
Persyaratan Permohonan Akreditasi 
Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 41 
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40 ayat (3) terdiri atas: 
a. sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, 
surat perjanjian sewa, surat perjanjian pinjam pakai, 
akta hibah, atau akta jual beli; 
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b. surat keterangan memiliki Auditor Halal yang dilampiri 
surat pernyataan kesediaan menjadi Auditor Halal dan 
sertifikat dari MUI; 
c. sertifikat akreditasi laboratorium dari lembaga 
nonstruktural yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian 
kesesuaian atau surat perjanjian kerja sama dengan 
lembaga yang memiliki laboratorium terakreditasi; 
d. keputusan pengesahan pendirian badan hukum 
yayasan atau perkumpulan lembaga keagamaan Islam; 
e. pedoman mutu paling sedikit terdiri atas:  
1.   struktur organisasi; 
2.   kebijakan mutu; 
3.   manajemen ketidakberpihakan; 
4.   persyaratan sumber daya; 
5.   persyaratan proses; 
6.   persyaratan sistem manajemen; 
7.   tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian; 
8.   ruang lingkup dan skema audit; 
9.   kerahasiaan informasi publik; dan 
10. keterbukaan dan ketersediaan informasi publik. 
f.  pendukung pedoman mutu paling sedikit terdiri atas: 
1. daftar dukungan kompetensi Auditor Halal; 
2. daftar laboratorium pendukung; 
3. daftar audit; 
4. rekaman audit internal; 
5. kaji ulang manajemen; 
6. prosedur operasional standar penanganan 
keluhan dan penyelesaian; 
7. skema audit; 
8. prosedur operasional standar tanggung gugat dan 
keuangan; 
9. pernyataan kesiapan menjaga kerahasiaan; dan 
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Paragraf 3 
Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen Pendukung 
Permohonan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 42 
(1) Kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 diperiksa oleh BPJPH. 
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum memenuhi persyaratan, pemohon melengkapi  
dokumen pendukung paling lama 5 (lima) hari kerja.  
(3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
permohonan akreditasi LPH dinyatakan ditolak dengan 
menerbitkan surat penolakan. 
 
Pasal 43 
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (1) memenuhi persyaratan, BPJPH melakukan 
verifikasi dokumen pendukung paling lama 5 (lima) 
hari kerja. 
(2) Verifikasi terhadap dokumen pendukung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a.   pemeriksaan keabsahan dokumen; dan 
b.   pemeriksaan lapangan. 
(3) Verifikasi terhadap dokumen permohonan akreditasi 
LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh tim verifikasi bersama MUI yang dilengkapi 
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Paragraf 4 
Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi 
Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 44 
(1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah 
memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengeluarkan 
surat keterangan akreditasi LPH. 
(2) Surat keterangan akreditasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan oleh BPJPH kepada 
pemohon. 
(3) Pemohon menerbitkan keputusan pendirian LPH 




(1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 belum 
memenuhi persyaratan, Kepala Badan menyampaikan 
permintaan tambahan dokumen kepada pemohon. 
(2) Pemohon wajib menyerahkan tambahan dokumen 
kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 
5 (lima) hari kerja sejak permintaan tambahan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima. 
(3) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
permohonan akreditasi LPH dinyatakan ditolak.  
 
Bagian Ketiga 
Registrasi Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 46 
(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(3) menyampaikan salinan keputusan pendirian LPH 
kepada Kepala Badan. 
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(2) BPJPH menerbitkan Nomor Registrasi LPH setelah 
salinan keputusan pendirian LPH diterima. 
(3) Nomor Registrasi LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), paling sedikit memuat keterangan mengenai: 
a. nama LPH; 
b. nomor registrasi; 
c. tanda tangan Kepala Badan; dan 
d. kode identitas unik. 
 
Pasal 47 
(1) Biaya akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 dibebankan kepada pemohon. 
(2) Biaya akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi biaya: 
a. pendaftaran;  
b. pemeriksaan kelengkapan dokumen; 
c. verifikasi dokumen pendukung; 
d. penerbitan surat keterangan akreditasi LPH; dan 
e. penerbitan Nomor Registrasi LPH. 
(3) Biaya akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e 
dibayarkan melalui rekening BPJPH dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemohon 
mengajukan permohonan akreditasi LPH. 
(4) Biaya verifikasi dokumen pendukung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan melalui 
rekening BPJPH paling lambat 1 (satu) hari kerja 
sebelum verifikasi dokumen pendukung dilaksanakan. 
(5) Besaran tarif biaya akreditasi LPH ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 48 
Registrasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
menjadi dasar untuk menetapkan penugasan LPH 
melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
Produk. 
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Bagian Keempat 
Penilaian Kesesuaian Lembaga Pemeriksa Halal dan 






(1) Untuk memenuhi penilaian kesesuaian, LPH yang 
telah memperoleh Nomor Registrasi LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus mengajukan 
permohonan akreditasi LPH kepada: 
a. lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian untuk penilaian kesesuaian; 
dan 
b. MUI untuk penilaian kesesuaian Syariah. 
(2) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) tahun sejak Nomor Registrasi LPH 
diterbitkan. 
(3) LPH menyampaikan salinan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada BPJPH. 
 
Paragraf 2 
Persyaratan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemeriksa 
Halal Untuk Memenuhi Penilaian Kesesuaian  
Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 50 
Pengajuan permohonan akreditasi LPH untuk memenuhi 
penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (1) harus disertai dengan dokumen 
pendukung: 
a. surat keterangan akreditasi dari BPJPH; 
b. Nomor Registrasi LPH; 
c. salinan keputusan pendirian LPH; dan  
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Penilaian Kesesuaian Lembaga Pemeriksa Halal oleh 
Lembaga Nonstruktural yang Menyelenggarakan  
Tugas Pemerintahan di Bidang Akreditasi  
Lembaga Penilaian Kesesuaian 
 
Pasal 51 
(1) Lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian 
kesesuaian melakukan penilaian kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf 
a berupa kompetensi, ketidakberpihakan, dan 
konsistensi kegiatan LPH. 
(2) Penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa dokumen 
pendukung dan proses asesmen teknis dalam jangka 
waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kerja 
sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap. 
(3) Hasil penilaian kesesuaian LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berupa penetapan penilaian 
kesesuaian LPH. 
(4) Penetapan penilaian kesesuaian LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPJPH 




Penetapan penilaian kesesuaian LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) juga memuat ruang 
lingkup kompetensi LPH. 
 
Pasal 53 
(1) Biaya penilaian kesesuaian LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 dibebankan kepada LPH. 
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(2) Biaya penilaian kesesuaian LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening 
lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian 
kesesuaian. 
(3) Besaran tarif biaya penilaian kesesuaian LPH 




Penilaian Kesesuaian Syariah Lembaga Pemeriksa Halal 
oleh Majelis Ulama Indonesia 
 
Pasal 54 
(1) MUI melakukan penilaian kesesuaian syariah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf 
b dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 
hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan 
lengkap dengan difasilitasi oleh BPJPH. 
(2) Fasilitasi pelaksanaan penilaian kesesuaian syariah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3) Hasil penilaian kesesuaian syariah oleh MUI berupa 
penetapan penilaian kesesuaian syariah LPH. 
(4) Penetapan penilaian kesesuaian syariah LPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja sejak ditetapkan. 
 
Pasal 55 
(1) Biaya penilaian kesesuaian syariah LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 dibebankan kepada LPH. 
(2) Biaya penilaian kesesuaian syariah LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening 
BPJPH. 
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(3) Besaran tarif biaya penilaian kesesuaian syariah LPH 




Penerbitan Sertifikat Akreditasi 
Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 56 
(1) Kepala Badan menerbitkan sertifikat akreditasi LPH 
berdasarkan: 
a. penilaian kesesuaian LPH oleh lembaga 
nonstruktural yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51; dan 
b. penilaian kesesuaian syariah LPH oleh MUI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. 
(2) Sertifikat akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat ruang lingkup kompetensi LPH. 
(3) Sertifikat akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 
diterbitkan oleh BPJPH. 
(4) Sertifikat akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat logo: 
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama; 
b. lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga 




(1) Biaya penerbitan sertifikat akreditasi LPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dibebankan 
kepada LPH. 
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(2) Biaya penerbitan sertifikat akreditasi LPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
melalui rekening BPJPH. 
(3) Besaran tarif biaya penerbitan sertifikat akreditasi LPH 




Perubahan Data Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 58 
(1) LPH wajib melaporkan setiap perubahan data LPH 
kepada BPJPH, meliputi: 
a.   jumlah dan nama Auditor Halal; 
b.   ruang lingkup kompetensi; 
c.   nama LPH; 
d.   alamat kantor; dan 
e.   kepemilikan laboratorium. 
(2) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. 
(3) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen pendukung dan verifikasi dokumen 
pendukung perubahan data LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).  
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 
Pasal 43 berlaku mutatis mutandis untuk 
pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan 
verifikasi dokumen pendukung perubahan data LPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada 
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Bagian Keenam 
Pencabutan Nomor Registrasi  
Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 59 
Kepala Badan mencabut Nomor Registrasi LPH dalam hal: 
a. LPH tidak mengajukan permohonan akreditasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. 
b. LPH tidak memenuhi penilaian kesesuaian LPH oleh 
lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian 
kesesuaian; 
c. LPH tidak memenuhi penilaian kesesuaian syariah 
LPH oleh MUI; 
d. LPH tidak memenuhi lagi salah satu syarat pendirian 
LPH; dan/atau 
e. LPH terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
 
BAB VII 







(1) LPH mengangkat dan memberhentikan Auditor Halal. 
(2) Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 
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Bagian Kedua 
Pengangkatan Auditor Halal 
 
Pasal 61 
(1) Auditor Halal  yang diangkat oleh LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 harus memenuhi 
persyaratan: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. berpendidikan paling rendah sarjana di bidang 
pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, 
atau farmasi; 
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai 
kehalalan Produk menurut syariat Islam; 
e. mendahulukan kepentingan umat di atas 
kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan 
f. memperoleh sertifikat Auditor Halal dari MUI. 
(2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
pimpinan LPH dengan melampirkan: 
a. kartu tanda penduduk;  
b. daftar riwayat hidup; 
c. salinan ijazah sarjana yang dilegalisir di bidang 
pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, 
atau farmasi; 
d. salinan sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi 
Auditor Halal yang dilegalisir; 
e. surat pernyataan bermeterai untuk 
mendahulukan kepentingan umat di atas 
kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan 
f. salinan sertifikat Auditor Halal yang dilegalisir. 
(3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan 
LPH. 
(4) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat menjalankan tugas 
dengan mengkhususkan diri pada kompetensi tertentu 
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sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. 
(5) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus diregistrasi oleh BPJPH. 
 
Pasal 62 
Untuk memperoleh sertifikat Auditor Halal dari MUI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, 
Auditor Halal harus mengikuti: 
a. Diklat Sertifikasi Auditor Halal; dan 
b. uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal. 
 
Bagian Ketiga 
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor Halal 
 
Pasal 63 
(1) Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 huruf a diselenggarakan oleh BPJPH 
bekerja sama dengan MUI. 
(2) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai 
penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Auditor Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
meliputi: 
a. penyusunan kurikulum Diklat Sertifikasi Auditor 
Halal; dan 
b. penyediaan tenaga pengajar Diklat Sertifikasi 
Auditor Halal yang berasal dari MUI. 
 
Pasal 64 
(1) Kurikulum Diklat Sertifikasi Auditor Halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf 
a disusun dan ditetapkan oleh BPJPH berkoordinasi 
dengan MUI. 
(2) Tenaga pengajar Diklat Sertifikasi Auditor Halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf 
b ditetapkan oleh BPJPH berkoordinasi dengan MUI. 
 
- 38 - 
 
Pasal 65 
(1) Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH atau 
lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang 
terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) BPJPH melaksanakan Diklat Sertifikasi Auditor Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama 
dengan unit kerja di lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
pendidikan dan pelatihan. 
(3) Lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang 
terakreditasi melaksanakan Diklat Sertifikasi Auditor 
Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 66 
(1) Peserta Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang 
dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda 
lulus Diklat Sertifikasi Auditor Halal. 
(2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh lembaga penyelenggara 
pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak peserta Diklat Sertifikasi 
Auditor Halal dinyatakan lulus. 
(3) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga 
penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan diketahui 
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Bagian Keempat 
Sertifikasi Auditor Halal 
 
Paragraf 1 
Uji Kompetensi Sertifikasi Auditor Halal 
 
Pasal 67 
(1) Peserta Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang telah 
memperoleh sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi 
Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
ayat (1) berhak mengikuti uji kompetensi sertifikasi 
Auditor Halal. 
(2) BPJPH menyampaikan daftar peserta Diklat Sertifikasi 
Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada MUI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
hari kerja sejak sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi 
Auditor Halal diterbitkan. 
 
Paragraf 2 
Penerbitan Sertifikat Auditor Halal 
 
Pasal 68 
(1) Peserta uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal yang 
dinyatakan lulus dalam uji kompetensi berhak 
memperoleh sertifikat Auditor Halal yang diterbitkan 
oleh MUI. 
(2) Sertifikat Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat ruang lingkup kompetensi Auditor 
Halal yang ditetapkan oleh MUI.  
(3) Penerbitan sertifikat Auditor Halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak peserta uji kompetensi 
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Bagian Kelima 
Registrasi Auditor Halal 
 
Paragraf 1 
Penerbitan Nomor Registrasi Auditor Halal 
 
Pasal 69 
(1) BPJPH melakukan registrasi terhadap Auditor Halal. 
(2) Registrasi Auditor Halal dilakukan berdasarkan 
permohonan yang diajukan oleh Auditor Halal sebagai 
pemohon.  
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan secara tertulis kepada BPJPH setelah 
sertifikat Auditor Halal diterbitkan. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disertai dengan dokumen pendukung: 
a.   fotokopi kartu tanda penduduk; 
b.   salinan sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi 
Auditor Halal yang dilegalisir; dan 
c.   salinan sertifikat Auditor Halal yang dilegalisir. 
 
Pasal 70 
(1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen 
pendukung permohonan registrasi Auditor Halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3). 
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
memenuhi persyaratan, BPJPH menerbitkan Nomor 
Registrasi Auditor Halal.  
(3) Nomor Registrasi Auditor Halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
keterangan mengenai: 
a.   nama Auditor Halal; 
b.   Nomor Registrasi Auditor Halal; 
c.   tanda tangan Kepala Badan; dan 
d.   kode identitas unik. 
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(4) Masa berlaku Nomor Registrasi Auditor Halal 
mengikuti masa berlaku sertifikat Auditor Halal. 
 
Pasal 71 
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
ayat (1) belum terpenuhi, pemohon menyampaikan 
dokumen asli. 
(2) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen 
asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 
5 (lima) hari kerja, permohonan ditolak. 
 
Pasal 72 
(1) Biaya registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 dibebankan kepada pemohon. 
(2) Biaya registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening BPJPH. 
(3) Besaran tarif biaya registrasi Auditor Halal ditetapkan 




Pencabutan Nomor Registrasi Auditor Halal 
 
Pasal 73 
(1) Pencabutan Nomor Registrasi Auditor Halal dapat 
dilakukan oleh BPJPH. 
(2) Pencabutan Nomor Registrasi Auditor Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
hal:  
a. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan 
Auditor Halal; 
b. tidak melakukan perpanjangan sertifikat Auditor 
Halal paling lambat 6 (enam) bulan setelah masa 
berlaku sertifikat Auditor Halal berakhir;  
c. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan 
kode perilaku tingkat berat; atau 
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d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
(3) Pencabutan Nomor Registrasi Auditor Halal 




(1) Dalam hal Nomor Registrasi Auditor Halal dicabut oleh 
BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 
(1), pimpinan LPH menerbitkan keputusan 
pemberhentian Auditor Halal. 
(2) Keputusan pemberhentian Auditor Halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH. 
 
Bagian Keenam 
Tata Cara Pemberhentian Auditor Halal dari  
Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 75 
(1) Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LPH. 
(2) Pemberhentian Auditor Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan: 
a. memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 ayat (2); 
b. mengundurkan diri; atau 
c. meninggal dunia. 
 
Pasal 76 
Pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c diputuskan oleh 
majelis etik atau sebutan lain berdasarkan kode etik dan 
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Pasal 77 
Pencabutan Nomor Registrasi dan pemberhentian Auditor 
Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 75 











(1) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: 
a.   beragama Islam; dan 
b.   memiliki wawasan luas dan memahami syariat 
tentang kehalalan. 
(2) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang 
kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal. 
(3) Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelia Halal 
harus mengikuti Diklat Sertifikasi Penyelia Halal. 
   
Pasal 79 
Penyelia Halal bertugas: 
a. mengawasi PPH di perusahaan; 
b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; 
c. mengoordinasikan PPH; dan 
d. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan. 
 
Pasal 80 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 79, Penyelia Halal bertanggung jawab: 
a. memastikan kehalalan Bahan yang akan digunakan 
dalam PPH; 
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b. menetapkan standar operasional prosedur 
pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara 
berkala; 
c. memastikan kehalalan pengemasan Produk; 
d. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang 
benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal;  
e. melakukan pemeriksaan terhadap PPH; 
f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak 
memenuhi ketentuan PPH; 
g. mengusulkan penggantian Bahan; 
h. mengusulkan penggunaan tenaga ahli dalam hal 
diperlukan; 
i. mengoordinasikan PPH;  
j. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan; 
dan 




Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Penyelia Halal 
 
Pasal 81 
(1) Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) diselenggarakan 
oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI. 
(2) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai 
penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
meliputi: 
a. penyusunan kurikulum Diklat Sertifikasi Penyelia 
Halal;  
b. penyediaan tenaga pengajar Diklat Sertifikasi 
Penyelia Halal; dan 
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Pasal 82 
(1) Kurikulum Diklat Sertifikasi Penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf 
a disusun dan ditetapkan oleh BPJPH berkoordinasi 
dengan MUI. 
(2) Kurikulum Diklat Sertifikasi Penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
terdiri atas: 
a. pemahaman terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai JPH; 
b. ketentuan standar JPH; dan 
c. pendalaman kompetensi.  
(3) Tenaga pengajar Diklat Sertifikasi Penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf 
b ditetapkan oleh BPJPH berkoordinasi dengan MUI. 
(4) Pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf 
c diselenggarakan dalam satu kesatuan dengan Diklat 
Sertifikasi Penyelia Halal. 
 
Pasal 83 
(1) Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dilaksanakan oleh 
BPJPH atau lembaga pendidikan dan pelatihan lain 
yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) BPJPH melaksanakan Diklat Sertifikasi Penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama 
dengan unit kerja di lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
pendidikan dan pelatihan. 
(3) Lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang 
terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat melaksanakan Diklat Sertifikasi Penyelia Halal 
setelah berkoordinasi dengan BPJPH. 
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Pasal 84 
(1) Peserta Diklat Sertifikasi Penyelia Halal yang 
dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda 
lulus Diklat Sertifikasi Penyelia Halal. 
(2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan dan 
pelatihan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 
hari kerja sejak peserta pendidikan dan pelatihan 
dinyatakan lulus. 
(3) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga 
penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan diketahui 
oleh Kepala Badan. 
 
Bagian Ketiga 
Sertifikasi Penyelia Halal 
 
Pasal 85 
Penerbitan sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi Penyelia 
Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari 




Penetapan Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha 
 
Pasal 86 
(1) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan Pelaku 
Usaha. 
(2) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan 
Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada BPJPH dengan melampirkan: 
a.   fotokopi kartu tanda penduduk Penyelia Halal; 
b.   daftar riwayat hidup Penyelia Halal; 
c.   salinan sertifikat Penyelia Halal yang dilegalisir; 
dan 
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d.   salinan keputusan penetapan Penyelia Halal yang 
dilegalisir. 
(3) Penetapan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan kepada BPJPH dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. 
 
Bagian Kelima 
Pemberhentian Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha 
 
Pasal 87 
Penyelia Halal dapat diberhentikan oleh Pelaku Usaha. 
 
Pasal 88 
(1) Penyelia Halal diberhentikan oleh Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dalam hal: 
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelia 
Halal;  
b. meninggal dunia; 
c. mengundurkan diri; 
d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode 
perilaku, dan/atau disiplin perusahaan; atau 
e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
(2) Pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan oleh 
majelis etik atau sebutan lain berdasarkan kode etik 
dan kode perilaku yang ditetapkan oleh organisasi 
profesi Penyelia Halal. 
 
Bagian Keenam 
Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 
 
Pasal 89 
(1) Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil 
dapat difasilitasi oleh pihak lain. 
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(2) Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan 
kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  
a. keikutsertaan dalam Diklat Sertifikasi Penyelia 
Halal; 
b. keikutsertaan dalam uji kompetensi sertifikasi 
Penyelia Halal; dan/atau 
c. penyediaan Penyelia Halal. 
(3) Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan 
kecil oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan oleh:  
a.   kementerian/lembaga; 
b.   pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; 
c.   perguruan tinggi negeri; 
d.   badan usaha milik negara; 
e.   badan usaha milik daerah; 
f.   lembaga keagamaan Islam; 
g.   lembaga sosial; 
h.   asosiasi; atau  
i.   komunitas. 
 
Pasal 90 
Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 
(2) dibebankan pada anggaran pihak lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
BAB IX 
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN 
PEMBARUAN SERTIFIKAT HALAL 
 
Bagian Kesatu 
Tata Cara Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal 
 
Pasal 91 
(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada 
BPJPH. 
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(2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen: 
a. data Pelaku Usaha; 
b. nama dan jenis Produk; 
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;  
d. proses pengolahan Produk; dan 
e. sistem jaminan produk halal. 
 
Pasal 92 
Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 
ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk berusaha 
atau dokumen izin usaha lainnya. 
 
Pasal 93 
Nama dan jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 91 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan 
jenis Produk yang akan disertifikasi halal.  
 
Pasal 94 
(1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf 
c harus merupakan Produk dan Bahan halal yang 
dibuktikan dengan Sertifikat Halal.  
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diperlukan bagi Bahan yang: 
a.   berasal dari alam tanpa melalui proses 
pengolahan; atau  




Dokumen proses pengolahan Produk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d memuat 
keterangan mengenai pembelian, penerimaan, 
penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, 
pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi. 
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Pasal 96 
Dokumen sistem jaminan produk halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah 
nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di 
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.  
 
Pasal 97 
Dalam hal pengajuan permohonan Sertifikat Halal atas 
Produk yang diproduksi menggunakan jasa maklon dengan 
ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(3), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 91 ayat (2), permohonan harus disertai 
Sertifikat Halal jasa maklon. 
 
Pasal 98 
Dalam hal fasilitas Produksi yang digunakan untuk 
memproduksi Produk yang diajukan Sertifkat Halal juga 
digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak 
diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan 
yang mengandung babi atau turunannya, Pelaku Usaha 
wajib menyampaikan dokumen: 
a. nama dan jenis Produk; 
b. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; 
c. proses pengolahan Produk; dan 
d. pencucian atau penyamakan pada fasilitas Produksi 
yang digunakan secara bersama. 
 
Pasal 99 
Dalam hal Produk yang diproduksi menggunakan Bahan 
yang berasal dari dan/atau mengandung babi, Pelaku 
Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang 
digunakan dalam proses produksi dengan lokasi, tempat, 
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Bagian Kedua 
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen  
Permohonan Sertifikat Halal 
 
Pasal 100 
BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen 
permohonan Sertifikat Halal dalam jangka waktu paling 




(1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal belum lengkap, 
pemohon melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) 
hari kerja. 
(2) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan 
Sertifikat Halal dinyatakan ditolak. 
 
Bagian Ketiga 
Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan 
Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk 
 
Pasal 102 
(1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal telah 
memenuhi kelengkapan dokumen, pemohon memilih 
LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk. 
(2) Pemilihan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan pertimbangan: 
a. akreditasi LPH; 
b. ruang lingkup kompetensi LPH; 
c. aksesibilitas LPH; 
d. beban kerja LPH; dan 
e. kinerja LPH. 
(3) BPJPH menetapkan LPH yang telah dipilih oleh 
pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
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melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan Produk. 
(4) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan 




Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk oleh 
Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 103 
(1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan Produk. 
(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Auditor Halal. 
(3) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a.   pemeriksaan keabsahan dokumen; dan 
b.   pemeriksaan Produk. 
 
Pasal 104 
(1) Pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 103 ayat (3) huruf b dilakukan di lokasi usaha 
pada saat proses produksi.  
(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Produk di lokasi 
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon 




Dalam hal hasil pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang 
diragukan kehalalannya, pemeriksaan Produk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf b dapat 
dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi. 
- 53 - 
 
Pasal 106 
(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat 
puluh) hari kerja sejak penetapan LPH diterbitkan oleh 
BPJPH. 
(2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terlampaui, LPH dapat memperpanjang 
waktu pemeriksaan dan/atau pengujian dalam jangka 
waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
jangka waktu pemeriksaan berakhir. 
(3) LPH melaporkan perpanjangan waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lambat 3 
(tiga) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir. 
 
Pasal 107 
(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
untuk Produk yang diproduksi di luar negeri 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari kerja sejak penetapan LPH diterbitkan oleh 
BPJPH.  
(2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dipenuhi, LPH dapat 
memperpanjang waktu pemeriksaan dan/atau 
pengujian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
berakhirnya jangka waktu pemeriksaan.  
(3) LPH melaporkan perpanjangan waktu pemeriksaan 
dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lambat 3 
(tiga) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir. 
 
Pasal 108 
(1) Dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
Produk membutuhkan jangka waktu melebihi dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
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dan Pasal 107, LPH mengajukan permohonan jangka 
waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
Produk kepada BPJPH. 
(2) BPJPH memberikan keputusan terhadap permohonan 
jangka waktu yang diajukan oleh LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 
Pasal 109 
Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
sampai dengan Pasal 108 tidak dipenuhi: 
a. LPH menyampaikan laporan akhir mengenai hasil 
pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH 
sesuai dengan kondisi yang ada; dan 
b. LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya 




(1) LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH berupa 
dokumen, yang meliputi: 
a. Produk dan Bahan yang digunakan; 
b. PPH; 
c. hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan; 
d. berita acara pemeriksaan; dan 
e. rekomendasi. 
(2) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja 
sejak diterima oleh BPJPH. 
 
Pasal 111 
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) 
dinyatakan belum memenuhi syarat kelengkapan 
dokumen, BPJPH menyampaikan permintaan 
tambahan dokumen kepada LPH. 
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(2) LPH wajib menyerahkan tambahan dokumen kepada 
BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak permintaan tambahan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh 
LPH. 
(3) Dalam hal LPH tidak menyerahkan tambahan 
dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), BPJPH menyatakan permohonan 
Sertifikat Halal tidak dapat dilanjutkan dan disertai 
dengan pengembalian dokumen hasil pemeriksaan 
dan/atau pengujian LPH.  
(4) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal dinyatakan 
tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), LPH wajib mengembalikan dokumen dan 
biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
Produk kepada pemohon. 
 
Pasal 112 
Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) 
dinyatakan telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen, 
BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan 
dokumen kepada MUI dalam jangka waktu paling lama 3 




Penetapan Kehalalan Produk 
 
Pasal 113 
Penetapan kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI 
melalui sidang fatwa halal MUI. 
 
Pasal 114 
(1) Sebelum pelaksanaan sidang fatwa halal MUI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, MUI 
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melakukan pengkajian ilmiah terhadap hasil 
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.  
(2) Pengkajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh MUI. 
 
Pasal 115 
(1) MUI mengkaji hasil pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan Produk sebagaimana tercantum dalam 
dokumen yang disampaikan oleh BPJPH melalui 
sidang fatwa halal.  
(2) MUI melaksanakan sidang fatwa halal dengan 
mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, 
lembaga terkait, dan/atau institusi terkait. 
 
Pasal 116 
(1) Dalam hal sidang fatwa halal memerlukan informasi 
tambahan yang belum tercantum dalam dokumen 
yang disampaikan oleh BPJPH, MUI mengembalikan 
dokumen untuk dilengkapi.  
(2) BPJPH melengkapi kelengkapan dokumen dalam 
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
pengembalian dokumen dari MUI diterima oleh BPJPH. 
 
Pasal 117 
(1) Sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 115 menghasilkan penetapan kehalalan Produk 
yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi 
fatwa MUI dan diketahui oleh ketua umum MUI.  
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari 
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Bagian Keenam 
Penerbitan Sertifikat Halal oleh  
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 118 
(1) Keputusan penetapan kehalalan Produk dari MUI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) 
disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar 
penerbitan Sertifikat Halal. 
(2) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penetapan 
kehalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH. 
 
Pasal 119 
Dalam hal terjadi perubahan data Pelaku Usaha, Pelaku 
Usaha wajib menyampaikan perubahan data kepada 
BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 
sejak perubahan data Pelaku Usaha terjadi. 
 
Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pembaruan Sertifikat Halal 
 
Pasal 120 
(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 
diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan 
komposisi Bahan. 
(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha 
dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat 
Halal berakhir. 
(3) Pembaruan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha secara 
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Pasal 121 
Permohonan pembaruan Sertifikat Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dilengkapi dengan 
dokumen: 
a. salinan Sertifikat Halal; dan 
b. surat pernyataan yang menerangkan Produk yang 
didaftarkan tidak mengalami perubahan dengan 




Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai 
dengan Pasal 118 berlaku secara mutatis mutandis untuk 
permohonan pembaruan Sertifikat Halal.  
 
Pasal 123 
(1) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan 
dalam Produk, wajib dilaporkan oleh Pelaku Usaha 
kepada BPJPH. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
melampirkan: 
a. dokumen perubahan komposisi Bahan; dan 
b. salinan Sertifikat Halal atas Bahan yang diubah. 
(3) Dalam hal Bahan yang diubah tidak memiliki 
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan 
pembaruan Sertifikat Halal Produk kepada BPJPH.   
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 
sampai dengan Pasal 118 berlaku secara mutatis 
mutandis untuk permohonan Sertifikat Halal Produk  
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Bagian Kedelapan 




(1) Biaya sertifikasi halal terdiri atas: 
a. biaya pengajuan permohonan Sertifikat Halal; 
b. biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
Produk; 
c. biaya pengkajian ilmiah terhadap hasil 
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
Produk; 
d. biaya pelaksanaan sidang fatwa halal; dan 
e. biaya penerbitan Sertifikat Halal. 
(2) Biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibebankan kepada Pelaku Usaha yang 
mengajukan permohonan Sertifikat Halal.  
(3) Besaran tarif biaya sertifikasi halal dan tata cara 




(1) Biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 124 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e dibayarkan melalui rekening BPJPH. 
(2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah BPJPH 
menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan 
dan/atau pengujian. 
(3) Besaran tarif biaya pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
124 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan 
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Pasal 126 
(1) Biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 124 ayat (1) merupakan penerimaan negara 
bukan pajak kecuali biaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf 
d. 
(2) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal ditolak, biaya 
sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. 
 
Bagian Kesembilan 
Tata Cara Fasilitasi Biaya Sertifikasi Halal 
oleh Pihak Lain 
 
Pasal 127 
(1) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan 
kecil, biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 124 dapat difasilitasi oleh pihak lain. 
(2) Fasilitasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa fasilitasi oleh:  
a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan 
dan belanja negara; 
b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan 
dan belanja daerah; 
c. perusahaan; 
d. lembaga sosial; 
e. lembaga keagamaan; 
f. asosiasi; atau 
g. komunitas. 
(3) Dalam hal biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha 
mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 
a. biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran 
pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
b. fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam 
keputusan pihak lain. 
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(4) Keputusan pihak lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b disampaikan kepada BPJPH. 
 
BAB X 
TATA CARA REGISTRASI 






(1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal 
berdasarkan perjanjian keberterimaan Sertifikat Halal 
yang berlaku secara timbal balik. 
(2) Dalam hal negara setempat tidak mengakui lembaga 
halal luar di negaranya karena tidak mengakomodir 
hal-hal terkait keagamaan, perjanjian keberterimaan 
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan 
mengenai status kelembagaan lembaga halal luar 
negeri yang diterbitkan oleh: 
a. perwakilan Indonesia di negara setempat; atau 
b. perwakilan negara setempat di Indonesia. 
 
Pasal 129 
(1)  Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 
ayat (1) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk 
diedarkan di Indonesia. 
(2) Dalam hal Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh 
lembaga halal luar negeri yang tidak memiliki kerja 
sama dengan BPJPH, Pelaku Usaha wajib melakukan 
sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Menteri ini. 
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(3) Produk bersertifikat halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai 
persyaratan peredaran Produk terkait. 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara Permohonan Registrasi 
Sertifikat Halal Luar Negeri 
 
Paragraf 1 
Pengajuan Permohonan Registrasi 
Sertifikat Halal Luar Negeri 
 
Pasal 130 
(1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dilakukan 
berdasarkan permohonan yang diajukan secara 
tertulis oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. 
(2) Permohonan Registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan dokumen: 
a. data Pelaku Usaha; 
b. salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk yang 
bersangkutan yang telah disahkan oleh 
perwakilan Indonesia di luar negeri; 
c. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia 
dilengkapi dengan nomor kode sistem 
harmonisasi; dan 
d. surat pernyataan yang menyatakan dokumen 
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Paragraf 2 
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen 
Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri 
 
Pasal 131 
(1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen permohonan Registrasi Sertifikat Halal luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat 
(2). 
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, 
BPJPH menyampaikan permintaan tambahan 
dokumen kepada pemohon. 
(3) Pemohon wajib menyerahkan tambahan dokumen 
kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen 
diterima. 
(4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan 




(1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen 
permohonan Registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) sejak 
dinyatakan lengkap. 
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, 
pemohon menyampaikan dokumen asli. 
(3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen 
asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
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Paragraf 3 
Biaya Registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
 
Pasal 133 
(1) Biaya Registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
dibebankan kepada pemohon. 
(2) Biaya Registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
melalui rekening BPJPH. 
(3) Besaran tarif biaya Registrasi Sertifikat Halal luar 




Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri 
 
Pasal 134 
(1) Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
diterbitkan oleh BPJPH. 
(2) Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat keterangan mengenai: 
a. lembaga penerbit Nomor Registrasi Sertifikat 
Halal luar negeri; 
b. Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri; 
c. data Pelaku Usaha; 
d. nama Produk yang diregistrasi; 
e. masa berlaku Sertifikat Halal luar negeri; 
f. tanda tangan Kepala Badan; dan 
g. kode identitas unik. 
(3) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembaruan Registrasi  
Sertifikat Halal Luar Negeri 
 
Pasal 135 
(1) Masa berlaku Registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
menyesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat Halal 
yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri. 
(2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri wajib 
diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan 
pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa 
berlaku Registrasi Sertifikat Halal luar negeri berakhir. 
 
Pasal 136 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai 
dengan Pasal 133 berlaku secara mutatis mutandis untuk 




Pencabutan Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri 
 
Pasal 137 
(1) Pencabutan Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar 
negeri dilakukan oleh BPJPH.  
(2) Pencabutan Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar 
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
jika masa berlaku kerja sama saling pengakuan 















Isi, Bentuk, dan Keberlakuan Label Halal 
 
Pasal 138 
Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada 
Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal. 
 
Pasal 139 
(1) BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku 
nasional. 
(2) Bentuk Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Kepala Badan. 
 
Pasal 140 
Label Halal pada Produk yang disertifikasi oleh lembaga 
halal luar negeri merupakan Label Halal yang dikeluarkan 
oleh lembaga halal luar negeri. 
 
Bagian Kedua 
Pencantuman Label Halal 
 
Pasal 141 
(1) Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 
dicantumkan pada: 
a. Kemasan Produk;  
b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau   
c. tempat tertentu pada Produk.  
(2) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta 
tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan 
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BAB XII 
KETERANGAN TIDAK HALAL 
 
Pasal 142 
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan 
yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib 
mencantumkan Keterangan Tidak Halal. 
(2) Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan 
yang dicantumkan pada: 
a. Kemasan Produk; 
b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau 
c. tempat tertentu pada Produk. 
 
Pasal 143 
Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan selain 
yang berasal dari dan/atau mengandung babi harus 
mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tulisan 




(1) Pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143 harus 
mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, 
dilepas, dan dirusak dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Penggunaan latar belakang berupa gambar, warna, 
dan/atau desain lainnya tidak boleh mengaburkan 
ukuran, bentuk, dan warna Keterangan Tidak Halal. 
(3) Pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan 
pelindungan dan hak asasi manusia kelompok rentan, 
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BAB XIII 
TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN 
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN 
JAMINAN PRODUK HALAL 
 
Bagian Kesatu 
Tata Cara Peran Serta Masyarakat  






(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam 
penyelenggaraan JPH. 
(2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:  
a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan  




Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Melakukan 
Sosialisasi Mengenai Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 146 
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 




c. diskusi;  
d. ceramah; 
e. pameran; dan  
f. pendampingan. 
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(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan, baik secara langsung, melalui media 
cetak, maupun media elektronik. 
 
Paragraf 3 
Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Mengawasi 
Produk dan Produk Halal yang Beredar 
 
Pasal 147 
Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan 
Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud dalam 




(1) Pelaporan kepada BPJPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 147 dituangkan dalam Laporan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disampaikan oleh: 
a.   perorangan warga negara Indonesia; 
b.   badan hukum publik atau privat; atau 
c.   organisasi kemasyarakatan.  
 
Pasal 149 
BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan 
terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 150 
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 
paling sedikit memuat:  
a. nama lengkap dan alamat Pelapor; 
b. nama lengkap terlapor; 
c. uraian mengenai peristiwa yang diadukan atau 
dilaporkan; dan 
d. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, 
atau petunjuk terjadinya pelanggaran. 
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan bukti permulaan sebagai pendukung. 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan  
Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 151 
(1) BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada 
masyarakat yang telah berperan serta dalam 
penyelenggaraan JPH. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan kepada:  
a. perorangan warga negara Indonesia; 
b. badan hukum publik atau privat;  
c. kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, lembaga nonstruktural, 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota; atau 
d. organisasi kemasyarakatan. 
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa:  
a.   pemberian anugerah halal Indonesia;  
b.   penunjukkan sebagai duta halal; dan/atau  
c.   bantuan biaya kegiatan. 
 
BAB XIV 






(1) BPJPH melakukan Pengawasan terhadap JPH. 
(2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap: 
a. LPH; 
b. masa berlaku Sertifikat Halal; 
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c. kehalalan Produk; 
d. pencantuman Label Halal; 
e. pencantuman Keterangan Tidak Halal; 
f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat 
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, 
pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta 
penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; 
g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau 
h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. 
(3) BPJPH dapat melakukan pengawasan JPH bersama-
sama dengan kementerian terkait, lembaga terkait, 
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ 
kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau 
pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota 
melakukan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
(5) BPJPH melakukan koordinasi dan kerja sama dalam 






(1) Kepala Badan berwenang melakukan pengawasan JPH 
pada lingkup nasional dan daerah. 
(2) Menteri pada kementerian terkait berwenang 
melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional. 
(3) Pimpinan pada lembaga terkait berwenang melakukan 
pengawasan JPH pada lingkup nasional. 
(4) Gubernur berwenang melakukan pengawasan JPH 
pada wilayah kerjanya. 
(5) Bupati berwenang melakukan pengawasan JPH pada 
wilayah kerjanya. 
(6) Wali kota berwenang melakukan pengawasan JPH 
pada wilayah kerjanya. 
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Pasal 154 
(1) Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangan 
pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 153 ayat (1) kepada pimpinan unit kerja 
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
pengawasan di lingkungan BPJPH. 
(2) Pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 
di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan 
pelaksanaan pengawasan JPH kepada pimpinan 
perwakilan BPJPH di daerah. 
 
Pasal 155 
(1) Menteri pada kementerian terkait dapat 
mendelegasikan kewenangan pelaksanaan 
pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
153 ayat (2) kepada pimpinan unit kerja yang 
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan di 
lingkungan masing-masing kementerian terkait. 
(2) Pimpinan pada lembaga terkait dapat mendelegasikan 
kewenangan pelaksanaan pengawasan JPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) 
kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas 
dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan 
masing-masing lembaga terkait. 
(3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan 
pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 153 ayat (4) kepada pimpinan unit kerja 
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
pengawasan. 
(4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan 
pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 153 ayat (5) kepada pimpinan unit kerja 
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
pengawasan. 
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(5) Wali kota dapat mendelegasikan kewenangan 
pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 153 ayat (6) kepada pimpinan unit kerja 




(1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, 
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ 
kota dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat 
mengikutsertakan institusi terkait. 
(2) Institusi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan pengawasan 
JPH dalam kegiatan pendampingan. 
 
Bagian Ketiga 
Pengawas Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 157 
(1) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh Pengawas JPH 
pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, 
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ 
kota. 
(2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, 
kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau 
pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 158 
Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan: 
a. beragama Islam; 
b. Pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja yang 
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan; 
c. berpendidikan paling rendah sarjana; dan 
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d. telah mengikuti Diklat Pengawas JPH. 
 
Bagian Keempat 
Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 159 
(1) Diklat Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 158 huruf d diselenggarakan oleh BPJPH bekerja 
sama dengan MUI dan kementerian/lembaga terkait. 
(2) Kerja sama BPJPH dengan MUI dan 
kementerian/lembaga terkait mengenai 
penyelenggaraan Diklat Pengawas JPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 
a.   penyusunan kurikulum Diklat Pengawas JPH; 
dan 




(1) Kurikulum Diklat Pengawas JPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a disusun 
dan ditetapkan oleh Kepala Badan setelah 
berkoordinasi dengan MUI dan kementerian/lembaga. 
(2) Tenaga pengajar Diklat Pengawas JPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b ditetapkan 




(1) Diklat Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 158 huruf d dilaksanakan oleh BPJPH atau 
lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang 
terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) BPJPH melaksanakan Diklat Pengawas JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama 
dengan unit kerja di lingkungan kementerian yang 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
pendidikan dan pelatihan. 
(3) Lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang 
terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat melaksanakan Diklat Pengawas JPH setelah 
berkoordinasi dengan BPJPH. 
 
Pasal 162 
(1) Peserta Diklat Pengawas JPH yang dinyatakan lulus 
berhak memperoleh sertifikat tanda lulus Diklat 
Pengawas JPH. 
(2) BPJPH menerbitkan sertifikat tanda lulus Diklat 
Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 
sejak peserta Diklat Pengawas JPH dinyatakan lulus. 
(3) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga 
penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dan 
diketahui oleh Kepala Badan. 
 
Pasal 163 
(1) Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga 
terkait dan/atau pemerintah daerah 
provinsi/kabupaten/kota belum memiliki Pengawas 
JPH yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 158 huruf d, BPJPH, 
kementerian terkait, lembaga terkait dan/atau 
pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat 
menugaskan Pegawai ASN di lingkungan masing-
masing untuk melakukan pengawasan JPH. 
(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus diusulkan mengikuti Diklat Pengawas JPH 
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Bagian Kelima 
Jenis dan Penahapan Pengawasan Jaminan Produk Halal  
 
Pasal 164 
(1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala 
dan/atau sewaktu-waktu. 
(2) Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali 
dalam 6 (enam) bulan. 
(3) Pengawasan JPH sewaktu-waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan 




Pengawasan JPH secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 








Perencanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 166 
(1) Pengawasan JPH oleh BPJPH, kementerian terkait, 
lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah 
provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan 
rencana kerja pengawasan JPH. 
(2) Rencana kerja pengawasan JPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. rencana kerja unit kerja yang mempunyai tugas 
dan fungsi di bidang pengawasan; dan/atau 
b. rencana kerja Pengawas JPH. 
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Pasal 167 
Rencana Kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 
di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
166 ayat (2) huruf a disusun oleh unit kerja yang 
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan di 
lingkungan BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait 
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. 
 
Pasal 168 
(1) Dalam hal pengawasan JPH dilaksanakan secara 
berkala, rencana kerja unit kerja yang mempunyai 
tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a disusun 
setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi 
penyelenggaraan JPH. 
(2) Dalam hal pengawasan JPH dilaksanakan sewaktu-
waktu, rencana kerja unit kerja yang mempunyai 
tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a disusun 
sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi 
dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan: 
a. laporan masyarakat; 
b. informasi melalui media cetak, media elektronik, 
media lainnya; dan/atau 
c. informasi lain mengenai JPH.  
 
Pasal 169 
(1) Rencana kerja Pengawas JPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b disusun oleh 
Pengawas JPH. 
(2) Rencana kerja Pengawas JPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun setiap bulan dengan 
mendasarkan pada rencana kerja unit kerja yang 
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan. 
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Bagian Ketujuh 






Dalam melaksanakan pengawasan JPH, pimpinan unit 
kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
pengawasan menugaskan Pengawas JPH. 
 
Pasal 171 
Pengawas JPH yang telah ditugaskan melaksanakan 
pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 
paling sedikit harus: 
a. membawa surat tugas; 
b. mengenakan tanda pengenal; 
c. membuat berita acara pengawasan; dan 
d. membuat laporan hasil pengawasan JPH. 
 
Pasal 172 
Pengawas JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang 




Pelaksanaan Pengawasan Terhadap  
Lembaga Pemeriksa Halal 
 
Pasal 173 
Pengawasan LPH paling sedikit dilakukan terhadap: 
a. pemenuhan persyaratan pendirian LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);  
b. pemenuhan persyaratan Akreditasi LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41; dan 
c. pemenuhan kewajiban pelaporan perubahan data LPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1). 
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Pasal 174 
Pengawasan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 
dilakukan dengan cara: 
a. pemeriksaan dokumen; 
b. pemeriksaan lapangan; dan 
c. pengujian alat laboratorium. 
 
Paragraf 3 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap 
Masa Berlaku Sertifikat Halal 
 
Pasal 175 
Pengawasan masa berlaku Sertifikat Halal paling sedikit 
dilakukan terhadap: 
a. masa berlaku Sertifikat Halal; dan 
b. kesesuaian Sertifikat Halal dengan Produk. 
 
Pasal 176 
Pengawasan masa berlaku Sertifikat Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 175 dilakukan dengan cara:  
a. pemeriksaan dokumen Sertifikat Halal; dan 
b. pemeriksaan Produk yang bersertifikat halal. 
 
Paragraf 4 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kehalalan Produk 
 
Pasal 177 
Pengawasan kehalalan Produk paling sedikit dilakukan 
terhadap: 
a. Bahan baku, Bahan olahan, Bahan tambahan, dan 
Bahan penolong yang digunakan menghasilkan suatu 
Produk; 
b. PPH; 
c. jasa terkait dengan PPH; dan 
d. lokasi, tempat, dan alat PPH. 
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Pasal 178 
Pengawasan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 177 dilakukan dengan cara: 
a. pemeriksaan dokumen; 
b. pemeriksaan lapangan; dan/atau 
c. uji laboratorium. 
 
Paragraf 5 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap  
Pencantuman Label Halal 
 
Pasal 179 
Pengawasan pencantuman Label Halal paling sedikit 
dilakukan terhadap: 
a. kepemilikan Sertifikat Halal atas Produk yang 
mencantumkan Label Halal; 
b. pemenuhan kewajiban mencantumkan Label Halal 
pada Produk yang bersertifikat Halal; 
c. bentuk Label Halal; 
d. tempat pencantuman Label Halal; dan 
e. ukuran Label Halal.  
 
Pasal 180 
Pengawasan pencantuman Label Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 179 dilakukan dengan cara: 
a. pemeriksaan dokumen;  
b. pemeriksaan lapangan; dan 
c. pemeriksaan Produk. 
 
Paragraf 6 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap  
Pencantuman Keterangan Tidak Halal 
 
Pasal 181 
Pengawasan pencantuman Keterangan Tidak Halal paling 
sedikit dilakukan terhadap: 
a. Produk yang terbuat dari Bahan yang diharamkan; 
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b. Produk yang belum bersertifikat Halal; 
c. bentuk gambar, tanda, atau tulisan Keterangan Tidak 
Halal; 
d. ukuran Keterangan Tidak Halal; dan 
e. penempatan Keterangan Tidak Halal.  
 
Pasal 182 
Pengawasan pencantuman Keterangan Tidak Halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilakukan dengan 
cara: 
a. pemeriksaan dokumen;  
b. pemeriksaan lapangan; dan 
c. pemeriksaan Produk. 
 
Paragraf 7 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemisahan Lokasi, 
Tempat dan Alat Penyembelihan, Pengolahan, 
Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian, 
 Penjualan, serta Penyajian Antara  
Produk Halal dan Tidak Halal 
 
Pasal 183 
Pengawasan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan alat 
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, dan penjualan, serta penyajian antara 
Produk Halal dan tidak halal paling sedikit dilakukan 
terhadap: 
a. lokasi, tempat, dan alat penyembelihan;  
b. lokasi, tempat, dan alat pengolahan;  
c. lokasi, tempat, dan alat penyimpanan; 
d. lokasi, tempat, dan alat pengemasan; 
e. lokasi, tempat, dan alat pendistribusian; 
f. lokasi, tempat, dan alat penjualan; dan 
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Pasal 184 
Pengawasan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan alat 
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, dan penjualan, serta penyajian antara 
Produk Halal dan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 183 dilakukan dengan cara: 
a. pemeriksaan dokumen; dan 
b. pemeriksaan lapangan.  
 
Paragraf 8 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelia Halal 
 
Pasal 185 
Pengawasan keberadaan Penyelia Halal paling sedikit 
dilakukan terhadap: 
a. pemenuhan persyaratan sebagai Penyelia Halal; 
b. sertifikat pendidikan dan pelatihan;  
c. sertifikat uji kompetensi; 
d. status kepegawaian atau pekerjaan; dan 
e. kepatuhan terhadap kode etik.  
 
Pasal 186 
Pengawasan keberadaan Penyelia Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 185 dilakukan dengan cara: 
a. pemeriksaan dokumen; dan  
b. pemeriksaan lapangan. 
 
Paragraf 9 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kegiatan Lain yang 
Berkaitan dengan Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 187 
Pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan 
JPH dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam 
hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 188 
Pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan 
JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 dilakukan 
dengan cara: 
a. pemeriksaan Produk; 
b. pemeriksaan dokumen;  
c. pemeriksaan lapangan;  
d. pengujian alat laboratorium; dan/atau 
e. uji laboratorium. 
 
Bagian Kedelapan  
Pelaporan Pengawasan Jaminan Produk Halal  
 
Pasal 189 
Laporan pengawasan JPH terdiri atas: 
a. Laporan Pengawas JPH; dan 
b. Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 
di bidang pengawasan. 
 
Pasal 190 
(1) Laporan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 189 huruf a disusun oleh Pengawas JPH. 
(2) Laporan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang 
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan. 
 
Pasal 191 
(1) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 
di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 189 huruf b di lingkungan BPJPH disusun oleh 
pimpinan unit kerja setiap 6 (enam) bulan dan 
sewaktu-waktu diperlukan. 
(2) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 
di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan. 
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Pasal 192 
(1) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 
di bidang pengawasan di lingkungan masing-masing 
kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah 
daerah provinsi/kabupaten/kota disusun oleh 
pimpinan unit kerja setiap 6 (enam) bulan dan 
sewaktu-waktu diperlukan. 
(3) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 
di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada masing-masing menteri 
terkait, pimpinan lembaga terkait, gubernur/bupati/ 
wali kota. 
(4) Selain disampaikan kepada masing-masing menteri 
terkait, pimpinan lembaga terkait, gubernur/bupati/ 
wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
laporan disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang 
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan 
kepada Kepala Badan sebagai bahan koordinasi dalam 
pelaksanaan pengawasan JPH. 
 
Bagian Kesembilan 
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Jaminan Produk Halal 
 
Pasal 193 
BPJPH menindaklanjuti hasil pengawasan JPH. 
 
Pasal 194 
(1) Dalam hal hasil pengawasan JPH menemukan dugaan 
pelanggaran JPH, pimpinan unit kerja yang 
mempunyai tugas dan fungsi bidang pengawasan di 
lingkungan BPJPH menentukan jenis dugaan 
pelanggaran JPH. 
(2) Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa: 
a. pelanggaran administratif; atau 
b. tindak pidana. 
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Pasal 195 
(1) Tindak lanjut atas pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) huruf 
a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Menteri ini. 
(2) Temuan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 194 ayat (2) huruf b diteruskan kepada 
aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
BAB XV 






(1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan 
sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; 
c. denda administratif; 
d. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau 
e. penarikan barang dari peredaran. 
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
tingkat pelanggaran yang dilakukan. 
(3)  Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara 
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Bagian Kedua 




Pelaku Usaha yang melampaui batas waktu penahapan 
pengajuan permohonan Sertifikat Halal terhadap Produk 
wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 dan Pasal 33, dikenakan sanksi berupa:  
a. peringatan tertulis; dan 
b. penarikan barang dari peredaran. 
 
Pasal 198 
(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal 
wajib: 
a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang 
telah mendapat Sertifikat  Halal; 
b. menjaga kehalalan Produk yang telah 
memperoleh Sertifikat Halal;  
c. memisahkan lokasi, tempat dan alat 
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, 
pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan 
penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;  
d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku 
Sertifikat Halal berakhir; dan/atau 
e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada 
BPJPH. 
(2) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. peringatan tertulis;  
b. denda administratif; atau 
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Pasal 199 
(1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Keterangan Tidak 
Halal pada Produk yang berasal dari Bahan yang 
diharamkan. 
(2) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; atau 
c. denda administratif. 
 
Pasal 200 
(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi 
Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal 
luar negeri sebelum Produk diedarkan di Indonesia, 
dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang 
dari peredaran. 
(2) Penarikan barang dari peredaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH 
berkoordinasi dengan lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan di 




(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Nomor 
Registrasi Sertifikat Halal luar negeri wajib 
mencantumkan Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar 
negeri berdekatan dengan Label Halal pada: 
a. Kemasan Produk; 
b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau 
c. tempat tertentu pada Produk. 
(2) Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan Nomor 
Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; atau 
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c. denda administratif. 
 
Bagian Ketiga 






(1) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 201 
berasal dari: 
a. Laporan; dan/atau 
b. Temuan. 
(2) BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap 






(1) Laporan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf 
a dapat disampaikan oleh: 
a.   perorangan Warga Negara Indonesia; 
b.   badan hukum publik atau privat; dan 
c.   organisasi kemasyarakatan.  
(2) Laporan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada BPJPH. 
(3) BPJPH menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan 
Terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan 
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Pasal 204 
(1) Laporan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 paling sedikit 
memuat:  
a. identitas pelapor yang meliputi nama, alamat, 
nomor telepon, faksimile, email, dan kedudukan; 
b. nama, alamat, dan konten isi yang diadukan; 
c. kewajiban yang dilanggar; 
d. waktu pelanggaran;  
e. kronologi peristiwa yang diadukan; dan 
f. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, 
atau petunjuk terjadinya pelanggaran. 
(2) Laporan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 






(1) Temuan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf 
b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran 
yang paling sedikit memuat: 
a. identitas petugas yang menemukan dugaan 
pelanggaran; 
b. identitas pihak yang diduga melakukan 
pelanggaran; dan 
c. uraian dugaan pelanggaran. 
(2) Temuan dugaan pelanggaran administratif 
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Paragraf 4 
Kajian Terhadap Laporan dan/atau Temuan  
 
Pasal 206 
(1) BPJPH melakukan kajian terhadap Laporan dan/atau 
Temuan dugaan pelanggaran administratif. 
(2) Kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan dugaan 
pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menganalisis 
kebenaran: 
a. identitas pelapor; 
b. kebenaran identitas terlapor; dan  
c. kesesuaian antara Laporan dan/atau Temuan 
dengan bukti awal yang diterima. 
(3) Kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan dugaan 
pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
Laporan dan/atau Temuan disampaikan. 
 
Pasal 207 
(1) Dalam melakukan kajian terhadap Laporan dan/atau 
Temuan dugaan pelanggaran administratif, BPJPH 
dapat melakukan klarifikasi dan meminta pelapor 
melengkapi kekurangan Laporan dan/atau Temuan 
atau bukti awal yang diajukan. 
(2) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat meminta 
informasi pihak lain sepanjang terkait dengan Laporan 
dan/atau Temuan.  
 
Pasal 208 
(1) Dalam hal kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan 
dugaan pelanggaran administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 207 menyimpulkan tidak 
terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH 
menghentikan proses pemeriksaan. 
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(2) Dalam hal kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan 
dugaan pelanggaran administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 207 menyimpulkan terdapat 




Pemeriksaan Terhadap Laporan dan/atau Temuan  
 
Pasal 209 
(1) BPJPH melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 
administratif berdasarkan hasil kajian terhadap 
Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran 
administratif.  
(2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif 
dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan 
menilai bukti telah terjadinya pelanggaran 
administratif. 
(3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak kajian awal selesai dilakukan. 
 
Pasal 210 
(1) Dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 
BPJPH dapat membentuk tim pemeriksa.  






e. pihak lain yang terkait dengan Laporan dan/atau 
Temuan. 
f. dokumen terkait; dan 
g. sampel melalui uji laboratorium. 
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Pasal 211 
(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
210 melakukan pemeriksaan dengan cara: 
a. memanggil pihak-pihak yang diperlukan; 
b. melakukan kunjungan lapangan; 
c. melakukan korespondensi; dan/atau 
d. memanfaatkan media komunikasi lainnya. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan secara tertutup. 
 
Pasal 212 
Alat bukti dugaan pelanggaran administrasi JPH berupa: 
a. keterangan pelapor; 
b. keterangan terlapor; 
c. keterangan saksi; 
d. keterangan ahli;  
e. surat; 
f. hasil uji laboratorium; dan/atau 
g. dokumen elektronik.  
 
Pasal 213 
(1) Tim Pemeriksa menyusun berita acara pemeriksaan 
untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan. 
(2) Berita acara pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, 
saksi dan ahli ditandatangani oleh ketua tim dan 
pihak terperiksa.  
(3) Dalam hal pihak terperiksa tidak bersedia 
menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), yang bersangkutan menandatangani 
berita acara keberatan untuk menandatangani berita 
acara hasil pemeriksaan. 
(4) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak 
ditandatangani oleh pihak terperiksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah 
sepanjang ditandatangani oleh ketua dan anggota tim 
pemeriksa. 
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Paragraf 6 
Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan 
dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif 
 
Pasal 214 
(1) Tim pemeriksa melaksanakan rapat untuk membahas 
dan memutuskan hasil pemeriksaan. 
(2) Rapat tim pemeriksa dilaksanakan paling lambat 5 
(lima) hari kerja menjelang berakhirnya tenggang 
waktu proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 209 ayat (3). 
 
Pasal 215 
(1) Dalam hal tim pemeriksa menyimpulkan tidak 
ditemukan bukti yang cukup tentang adanya 
pelanggaran administratif, tim merekomendasikan 
untuk: 
a. menolak laporan; dan 
b. merehabilitasi nama terlapor.  
(2) Dalam hal tim pemeriksa menyimpulkan telah 
ditemukan bukti yang cukup tentang terjadinya 
pelanggaran administratif, tim pemeriksa 
merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi 
administratif kepada terlapor sesuai dengan 
pelangaran yang terbukti. 
 
Pasal 216 
Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling sedikit 
memuat: 
a. kasus posisi; 
b. data; 
c. kajian tim; 
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Pasal 217 
(1) Tim pemeriksa menyampaikan laporan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 216 kepada Kepala Badan. 
(2) Penyampaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 
kesimpulan hasil pemeriksaan ditetapkan. 
 
Pasal 218 
(1) Kepala Badan menyelenggarakan sidang untuk 
memutuskan rekomendasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan setelah memberitahukan kepada Menteri. 
(2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 




Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 
memutuskan bahwa dugaan pelanggaran administratif 




(1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
218 memutuskan telah terjadi pelanggaran 
administratif, terlapor dinyatakan bersalah dan 
dikenakan sanksi administratif. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan 
rekomendasi tim pemeriksa. 
(3) Tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dugaan 
pelanggaran administratif berdasarkan pada pedoman 
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Bagian Keempat 
Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif 
 
Pasal 221 
Dalam hal pengenaan sanksi administratif diberikan secara 
berjenjang, sanksi administratif dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; 
c. denda administrtaif; dan 
d. penarikan barang dari peredaran. 
 
Pasal 222 
Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 221 huruf a dilakukan dalam bentuk tertulis.
  
Pasal 223 
(1) Dalam hal sanksi teguran lisan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 222 tidak ditindaklajuti oleh 
Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 
sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi 
peringatan tertulis. 




(1) Dalam hal sanksi peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) tidak ditindaklajuti 
oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
kerja sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi 
denda administratif dan/atau penarikan barang dari 
peredaran. 
(2) Pengenaan sanksi denda administratif dilakukan 
dalam bentuk pembayaran sejumlah uang ke kas 
negara. 
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(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud 




(1) Pengenaan sanksi penarikan barang dari peredaran 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 197 dan Pasal 200. 
(2)  Penarikan Barang dari Peredaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak sanksi 
penarikan barang dari peredaran ditetapkan. 
(3)  Penarikan barang dari peredaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaku Usaha 
di bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan 




Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal ditetapkan 
oleh Kepala Badan. 
 
Bagian Kelima 
Pengajuan Keberatan Terhadap 






(1) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif dapat 
mengajukan keberatan kepada Kepala Badan.  
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa: 
a. denda administratif; 
b.   pencabutan Sertifikat Halal; dan 
c.   penarikan barang dari peredaran.  
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Pasal 228 
(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 227 ayat (2) dituangkan dalam bentuk 
permohonan keberatan yang paling sedikit memuat: 
a. identitas pemohon; 
b. alasan keberatan; dan 
c. keputusan yang dimohonkan. 
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan melampirkan:  
a. identitas Pelaku Usaha; 
b. keputusan Kepala Badan terkait sanksi 
administratif; dan 
c. bukti lain yang mendukung kebenaran alasan 
keberatan. 
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan. 
 
Paragraf 2 
Tindak Lanjut Terhadap Pengajuan Keberatan 
Penjatuhan Sanksi Administratif 
 
Pasal 229 
Kepala Badan memberikan jawaban atas keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dalam jangka 




(1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 227 diterima, Kepala Badan mengubah atau 
membatalkan keputusan sanksi administratif. 
(2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 227 ditolak, Kepala Badan memberitahukan 
kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 
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Pasal 231 
Dalam hal pemohon tidak menerima keputusan atas 
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat 
(2), pemohon dapat  mengajukan upaya administratif 







Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. segala bentuk kerja sama dengan lembaga halal luar 
negeri dan lembaga akreditasi di negara lain sebelum 
Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku 
sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir, dan 
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan 
Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka 
waktu kerja sama berakhir; 
b. Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI 
sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap 
berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku 
Sertifikat Halal luar negeri berakhir; 
c. Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI 
sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap 
berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku 
Sertifikat Halal berakhir; 
d. bentuk Label Halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum 
Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dapat 
digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 
tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini 
diundangkan; 
e. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan 
Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum 
Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diakui 
sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan 
ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 
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paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan 
Menteri ini diundangkan; 
f. Auditor Halal yang sudah ada sebelum Peraturan 
Menteri ini diundangkan, tetap diakui sebagai Auditor 
Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan 
Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 
2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini 
diundangkan; 
g. Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum 
Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diakui 
sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Peraturan Menteri ini diundangkan; 
h. dokumen sistem jaminan halal yang sudah ada 
sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, 
dinyatakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
Peraturan Menteri ini diundangkan; dan 
i. peserta yang dinyatakan lulus dalam Diklat Sertifikasi 
Auditor Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH 
sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat 
mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Halal 






Penyelenggaraan JPH secara elektronik dengan 
menggunakan sistem informasi manajemen jaminan 
produk halal yang disebut SIHALAL harus sudah 
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.   
 
 

